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PENDAHULUAN 


Istilah akuntansi (account/ng) di dunia bisnis atau komersial dewasa ini telah dikenal sangat luas 
sekali, bahkan di dunia pendidikan akuntansi pun mata pelajaran/kuliah bahkan fakultas atau jurusan 
pun hanya mengenal istilah akuntansi. Sedang istilah pembukuan {boek houden atau book keeping) 
sudah tidak dikenal, istilah "boek houdert' ini dikenal pada jaman Belanda menjajah di Indonesia, 
bahkan di Indonesia sampai dengan tahun 1980 masih mengenal istilah tata buku (istilah lain dari 
book keeping) baik di dunia praktek ataupun di tempat-tempat pendidikan, ini dapat dilihat dengan 
masih adanya kursus tata buku ataupun adanya ujian Bond A dan Bond B yang diselenggarakan oleh 
Departemen Pendidikan. Istilah pembukuan tersebut sekarang tidak lagi populer dan dianggap sudah 
ketinggalan jaman, karena sifatnya yang terlalu tehnis, sempit dan merupakan salah satu aspek atau 
bagian tehnis dari akuntansi'. 

Tetapi peraturan perpajakan sampai dengan saat ini masih menggunakan Istilah pembukuan, mungkin 
otoritas pajak masih menganggap perlu menggunakan isttsh pembukuan sejak Undang undang No.6 
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahkan sampai dengan perubahan 
Undang-undang tahun 2009 pun (selanjutnya dalam buku ini disebut dengan UU KUP) peraturan 
perpajakan masih menggunakan istilah pembukuan. Kenapa pengertian pembukuan masih dipakai, 
mungkin istilah ini dianggap sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat atau untuk membedakan 
dengan pengertian akuntansi yang dikenal secara umum. Lebih lanjut Prof DR.Gunadi menyatakan 
bahwa aspek tehnis akuntansi berupa pencatatan transaksi sampai dihasilkannya laporan keuangan 
(Neraca dan Laba Rugi) dari proses pembukuan dirasa telah cukup membantu proses penghitungan 
dan penetapan pajak. Sedang aspek lain dianggap bukan domain perpajakan dan bukan pada 
tempatnya pajak ikut mengaturnya. 

1. Ketentuan tentang Menyelenggarakan Pembukuan 

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP yang 
berbunyi sebagai berikut " WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan". 

2. Pengertian Pembukuan 

Sedang pengertian pembukuan dapat dilihat di Pasal 1 huruf v UU KUP, yaitu "Pembukuan 
adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang modal, penghasilan dan biaya serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak 
terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 % 
(nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan 


AKUNTANSI PAJAK Prof DR. Gunadi M.Sc.Ak 
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menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak 

berakhir". 

Sedang dalam memori penjelasan Pasal 28 UU KUP dijelaskan "Pengertian pembukuan telah 
diatur dalam Pasal 1 huruf i/. Pengaturan pada ayat Ini dimaksudkan agar dari pembukuan 
tersebut dapat dihitung besarnya r-ajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak 
Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka 
pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual 
atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan 
yang tidak dapat dikreditkan. 

Definisi Akuntansi 

Ada beberapa pengertian akuntansi, antara lain : 

a. Akuntansi adalah aktivitas jasa, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, 
terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas (kesatuan) usaha yang dipandang akan 
bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi - dalam rangka menetapkan pilihan 
yang tepat di antara berbagal alternatif tindakan (akuntansi intermediate Jay M Smith Jr, K 
Fred Skousen, Volume Komprehensif edisi kesembilan). 

3. Akuntansi (accounting) adalah system informasi yang mengidentifikasikan, mencatat 
aan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para 
yang berkepentingan. 

a. Mengidentifikasikan berarti bahwa tidak semua peristiwa-peristiwa ekonomi harus 
dicatat, yang diperlukan adalah peristiwa-peristiwa ekonomi yang akan melibatkan 
pemilihan akitivitas-aktivitas ekonomi yang relevan bagi suatu organisasi. Contoh 
peristiwa-peristiwa ekonom! yang reievan adalah penjualan suatu produk atau jasa, 
pembayaran upah, pembayaran iklan suatu produk dan sebagainya. 

b. Setelah diidentifikasikan, peristiwa ekonomi tersebut kemudian dicatat untuk menjadi 
alur aktivitas keuangan perusahaan. Sistem pencatatan aktivitas tersebut terdiri dari 
pembuatan jurnal, mengklasifikasi menjadi buku besar dan seterusnya menjadi 
laporan keuangan. 

c Pekerjaan mengidentifikasikan dan mencatat tersebut akan menjadi informasi yang 
bermanfaat jika digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan. 

Dari definisi-definisi tersebut diatas, aefinisi akuntansi dapat dilihat: 

a. Dari 'ungsinya. 

Akuntansi adalah aktivitas jasa, akuntansi berfungsi memberikan informasi kuantitatif, 
terutama yang bersifat keuangan, tentang suatu organisasi atau badan usaha, yang 
bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Dari prosesnya 

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasikan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi 
atau kejadian-kejadian keuangan, dengan cara tertentu dan penginterprestasikan hasil- 
hasilnya. 

Dengan demikian dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pengertian pembukuan dan 
akuntansi secara prinsip tidak ada perbedaan. 
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KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. 


1. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan 

vVP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di 
Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. 

2. Tidak Wajib Menyelenggarakan Pembukuan 

Mengingat bahwa menyelenggarakan pembukuan bukan hal yang mudah, maka peraturan 
perpajakan memperbolehkan WP Orang Pribadi tertentu untuk tidak menyelenggarakan 
pembukuan (Pasal 28 ayat (2) UU KUP), sedang WP OP yang tidak wajib menyelenggarakan 
pembukuan (PerDJP No.PER-4/PJ/2009) adalah : 

a. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undengan perpajakan memilih untuk menghitung 
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi 
dengan syarat bahwa WP tersebut harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 

Sesuai dengan PMK No.01/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan WP Orang Pribadi tertentu 
adalah WP Orang Pribadi yang mempunyai usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran bruto 
dalam 1 (sabi) tahun sebesar kurang dari Rp 1.800.000.000,-. 

Besarnya peredaran bruto sebesar Rp 1.800.000.000,- tersebut telah berubah menjadi Rp 
4.800.000.000,- (berdasarkan Pasal 14 UU No.38 tahun 2008). 

b. WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, misalkan WP 
yang mempunyai penghasilan dari pemberi kerja (sebagai karyawan). 

SYARAT - SYARAT PEMBUKUAN. 

Tujuan pembukuan pada dasarnya adalah untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak 
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. 

Sesuai dengan Peraturan perpajakan yang berlaku, pembukuan untuk tujuan perpajakan harus 
memenuhi syarat-syarat yang ada pada Pasal 28 UU KUP, sebagai berikut: 

1. Penjelasan Pasal 28 UU KUP dikatakan bahwa pembukuan harus diselenggarakan sesuai dengan 
kelaziman pembukuan yang berlaku. Karena kelaziman pembukuan di Indonesia menggunakan 
Standar Akuntansi Keuangan, maka pembukuan menurut perpajakan juga seharusnya mengacu 
pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia kecuali peraturan 
perpajakan mengatur lain. 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlagu di Indonesia sekarang ini ada 4 (empat), yaitu : 
a. Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu kepada IFRS (selanjutnya dalam buku ditulis 
dengan SAK). Perusahaan yang wajib menggunakan SAK adalah : 

• Perusahaan Go Publik 

• Perbankan 
BUMN 

• Asuransi 

• Perusahaan yang dananya harus dipertanggung jawabkan ke public 

IAI mencanangkan IFRS akan diadopsi penuh oleh PSAK dan diimplementasikan mulai 1 
Januari 2012. 
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b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (selanjutnya dalam buku 
disebut dengan SAK ETAP), yang bedaku efektif per 1 Januari 2C11. SAK ETAP ini 
digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang : 

• Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan 

• Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. 

c Standar Akuntansi Keuangan Syariah (selanjutnya dalam buku ini disebut dengan SAK 
Syariah). 

• Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah 
maupun lembaga non syariah. 

• Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan 
fatwa MUI. 

d. Standar Akuntansi Pemerintah 

Standar Akuntansi Pemerintah tidak akan penulis bahas disini mengingat bahwa Pemerintah 
bukan subyek pajak. 

Catatan penulis 

Mengingat penjelasan didalam UU KUP tersebut, maka prinsip dasar pembukuan WP harus 
menggunakan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perpajakan 
mengatur lain. 

Pasal 28 ayat (3) UU KUP "pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya ". 
Sementara Itu yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam peraturan perpajakan 
dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP (penjelasan UU), sebagai berikut : 

a. Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 

b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur- 
unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 

c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang 
harus dilaporkan dalam SPT. 

DI dalam Akuntansi dikatakan bahwa pembuatan laporan keuangan harus memenuhi beberapa 
persyaratan yang lengkap, yaitu : 

a. Persyaratan Pembuatan Laporan Keuangan Menurut SAK 

• Bebas dari kesalahan material 

Sedang pengertian material dalam SAK 1 revisi 2009 paragraf 07 adalah "kelalaian 
untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan 
adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas 
bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan 
dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait". 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 
dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan dalam 
pengambilan keputusan atas dasar laporan keuangan yang dibuat tersebut. 
Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 
sltuas! khusus. 

Contoh perusahaan yang mempunyai omzet 50 miryar rupiah, kelalaian dalam 
mencatat biaya sebesar Rp 100.000,- mungkin dianggap tidak material. 

• Netrai yaitu bebas dari yang bias. 
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• Mewakili transaksi yang jujur dan kejadian, sehingga laporan keuangan dapat 
diandalkan. 

Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari 
kesalahan dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili peristiwa dan 
transaksi. 

• Melengkapi dalam batasan materialitas dan harga pokok 

• Di dalam SAK 1 revisi 2009 paragraf 16 "laporan keuangan menyajikan secara wajar 

posisi keuangan.penyanjian yang wajar mensyarakat penyajian secara jujur 

dampak dari transaksi...." 

b. Sedang SAK ETAP disebutkan : 

• Bab 2 Paragraf 2.4 dikatakan bahwa informasi dipandang material jika kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut. 

• Materialitas tergantung pada besarnya pos-pos atau kesalahaan yang dinilai sesuai 
dengan situasi tertentu dari kesalahan dalam mencatat (mlsstament). 

• Bab 2 Paragraf 2.5 agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
harus andal, yang dimaksud dengan andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, 
dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
diharapkan dapat disajikan. 

• Bab 3 Paragraf 3.2 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian 
jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa. 

Catatan penulis 

Dengan demikian jika WP telah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi (apakah SAK, SAK Etap) tersebut diatas, maka menurut hemat penulis bahwa 
pembukuan yang diselenggarakan oleh WP secara formal telah memenuhi peraturan 
perpajakan yang termaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU KUP. Dan jika WP telah 
menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perpajakan, maka 
dapat dikatakan bahwa WP telah memenuhi ketentuan forrr.3l dan materiil. 

3. Pasal 28 ayat (4) UU KUP dikatakan "pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di 
Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf latin dan angka Arab dengan 
satuan mata uang rupiah atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan". 

Dengan demikian sesuai mandat yang diberikan oleh UU KUP Menteri Keuangan dapat 
menetapkan penggunaan bahasa asing selain bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah 
dalam rangka penyelenggaraan pembukuan. 

Penggunaan mata uang rupiah menurut akuntansi hanya ditegaskan dalam SAK ETAP paragraf 
25.5 yang menyatakan "mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas di Indonesia adalah 
mata uang rupiah. .* . 

Sedang dalam SAK No.52.04 dikatakan bahwa mata uang pelaporan yang digunakan oleh 
perusahaan di Indonesia adalah mata uang rupiah. Perusahaan dapat menggunakkan mata uang 
selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya a;>abHa mata uang tersebut memenuhi kriteria 
mata uang fungsional. 

4. Pasal 28 ayat (7) UU KUP berbunyi "pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan-catatan 
mengenai harta , kewajiban atau utang , modal, penghasilan dan biaya , serta penjualan dan 
pembelian , sehingga dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang". 

Sayangnya di dalam peraturan perpajakan (baik UU, PP, Per Men Keu atau SE Dirjen Pajak) tidak 
menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan harta, kewajiban/utang, modal, 
pendapatan, beban dan sebagainya. Sehingga mau atau tidak mau WP untuk memenuhi 
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persyaratan pembuatan pembukuan sebagaimana yang diharuskan dalam peraturan perpajakan 
Pasal 28 ayat (7) UU KUP) ini, WP harus menggunakan aturan yang ada dalam standar akuntansi 
karena dlsitu diatur secara Jelas apa yang dimaksud dengan harta, kewajiban/utang. Modal, 
pendapatan, beban dan sebagainya. 

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa laporan keuangan dibuat kelaziman pembukuan yang 
berlaku, atau dapat dikatakan bahwa laporan keuangan mengacu pada SAK (SAK, SAK ETAP dan 
SAK Syariah). 

Secara umum akuntansi keuangan di Indonesia mensyaratkan pembuatan laporan keuangan 
sebagaimana dapat dilihat dibawah ini: 


PSAK 1 (revisi 2009); Didalam paragraph 3.12. 

Penyajian Laporan Laporan Keuangan terdiri dari 


Keuangan menetapkan 
laporan keuangan lengkap 
meliputi: 

a. laporan posisi keuangan 
pada akhir periode. 

b. Laporan laba rugi 
kompre-hensif selama 
periode; 

c. laporan arus kas selama 
periode 

d. laporan perubahan 
ekuitas selama periode. 


i. Neraca 

i. Laporan Laba Rugi 


. Laporan Arus Kas; 

I. Laporan perubahan ekuitas 
yang Juga menunjukkan 

i. seluruh perubahan dalam 
ekuitas, atau 

ii. perubahan ekuitas selain 
pe'ubahan yg timbul dari 
transaksi dengan pemilik 
dalam kapasitasnya 
sebagai pemilik 


e. catatan atas laporan ke¬ 
uangan, berisi ringkasan 
kebijakan akuntansi 
penting dan informasi 
penjelasan lain 

f. laporan posisi keuangan 
pada awal periode 
komparatif yang disajikan 
ketika entitas 
menerapkan suatu 
keb i jakan akuntansi 


e. catatan atas laporan 
keuangan yang berisi 
ringkasan kebijakan 
akuntansi yg signifikasn dan 
informasi penjelasan lainnya 


Didalam Paragraf 11. 
Dikatakan bahwa Laporan 
keuangan yang lengkap 
terdiri dari Komponen - 
komponen berikut ini: 

a. Neraca; 

b. Laporan Laba Rugi; 


c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Perubahan 
Ekuitas; 


e. Laporan Sumber dan 
Penggunaan Dana Zakat; 

f. Laporan Sumber dan 
Penggunaan Dana 
Kebajikan; 

g. Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
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secara retrospektif atau 
membuat penyajian 
kembali secara 
retrospektif dari pos-pos 
dalam laporan keuangan, 
atau ketika entitas 
merekiasifi kasi pos-pos 
dalam laporan 
keuangannya _ 


Sedang pembuatan laporan keuangan menurut akuntansi lebih lanjut diatur sebagai berikut 
i. Yang dimaksud dengan Neraca adalah : 



Bab 52. Laporan posisi 

keuangan minimal 

mencakuppenyajian jumlah 

pos-pos berikut: 

a. aset tetap; 

b. properti Investasi; 

c. aset tidak berwujud; 

d. aset keuangan (tidak 
termasuk Jumlah yang 
dlsajikanpada (e), (h) dan 

CO); 

e. investasi dengan 
menggunakan metode 
ekuitas. 

f. aset biolojik. 

g. persediaan. 

h. piutang dagang dan 
piutang lainnya; 

i. kas dan setara kas; 

j. total aset yang 
diklasifikasi-kan sebagai 
aset yang dimiliki untuk 
dijual dan aset yang 
termasuk daiamkelompok 
lepasan yang 
diklasifikasikan sebagai 
yangdimiliki untuk dijual 
sesuai dengan PSAK 58; 

k. utang dagang dan 
terutang lainnya. 


Bab 4 paragraf 4.2 dikatakan 
bahwa Neraca minimal 
mencakup pos-pos berikut 

a. Kas dan Setara Kas 

b. Piutang usaha dan Piutang 
lalnya 

c. Persediaan 

d. Properti investasi 


e. aset tetap 


f. aset tidak berwujud 

g. utang usaha dan utang 
lainnya 

h. aset dan kewajiban pajak 

i. kewajiban diestimasi. 

j. ekuitas 


Paragraf 52 mengatakan 
bahwa neraca minimal 
mencakup pos-pos berikut: 

a. kas dan setara kas; 

b. aset keuangan; 

c. piutang usaha dan 
piutang lainnya; 

d. persediaan; 


e. investasi yang 
diperlakukan 
menggunakan 
metodeekuitas; 

f. aset tetap; 

g. aset tak berwujud; 

h. hutang usaha dan 
hutang lainnya; 

i. hutang pajak; 

j. dana syirkah temporer; 


k. hak minoritas; dan 
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1. kewajiban diestimasl; 

. . . I 1. modal saham dan pos 

V ekuitas lainnya. 

m. laibilitas keuangan (tidak 
termasuk jumlah yang 
disajikan dalam (k) dan (1 

n. laibilitas dan aset untuk 
pajak kini sebagaimana 
didefinisikan dalam PSAK 
46; 

o. laibilitas dan aset pajak 
tangguhan, sebagaimana 
didefinisikan dalam PSAK 
46; 


p. laibilitas yang termasuk 
dalam kelompok yang 
dilepaskan yang 
diklasifikasikan sebagal 
yangdimilikJ untuk dijual 


sesuai dengan PSAK 58; 

q. kepentingan non- 
pengendall, disajikan 
sebagal bagian dari 
ekuitas. 

r. modal saham & cadangan 
yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas 
induk. 



ii. Yang dimaksud dengan Laporan Laba Rugi adalah 



Didalam Paragraf 80 
dinyatakan bahwa Laporan 
laba rugi komprehensif, 
sekurang-kurangnya 
mencakup penyajian Jumlah 
pos-pos berikut selama 
suatu periode: 

Bab 5 paragraf 5.3 laporan 
laba rugi minimal mencakup 
f»s-pos sebagai berikut: 

. 

Di dalam Paragraf 60 
dikatakan bahwa Laporan 
laba rugi minimal mencakup 
pos-pos berikut: 

a. pendapatan. 

a. Pendapatan 

a. pendapatan usaha; 

b. biaya keuangan; 

b. Betan Keuangan 

b. bagi hasii untuk pemilik 
dana; 

c. bagian laba rugi dari 
entitas asosiasi dan joint 
ventures yang dicatat 
dengan menggunakan 
metode ekuitas; 

c. bagian laba atau rugi dari 
investasi yang 
menggunakan metode 
ekuitas 

c. beban usaha; 

d. beban pajak. 

d. beban Pajak 

d. laba atau rugi usaha; 

e. suatu jumlah tunggal 

e. Laba atau Rugi Neto 

e. pendapatan dan beban 
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yang mencakup total dari: 

i. laba rugi setelah pajak 
dari operasi yang 
dihentikan; 
il. keuntungan atau 
kerugian setelah pajak 
yang diakui dengan 
pengukuran nilai wajar 
dikurangi biaya untuk 
menjual atau dari 
pelepasan aset atau 
kelompok yang 
dilepaskan dalam 
rangka operasi yang 
dihentikan 



f. laba atau rugi dari 
aktivitas normal 

g. beban pajak; dan 


f. laba rugi. 

g. setiap komponen dari 
pendapatan komprehensif 
lain yang diklasifikasikan 
sesuai dengan sifat 
(selain jumlah dalam 
huruf (h)). 

h. bagian pendapatan 
komprehensif lain dari 
entitas asosiasi dan joint 
ventures yang dicatat 
dengan menggunakan 
metode ekuitas 

i. total laba rugi 

komprehensif _ 

Dengan demikian menurut penulis jika WP telah membuat pembukuan sesua! dengan SAK, SAK 
ETAP atau SAK Syariah secara konsisten, dapat dikatakan bahwa secara forma! WP telah 
membuat pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Pasal 28 ayat (7) UU 
KUP. 


h. laba atau njgi bersih 
untuk periode berjalan 





Catatan penulis 

Pentingnya laporan keuangan bagi WP dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam 
pembuatan laporan pajak dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (6) UU KUP "Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus 
dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan 
lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pa/a/cbahkan ditegaskan di 
dalam Pasal 3 ayat (7) KUP yang menyatakan "Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang 
disampaikan , tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak 
dianggap sebagal Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan 


Pasal 28 ayat (5) UU KUP "Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan 
stelsel akrual atau stelsel kas" dan diselenggarakan sesuai dengan kelaziman pembukuan. 
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a. Taatazas 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat 4 UU KUP salah satu syarat pembukuan 
untuk kepentingan perpajakan adalah harus memenuhi prinsip taat azas. Termasuk dalam 
pengertian taat azas dalam pembukuan adalah konsistensi periode pembukuan setiap tahun 
buku. Oleh karena itu sesuai Pasal 12 Ayat (2) UU PPh, pada dasarnya WP tidak 
diperbolehkan mengubah tahun buku/tahun pajak sesuka hati mereka, karena 
dikhawatirkan kemungkinan terjadinya penggeseran laba atau rugi perusahaan, sedemikian 
rupa sehingga merugikan penerimaan pajak. 

Menurut Akuntansi dikatakan : 

• SAK No.l revisi 2009 dalam paragraf 42 dikatakan bahwa "penyajian dan klasifikasi 
pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali 

• SAK ETAP Paragraf 2.9 disebutkan bahwa untuk membandingkan laporan keuangan 
entitas maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain harus 
dilakukan secara konsisten. 

SAK ETAP Paragraf 3.6 disebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangan antar periode harus konsisten. 

• SAK Syariah Paragraf 26 disebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangan antar periode harus konsisten. 

Dengan demikian menurut penulis jika WP telah membuat pembukuan sesuai dengan SAK, 
SAK ETAP atau SAK Syariah, dapat dikatakan bahwa WP secara formal telah membuat 
pembukuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Pasal 28 ayat (5) UU KUP 
tentang ketentuan pembukuan dilakukan dengan taat azas. 

Prinsip taat asas dalam metode pembukuan (sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku), misalnya dalam penerapan: 

I. Penerapan Stelsel pengakuan penghasilan. 

Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) UU KUP dan penjelasannya, diatur bahwa pembukuan 
diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 
Dengan demikian peraturan memperbolehkan WP untuk menggunakan metode cash 
basis atau accrual basis. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pada prinsipnya 
pengakuan penghasilan (dan biaya) secara fiskal dikaitkan dengan metode pembukuan 
yang dianut WP secara taat asas. Apabila pembukuan diselenggarakan dengan 
metode akrual, maka pengakuan penghasilan dari transaksi penjualan barang 
dagangan telah terjadi pada saat penyerahan faktur tagihan, meskipun pengambilan 
barang dan atau pelunasan harga jual belum dilakukan. 

Didalam SAK 23 disebutkan bahwa untuk pendapatan disyaratkan bahwa entitas dalam 
mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan 
diterima, dengan mempertimbangkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang 
diperbolehkan. 

ii. Tahun buku 

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender, atau dari 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember). WP dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan 
menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih, 
contoh : - Pembukuan 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009, tahun pajaknya 
adalah tahun 2008. 
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Pembukuan 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2010, 
tahun pajaknya adalah tahun 2010. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa WP dalam pembuatan laporan keuangan 
adalah mempunyai jangka waktu 1 tahun takwim (12 bulan). 

Sedang standar akuntansi yany bedaku di Indonesia mengatakan bahwa laporan keuangan 
minimimal harus dibuat: 

• SAK No.l Paragraf 34. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk 
informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. 

• SAK ETAP Bab 3 paragraf 3.5 mengatakan bahwa Entitas menyajikan secara lengkap 
laporan keuangan (termasuk informasi komperatif) minimum satu tahun sekali. 

• SAK Syarlah Paragraf 42 menyatakan bahwa Laporan keuangan setidaknya disajikan 
secara tahunan 

b. Metode penilaian persediaan, didalam perpajakan penilaian persediaan barang hanya boleh 
menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga 
pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan 
persediaan yang didapat pertama ffirst-irt first-outatau disingkat FJFCT). 

Sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan 
harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara /ang 
sama. 

Masalah persediaan ini akan dibahas lebih lanjut di Bab Akuntansi Persediaan. 

c. Metode penyusutan dan amortisasi 

Metode penyusutan dan amortisasi untuk tujuan perpajakan telah ditentukan sebagai 
berikut: 

• untuk bangunan hanya boleh menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus. 

• untuk aktiva bukan bangunan dapat memilih menggunakan penyusutan atau 
amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun 

• masa manfaat bangunan ditentukan 10 tahun atau 20 tahun, sedang untuk aktiva 
selain bangunan dan aktiva tidak berwujud, telah ditentukan berdasarkan kelompok 1, 
kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4 

Masalah penyusutan akan dibahas lebih lanjut d: Bab Akuntansi Aktiva Tetap. 

d. Sistem akrual 

• Yang dimaksud dengan stelsel akrual menurut peraturan perpajakan adalah suatu 
metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu 
diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan 
penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam 
pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode 
persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang 
konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build 
operate and transfer (BOT) dan real estat. 

• Akuntansi menyatakan dengan tegas bahwa Entitas harus menyusun laporan 
keuangan dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Sebagaimana ditegaskan 
dalam SAK No.l Paragraf 24, SAK ETAP paragraph 2.33 dan SAK Syariah paragraph 
25. 

e. Stelsel kas {cash basis). 

Stelsel kas menurut peraturan perpajakan adalah suatu metode yang penghitungannya 
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. 
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Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar 
telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai 
biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai daiam suatu periode tertentu. 

Didalam SAK, SAK ETAP dan SAK Syariah tidak dikenal lagi dengan stelsel kas (cash basis). 
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa 
misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan 
penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan 
dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari 
langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya 
operasi lainnya. 

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang 
mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat 
disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk 
penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal 
antara lain sebagai berikut: 

• Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, 
baik yang tunai maupun yang bukan. Dengan demikian untuk metode penjualan 
sebenarnya WP hanya boleh menggunakan metode akrual. 

• Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian 
dan persediaan. 

• Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, 
biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui 
penyusutan dan amortisasi. 

• Pemakaian stelsel kss harus dilakukan secara konsisten. 

Dengan demikian untuk tujuan pajak pengakuan biaya yang betul betul memakai metode 
kas terlihat sangat terbatas. Atau dapat dikatakan bahwa penggunaan metode pembukuan 
untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. 

Catatan penulis. 

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan walaupun perpajakan memperbolehkan 
menggunakan stelsel kas, tetapi sesuai SAK, SAK ETAP dan SAK Syariah perusahaan tidak 
diperbolehkan menggunakan metode stelsel kas. Sehingga jika WP konsisten dengan peraturan 
perpajakan maka menurut hemat penulis seharusnya WP tidak dapat lagi menggunakan stelsel 
kas, sesuai dengan penjelasan Pasal 28 UU KUP "bahwa pembukuan harus diselenggarakan 
sesuai dengan kelaziman pembukuan yang berlaku" 

Perubahan Metode Pembukuan. 

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan 
tahun-tahun sebelumnya (bisa disebutkan dengan konsisten), misalnya dalam hal penggunaan 
metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva 
tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih 
dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Perubahan metode 
pembukuan harus diajukan kepada Dirjen Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang 
bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang 
mungkJn timbul dari perubahan tersebut. 

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang 
dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan 
penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam 
metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan 
menggunakan metode penyusutan tertentu. 

Contoh: 
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Wajib Pajak dalam tahun 2010 menggunakan metorie penyusutan garis lurus atau straight line 
method. Jika dalam tahun 2011 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva 
dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau dedinlng balance method, maka 
Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Dirjen Pajak yang diajukan sebelum 
dimulainya tahun buku 2011 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode 
penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut 

Akuntansi secara prinsip juga mengenal prinsip taat azas sebagaimana diatur dalam Standar 
Akuntansi Keuangan, yaitu : 

a. SAK No.l edisi revisi 2009 Paragraf 43 menyatakan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos 
dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: 

• setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review 
atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian 
yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk 
penentuan dan penerapan kebijakan akuntcnsi daiam PSAK 25; atau 

• perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK 

b. SAK ETAP bab 3 paragraf 3.6 dinyatakan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali: 

• terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau perubahan 

penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai 
kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. 

• SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

c. PSAK Syariah paragraf 26 menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali: 

• terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau 
perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu 
transaksi atau peristiwa; atau 

• perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau 
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa taat azas dalam pembukuan selaras dengan taat azas 
dalam akuntansi. Perubahan metode pembukuan (akuntansi) dalam klasifikasi pos-pos laporan 
dapat dilakukan sepanjang mendapatkan ijin dari Dirjen Pajak (untuk pembukuan) dan sesuai 
dengan SAK yang berlaku (untuk akuntansi). 

Syarat permohonan untuk mengubah metode pembukuan. 

Berdasarkan Kep DJP No. KEP-381/PJ./2003, wewenang pemberian persetujuan atau penolakan 
atas permohonan WP mengenai perubahan metode pembukuan dan atau perubahan tahun buku 
yang kedua dan seterusnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dimana Wajib Pajak 
berdomisili atau terdaftar. 

Prosedur permohonan perubahan metode pembukuan : 

a. WP menyampaikan surat permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan/atau tahun buku 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar, dengan menyebutkan: 

• IdentitasWP, 

• Perubahan Metode Pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa; 

• Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan. 

b. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan : 

• Bukti Pengiriman SPT Tahunan PPh tahun terakhir 

• Surat Pernyataan WP bahwa : 
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Perubahan tahun buku/tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham dimana 
bila tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan/atau kerugian 
bagi perusahaan. 

permohonan perubahan tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan 
tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan 
datang. 

tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan 
pergeseran laba/rugi untuk meringankan beban pajak. 

7. Penyimpanan Bukti Pembukuan 

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (11) Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Ha! itu 
dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, 
bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera 
disediakan. 

Walaupun didalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (4) UU KUP dikatakan bahwa untuk 
memberikan kepastian hukum bagi WP berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak 
dengan sistem self assessment, apabiia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat 
terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, 
Dirjen Pajak tidak menerbitkan SKP, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT 
Masa atau SPT Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah 
menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

Tetapi Peraturan perpajakan tetap menetapkan Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang 
diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, karena 
sesuai dengan ketentuan yang mengatur batas daiuwarsa penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 

Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus diiakuKan 
dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan 

Bukti-bukti dan Catatan pembukuan harus disimpan di Indonesia dalam jangka waktu 1C tahun, 
tempat penyimpanan dokumen adalah : 

I. V/P orang pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal, 
ii. WP badan, ditempat kedudukan. 

Sedang syarat-syarat penyimpanan bukti-bukti pembukuan antara lain 

i. Bukti-bukti pembukuan harus disimpan secara fisik untuk 3 (tiga) tahun pertama sesudah 
terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak. 

ii. Penyimpanan secara elektronik berupa micrvfilm, scan ke dalam disket untuk dokumen 
perpajakan dan pendukungnya dapat dilakukan oleh WP untuk dokumen yang berumur 
lebih dari 3 (tiga) tahun hingga tahun ke sepuluh sesudah terutang pajak atau berakhirnya 
masa pajak. 

PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING 

Sesuai dengan PMK No. 196/PMK.03/2007, tanggal. 28 Desember 2007 jo Per DJP No. PER- 
ll/PJ/2010 tanggal 09 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 24/P M K. 011/ 2012 
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tanggal 2 Pebruari 2012. WP dapat menggunakan bahasa dan mata uang asing selain bahasa 
Indonesia dan mata uang Rupiah, dalam rangk2 pembukuan adalah bahasa Inggris dan mata uang 
Dollar Amerika Serikat (USD). 

1. WP yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan 
mata uang USD adalah: 

a. WP dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; 

b. WP dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- 
undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 

c. WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 

d. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh atau 
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait 

e. WP yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek 
luar negeri. 

f. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan 
mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif 
Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. 

g. WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan 
anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk iparent 
company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud 
Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b UU PPh. 

h. WP yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan 
satuan mata uang USD sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

Dengar, demikian terhadap WP selain yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk 
menggunakan bahasa Inggris dan mata uang USD dalam pembukuannya. 

2. WP yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD untuk WP 
PMA, Bentuk Usaha Tetap (BUT), WP yang mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek, harus 
terlebih dahulu mendapat Izin tertulis dari Menteri Keuangan. 

Prosedur untuk mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD adalah : 

a. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala 
Kantor Wilayah dengan formulir yang sesuai dengan peraturan perpajakan, paling lambat 3 
(tiga) bulan: 

i. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan 
satuan mata uang USD tersebut dimulai; atau 

ii. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 
pertama. 

b. Permohonan ijin tersebut harus dilampiri dengan : 

i. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau dokumen lain yang serupa 
baai WP BUT: 
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ii. fotokopi Surai Persetujuan Penanaman Modal Asing dan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal bagi Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing; 

iil. fotokopi surat keterangan/penunjukan kantor perwakilan Indonesia dari kantor pusat 
bagi WP BUT; 

Iv. surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham WP 
pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut bagi WP yang mendaftarkan emisi 
sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri; 

v. fotokopi Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas penerbitan reksadana oleh Kontrak Investasi 
Kolektif yang bersangkutan bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif; 

vi. fotokopi prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata 
uang Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif; 

vil. surat keterangan/pernyataan dari perusahaan induk (panent company) di luar negeri 
dan laporan keuangan konsolidasi {Consolidated finandalstatement) perusahaan induk 
{parent company) di luar negeri bagi WP yang berafiliasi langsung dengan perusahaan 
induk di luar negeri; 

viil. fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang terakhir, kecuali bagi WP 
baru terdaftar yang belum wajib menyampaikan SPT Tahunan; 

ix. Surat Pernyataan (bermeterai Rp6000,00) bahwa transaksi penjualan dan biaya yang 
dilakukan perusahaan didominasi oleh satuan mata uang USD dan pembukuan 
menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aktiva, pasiva, modal, pendapatan, dan 
biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang USD dengan menggunakan format 
sesuai dengan Lampiran II Per Dirjen Pajak No.PER-1 0/P J/2 0 i 2. 

x. fotokopi Bukti Penyetoran Modal Awal dalam USD bagi WP baru untuk Bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak pertama; dan 

xi. Surat Pernyataan (bermeterai Rp6000,00) dari WP yang menyatakan bahwa mata 
uang fungsional yang digunakan WP sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang 
berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang USD bagi WP yang menyajikan laporan 
keuangan dalam mat2 uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang USD 
sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan 
formatsesuai dengan Lampiran VI Per Dirjen Pajak No.PER-IO/PJ/201 2. 

Untuk WP dalam rangka Kontrak Karya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Prosedur untuk 
menyampaikan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
Inggris dan satuan mata USD bagi adalah : 

a. Surat pemberitahuan disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar dengan fcrmuilir yang telah 

ditentukan, paling lambat 3 (tiga) bulan: 

i. sejak tanggal pendirian apabila sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD. 

ii. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan 
satuan mata uang USD tersebut dimulai, apabila akan menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD. 

b. Pemberitahuan harus dilampiri dengan : 

i. fotokopi Kontrak Karya bagi WP dalam rangka Kontrak Karya; 

ii. fotokopi Kontrak Kerja Sama bagi WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 
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4. Ketentuan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terlaku bagi Kerja Sama Operasi (KSO) 
sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO dan semua anggota 
KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan 
melampirkan: 

a. fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO; dan 

b. fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Izin 
Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang 
USD atas nama anggota-anggota KSO yang telah mendapatkannya. 

Dalam hal tidak semua anggota KSO mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang 
USD, tetapi dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama/akta pendirian KSO, harus menempuh 
prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3. 

4. WP yang telah memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang 
USD, harus menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan 
mata uang USD tersebut dalam jangka waktu paling sedikit S (iima) tahun pajak sejak diterbitkan 
izin atau penyampaian pemberitahuan. 

5. Dalam hal WP telah memperoleh Izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan 

menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang USD namun merencanakan untuk tidak 
memanfaatkan izin yang dimilikinya, maka WP wajib harus : 

a. Menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis dalam hal Tahun Pajak 
sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan pemberitahuan tersebut harus 
sudah diterima oleh KPP tempat WP terdaftar sebelum Tahun Pajak tersebut dimulai; atau 

b. Mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP 
terdaftar paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uar.g USD tersebut dimulai, dengan 
melampirkan fotokopi surat izin. 

6. Atas permohonan izin tersebut Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus 

memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari 

WP diterima secara lengkap. 

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA 
INGGRIS DAN MATA US DOLLARS 

Peraturan teknis tentang pedoman tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan daiam bahasa 
Inggris dan mata uang dollar Amerika adalah Per DJP No.I96/PMK/2007, yang mengatur, sebagai 
berikut: 

1. Untuk transaksi yang dilakukan dengan USD, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen 
transaksi yang bersangkutan. 

2. Untuk transaksi dalam negeri yang menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang asing selain 
USD, konversi ke mata uang USD dilakukan berdasarkan kurs konversi Bank Indonesia pada saat 
pengakuan penghasilan atau biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut. 
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Untuk memperjelas pengertian tersebut, maka dibawah ini akan penulis berikan transaksi 
sehubungan dengan pencatatan menggunakan pembukuan mata uang asing : 

a. PT ABC menggunakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD, pada tanggal 
19 Juni membayar sewa kendaraan sebesar Rp 20.000.000,- (yang diambil dari kas rupiah) 
maka jika kurs tengah BI pada saat itu Rp 9.100,-/USD maka PT ABC seharusnya mencatat 
transaksi tersebut sebagai berikut: 


Uraian 

Debet ! Kredit 

Beban kendaraan 

USD 2,197.80 j 

Kas 

USD 2,197.80 ! 


Beban kendaraan Rp 20.000.000,-: Rp 9.100,- = Rp 2.197,80 

Dalam hai contoh tersebut diatas aspek pajak lain (PPh 23 dan PPN) sementara diabaikan 
oleh penulis. 

b. PT ABC mengambil uang di Bank USD untuk keperluan kas kecilnya (yang selalu dalam 
Rupiah) sebesar Rp 10.000.000,- Jika kurs jual (atau kurs transaksi) pada saat itu sebesar 
Rp 8.900,-/USD maka pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT ABC adalah sebagai 
berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas Kecil 

USD 1,123.60 


Bank 


USD 1,123.60 ! 


Kas kedi Rp 10.000.000,- : Rp 8.900,- = Rp 1.123,60 


c. PT ABC mengambil membayar jasa konsultan sebesar USD 2,000 Jika kurs jual (kurs 
transaksi pada saat itu Rp 9.100,-/USD maka pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT 
ABC adalah sebagal berikut: 


Uraian 

Debet Kredit 

Beban Konsultan 

USD 2,000 

Bank 

1 I USD 2,000 ! 


Walaupun kurs transaksi pada saat itu Rp 9.100,-/USD tetapi karena pembayaran memakai 
USD, maka PT ABC tetap mencatat sesuai transaksinya, 
catatan : 

Dari transaksi tersebut diatas dapat dikatakan apabila transaksi yang terjadi tidak 
menggunakan USD maka kurs konversi yang digunakan adalah kurs berdasarkan kurs 
tengah BI atau kurs transaksi riil tergantung peristiwa yang terjadi. Sedangkan apabila 
transaksi yang terjadi menggunakan USD maka gunakan transaksi yang sebenarnya. 

c. Untuk transaksi luar negeri yang menggunakan mata uang asing selain USD, konversi ke 
mata uang USD dilakukan berdasarkan kurs konversi Bank Indonesia pada saat 
pembebanan rekening WP pada bank relasinya. 

d. WP wajib menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan beserta lampiran-lampirannya dalam 
bahasa Indonesia (menggunakan Form 1771$). 

e. WP wajib melakukan pembayaran pajaknya dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan 
kurs yang berlaku menurut KMK pada saat pembayaran dilakukan. 

Misalkan PT MKI pada tahun pajak 2011 telah menghitung pajak yang terhutang, diketahui 
pajak terhutang sebesar Rp 54.385.600,- Jika pembayaran pajak terutang tersebut 
dilakukan pada tanggai 25 Maret 2012, sedang kurs KMK yang berlaku pada saat itu 
misalkan Rp 9.375,-/USD maka pajak terhutang menggunakan mata USD sebesar Rp 
54.385.600,- : 9.375,- = USD 5,801.13 
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f. Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba disajikan dalam bahasa 
Inggris dan dalam mata USD. 

Konversi mata uang dari Rupiah ke mata uang USD 

Bagi WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata 
uang USD, berlaku ketentuan konversi ke mata uang USD sbb : 

a. Pada awal tahun buku : 

Penyelengaraan pembukuan dengan menggunakan mata USD untuk pertama kali dilakukan 
dengan bertitik telak dari Neraca akhir tahun buku sebelumnya dalam mata uang rupiah 
(Jika WP menggunakan pembukuan dalam USD pertama dalam tahun 2011, maka titik tolak 
neraca adalah Neraca per 31 Desember 2010) yang dikonversikan ke mata USD dengan 
menggunakan kurs : 

i. Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun menggunakan kurs yang sebenarnya 
berlaku pada saat perolehan harta tersebut. 

Dari daftar aktiva per 31 Desember 2010 yang tercantum di neraca PT United Sarana 
Kompak, diketahui Harga Beli aktiva Mesin sebesar Rp 5.000.000.000,- sedang kurs 
KTBI per 31 Desember Rp 9.025,-/ USD. Jika diketahui pembelian mesin tersebut 
dilakukan pada tahun 2006 dan kurs transaksi pada saat pembelian mesin sebesar Rp 
8.000,-/USD. 

Maka untuk keperluan pembukuan berdasarkan peraturan perpajakan nilai konversi 
harus menggunakan mata uang asing pada saat pembelian aktiva mesin tersebut atau 
sebesar Rp 8.000,-/USD. 

Sehingga harga beli mesin yang dicantumkan dalam Neraca PT United Sarana Kompak 
menjadi Rp 5.000.000.0000,- : 8.000 = USD 625,000, walaupun KTBI pada saat 
dilakukan penyesuaian per 31 Des 2010 sebesar Rp 9.025.-/USD. 

ii. Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud pada 
angka i menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta 
tersebut. 

Jika dalam contoh i (PT United Sarana Kompak) tersebut diatas aktiva mesin termasuk 
golongan lli, maka perhitungan penyusutan mesin (penyusutan menggunakan metode 
garis lurus) menjadi : 


tshun 

Nilai Harga Beli 

Penyusutan 

Nilai Buku 

2006 

625,000 

39,062.5 

585,937.50 

2007 

625,000 

39,062.5 

546,875.00 | 

2008 

625,000 

39,062.5 

507,812.50 

2009 

625,000 

39,062.5 

468,750.00 

i 2010 

625,000 

39,062.5 

429,687.50 S 


Sehingga nilai buku mesin di neraca per 31 Des 2010 dalam USD adalah sebesar USD 
429,687.50 

iii. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada 
akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang 
dilakukan secara taat asas. 

Neraca PT PT United Sarana Kompak per 31 Desember 2010 menunjukan saldo 
piutang sebesar Rp 450.000.000,- jika kurs tengah 31 per 31 Desember 2010 adalah 
Rp 9.025,-/USD. Maka untuk keperluan pembukuan dengan menggunakan mata uang 
asing saldo piutang harus dikonversi menjadi USD 49,861.50 (Rp 450.000.000,- : 
9.025) 
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rv. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, disamping menggunakan nilai historis, atas "nilai 
selisih lebih" dikonversi ke dalam mata USD dengan menggunakan kurs yang 

sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. 

v. Untuk laba ditahan atau sisa kerugian dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun 
sebelumnya, dikonversi ke dalam mata USD dengan menggunakan kurs yang 

sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem 
pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas, 
vl. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku 
pada saat terjadinya transaksi. 

PT United Sarana Kompak didirikan pada tahun 1998 dengan jumlah Modal 
ditempatkan dan disetor sebesar Rp 100.000.000,- Jika pada waktu itu kurs tengah BI 
sebesar Rp 2.500,-/USD sedang kurs tengah BI per 31 Desember 2010 Rp 9.025,- 
/USD. Maka penyajian modal dalam mata uang asing US 40,000 (Rp 100.000.000,- : 
2.500,-). 

vii. Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang 

Rupiah ke mata USD sebagaimana dimaksud pada angka i sampai angka vi, maka 

selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. 

Catatan : 

Menurut akuntansi dalam hal ada perubahan dalam mata uang fungsional, maka entitas 
harus mengkonversi semua pos ke dalam mata uang fungsional yang baru dengan 
menggunakan kurs pada tanggal perubahan. Akibat dari konversi tersebut dianggap sebagai 
biaya historis. Sedang selisih pertukaran yang timbul dari perubahan tersebut dicatat di 
ekuitas dan tidak boleh dikeluarkan dari ekuitas menjadi laba rugi sampai saat entitas 
menghentikan operasi. 

b. Dalam tahun berjalan : 

i. Untuk transaksi yang dilakukan dengan mata USD, pembukuannya dicatat sesuai 
dengan dokumen transaksi yang bersangkutan 

II. Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan mata 
uang selain USD, dikonversikan ke meta uang USD dengan menggunakan kurs yang 
sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut: 

• Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang 
dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut 

• Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs 
yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku, berdasarkan sistem 
pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas 

5. Dalam hal WP tidak mengajukan permohonan atau WP yang telah mengajukan permohonan 
tetapi ditolak, tetapi tetap melaksanakan penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa 
Inggris dan mata USD, maka WP tersebut dianggap tidak menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP. 

6. Pembayaran pajak. 

Bagi wajib yang menggunakan pembukuan daiam bahasa Inggris dan mata uang USD, berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Besarnya PPh Pasal 25, untuk tahun Pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan mata USD adalah sebesar PPh Pasal 25 dalam mata uang 
Rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri 
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Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan 
menggunakan bahasa Inggris dan mata USD. 

b Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pasal 29 serta PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP yang 
memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
Inggris dan mata uang USD, c/apafdilakukan dengan mata uang rupiah. 

c. Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah, WP harus 
mengkonversikan pembayaran dalam mata uang Rupiah tersebut ke mata Uang USD 
dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang 
berlaku pada tanggal pembayaran. 

Penyampaian SPTTahunan 

a WP yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
Inggris dan mata uang USD, wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta 
lampirannya dalam bahasa Indonesia (menggunakan formulir 1771$) kecuali lampiran 
laporan keuangannya dengan menggunakan mata uang USD dan bahasa Inggris. 

b. Dalam penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, lapisan penghasilan kena pajak dikonversi ke 
dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Sedang contoh 
penerapannya adalah sbb : 

PT United Sarana Kompak sebuah perusahaan yang berstatus PMA dan telah mendapatkan 
ijin untuk menggunakan bahasa asing dan mata uang USD. Dalam tahun 2006 diketahui la 
mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar USD 40.000, maka untuk menghitung 
besarnya pajak yang terutang lapisan PKP harus dikonversi dulu ke USD dengan kurs KMK 
pada akhir tahun pajak. Misalkan kurs KMK pada akhir tahun 2008 adalah Rp 9.000,-/USD, 
maka lapisan PKP menjadi : 


Lapisan sampai dengan 

Rp 

50.000.000,- menjadi USD 

5,555.55 

Lapisan sampai dengan 

Rp 

100.000.000,- menjadi USD 

11,111.11 

Sehingga penghitungan pajak yang terhutang menjadi : 


5% x USD 5,555.55 

USD 

277.77 


10% x USD 11,111.11 

USD 

3,333.33 


30% x USD 23,333.34 

USD 

7.000.00 


Total PPh Terutang 

USD 

10,611.10 



Untuk tahun 2010 tarif telah berubah menjadi 25% sehingga dengan mengambil contoh 
tersebut diatas PT PT Bara Reksa Guna dalam tahun 2010 akan membayar pajak sebesar 
25% x USD 40,000 = USD 10,000 

c. Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 
dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan mata uang Rupiah yang akan dikreditkan dalam 
SPTTahunan PPh Badan, maka harus dikonversi ke dalam mata USD dengan menggunakan 
kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menten Keuangan yang berlaku pada tanggal 
pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut. 

Misalkan PT United Sarana Kompak mendapatkan bukti pemotongan sebagal berikut: 


No 

j No. Bukti Potong 

Tanggai 

Jenis Pajak 

Jumlah 

1 . 

! 02/PPh.22/2010 

03 Mrt 2010 

i PPh Pasal 22 

3.425.300,- j 

2. 

j 03/IV/Pjk/2010 

05 Juni 2010 

j PPh Pasal 23 

4.657.400,- i 

3. 

1 16/Potput/23/10 

19 Juli 2010 

j PPh Pasal 23 

4.356.000,- j 

4. 

19/PPh.22/X/10 

10 Okt 2010 

| PPh Pasal 22 

1.345.900,- j 

5. 

! 26/PPh.23/2010 

06 Nop 2010 

! PPh Pasal 23 

4.324.500,- j 
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Atas bukti pemotongan tersebut, PT United Sarana Kompak harus mengkonversikan ke 
mata uang USD dengan menggunakan kurs KMK pada tanggal pemotongan pajak, sehingga 
daftar bukti pemotongan menjadi, sebagai berikut: 


No j No. Bukti 

Potong 

Tanggal 

Jenis ; 
Palak i 

Jumlah 

Kurs KMK 
per USD 

i Jumlah dlm j 
USD 

1 ! 02/PPh.22/10 

03-03-10 

PPh 22 ! 

3.425.300,- j 

9.05C,- 

378.49 j 

i ogMhfS. 

05-06-10 

PPh 23 ! 

4.657.400,- 

9.046,- 

514.86 ! 

j 3 j l6/Potput/23/10 

19-07-10 

PPh 23 j 

4.356.000,- i 

9.020,- 

482.93 

j 4 [ 19/PPh.22/X/10 

10-10-10 

PPh 22 1 

1.345.900,- i 

9.015,- 

149.29 j 

! 5 1 26/PPh.23/10 

06-11-10 

PPh 23 i 

4.324.500,- i 

9.007,- 

480.13 i 


Catatan : 

Didalam lapangan beberapa kali terjadi ketentuan ini menjadi masalah, mengingat jika 
dilakukan konfirmasi sering dikatakan tidak ada, karena penggunaan nilai konversi sering 
berbeda, sehingga kredit pajak dianggap tidak ada. 

Sisa kerugian fiskal dalam mata uang Rupiah dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat 
dikompensasikan ke Tahun Pajak dimulainya pembukuan ue.igan menggunakan bahasa 
Inggris dan mata uang USD, dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan 
kurs yang ditetapkan oleh KMK yang berlaku pada akhir tahun buku pada saat kerugian 
fiskal tersebut terjadi. 

Dibawah ini akan diberikan gambaran penghitungan kompensasi kerugian dalam bentuk 
USD yang dilakukan oleh PT United Sarana Kompak, telah mendapatkan ijin untuk 
menggunakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang USD mulai sejak 1 Januari 
2010. Sedang pembukuan sebelum tahun pajak 2010 PT Risk Prima Internasional masih 
mempunyai sisa kerugian sebagai berikut: 


No 

Tahun 

. Pajak. 

Rugi Fiskal yg dapat 
dikompensasikan 

Kurs KMK j 
Per 31 Des | 

Rugi Fiskal j 
dim USD 

L, 1 - 

2007 

467.500.300,- 

9.434,- 

49,554.83 

2. 

2008 

395.689.000,- 

. 9.453,-| 

41,858.56 

3. 

2009 

289.567.400,- 

.M56,:.{. 

30.622,61 


Maka dari data tersebut kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan untuk tahun 
pajak 2010 sebesar USD 122,036 


Untuk memperjelas uraian diatas penulis mencoba mensajikan perubahan laporan 
keuangan (Neraca) pada awal menggunakan mata uang asing (USD) sesuai dengan 
peraturan perpajakan. 

Misalkan kondisi Neraca PT 5DM Per 31 Desember 2011 sebagai dasar perubahan ke mata 
uang asing USD per 1 Januari 2012 


ASET 

Aset lancar 

Kas dan Setara Kas 
Piutang 

Biaya Dibayar Dimuka 

Jumlah Aset Lancar 


Jumlah 

(Rp) 

2.752.085.084 

4.314.101.117 

1.046.602.853 

8.112.789.054 


Kurs Jumlah 
•) (USD) 

9.125 301.598 

9.125 472.778 

9.125 114.696 

889.073 


Aset Tidak Lancar 

Piutang Hubungan Istimewa 868.731.758 9.125 95.203 
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Investasi Saham 
Nilai Buku Aset Tetap 
Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset Tidak Lancar 

Jumlah Aset 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
Kewajiban Jangka Pendek 

Hutang Usaha 
Pendapatan Ditangguhkan 
Biaya Masih Harus Dibayar 
Hutang Lain-Lain 

Jumlah Kewajiban Jangka 

Pendek 

Kewajiban Jangka Panjang 

Hutang Bank 

Hutang Hubungan Istimewa 
Hutang Jangka Panjang Lain-Lain 

Jumlah Kewajiban Jangka 

Panjang 


300.500.000 

9.125 

32.932 

5.079.000.000 


593.977 

(2.052.750.0001 


(236.089) 

3.026.250.000 


357.887 

4.195.481.758 


486.022 

12.308.270.812 


1.375.095 

2.217.536.348 

9.125 

243.018 

1.166.120.663 

9.125 

127.794 

1.920.360.418 

9.125 

210.450 

358.958.294 

9.125 

39.338 

5.662.975.723 


620.600 

2.332.940.760 

9.125 

255.665 

250.000.000 

9.125 

27.397 

1.296.854.329 

9.125 

142.121 


3.879.795.089 


1 ) 
_21 


425.183 


Ekuitas 

Modal Saham 
Laba Ditahan 

Laba D'tahan dari selisih kurs_ 

Jumlah Ekuitas 
Jumlah Kewajiban dan 
Ekuitas 

Catatan : 


4.000.000.000 

(1.234.500.000) 


2.765.500.000 


12.308.270.812 


492.611 
(136.918) 
_(26.381) 

329.312 

1.375.095 


3) 

4) 

5) 


Kurs sebesar Rp 9.125,-/USD adalah kurs tengah 
2011 . 


BI yang bedaku per 31 Desember 


1 ). 


2 ). 


Kenversj, n 

lai akJp/fltfidgliajh se 

;suai den 

gaatfahuRrnerrTi 

BEIJ 

(Rp) 

KURS 

(USD) ... 

2005 

500.000.000 

8.120 

61.576 

2006 

1.500.000.000 

8.300 

180.723 

2007 

1.460.000.000 

8.600 

169.767 

2008 

674.000.000 

8.900 

75.730 

2008 

945.000.000 

8.900 

106.180 

Jumlah 

5.079.000.000 


593.977 

Nilai penyusutan berdasarkan atau dar 

Harga Beli dai 
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3) . Modal saham adalah modal yang berasal dari tahun 2005 dimana pada waktu itu kurs 

yang berlaku Rp 8.120,-/USD 

4) . Adalah jumlah kerugian dari tahun tahun lalu yang dikonversikan sebagai berikut: 


Tahun 

Jumlah 
Kerugian (Rp) 

Kurs 

Juml 

(USD) 

2009 

634.500.000 

9.000 

70.500 

2010 

394.560.000 

9.020 

43.743 

2011 

205.440.000 

9.060 

22.675 


1.234.500.000 


136.918 


5). Selisih antara Aset dan Kewajiban/Ekuitas karena konversi 

TATA CARA PENYELENGGARAN PENCATATAN 

Bagi WP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari 
kewajiban untuk mengadakan pembukuan, sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan 
untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terhutang. 

Kewajiban pencatatan itu antara lain diperuntukan bagi WP yang memilih menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto: 

Untuk memudahkan WP melaksanakan kewajiban pencatatan, Dirjen Pajak telah mengeluarkan 
Peraturan Nomor PER-4/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan 
Bagi WP Orang Pribadi, sebagai berikut: 

1. Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh WP orang pribadi harus meliputi: 

a. peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau 
pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenal pajsk 
bersifat final; 

b. penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang 
penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk 
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
tersebut; dan/atau 

c. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya 
bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari 
luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas 

2. Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana tersebut diatas, WP orang pribadi 
harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban baik yang digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. 

3. Pencatatan yang dibuat oleh WP yang memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 
Neto harus menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto secara lengkap dan benar 
dan harus didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran/penerimaan 
bruto. 

4. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha, maka catatan tentang 
peredaran/penerimaan bruto secara jelas harus dapat menggambarkan mengenai jenis-jenis 
usaha yang bersangkutan. 
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5. Untuk memudahkan bagi WP yang melaksanakan pencatatan, maka Dirjen Pajak mengeluarkan 
panduan sebagai berikut: 

a. Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Diterima Dari Kegiatan Usaha dan/atau 
Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak Yang Tidak Dikenal Pajak Bersifat Rnal 

i. Peredaran kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas harus 
dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. 

ii. Bentuk catatan peredaran dan/atau penerimaan bruto adalah seperti pada contoh di 
bawah Ini: 


Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto 

Jenis Usaha. 

Tempat Usaha. 

Tahun. 


Tanggal 

Uraian 

Jumlah Bruto 
(Rp) 

Keterangan 

(D 

(2) 

(3) 

(4) 

1 Januari 




















31 Desember 






Jumlah 





Petunjuk pengisian: 

Kolom 1 : Diisi dengan tanggal peredaran dan/atau penerimaan bruto. 

Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto, 

misalnya penjualan batik tulis, penerimaan pengobatan pasien, dan 
se bagainya. 

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto 

selelah dikurangi dengan potongan harga, bila ada. 

Kolom 4 • Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. 


iii. Bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan cash register, maka jumlah peredaran dari 
kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara 
harian adalah catatan cash reg&er tersebut. 

iv. Bagi WP orang pribadi yang tidak menggunakan cash register dan tidak menerbitkan 
faktur/nota/bon penjualan (sales Invoice) atau bukti penerimaan lainnya, maka jumlah 
peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang 
dicatat secara harian adalah penjumlahan dari penjualan tunai. 

v. Dalam hal WP orang Pribadi mempunyai beberapa jenis kegiatan usaha dan/atau 
pekerjaan bebas, dan/atau beberapa temrat usaha dan/atau pekerjaan bebas maka 
pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis kegiatan usaha dan/atau 
pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas. 

vi. Jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan 
bebas dalam suatu Tahun Pajak dihitung dengan cara menjumlahkan peredaran 
dan/atau penerimaan bruto dari bulan Januari sampai dengan Desember. 
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vii. WP orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas, baik mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto 
maupun mengenai pembelian, biaya usaha, dan pengeluaran lainnya. 

Keterangan: 

Lampiran ini digunakan oleh WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
dan/atau pekerjaan bebas. 

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Diterima Dari Luar Kegiatan Usaha 
dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat 
Final (Penghasilan Lainnya) 

I. Pencatatan penghasilan lainnya meliputi pencatatan atas penghasilan bruto yang 
diterima, pencatatan biaya, dan penghasilan neto, 
ii. Penghasilan lainnya harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu, 
lii. Bentuk Catatan penghasilan lainnya adalah seperti contoh di bawah ini: 

Penghasilan Lainnya 
Bulan.Tahun. 


Tanggal 

Uraian 

Jumlah Bruto 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

; nj m 

Keterangan 

(D 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

1 Januari 






















1 













31 Desember 











Jumlah 










Petunjuk pengisian: 


Kolom 1 
Kolom 2 


Kolom 3 
Kolom 4 

Kolom 5 
Kolom 6 


diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan lainnya. 

diisi dengan uraian mengenai penghasilan lainnya, misalnya bunga, 

dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, atau hadiah 

dari undian dan penghargaan. 

diisi dengan jumlah penghasilan lainnya bruto. 

diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan lainnya 
bruto. 

diisi dengan jumlah penghasilan lainnya neto. 

diisi dengan keterangan, misalnya telah dikenakan pajak yang bersifat 
final dan keterangan lain yang dianggap perlu. 


rv. Dalam hal WP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas juga 
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai penghasilan lainnya sehingga harus 
dicatat dengan menggunakan formulir Penghasilan Lainnya sebagaimana dalam 
lampiran ini. 

v. Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, pencatatan 
penghasilan lainnya dapat pula dilakukan dengan cara menyimpan dokumen mengenai 
penghasilan lainnya tersebut secara teratur dan kronologis menurut waktu sesuai 
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dengan jenis penghasilan masing-masing, misalnya dokumen mengenal penghasilan 
bunga, premium, dan diskonto disimpan dalam arsip tersendiri. 

vi. Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan lainnya disajikan sesuai dengan jenis 
penghasilan. 

vii. WP Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan 

penghasilan lainnya, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito 
atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau bukti 

pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan. 

Keterangan lampiran ini digunakan oleh: 

a. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. 

b. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan juga 

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. 

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Bruto Yang Diterima oleh WP Orang Pribadi 

Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas 

I. Penghasilan Bruto yang diterima oleh WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan 
usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan 
pekerjaan yang diterima WP sendiri, Isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, 
termasuk penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong 
PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak 
dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali: 

• Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja; 

• Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari 
pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai 
hubungan Istimewa. 

ii. Penghasilan Bruto yang diterima oleh WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan 
usaha dan/atau pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut 
urutan waktu. 

iii. Pencatatan penghasilan bruto dapat dilakukan dengan catatan sepera contoh di bawah 
ini: 


Penghasilan Bruto 
Tahun 20C... 


Tanggal 

Uraian 

Peng 

Bruto 

(RP) 

Pengurang 
Pengh Bruto 

(Rp) 

Penghasilan 

Neto 

(Rp) 

Ket 

(D 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

1 lanuari 
























■■■■■■■■■■■ 

■■ JJJH 






■umummu 





31 Desember 











Jumlah 






Petunjuk pengisian: 

Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto. 

Kolom 2 : diisi dengan nama dan NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan. 
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Kolom 3 
Kolom 4 

Kolom 5 
Kolom 6 


diisi dengan jumlah penghasilan bruto. 

diisi dengan pengurang penghasilan bruto, misalnya : biaya jabatan/biaya 
pensiun, Iuran pensiun/tabungan hari tua. 
diisi dengan jumlah penghasilan neto. 

diisi dengan uraian mengenai sumber penghasilan bruto,, misalnya : gaji, 
upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, 
bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, hadiah dari 
undian dan penghargaan. 


iv. Bagi WP orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pemberi kerja, 
menyimpan dokumen berupa formulir 1721-Al/1721-A2 tersebut sudah dapat 
dianggap melakukan pencatatan. 

v. Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis 
penghasilan. 

vi. WP orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan 
penghasilan bruto, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito 
atau sertifikat deposito. Sertifikat Bank Indonesia, dan/atau bukti 
pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan. 

Keterangan: 

Lampiran ini digunakan oleh WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha 

dan/atau pekerjaan bebas. 


Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan yang Bukan Objek Pajak dan/atau 
Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final 
I. Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak 

• Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak meliputi: 

Peredaran dan/atau penerimaan bruto dari kegiatan usaha dan/atau 
pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak; 

Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan us3ha dan/atau pekerjaan 
bebas yang bukan merupakan objek pajak. 

• Penghasilan yang bukan objek pajak harus dicatat secara teratur dan kronologis 
menurut urutan waktu. 

• Bentuk catatan Penghasilan yang bukan objek pajak adalah seperti pada contoh 
di bawah ini: 


Peredaran atau Penerimaan Bruto dan/atau Penghasilan Bruto 

Tahun. 


Tanggal 

Uraian 

Jumlah Bruto 
(Rp) 

Keterangan 

(D 

(2) 

(3) 

(4) 

1 Januari 























31 Desember 







Jumlah 






Petunjuk pengisian: 
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Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan peredaran dan/atau penerimaan bruto 

dan/atau penghasilan bruto. 

Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang bukan 

objek pajak, misalnya bantuan/sumbangan/ hibah, warisan, bagian laba 
anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, firma, kongsi 
dsbnya. 

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto 

dan/atau penghasilan bruto. 

Kolom 4 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. 

• WP orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan 
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang 
bukan merupakan objek pajak. 

ii. Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final 

• Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final meliputi: 

Penghasilan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang 
pengenaan pajaknya bersifat final; dan 

Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan 
bebas yang pengenaan palaknya bersifat final. 

• Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur 
dan kronologis menurut urutan waktu. 

• Bentuk catatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah 
seperti pada contoh di bawah ini: 

Penghasilan Bruto 
Tahun. 


Tanggal 

Uraian 

Dasar Pengenaan 
Pajak/Pengh Bruto 

(Rp) 

PPh 

Terutang 

(Rp) 

Keterangan 

_Q) 

msm 

(3) 

(4) 

(5) 

1 Januari 




















■■■■i 






31 Desember 








Jumlah 







Petunjuk pengisian: 


Kolom 1 
Kolom 2 


Kolom 3 

Kolom 4 
Kolom 5 


Diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto. 

Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang dikenakan 
pajak bersifat final, misalnya bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, 
penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, sewa tanah/bangunan, 
pengalihan hak atas tanah/bangunan dan sebagainya. 

Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) Dasar Pengenaan Pajak atau penghasilan 

bruto. 

Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong. 

Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. 
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• WP orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan aengan 
peredaran bruto dan/atau penerimaan bnjto dan/atau penghasilan bruto yang 
bukan merupakan objek pajak. 

Keterangan lampiran ini digunakan oleh: 

a. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau 

b. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. 

SANKSI TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN 

Apabila WP tidak menyelenggarakan atau tidak memenuhi kewajiban pembukuan seperti yang 
disyaratkan oleh Undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi, antara lain : 

1. Di dalam memori penjelasannya UU KUP (penjelasan dari Pasal 13 dan Pasal 14) antara lain 
dijelaskan bahwa bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 
28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29, sehingga Dirjen 
Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, maka Dirjen Pajak 
berwenang menerbitkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak 
didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari WP saja. Pembuktian atas uraian 
penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Dirjen Pajak diletakkan 
pada WP, sebagai contoh diberikan antara lain (penegasan tentang pengenaan sanksi Surat 
Dirjen Pajak No.262/PJ.42/2005 tanggal 23 Oktober 2005) : 

a. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga pengnitungan 
rugi laba atau peredaran tidak jelas; 

b. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan 
tidak dapat diuji. 

Di Laporan Keuangan disisi Aset (narta) terdapat Jumlah Persediaan xxxxxx, ternyata Wajib 
Pajak tidak mempunyai catatan tentang keluar masuknya persediaan, sehingga besarnya 
Persediaan di Laporan Keuangan diragukan kebenarannya. 

c. Dati rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan 

disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga 
dari sikap demikian jelas WP telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu 
kelancaran jalannya pemeriksaan. 

d. Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia memperlihatkan pembukuan 

atau catatan peredaran bruto atau bukti-bukti pembukuan atau bukti-bukti pencatatan 
peredaran bruto, sehingga pereuaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui; 

e. Dianggap menyelenggarakan pembukuan karena tidak memberitahukan kepada Dirjen 

Pajak tentang keinginannya untuk menghitung penghasilan neto dengan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto, namun ternyata tidak atau tidak sepenuhnya 
menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat 
diketahui. 

f. Telah menyatakan keinginannya kepada Dirjen Pajak untuk menghitung penghasilan 

netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, namun ternyata 
tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan mengenai peredaran brutonya, 
sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui. 

Besarnya Pajak yang terhutang akan dihitung secara Jabatan (SKP secara jabatan) ditambah 
dengan sanksi kenalkan 50% dari Pajak yang terhutang. 

2. Pasal 39 ayat (1) UU KUP Setiap orang yang dengan sengaja : 


disusun Djaka Saranta S Edhy 30 



huruf f 


memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau 
dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya 
huruf g tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak 
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; 
huruf h tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 
dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-lfne di 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) 
tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan maka hukuman 
pidana akan menjadi 2 kali dari yang seharusnya dikenakan. 


PERBANDINGAN ANTARA AKUNTANSI KOMERSIAL DAN 
PEMBUKUAN. 

Perbandingan antara pembukuan dengan akuntansi komersial 


NO 

AKUNTANSI 

PEMBUKUAN 

1 . 

Tujuan 

Memberikan informasi yg bermanfaat bagi 
para pengambil keputusan yang beragam 
mengenai posisi keuangan dan hasil operasi 
bisnis 

Tujuan 

Untuk menghitung besarnya Pajak 

Penghasilan, dan pajak-pajak lainnya 
termasuk PPN dan/atau PPn BMjuga harus 
dapat dihitung dari pembukuan tersebut.. 

2. 

Standar Pembuatan Laporan Keuangan 

Dalam pembuatan laporan keuangan harus 
mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku (di Indonesia dipakai Standar 
Akuntansi Keuangan yang dibuat oleh Ikatan 
Akuntan Indonesia ) 

Standar Pembuatan Laporan Keuangan 
Peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh 
DPR dan Pemerintah (UU, PP, Kep Men, 
Kep Dirjen Pajak, SE Dirjen Pajak) 

3. 

Bentuk Laporan 

Laporan keuangan, meliputi neraca, iaba rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan (laporan 
arus kas atau laporan arus dana), catatan 
atas laporan keuangan dan laporan lainnya 
Neraca terdiri dari Aktiva, Hutang dan Ekuitas 

Laba Rugi terdiri dari Pendapatan, biaya 
keuangan 

Bentuk Laporan 

Laporan keuangan, meliputi neraca, laba 
rugi, koreksi fiskal, dan SPTTahunan 

Neraca terdiri dari Harta, Kewajiban/ Utang 
dan Modal 

Laba Rugi terdiri dari Penjualan, Pembelian 
dan Biaya. 

4. 

Azas Akuntansi 

Akuntansi bersifat konservatif terhadap 
sesuatu transaksi yang belum menjadi suatu 
fakta. 

Azas Pembukuan 

Pembukuan fiskal tidak bersifat 

konservatif, karena administrasi 

perpajakan tidak tertarik pada estimasi 
tetapi lebih cenderung ke realitas (keadaan 
nyata). 
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5. 

Metode Pembukuan 

Menurut SAK menggunakan metode acaval 
basis 

Metode Pembukuan 

Pada ketentuannya dapat mengguna-kan 
cash basis atau acaval basis tetapi dengan 
beberapa modifikasi sesuai ketentuan 
perpajakan yang berlaku, sehingga pajak 
pada dasarnya menggunakan metode 
campuran. 

6. 

Jangka Waktu Pelaporan 

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap 
setidaknya setahun sekail. 

Tetapi laporan keuangan dapat dibuat per 
Periode. Sedang periode yang digunakan 
dapat dibuat per bulan, per kuartal, per 
semester per tahun tergantung kebutuhan 
pemakai laporan. 

Jangka Waktu Pelaporan 

Memakai periode tahun pajak atau tahun 
takwim (dari 1 Januari s.d 31 Desember) 

7. 

Pemakai Laporan Keuangan 

Para manajer, Direksi, Pemegang Saham dan 
Pihak luar lainnya [Pajak, Pemberi Pinjaman 
(bank, kreditor lainnya), Investor dllnyaj. 

Pemakai Laporan Keuangan 

Dirjen Pajak, Sebagai sarana untuk 
mengawasi kewajiban perpajakan yang 
dilakukan oleh WP 

8. 

Badan yang melaporkan 

Biasanya perusahaan yang dianggap sebagal 
satu kesatuan (organisasi). Di Indonesia 
sudah ada ketentuan tertentu bahwa untuk 
perusahaan yg mempunyai kekayaan tertentu 
laporan harus di audit oleh Akuntan Publik. 

Badan yang melaporkan 

Seluruh WP yang diwajibkan untuk 
meiaksanakan kewajiban menyeleng¬ 

garakan pembukuan 
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PENDAHULUAN 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dalam 
negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 
21 Undang-undang Pajak Penghasilan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "Akuntansi PPh Pasal 21 adalah sistem informasi yang 
mengidentifikasikan, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan 
dengan pemotongan atau pemungutan atas Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 
orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan atau jasa" 


PEMOTONG DAN BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21 

1. PEMOTONG PPH PASAL 21 

Yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang 

diwajibkan oleh UU PPh untuk memotong PPh Pasal 21. Sedang yang termasuk pemotong PPh 

Pasal 21 adalah : 

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun 
cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada 
Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 
pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Repubiik Indonesia di 
luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan," dan pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengar, pekerjaan atau jabatan, jasa, 
dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain 
yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua; 

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang 
membayar: 

i. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau 
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, 
termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan 
atas namanva sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 
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il: Honorarium 3tau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan 

Jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; 

3. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan 
Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan 
kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun 
kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 


BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21 


Badan-badan atau perkumpulan dibawah ini walaupun termasuk pemberi kerja, tetapi oleh 
peraturan tersebut diklasifikasikan tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan 
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 antara lain 

a. Badan perwakilan negara asing. 


b. Organisasi international yang dikecualikan sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi International Yang Tidak Termasuk 
Sebagai Subyek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 691/KMK.03/2005, adalah : 
i. ADB (Asian Development Bank). 

II. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). 

Hi. IDA (International Development Association). 

iv. IFC (International Finance Corporation). 

v. DDF (Irian Jaya Joint Development Fund), 
vl. IMF (International Monetary Fund). 

vii. UNDP yang meliputi 

IAEA (International Atomic Energy Agency). 

ICAO (International Civil Aviation Organization) 

ITU (International Telecommunication Union). 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 

UPU (Universal Postal Union). 

WMO (World Meteorological Organization). 

UNU (United Nations University). 

UNV (United Nations Volunteer). 

UNCTAD (United Nations ConferenceonTrade and Development). 

U N DTC D (United Nations Depaiiment for Technical Cooperation and 
Development). 

UNEP (United Nations Environment Programme). 

UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement). 

ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pasiflc). 

UNFPA (United Nations Funds for Population Activities) 

WFP (World Food Programme). 

IMO (International Maritime Organization) 

WIPO (World Intellectual Property Organization) 

IFAD (International Fund for Agricultural Development). 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 

ITC (International Trade Centre). 

WT O (World Tourism Organization). 

viii. FAO (Food and Agricultural Organization). 

Ix. ILO (International Labour Organization) 

x. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 
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xi. UNIC (United Nations Information Centre), 
xil. UNICEF (United Nations Children's Fund). 

xiii. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). 

xiv. WFIO (World Health Organization) 

xv. WORLD BANK. 

Dengan demikian organisasi internasional selain tersebut diatas, walaupun bukan subyek 
pajak tetapi tetap menjadi pemungut PPh Pasal 21 

c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah 
tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas 

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi 
yang merupakan: 

a. Pegawai; 

Pengertian pegawai sesuai PMK No. No 252/PMK.03/2008 jo Per DJP No PER-31 /PJ/2012 
"adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau 
kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang 
dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang 
ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam Jabatan 
negeri" 

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau 
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : 

i. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, 
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

ii. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, 
bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, 
penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 

iii. olahragawan; 

iv. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

v. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

vi. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, 
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada 
suatu kepanitiaan; 

vii. agen iklan; 

viii. pengawas atau pengelola proyek; 

ix. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; 

x. petugas penjaja barang dagangan; 

xi. petugas dinas luar asuransi; 

xii. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis 
lainnya; 

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 
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i. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, 
ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

ii. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

iii. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan 
tertentu; 

iv. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

v. peserta kegiatan lainnya. 


PENGHASILAN DIKENAKAN DAN TIDAK DIKENAKAN PPh PASAL 
21 

1. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 

Sesuai dengan PMK No 252/PMK.03/2003 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan 
Kegiatan Orang Pribadi, jo Peraturan DJP No. PER-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 telah diubah 
terakhir dengan Per 51/PJ/2009, maka penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang 
bersifat teratur maupun tidak teratur; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang 
pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan 
dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat 
pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah 
mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan 
sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang 
rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan 
imbalan sejenis dengan nama apapun. 

g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk penerimaan 
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 
yang diberikan oleh: 

i. bukan Wajib Pajak; 

ii. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

iii. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan 
khusus (deemed profit) 

2. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 21 

Disamping ada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ada juga penghasilan yang tidak 
termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : 

a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. 
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b. Pembayaran Tabungan Hari T'ja atau Tunjangan Hari Tua dari perusahaan PTTaspenatau 
PT Asabri. 

c. Uang Tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang 
dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah 
brutonya tidak melebihi Rp 50.000.000,- 

d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja 
(kecuali pemberi kerja yang dikenakan PPh bersifat Final) 

e. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau 
Tunjangan HariTua(THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang 
dibayar oleh pemberi kerja. 

f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang 
diberikan oleh pemerintah. 

g. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. 

h. Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan 
pegawai tidak tetap lainnya yang berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah 
borongan dan upah saku harian yang besarnya tidak lebih dari Rp 150.000,- sehari. 

i. Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan Il/d ke bawah dan 
anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke 
bawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa 
honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, Imbalan prestasi kerja dan imbalan lain 
selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang 
terkait dengan gaji kehormatan. 

j. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat 
yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

Catatan penulis dengan demikian jika zakat tersebut diberikan oleh badan atau lembaga 
amil zakat yang belum dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, tetap akan dikenakan PPh 
Pasal 21 


SAAT TERUTANGNYA PPh PASAL 21 

Saat terutangnya PPh Pasal 21 sesuai dengan Bab V Pasal 15 ayat (1) PP No.94 tahun 2010 bahwa " 

Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1 1 Undang- 

Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan : 

a. terjadinya pembayaran; atau 

b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan , tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.". 

Tetapi jika merujuk pada Pasal 21 Per DJP No. PER-31/PJ/2009 tgl 25 Mei 2009 bahwa : 

ayat (1) " PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat 

dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan" 

ayat (2) " PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh 

Pasal 26 untuk setiap masa pajak" 

ayat (3) * Saat terutang untuk sedap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan 
yang bersangkutan" 

Dari hal tersebut diatas, maka transaksinya dapat diberikan contoh sbb : 
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1. PT Yasa Rasa Persada tanggal 20 Juni menerima tagihan dari Notaris Dani SH (telah mempunyai 
NPWP) sebesar Rpl0.000.000,- atas tagihan ini PT YRP mencatatnya kedalam buku besar. 
Tanggal 20 Juli PTYasa Rasa Persada membayar kepada Notaris Dani SH. 

Karena pencatatan mendahului pembayaran, maka saat terutangnya PPh Pasal 21 atas transaksi 
tersebut pada tanggal 30 Juni, sehingga jurnal atas transaksi tersebut seharusnya dilakukan 
sebagai berikut: 

Jurnal tanggal 20 Juni saat mencatat tagihan dari Notaris Dani SH 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Notaris 

10.000.000,- 

i 

PPN Masukkan 

1 . 000 . 000 ,- 

j 

Hutang Usaha 

11 . 000 . 000 ,- 1 


Jumal tgl 30 Juni saat terutangnya PPh Pasal 21 


Uraian 

Debet j Kredit 

Hutanq Usaha 

250.000,- ! 

Hutang PPh Pasal 21 

250.000,- 1 


Catatan : 

Jasa notaris merupakan obyek PPN vang hanjs dikenakan sebesar 10% 

PPh Pasal 21 atas Jasa Notaris adalah = 5% x 50% x Rp 10.000.000,- = Rp 250.000,- 

Jumal tanggal 10 Juli saat menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kas Negara, dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Jika PT Yasa Rasa Persada pada tgl 30 Juni melakukan jurnal 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

250.000,- 


Kas/Rank 


250.000,- i 


b. Jika PT Yasa Rasa Persada pada tgl 30 Juni tidak melakukan jurnal 


Uraian 

Debet i Kredit 

Hutang Usaha 

250.000, -T 

Kas/Bank 

250.000,- j 


Jurnal tanggal 30 Juni ini seharusnya dilakukan PT Yasa Rasa Persada, didasarkan pada : 

DI dalam buku Teori Akuntansi Suwardjono (hal 316 - 319) dikatakan bahwa bahwa 
kewajiban diakui (dicatat) pada saat: 

• Keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. 

• Kalau terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya -daya paksa untuk memenuhi 
keharusan. 

Sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa PPh Pasal 21 terutang pada akhir buian, 
sehingga perusahaan telah mempunyai kewajiban terhadap negara, maka seharusnya 
kewajiban tersebut seharusnya sudah dicatat didalam pembukuan perusahaan. 

• Adanya ancaman pengambilan aset oleh Pemerintah. 

Dengan timbulnya Hutang Pajak, jika WP tidak membayar pajak maka pemerintah 
dapat melakukan tindakan penyitaan (pengambilan aset WP) sesuai ketentuan dalam 
peraturan perpajakan yang berlaku (UU KUP). 

Mengingat hal tersebut diatas tersebut memang perusahaan seharusnya mencatat 
kewajiban pajak yang timbul pada setiap akhir periode. 

c Jurnal yang seharusnya dibuat PT Yasa Rasa Persada pada tanggal 20 Juli (pada saat 


pembayaran adalah) : 


Uraian 

Debet 

kredit 

Hutang Usaha 

9.750.000,- 
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Kas/Ban k _ 


9 .750.000,- 


2. PT Sena Daya Reksa membayar gaji karyawan tanggal 25 Maret Rp 100.000.000,- karena 
karyawan bagian pembukuan cuti, maka transaksi pembayaran baru dicatat pada tanggal 15 
April. 

Karena pembayaran mendahului pencatatan, maka saat terutangnya pajak pada tanggal 25 
Maret. Sehingga jurnal transaksi yang seharusnya dilakukan adalah : 

Jurnal tanggal 25 Maret saat membayar gaji (misalkan PPh Pasal 21 dihitung sebesar 
RpI9.250.000.- 1 


_ Uraian _!_Debet j Kredit 


oiajra oaji 

Hutang PPh Pasal 21 

_1 IUU.UUU.UUU,- j_ 

19.250.000,- j 

Kas/Bank 


80.750.000,- ! 


Jurnal tanggal 10 April saat menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kas Negara, dapat dilakukan sebagai 
berikut: 


Uraian | Debet 

Kredit 

Hutanq PPh Pasal 21 1 19.250.000,- 

j i 

Kas/Bank 

19.250.000,- ! 


TATA CARA MENGHITUNG DAN MENCATAT PPh PASAL 21 

1. Tata Cara Penghitungan dan Pencatatan untuk Pegawai Tetap. 

a. Tata Cara Menghitung 

Yang dimaksud dengan pegawai tetap sesuai dengan PMK No.255/KMK.03/2008 adalah " 
pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara 
teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara 
teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai 
yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai 
yang bersangkutan bekerja penuh (fuli time) dalam pekerjaan tersebut' 

Maka skema penghitungan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau 
Penerima Pensiun yang dibayar secara berkala, dapat dibuat sebagai berikut: 


Gaji, tunjangan2, premi asuransi dibayar pemberi 
kerja, THR/Bonus dsbnya 

Penaurr.nqan : 

Rp . 

Biaya Jabatan 

RP . 

Iuran Pensiun/Tunjangan Hari Tua 

Rp . 

Penghasilan Neto 

Rp . 

Dikurangi PTKP 

_Rp.. 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Rp . 

PPh T?ruftnq : 

Tarif Psl.17 UU PPh x PKP 

Rp . 


Sesuai dengan Per DJP No.31 /PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Per DJP No PER- 
57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009, biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk pegawai tetap, adalah : 
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Biaya Jabatan/Pensiun 

adalah biaya jabatan (biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
penghasilan atau uang pensiun) yang besarnya : 

• Untuk pegawai tetap sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan 
setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan. 

• Untuk penerima pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa 
uang pensiun dengan setinggi-tingginya Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 
200.000,- sebulan. 

Contoh penghitungan Biaya Jabatan/Pensiun : 

• Murdowo adalah karyawan PT Bengawan Solo, mempunyai penghasilan setahun 
Rp 50.000.000,- setahun. Untuk menghitung biaya jabatannya adalah 5% x Rp 

50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 

• Djoko Pramono adalah karyawan PT Solo Indah, mempunyai penghasilan 
setahun Rp 1 10.000.000,- setahun. Sehingga untuk menghitung biaya jabatannya 
adalah 5% x Rp 130.000.000,- = Rp 6.500.000,- tetapi biaya jabatan setinggi- 
tingginya yang diperbolehkan hanya Rp 6.000.000,- 

luran-iuran 

Iuran yang dapat dikurangkan sebagai faktor pengurang adalah iuran yang terikat 
pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan 
dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua 
(THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar deh 
pegawai. 

PTKP 

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seseorang pegawai, 
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan/pensiun dan iuran-iuran maka 
masih dapat dikurangi juga dengan PTKP. besarnya PTKP sesuai dengan Pasat 7 UU 
No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 162/PMK.0i 1/2012 tanggal 22 Oktober 2012 besarnya PTKP mulai 
tahun 2013, adalah sebagai berikut: 


Uraian 

TOP Setahu D 

* Untuk diri pegawai 

Rp 

24.300.000,- 

• Tambahan untuk pegawai yang kawin 

Rp 

2.025.000,- 

• Tambahan untuk setiap anggota keluarga 
sedarah/ semenda dalam garis keturunan iurus, 
serta anak angkat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang 

Rp 

2.025.000,- | 


catatan : 

• Jika karyawati kawin, maka PTKP yang dapat dikurangkan hanya untuk dirinya 
sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri 
ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

• Tetapi jika karyawati yang kawin tersebut dapat menunjukkan keterangan tertulis 
dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan bahwa 
suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan 
PTKP sebesar Rp 1.320.000,- setahun atau Rp 100.000,- sebulan ditambah PTKP 
untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

• Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. 
Sedang bagi pegawai yang baru masuk bekerja atau baru datang dan menetap di 
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Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan 
Keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. 

contoh : 

• Amold P bekerja pada PT Isolasi sejak tahun 1999, pada tanggal 20 Maret 2013, 
mempunyai anak yang ketiga. Maka besarnya PTKP Amold P adalah Kawin 
dengan st2tus anak 2 orang (anak ysng ketiga belum dihitung untuk PTKP tahun 
2013. 

• Pendi W adalah karyawan baru pada PT BCA baru pada tanggal 20 Juni 2014, 
Pendi W sudah menikah sejak tahun 2011 dan mempunyai 1 orang anak yang 
lahir tanggal 4 April 2012. Untuk menghitung besarnya PTKP Pendi W untuk 
tahun 2014 adalah status menikah dengan 1 orang anak. 

Contoh menghitung besarnya PTKP : 

• Atun Martono adalah karyawan PT Helikopter, tahun 2014 telah menikah dan 
mempunyai 2 orang anak. Maka besarnya PTKP untuk mengurangi penghasilan 
kena pajak adalah sbb: 


Untuk karyawan 

Rp 

24.300.000,- 

Tambahan untuk isteri 

Rp 

2.025.000,- 

Tambahan 2 orang anak 

Hl_ 

4.050.000,- 

Jumlah PTKP 

Rp 

30.375.000,- 


Dwi Agustini adalah karyawati PT Batubara, tahun 2014 telah menikah dan 
mempunyai 1 orang anak, suaminya bekerja sebagai karyawan swasta. Maka 
besarnya PTKP untuk mengurangi penghasilan kena pajak adalah sebesar 
Rp24.300.000,- (PTKP hanya untuk diri sendirinya) 

Ismi Daryani adalah karyawan PT Gula Manis, tahun 2014 belum menikah tetapi 
ia mempunya! tanggungan ibunya. Maka besarnya PTKP untuk mengurangi 
penghasilan kena pajak adalah sbb: 


Untuk karyawan 

Rp 

24.300.000, 

Tambahan 1 orang tua 

Rl 

2.025.000. 

Total PTKP 

Rp 

26.325.000, 


iv. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh 

Sedang tarif yang berlaku sesuai Pasal 17 No.38 tahun 2008 UU PPh menyebutkan 
bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri adalah sbb : 


Lapi^n Penghasilan Ken? Pajak 

Tarif Paiak i 

1 . 

Rp 0,- sampai dengan Rp 50.000.000,- 

5% 1 

2. 

Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,- 


15% 

3. 

Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.0C0.000,- 

25% J 

4. 

Diatas Rp 500.000.000,- 


30% 


Contoh penghitungan dan pencatatan PPh Psl 21 untuk pegawai tetap : 
i. Atun Martono telah bekerja pada perusahaan PT Helikopter Suka Terbang sejakTahun 
2013 memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebulan 
Rp 750.000,- kepada dana pensiun yang telah disetujui Menteri Keuangan. Atun 
menikah dan mempunyai 2 orang anak. 

Berapakah PPh Pasal 21 bulan Mei yang harus dipotong PT Helikopter Suka Terbang, 
bagaimanakah jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Helikopter Suka Terbang. 
Penghitungan PPn Pasal 21-nya sbb : 
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Gaji sebulan 
Pengurangan : 

1 Biaya Jabatan 5% x Rp 10.000.000,- = 

Rp 500.000,- 

2 Iuran pensiun Rp 750.000,- 

Penghasilan Neto sebulan 
Penghasilan neto setahun adalah 
12 x Rp 8.750.000,- 
PTKP (K/2) setahun 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang setahun 
PPh Terutang untuk bulan Mei adalah 
Rp 6.193.750,-: 12 


Rp 10.000.000,- 


Rp 1.250.000,- 

Rp 8.750.000,.- 

Rp 105.000.000,- 

Rp 30.375.000,- 

Rp 74.625.000,- 

Rp 6.193.750,- 

Rp 516.145,- 


Maka Jurnal yang seharusnya dibuat PT Helikopter Suka Terbang untuk bulan Mei, 
adalah: 


Pada saat pembayaran gaji Atun Martono 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Gaji 

lO.OCO.OOO,- | 

- j 

Kas/Bank 

I 

8.733.855,- i 

Hutanq THT 

i 

750.000,- i 

Hutang PPh Pasal 21 


51C.145,- ! 


Pada saat penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara dan T H T ke Dana Pensiun 


Uraian 

Debet j Kredit 

! Hutang THT 

750.000,- ! 

! Hutang PPh Pasal 21 

516.145,- ! 

Kas/Bank 

1.266.145,- j 


Karyawati Indah (tidak kawin) bekerja pad3 PT Aman Nadya dengan memperoleh gaji 
sebesar Rp 4.000.000,- sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Iuran 
JKK, Iuran JKM dan JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 
sebesar 0,24%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. 

Indah selain membayar iuran JHT sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan ke 
Jamsostek juga membayar iuran Pensiun Rp 30.000,- ke Dana Pensiun yang telah 
disetujui oleh Menteri Keuangan. 

Berapakah PPh Pasal 21 yang terhutang untuk bulan Desember, dan bagaimanakah 
jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Aman Nadya 
Catatan : 

Berdasarkan PP No. 14 tahun 1993 setiap perusahaan (yang mempunyai jumlah 
pegawai minimal tertentu) diharuskan mengikuti program Jamsostek bagi 
karyawannya. Program Jamsostek ini merupakan program Pemerintah yang bertujuan 
memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga dan melindungi dari 
resiko-resiko yang timbul dari pekerjaannya. Program Jamsostek terdiri dari : 

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Salah satu dari program Jamsostek yang bertujuan memberikan jaminan kepada 
karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dari saat mulai berangkat, di tempat 
kerja sampai dengan kembali di rumah. 

Besarnya premi JKK dilihat berdasarkan tingkat resiko kecelakaan dimana 
pegawai/karyawan tersebut bekerja,, terdiri: 
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kelompok 

1 

: 0,24% 

X 

upah sebulan 

kelompok 

II 

: 0,54% 

X 

upah sebulan 

kelompok 

III 

: 0,89% 

X 

upah sebulan 

kelompok 

IV 

: 1,27% 

X 

upah sebulan 

kelompok 

V 

: 1,74% 

X 

upah sebulan 


Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), ini pada dasarnya harus dibayar 
perusahaan, dapat dibebankan sebagai biaya (deductab/e) sepanjang menambah 
penghasilan karyawan (taxab/eatau obyek PPh Pasal 21). 

Tetapi apabila karyawan menerima santunan dari PT Jamsostek bukan obyek 
Pajak Penghasilan. 

Jaminan Kematian (JKM) diberikan jika karyawan meninggal dunia, sedang uang 
jaminan akan diberikan kepada ahli warisnya. Sedang besarnya premi 0,3% x 
upah sebulan 

Premi Jaminan Kematian (JKM), ini pada dasarnya harus dibayar perusahaan, 
dapat dibebankan sebagai biaya (deductab/e) sepanjang menambah penghasilan 
karyawan (taxableatau obyek PPh Pasal 21). 

Tetapi apabila karyawan meninggal, maka santunan yang diterima ahli warisnya 
dari PT Jamsostek bukan obyek Pajak Penghasilan. 

Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK), besarnya premi tergantung status 
karyawannya : 

untuk karyawan yang sudah menikah besarnya premi adalah: 6 % x upah 
sebulan (maksimum Rp 1.000.000,-) 

untuk karyawan bujangan besarnya premi adalah : 3 % x upah sebulan 
(maksimum Rp 1.000.000,-) 

Dasar perhitungan persentase pembayaran premi iuran dari upah setinggi- 
tingginya Rp 1.000.000,- 

Premi JPK ini yang dibayar perusahaan merupakan biaya perusahaan tetapi bagi 
karyawan penghasilan (S. 160/P J. 42/2003). 

Jaminan Hari Tua (J H T) diberikan kepada karyawan jika karyawan telah pensiun, 
sedang besarnya premi asuransi 5,7%. Pembayaran premi J H T dibayar oleh : 
dibayar perusahaan : 3,7% x upah sebulan 

Premi yang dibayar perusahaan ini dapat dikurangkan sebagal biaya 
(deductab/e), dan bagi karyawan tidak menambah penghasilan (bukan 
obyek PPh Pasal 21) - S.160/PJ.42/2003. 
dibayar karyawan : 2 % x upah sebulan 

Premi JHT yang dibayar karyawan dapat mengurangi penghasilan karyawan 
(faktor pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21). 


Maka penghitungan PPh Pasal 21, sebagai 

berikut: 


Gaji sebulan 

Rp 

4.000.000,- 

Premi JKK = 0,24% x Rp 4.000.000,- 

Rp 

9.600,- 

Premi JKM = 0,30% x Rp 1.000.000,-*) 

Rp 

3.000,- 

Penghasilan Bruto sebulan 

Rp 

3.987.400,- 

Pengurangan : 




1 . 

Biaya 

Jabatan 

Rp 

199.370,- 

2. 

Iuran 

pensiun 

Rp 

30.000,- 

3. 

Iuran 

JHT**) 

Rp 

80.000,- 



Rfi 

309.370,- 

Penghasilan Neto sebulan 

Rp 

3.678.030,- 

Peng Neto Setahun 12 x 3.678.030,- 

Rp 

44.136.360,- 
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PTKP 

Rp 

24.300.000,- 

Penghasilan Kena Pajak 

Rp 

19.836.360,- 

PPh Terutang 

Rp 

91 1.800,- 

PPh Desember Rp 911.800,-: 12 

Rp 

82.650,- 

*) Premi J KM sebesar 0,30% x Rp 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

(upah maksimum 


**) Iuran JHT sebagai faktor pengurang penghasilan bruto adalah premi JHT yang 
dibayar sendiri oleh karyawan = 2% x Rp 4.000.000,- = Rp 80.000,- 

Sedang jurnal yang seharusnya dibuat PT Aman Nadya untuk bulan Desember, 
adalah: 

• Pada saat pembayaran gaji: 


Uraian Debet i Kredit 


i Biaya Gaji 

j 3.852.000,- 

i 

| Biaya JHT 

148.000,- 

d | 

Kas/Ban k 


3.656.350,- 

Hutang Premi JKK 

i 

i_ 

9.600,- 

Hutanq Premi JKM 


3.000,- 

Hutang JHT 


228.000,- 2) 1 

Hutang Iuran Pensiun 


30.000,- 3) j 

Hutang PPh Pasal 21 

Catatan : 

i 

82.650,- 


1) . Biaya gaji tersebut tidak termasuk pembayar iuran Jaminan Hari Tua yang 

dibayar perusahaan (premi ini bukan obyek PPh Pasal 21, tetapi dapat 
dibiayakan oleh perusahaan). Untuk itu premi JHT sebesar 3.70% dari gaji 
pokok (3,70% x Rp 4.000.000,-) = Rp 148.000,- dibebankan sebagai Biaya 
Asuransi Jamsostek THT. 

Pemisahaan Biaya J H T ini 

2) . Hutang JHT terdiri premi yang dibayar sendiri sebesar Rp 80.000,- ditambah 

dengan premi yang dibayar perusahaan. 

3) . Hutang Iuran Pensiun adalah Iuran Pensiun yang dibayarkan ke Dana 

Pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan selain ke Jamsostek 


Atau PT Aman Nadya dapat melakukan jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

i Biaya Gaji 

3.852.000,- 


Beban JHT 

148.000,- 


Kas/Bank 


3.656.350,- 

Hutang Jamsostek 


270.600,- 

Hutang PPh Pasal 21 


82.650,- 


Pada saat penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara dan THT ke Dana Pensiun 
serta premi lainnya ke Jamsostek : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang Premi JKK 

9.600,- 


Hutang Premi JKM 

3.000,- 


Hutang Iuran Pensiun 

30.000,- 


Hutang JHT 

228.000,- 


Hutang PPh Pasal 21 

82.650,- 


! Kas/Bank 


343.650,- i 
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Atau WP dapat membuat pencatatan sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang Jamsostek 



Hutang PPh Pasal 21 



Kas/Bank 


343.650,- 


Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dan Pencatatan untuk bukan pegawai pegawai. 

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan, yang terdiri dari : 

a. arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang 
iklan, sutradara, kru film, foto model., peragawan/peragawati, pemain drama, penari, 
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 

c. olahragawan. 

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, 
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi Jasa kepada suatu 
kepanitiaan. 

g. agen iklan. 

h. pengawas atau pengelola proyek. 

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, 

j. petugas penjaja barang dagangan. 

k. petugas dinas luar asuransi. 

l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. 

Sedang cara penghitungan PPh Pasal 21 ada 2 cara yaitu : 

a. Tarif Pasal 17 x [(50% x Total Penghasilan Bruto) - PKTP Per Bulan)] 

Penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, jika 
(Pasal 13 ayat 1 Per DJP No PER-31/PJ/2009 tgl 25 Mei 2009) : 

• Orang Pribadi tersebut mempunyai NPWP (harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP, 
dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi 
surat nikah dan kartu keluarga). 

• Orang Pribadi tersebut hanya memperoleh satu sumber penghasilan dari hubungan 
kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 (didukung dengan surat pernyataan). 

• Sifat penghasilannya harus berkesinambungan. 

Yang dimaksud dengan penghasilan yang bersifat berkesinambungan, secara tertulis 
dalam peraturan perpajakan tidak dijelaskan secara konkrit, didalam peraturan 
perpajakan hanya dijelaskan (Per D3P NO.31/PER./2009 Pasal 1 angka 22) bahwa 
"Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan 
kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu 
tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa orang pribadi hanya menerima penghasilan sekali, maka penghasilan 
tersebut bukan bersifat berkesinambungan. 

Contoh penghitungan : 

i. Irawati adalah petugas MLM pada PT Maxim Gold, Danny tkJak mempunyai 
penghasilan selain dari MLM dan telah menyerahkan NPWP suaminya. Dalam bulan 
Juni ia menerima penghasilan sebesar Rp 30.000.000,- Atas penghasilan tersebut PT 
Maxim Gold harus memotong PPh Pasal 21 sebesar: 
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Penghasilan Neto 50% x Rp 30.000.000,- = Rp 15.000.000,- 
Penghasilan Kena Pajak Rp 15.000.000,- - Rp 2.025.000,- Rp 12.975.000,- 
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 12.975.000,- = Rp 648.750,- 

Sedang jurnal seharusnya dibuat Maxim Gold atas transaksi tersebut, (pada saat 
pembayaran honor) adalah: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Honor Penjualan 

30.000.0CO,- 


Hutanq PPh Pasal 21 


648.750,- i 

Kas/Bank 

! 

29.351.250,- 

jurnal saat penyetoran PPh 

Uraian 

Pasal 21 ke Kas Negara : 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

648.750,- 


Kas/Bank 


648.750,- ! 


ii. Untuk dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka dasar 
pengenaan pajak dari penghasilan bruto yaitu sebesar dari jumlah jasa dokter yang 
dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya 
atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik (Per Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009 
tanggal 12 Oktober 2009). Untuk jelasnya dibawah ini akan diberikan contoh 
penghitungannya : 

dr. Pauline, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di RS 
Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh 
pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah 
sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. 
Pauline, Sp.JP pada setiap akhir buian. Selain praktik di RS Jantung Sehat dr Pauline, 
Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Pauline, Sp.JP telah 
memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik 
dr. Pauline, Sp.JP di RS Jantung Sehat adalah sebagai berikut: 


BULAN 

Jasa dokter 
yg dibayar 
penghasilan 

Dasar 

Pemotonaan 
PPh Psl 21 

Tarif Pasal 
17 ayat 
(1) huruf 
a UU PPh 

PPh Pasal 

21 tsi utang 

Januari 


VMHtl.KOJB 

5% 

1.125.000,- 

Februari 


Ataiion 

5% 


Maret 

47.000.00C,- 


5% 

15% 


April 

1 awflwJB 

KiKOlffiilCin 

15% 

■«IMKiUllfl 

Mei 

KERiHwiiun 

mmmm 

15% 


Juni 



15% 

■cjtVnom 

Juli 


mmmm 

15% 

wwwm 




15% 


September 

KPftil'lWKim 


15% 

mwmwm 

Oktober 

K£RiJ>J>XiX«n 


15% 

mwwm 


■ritoMiioa 

mimmm 

15% 

mmmm 

Desember 

40.000.000,- 

■jMOOMOOH 

15% 

25% 

1.200.000,- 

3.000.000,- 

Jumlah 

524.000.000,- 

262.000.000,- BUH 35.500.000.- 
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Sedang jurnal seharusnya dibuat RS Jantung Sehat atas transaksi tersebut, (pada 
saat pembayaran honor) untuk bulan Januari adalah: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Honor Doktor 

36.000.000,- j 


Hutang PPh Pasal 21 

| j 

1.125.000,- 

Kas/Bank 

r r 

34.875.000,- j 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

1.125.000.- 

r 1 

Kas/Bank 

1.125.000,- | 


ii. Sedang jurnal seharusnya dibuat RS Jantung Sehat atas transaksi tersebut, (pada 
saat pembayaran honor) untuk bulan Maret adalah: 


Uraian 

Debet j Kredit 

37.6oaoob,- j 1 

Honor Doktor 

Hutang PPh Pasal 21 

3.225.000,- j 

Kas/Bank 

34.375.000,- I 

jurnal saat penyetoran PPh Pasal 21 

Uraian 

Kas Negara : 

Debet Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

3.225.000 i - _ |_ 

Kas/Ban k 

3.225.000,-1 

Sedang jurnal seharusnya dibuat RS Jantung Sehat atas transaksi tersebut, (pada 
saat pembayaran honor) untuk bulan April adalah: 

Uraian j Debet j Kredit 

Honor Doktor 

32.000.000,- i 

Hutang PPh Pasal 21 • j 3.000.000,- ] 

Kas/Bank i 29.000.000,- ! 

jurnal saat penyetoran PPh Pasal 21 Kas Negara : 

Uraian ! Debet Kredit 

Hutang °Ph Pasal 21 

3.000.00C,- j 

Kas/Bank 

3.000.000,- 


Tarif Pasal 17 x (50% x Total Penghasilan Bruto) 

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara' ini digunakan jika orang pribadi yang mempunyai 

penghasilan tidak memenuhi salah satu syarat tersebut diatas. 

Contoh penghitungan : 

i. Woro Mumpuni adalah petugas MLM pada PT Plastik Cantik, Woro Mumpuni tidak 
mempunyai penghasilan selain dari MLM, tetapi Woro tidak mempunyai NPWP tidak 
menyerahkan NPWP suaminya. Dalam bulan Maret ia menerima penghasilan sebesar 
Rp 24.000.000,- Atas penghasilan ini PT Plastik Indah harus memungut PPh Pasal 21 
sebesar 5% x (50% x Rp 24.000.000,-) = Rp 600.000,- ditambah sanksi 20% 
sehingga total PPh Pasal 21 sebesar 120% x Rp 600.000,- = Rp720.000,- 
Sedang jurnal seharusnya dibuat PT Plastik Cantik atas transaksi tersebut, (pada saat 
pembayaran honor) adalah: 

Uraian Debet Kredit 
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I Honor Penjualan 

24.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 21 


720.000,- i 

Kas/Bank 


23.280.000,- 

jurnal saat penyetoran PPh Pasal 21 

ke Kas Negara : 

Uraian 

Debet 

Kredit 

i Hutang PPh Pasal 21 

720.000,- 


i Kas/Bank 


720.000,- 

Widhi Budiarti mengadakan ceramah tentang bagaimana menjalankan Ibadah haji 
yang baik dan benar oleh PT Umroh Beriman, Widhi tidak NPWP dan juga tidak 
menyerahkan NPWP suaminya. Atas ceramah tersebut PT Umrah Beriman membayar 
sebesar Rp 20.000.000,- Atas penghasilan tersebut PT Umroh Beriman harus 
memotong PPh Pasal 21 sebesar: 

Penghasilan Neto 50% x Rp 20.000.000,- = Rp 10.000.000,- 

PPh Pasal 21 terutang 120% x (5% x Rp 10.000.000,-) = Rp 600.000,- 

Sedang jurnal seharusnya dibuat PT Umroh Beriman atas transaksi tersebut, (pada 

saat pembayaran honor) adalah: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Honor Penjualan 

20.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 21 


600.000,- i 

Kas/Bank 

jurnal saat penyetoran PPh Pasal 21 

ke Kas Negara : 

19.400.000,- ! 

Uraian 

Debet Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

600.000,- f 

Kas/Bank 

600.000,- i 


Upah harian 

Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dan Pencatatan atas Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 
150.000,- sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah 
mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima 
dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,- 

Tetapi pabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku dan komisi tersebut diatas adalah 
pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja 
yang bersangkutan termasuk upah, uang saku dan komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan 
menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh 

Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan dibagi 6. 

b. dalam hal berupa upah satuan adalah upah atas banyaknya satuan yang dihasilkan dalam 
satu hari. 

c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya 
hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. 

Contoh penghitungan : 
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a. 


Parmin status belum menikah pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian pada 
PT Yudha Krida Uma. la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 
Rpl50.000,- 

Penghitungan PPh Pasal 21 hari pertama : 

Upah sehari Rp 150.000,- 

Batas upah tidak kena pajak Rp 150.000,- 

Penghasilan kena pajak Rp 0,- 

Sehingga PPh Pasal 21 untuk hari pertama tidak ada yang dipotong. 

Atas transaksi pembayaran ini PT Yudha Krida Lima seharusnya melakukan pencatatan sbb 


Uraian j Debet 

Kredit 

Beban Upah j 150.000,- 



150.000,- 


Penghitungan PPh Pasal 21 hari kedua sampai dengan hari kedelapan sama dengan hari 
pertama, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 1.320.000,- 
Demikian juga untuk jurnal yang harus dilakukan oleh PT Yudha Krida Uma sama dengan 
hari pertama. 

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk hari kesembilan berbeda mengingat jumlah kumulatif 
upah yang diterima melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung 
berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya : 


Upah sehari 

Rp 

150.000,- 


Upah s.d hari ke 9 = 

Rp 

1.350.000,- 

(9 x Rp 150.000,-) 

PTKP sebenarnya 

Rl. 

396.000,- 

(9 x (Rp 15.840.000,00 / 360)) 

Pengh Kena Pajak 

Rp 

954.000,- 


PPh terutang 

Rp 

47.700,- 

(5% x Rp 954.000,-) 


Atas transaksi pembayaran upah pada hari ke sembilan ini PT Yudha Krida Lima seharusnya 
melakukan jurnal sebagai berikut : 


Uraian Debet Kredit 


uiaiau 1 

Beban Upah i 150.000,- 

rvj cuii 

Hutang PPh Pasal 21 

47.700,- 

Kas/Bank 

102.300,- 

Jurnal pada saat penyetoran ke Kas Neg 

Uraian 

ara 

Debet 

Kredit 1 

Hucanq PPh Pasal 21 

47.500,- 

wmmm 

Kas/Ban k 




Sedang penghitungan PPh Pasal 21 untuk hari ke sepuluh adalah sbb 


Upah sehari 

Rp 

150.000,- 

PTKP sehari 

Bl 

44.000,- 

Pengn Kena Pajak 

Rp 

106.000,- 

PPh terutang 

Rp 

5.300,- 

Atas transaksi pembayaran upah pada hari 

melakukan pencatatan sebagai 

berikut: 


(Rp 15.840.000,00 / 360) 

(5% x Rp 106.000,-) 

ke sepuluh ini PT Yudha Krida Lima seharusnya 


Uraian 

Debet 

Kredit 

i Beban Upah 

150.000,- 


Hutanq PPh Pasal 21 


5.300,- 

Kas/Bank 


144.700,- 

Jurnal pada saat penyetoran ke Kas Negara : 

Uraian 

Debet 

Kredit 
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Hutang PPh Pasal 21 

5.300,- 


Kas/Bank 

1 

5.300,- 


4. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dan Pencatatan atas Uang Tebusan Pensiun 


a. Tarif atas Penghasilan UangTebusan Pensiun 

Atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjanyan hari tua dan tabungan hari 
tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga Kerja 
dan uang pesangon, dipotong pajak dari jumlah bruto dengan tarif sebagai berikut 
(Keputusan Men Keu N0.16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010): 

a. Penerimaan uang Pensiun atau THT sampai dengan Rp 50.000.000,- tidak dikenakan 
pajak (dikenakan 0%) 

b. Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp 50.000.000,- sampai 
dengan Rp 100.000.000,- 

c. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 100.000.000,- sampai 
dengan Rp 500.000.000,- 

d. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 500.000.000,- 


b. 


Untuk lebih jelas, dibawah ini diberikan contoh untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas uang 
pensiun 

i. Nardi telah bekerja pada PT Redion selama 10 tahun, pada bulan Mei 2010 berhenti 
bekerja. Nardi mendapatkan pesangon sebesar Rp 25.000.000,- Berapakah PPh Pasal 
21 pesangon yang harus dipotong PT Redion. 

Karena pesangon yang diterima kurang dari Rp 25.000.000,- maka PPh Pasal 21 yang 
dipotong tidak ada dan PT Redion seharusnya mencatat dalam pembukuannya sebagai 


berikut: 

Uraian 

... . 1 Debet 

Kredit 

Uang Pesangon 

25.000.000,- j 


Kas/Bank 


25.000.000,- 


ii. Anto telah bekerja pada PT Semen Gresik selama 30 tahun, Pada bulan Maret 2010, ia 
pensiun dari PT Semen Gresik dan menerima uang pesangon yang dibayar sekaligus 
sebesar Rp 80.000.000,-. 

Maka penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon Anto sebagai berikut : 

• Penghasilan bruto Rp 80.000.000,- 

• Dikecualikan dari pemotongan Rp 50.000.000,- 

• Penghasilan dikenakan pajak Rp 30.000.000,- 

PPh Pasal 21 terutang : 


5% X Rp 30.000.000,- 


Rp 1.500.000,- 


Se hingga P T Semen Gresik seharusnya melakukan pencatatan sebagai berikut: 


Uraian 

Debet Kredit 

j Uang Pesangon 

80.000.000,- i 

Hutang PPh Pasal 21 

1.500.000,- j 

Kas/Bank 

78.500.000,- j 


5. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dan Pencatatan Atas Imbalan yang Diterima 
Peserta Kegiatan. 

Yang dimaksud dengan Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain 
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berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau pengh?rgaan, dan 
penghasilan sejenis lainnya, sedang cara penghitungannya adalah: 



a. Mursani melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Elektronik dengan fee 
sebesar Rp 5.000.000,-. 

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar: 

5% x 50% Rp 5.000.000,- = Rp 125.000,- 

Dalam hal Mursani tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang 
menjadi sebesar 5% x 120% x 50% Rp 5.000.000,- = Rp 150.000,- 
Maka jurnal yang seharusnya dilakukan PT Cahaya Elektronik adalah : 


Uraian 


Debet 

Kredit 

Biaya Jasa Perbaikan 


5.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 21 



125.000,- | 

Kas/ Bank 



4.875.000,- j 


Sedang jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara 


Uraian 

Debet 

Kredit 

j Hutang PPh Pasal 21 

125.000,- j 

i 

Kas/Bank 


125.000,- j 


b. Selaras Production mengadakan lomba penyanyi, sesuai dengan pengumuman penyanyi 
Watik Aryani mendapat hadiah sebesar Rp 60.000.000,- 

Atas pembayaran hadiah menyanyi tersebut Selaras Production harus memotong PPh Pasal 
21 sebesar: 

5% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 

15% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.500.000,- 

Jumlah PPh 21 = Rp 3.500.000,- 

Jurnal yang harus dilakukan Selaras Productior atas pembayaran hadiah adalah : 


Uraian 


Debet 

Kredit 

Honor Penyanyi 


60.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 21 

3.500.000,- 

Kas/Bank 

56.500.000,- 


Sedang jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

3.500 000,- 


Kas/Bank 


3.500.000,- 


BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PENGHITUNGAN 
DAN PENCATATAN PPh PASAL 21 

1. PPh PASAL 21 DIPOTONG, DITANGGUNG (DIBAYAR) PERUSAHAAN DAN DI GROSS 
UP (DIBERIKAN DALAM BENTUK TUNJANGAN) 

a. Perusahaan hanya memotong pajak saja 
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eantoh 1 

PT Kalimantan Permai dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga penjualnya, perusahaan 
mendatangkan ahli penjualan Rangkuti (mempunyai NPWP dan penghasilan tidak bersifat 
berkesinambungan) untuk memberikan ceramah tentang penjualan. Untuk itu Rangkuti 
menerima honorarium Rp 20.000.000,- 

PPh Pasal 21 terutang 5% x (Rp 20.000.000,- x 50%) = Rp PT Kalimantan akan membuat 
jurnal: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Pendidikan/Pelatihan 

20.000.000,- i 


Hutanq PPh Pasal 21 


500.000,- i 

Kas/Bank 


19.500.000,- 


Jurnal yang seharusnya dibuat PT Kalimantan pada waktu penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas 
Negara adalah sbb : 


U raia n 


Hutang PPh Pasal 21 


Kas/Bank 



Debet_i Kredit_j 

500 . 0 007 ] _| 

_ L 500.000,- j 


contoh 2 

Adi Kurdi adalah salah satu karyawan PT Sejahtera yang telah lama bekerja dan telah 
menikah serta mempunyai anak 1 orang. Dalam bulan April 2009 ia mendapatkan 
penghasilan dengan perincian Gaji Pokok Rp 2.000.000,- dan tunjangan Rp 300.000,- Maka 
perhitungan PPh Pasal 21 atas nama Adi Kurdi untuk bulan April 2009 adalah sebagai 
berikut : 


Gaji sebulan 
Tunjangan 

Penghasilan Bruto sebulan 
Pengurangan : 

Biaya Jabatan 5% x 2.300.000,- 
Penghasilan Neto sebulan 
Peng Neto Setahun 12 x 2.185.000 
PTKP K/l 

Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang 

PPh April 2006 Rp 535.2C0,- : 12 



Sehingga jurnal yang seharusnya dilakukan oleh PT Sejahtera saat pembayaran penghasilan 
kepada Adi Kurdi adalah sbb : 


Uraian 

Debet | Kredit 

Biaya Gaji - Adi 

2.300.000,- | 

Hutang PPh Pasal 21 

32.250,- 1 

Kas/Bank 

2.267.750,- j 


Dengan demikian PT Sejahtera mempunyai hutang kepada negara Rp 32.250,- karena telah 
melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Adi Kurdi. Sehingga penghasilan 
yang dibawa pulang Adi Kurdi tinggal Rp 2.267.750,- 

Maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh PT Sejahtera saat penyetoran PPh Pasal 21 ke 
Kas Negara : 
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Atas kasus ini seluruh biaya yang dibayarkan ke Adi Kurdi yang dikeluarkan oleh oleh PT 
Sejahtera dapat dibiayakan seluruhnya. 

Perusahaan menanggung besarnya pajak yang terutang (PPh Pasal 21 dibayar 
oleh perusahaan). 

contoh 1 

PT Prima Indah menerima tagihan jasa pembuatan perjanjian jual beli mesin kepada Notaris 
Jaya SH (mempunyai NPWP) sebesar Rp 30.000.000,- ditambah dengan PPN sebesar 10% 
pada tanggal 20 Juni. Tagihan tersebut baru dibayar PT Prima Indah pada tanggal 20 Juli. 
Didalam perjanjian Notaris Jaya SH bahwa jasa Rp 30.000.000,- ddak dipotong pajak 
Jurnal yang dibuat oleh PT Prima Indah, pada saat menerima tagihan adalah : 
i. Jurnal yang seharusnya dibuat PT Prima Indah saat menerima tagihan : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Notaris 

30.000.000,- 


PPN Masukkan 

3.000.000Tj 

f-- 

Hutang Notaris 


33.000.000,- 

Jurnal yang dilakukan PT Prima Indah saat terutangnya PPh Pasal 21 ( 

adalah : 



Uraian 

Debet 

Kredit 

j Biaya Notaris 

1.500.000,-] l 

Hutang PPh Pasal 21 


1.500.000,- | 


PPh Pasal 21 = 5% x (50% x Rp 30.000.000,-) = Rp 750.000,- 

Beban PPh Pasal 21 sebesar Rp 750.000,- menambah biaya Notaris (atau WP dapat 
membukukan PPh Pasal 21sebagai biaya) karena tagihannya adalah bersih tidak 
dipotong pajak, maka jurnal jika PT Prima Indah membukukan sebagai biaya sebagal 
berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

! Beban PPh Pasal 21 

' 1.500.000,-1 

h™ 

Hutang PPh Pasal 21 


1.500.000,- 


IH. Sedang jurnal yang dibuat PT Prima Indah pada saat menyetorkan PPh Pasal 21 ke 
Kas Negara : 


Uraian 

Debet i Kredit 

Hutanq PPh Pasal 21 

750.000,- J 

Kas/Bank 

750.000,- ! 

Jurnal PT Prima Indah pada saat membayar ke Notaris 

Uraian 

Debet j Kredit 

Hutang Notaris 

30.000.000,- j 

Kas/Bank 

30.000.000,- 


Atas kasus tersebut diatas (tidak memandang apakah sistem penjumalan sebagai 
Biaya PPh Pasal 21 atau digabung pada biaya konsultan), maka seluruh biaya yang 
berhubungan dengan biaya konsultan yang dikeluarkan oleh PT Prima Indah sebesar 
Rp 30.750.000,- tidak dapat dibiayakan seluruhnya, yang boleh dibebankan hanya 
sebesar Rp 30.000.000,- 

Sedang jurnal yang dilakukan oleh Notaris Jaya S H, adalah sebagai berikut: 


Jurnal saat membuat tagihan ke PTTRP 


Uraian 

Debet | Kredit 

Piutang Usaha_ 

33.000.000,- ! S 
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Pendapatan 

30.000.000,- i 

PPN Keluaran 


3.000.000,- i 

Jurnal saat menerima oembavaran dari PT TRP 

Uraian ! Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

33.000.000,- 


Piutang Usaha 


33.000.000,- 


wntP" 2 

Ali Kumiawan adalah salah satu karyawan PT Daya Guna yang telah menikah dan tidak 
mempunyai anak, mendapatkan Gaji Pokok untuk bulan Mei Rp 2.000.000,- dan tunjangan 
Rp 500.000,- Sesuai dengan perjanjian kerja PPh Pasal 21 yang terutang Ali Kurniawan 
akan dibayar PT Daya Guna. Maka perhitungan PPh Pasal 21 untuk Mei sbb : 


Gaji sebulan 

Rp 

2.000.000,- 

Tunjangan 

Rp 

600.000,- 

Penghasilan Bruto sebulan 

Rp 

2.600.000,- 

Pengurangan : 



Biaya Jabatan 5% x 2.300.000,- 

Rp 

130.000,- 

Penghasllan Neto sebulan 

Rp 

2.470.000,- 

Peng Neto Setahun 12 x 2.470.000 

Rp 

29.640.000,- 

PTKP (K/0) 

Rp 

17.160.000,- 

Penghasilan Kena Pajak 

Rp 

12.480.000,- 

PPh Terutang 

Rp 

624.000,- 

PPh Mei Rp 624.000,- : 12 

Rp 

52.000,- 


Dalam hal ini PT Daya Guna dapat membuat jurnal dengan berbagai cara, antara lein 
sebagai berikut: 

I. Pembebanan PPh Pasal 21 dilakukan pada saat pembayaran 


Uraian 

r 

Debet 

Kredit 

I Biaya Gaii 


2.600.000,- i 

i 

Biaya Tunjangan Pajak 


52.000,-T 


Kas/Bank 


j 

t 

2.600.000,- i 

Hutang PPh Pasal 21 


j 

52.000,- j 


Atau ada juga perusahaan menjurnal Biaya Tunjangan Pajak dijadikan satu dengan 
Biaya Gaii, sehingga iurnalnva adalah sbb : 


Uraian 

Debet j Kredit 

| Biaya Gaji 

2.652.000,- i 

Kas/Bank 

2.600.000,- : 

Hutang PPh Pasal 21 i i 52.000,- ! 


Dengan demikian PT Daya Guna mempunyai hutang kepada negara sebesar Rp 
52.000,- karena telah melakukan pembayaran Gaji Ali Kurniawan. Tetapi Gaji yang 
dibawa pulang Ali Kurniawan tetap sebesar Rp 2.600.000,- 

Sedang jurnal yang dilakukan oleh PT Daya Guna pada tanggal 10 Juni pada saat 
penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara adalah : 


Uraian 

Debet Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

52.000^ 

Kas/Bank 

52.000,- ! 


ii. Jika pembebanan PPh Pasal 21 sebagai biaya dilakukan pada saat penyetoran PPh 
Pasal 21 ke Kas Negara, maka jurnal yang harus dilakukan PT Daya Guna adalah 
sebagai berikut: 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Gaji 

2.600.000,- 


Kas/Bank 


2.600.000,- 


Sedang jurnal yang dilakukan oleh PT Daya Guna pada tanggal 10 Juni pada saat 


penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara adalah : 

Uraian j Debet 

Kredit 

Biaya PPh Pasal 21 52.000,- 


Kas/Bank j_ 

52.000,- 


Atas kasus tersebut diatas (tidak memandang apakah sistem penjurnslan tunjangan pajak 
dibebankan atau digabung pada biaya gaji) seluruh biaya yang berhubungan dengan gaji 
yang dikeluarkan oleh oleh PT Daya Guna sebesar Rp 2.652.000,- (Rp 2.600.000,- + Rp 
52.000,-) tidak dapat dibiayakan seluruhnya, yang boleh hanya sebesar Rp2.600.000,- 

Perusahaan memberikan tunjangan pajak atau di gross u p (berarti PPh Pasal 21 
dibayar oleh perusahaan dengan cara menambahkan di dalam struktur gaji 
karyawan). 

Contoh 1 

Berri adalah salah satu karyawan PT Perumahan Prima yang telah menikah dan mempunyai 
1 anak, mendapatkan Gaji bulan Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,- dan tunjangan Rp 
1.000.000,- Sesuai kontrak kerja bahwa Berri akan menerima gaji bersih, karena PPh Pasal 
21 yang terutang akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Maka perhitungan PPh Pasal 21 
untuk bulan Mei 2009 adalah sbb : 


Gaji sebulan 

Rp 

3.000.000,- 

Tunjangan 

Rp 

1.000.000,- 

Tunjangan PPh Pasal 21 

JL 

118.633,- 

Penghasilan Bruto sebulan 

Rp 

4.118.633,- 

Pengurangan : 



Biaya Jabatan 5% x 3.068.762,- 

_Rp_ 

205.932,- 

Penghasilan Neto sebulan 

Rp 

3.912.701,- 

Peng Neto Setahun 12 x 3.912.701,- 

Rp 

46.952.416..- 

FTKP 

... R P 

18.480.000,- 

Penghasilan Kena Pajak 

Rp 

28.472.416,- 

PPh Terutang 

Rp 

1.423.600,- 

PPh Mei 2009 Rp 1.423.600,- : 12 

Rp 

118.633,- 


Sehingga jurnal yang seharusnya dilakukan oleh PT Perumahan Prima saat pembayaran gaji 


kepada Berri adalah sbb 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Gaji 

4.118.633,- ! 

1 

Kas/Bank 

_ 1 : . ; 


Hutang PPh Pasal 21 

_1 ..._ .... i- 

118.633,- j 


Dengan demikian PT Perumahan Prima mempunyai hutang kepada negara sebesar 
Rpi 18.633,- karena telah melakukan pembayaran Gaji Berri. Tetapi gaji yang dibawa 
pulang Berri tetap sebesar Rp 4.000.000,- 

Sedang jurnal yang dilakukan oleh PT Perumahan Prima pada tanggal 10 Juni pada saat 
penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

: Hutang PPh Pasal 21 

118.633,- i 


Kas/Bank 


118.633,- 


disusun Djaka Saranta S Edhy 55 















Atas kasus ini seiuruh biaya yang berhubungan gaji dikeluarkan yang PT Perumahan Prima 
sebesar Rp 4.118.633,- dapat dibiayakan seluruhnya. 

PERUSAHAAN MEMBAYAR BEBAN DALAM BENTUK MATA UANG ASING 
(PENGHASILAN YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK MATA UANG ASING) 

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ./2009 untuk penghitungan PPh 
Pasal 21, dalam hal penghasilan yang diberikan atau yang diterima atau diperoleh dalam 
mata uang asing, maka penghasilan tersebut dikonversikan dengan nilai tukar (kurs) 
berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat terutangnya pajak. 

PENGH MATA UANG ASING X KURS KMK SAAT TERUTANG PAJAK 

contoh 1 

PT Galang Mitra Buana membayar konsultan free lance Hamid sebesar USD 1,000 (mempunyai 

NPWP) pada tanggal 30 September Jika diketahui kurs yang berlaku pada tanggal itu adalah Kurs 

transaksi sebesar Rp 9.000,-/USD dan kurs berdasarkan Menteri Keuangan (Kurs KMK) sebesar 

Rp 9. 050, -/USD. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang dan bagaimanakah jurnalnya ? 

Pembayaran ke Hamid sebesar 1.000 x Rp 9.000,- = Rp 9.000.000,- 

PPh Pasal 21 terutang = 5% x 50% x (1.000 x Rp 9.050,-) = Rp 226.250,- 

Jumal yang seharusnya dibuat oleh PT Galang Mitra Buana, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Konsultan 

9.0C0.000,- 

j 

riutanq PPh Pasal 21 

226.250,- ! 

Kas/Bank 

8.773.750,- j 

uai dengan PSAK No.10 paragraf 7 
jkan dengan menggunakan kurs pada 

Kredit 

Catatan : 

Pembayaran ke Hamid menggunakan kurs transaksi, ini ses 
disebutkan bahwa "transaksi dalam mata uang asing dibuki 
saat terjadinya transaksi". 

Sedang jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 21 adalah : 

Uraian i Debet 

Hutang PPh Pasal 21 

678.750,- 


Kas/Bank 

678.750,- 'i 

contoh 2 

Jika pencatatan tidak sama dengan saat terutangnya pajak, 
akan berbeda. 

Kasus 1 

PT Guna Daya Utama pada tanggal 20 Juni menerima tc 
Baiquini MBA (mempunyai NPWP) sebesar USD 2,000. Tag 
Guna Daya Utama pada tanggal 12 Juli. Jika diketahui kurs 
adalah kurs tengah BI Rp 8.900,- /USD dan kurs KMK set 
tanggal 30 Juni berdasarkan kurs tengah BI Rp 8.990,- dan 
Dan kurs transaksi per tanggal 12 Juli Rp 9.100,-/USD dan 
Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang dan bagaimanakah ju 
Sehingga Jurnal yang seharusnya saat menerima tagihan pad 

Uraian j Debet 

cara penghitungan dan pencatatan 

igihan honor pembicara Tn Ahmad 
ihan tersebut baru dibayar oleh PT 
yang berlaku pada tanggal 10 Juni 
esar Rp 8.950,-/USD. Sedang kurs 
kurs KMK sebesar Rp 9.000,-/USD. 
kurs KMK sebesar Rp 9.100,-/USD. 
nal transaksi yang seharusnya ? 
a tanggal 20 Juni adalah : 

Kredit 

Honor Pembicara (2.000 x 8.900,-*) 

17.800.000,- 

l 

Hutang Pembicara 


17.800.000,-1 
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*) Sesuai SAK Paragraf 26 Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan 
kurs pada saat terjadinya transaksi 

Sedang paragrap 26.3 SAK ETAP "entitas harus mencatat transaksi mata uang asing, pada 
pengakuan awal dalam mata uang asing fungsional, dengan menggunakan kurs tunai (spot 
ratej pada tanggal transaksi antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut " 

Sedang lebih lanjut dalam paragrap 26.4 SAK ETAP . untuk tujuan praktis, kurs yang 

mendekati kurs sebenarnya pada tanggal transaksi sedng digunakan, ." 

Mengingat pencatatan mendahului pembayaran, maka saat terutangnya PPh Pasal 21 pada akhir 
bulan (30 Juni) setelah terutangnya pajak. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 
seharusnya dihitung pada tanggal 30 Juni, sehingga PPh Pasal 21 terutang 5% x (50% x (2.000 
x Rp 9.000,-) = Rp 450.000,- 

Maka PT Guna Daya Utama seharusnya pada tanggal 30 Juni membuat jurnal, sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

[ Hutang Pembicara 

450.000,- j 


Hutang PPh Pasal 21 


450.000,- 


Pencatatan pada saat penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara, adalah 


Uraian 

Debet j Kredit 

Hutang PPh Pasal 21 

450.000,- ! 

Kas/Bank 

450.000,- 


Pada saat pembayaran pada tanggal 12 Juli PT Guna Daya Utama membuat perhitungan sbb 


Honor Pembicara = 2,000 x Rp 9.100,- 
PPh Pasal 21 yang harus dipotong 


Rp 

RfL 


18.200.000,- 
450.000,- 


Honor yang dibayarkan, sebesar 

Rp 

17.750.000,- 

Tetapi saldo piutang menurut pembukuan adalah 


Hutang pembicara dicatat sebesar 

Rp 

17.800.000,- 

PPh Pasal 21 yang harus dipotong 

rl 

450.000,- 

Saldo hutang honor cfm pencatatan 

Rp 

17.350.000,- 

Honor yang dibayarkan, sebesar 

rl 

17.750.000,- 

Dianggap sebagai beban selisih kurs 

Rp 

400.000,- 


Pencatatan Dada saat Denvetoran PPh Pasal 21 ke Kas Neaara. adalah : 

_Uraian__ i Debet_ i _Kr edit 

i Hu tang Pembicara_P_17 J50.000 x -_i_ 

i Beban selisi h kurs_i_ 400 .000,-j_ 

Kas/ Bank_i_ • 


-< 


17.750.000,- 


Contoh 3 

PT -Warta Anyar tanggal 20 Juni menerima tagihan dari Konsultan Hukum Ruhut Hutapea SH 
(penghasilan bersifat tidak berkesinambungan) sebesar USD 1,500. Jika diketahui data kurs 
berlaku pada tanggal 20 Juni adalah kurs tengah BI Rp 8,900,- /USD dan kurs KMK sebesar Rp 
8.950,-/USD. Nota tagihan dibayar oleh PT Warta Anyar pada tanggal 27 Juni dan data kurs yang 
berlaku pada saat itu Kurs Transaksi Rp 9.050,-/USD dan kurs KMK sebesar Rp 9.100/USD 
Dari data tersebut diatas berapakah PPh Pasal 21 yang terutang dan bagaimanakah jurnal 
transaksi yang seharusnya dilakukan PT Warta Anyar ? 

Pencatatan yang seharusnya dilakukan PT Warta Anyar pada saat menerima tagihan dari 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Konsultan Hukum 

13.350.000,- ! 

i j 

: PPN Masukkan 

1.342.500,- 

: i 
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Hutang Usaha 


14.692.500,- 


Penghitungan atas transaksi tersebut diatas adalah : 

Honor Konsultan = 1.500 x Rp 6.900,- Rp 13.350.000,- 

PPN terhutang 10% x (1.500 x Rp 8.950,-) Rp 1.342.500,- 

Tagihan Konsultan yang harus dibukukan Rp 14.692.500,- 

Menglngat bahwa pembayaran setelah pencatatan tetapi mendahului akhir bulan, maka kurs 
yang dipakai adalah kurs KMK pada saat pembayaran, maka penghitungan PT Warta Anyar 
seharusnya adalah : 

Honor Konsultan yang dibukukan sebesar Rp 13.350.000,- 

honor Konsultan yang harus dibayar pada tanggal 27 Juni sebesar 


1.500 x Rp 9.050,-(kurs transaksi) 

Ditambah PPN yang dipungut 
Total tagihan pada saat pembayaran 
Penghitungan PPh Pasal 21 pada saat pembayaran 
5% x 50% x (1.500 x Rp 9.1 00,-(kurs KMK)) 

Total yang harus dibayar 
Sehinooa jurnal Dada saat oembavaran adalah : 

I _ Uraian _ j _ Debet 

j Hutang Usaha _J_14 J' 

I Rugi Selisih Kurs ! ; 


Hutang PPh Pasal 21 


Kas Bank 


14.69 2.500,- 

225.000,- 


13.575.000,- 

1.342.500,- 

14.917.500,- 

341.250,- 

14.576.250,- 

Kredlt 


341.250,- 


14.576.250,- 


Pada saat penyetorkan PPh Pasal 21 ke Kas Negara, pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh 
PT Warta Anyar adalah : 

_ Uraian _j_ Pebet _j_ Kred it I 

Hutang PPh Pasal 21 j 341.250,'7T 


Ka s/Bank __ t_ ' j __341. 250,-1 
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RKUNTRNSl PMl MSM 22 


PENDAHULUAN 

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan yang dipungut oleh bendaharawan Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah), instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainya dan badan-badan 
tertentu yang ditunjuk pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan 
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "Akuntansi PPh Pasal 22 adalah sistem informasi yang 
mengidentifikasikan, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan 
dengan Pajak Penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan Pemerintah atau pemungut lainnya, 
termasuk akibat adanya pemungutan Pajak Penghasilan akibat adanya kewajiban untuk memungut 
atau memotong" 


SUBYEK DAN OBYEK PPh PASAL 22 

1. Subyek PPh Pasal 22 

Subyek atau siapa yang diberi kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22, adalah Badan yang 

diberi kewenangsn untuk memungut Pajak Penghasilan sesuai dengan Per Men Keu No 

107/PMK.010/20i5 tgl 8 Juni 2015, yang diberi tugas untuk memungut PPh Pasal 22 adalah : 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. Pemungutan PPh 
Pasal 22 dilaksanakan dengan cara penyetoran ke kas negara melalui Kantor Pos, bank 
devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

b. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, serta ;<uasa 
Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, 
termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang 
menjalankan fungsi yang sama. 

c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang 
dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang 
diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas 
pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran 
langsung (LS). 

e. Badan usaha tertentu meliputi: 
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i. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan; 

ii. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah 
berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui 
pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan 

ill. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, 
meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk kujang, PT 
Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT 
Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, 
PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton 
Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural 
Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets 
Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 
keperluan kegiatan usahanya. 

f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri 
baja, Industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada 
distributor di dalam negeri. 

g. AgenTunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum 
kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; 

h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan 
bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, 
peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk 
keperluan industrinya atau ekspornya. 

Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: 

i. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 

ii. menjual hasil tersebut kepada badan usaha Industri dan eksportir yang bergerak dalam 
sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 

i. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral 
logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha 
pertambangan; 

k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dabm 
negeri. 

l. Wajib Pajak Badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan dari pembeli atas 
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

Obyek PPh Pasal 22 

a. Obyek Pemungutan PPh Pasal 22 adalah : 

i. Impor barang. 

ii. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai 
uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Per Men Keu No. 107/PMK. 10/2015, oleh eksportir kecuali yang dilakukan 
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oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan 
dan Kontrak Karya 

iii. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang tertentu kepada Bendahara 
Pemerintah dan BUMN. 

iv. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha 
yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, 
industri otomotif, dan industri farmasi. 

v. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau 
orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha 
sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 

vi. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. 

vii. Barang-barang yang tergolong sangat mewah, yaitu (PMK No 90/P M K. 03/2015) : 

• pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi; 

• kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya; 

• rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 
Rp5.000.000.000,- atau luas bangunan lebih dari 400m2; 

• apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan hargajual atau pengalihannya 
lebih dari Rp 5.000.000.000,- atau luas bangunan lebih dari 150m2; 

• kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang 
berupa sedan, jeep, sport utility vehide (suv), mula" purpose vehlde (mpv), 
minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp 2.000.000.000,- atau 
dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc; 

• kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dengan harga jual lebih dari 

Rp300.000.000,- atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc. 

Pengecualian Dari Pemungutan PPh Pasal 22 

Walaupun termasuk obyek PPh Pasal 22, tetapi oleh peraturan dapat dikecualikan dari 

pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 (PMK No. 154/P M K. 03/2010 sebagaimana telah 

diubah dengan PMK N0.244/PMK.011/2012), antara lain : 

i. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak terutang Paiak Penghasilan. 

ii. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan 
Nilai : 

• barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

• barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar 
dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian 
pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan 
internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 

• barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, 

kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 

• barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat 
lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 

• barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

• barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 

• peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

• barang pindahan; 
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• barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang 
kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan kepabeanan; 

• barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

ditujukan untuk kepentingan umum; 

• persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang 

diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

• barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan 
pertahanan dan keamanan negara; 

• vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); 

• buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; 

• kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan 
penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal 
tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat 
keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran 
Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan 
Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara 
Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan 
kegiatan usahanya; 

• pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat 
keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang 
diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan 
suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara 
yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga 
Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi 
pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional; 

• kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan 
serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia 
(Persero), dan komponen atau bahar yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh 
PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, 
suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang 
akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero); 

• peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan 
atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik 
Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor 
oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian 
Pertahanan atau TNI; dan/atau 

• barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan 
oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. 

iii. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor 
kembali; 

Iv. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas 
untuk tujuan ekspor; 

v. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian 
diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor 
untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat 
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

vi. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan : 

• pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak 
Rp 2.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, 
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• pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN yang jumlahnya paling 
banyak Rp 10.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 

• pembayaran untuk: 

pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda 
pos; 

pemakaian air dan listrik, 

vii. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), 

vlii. Penghasilan yang diterima oleh Badan atau lembaga struktural resmi pemerintah yang 
memenuhi syarat: 

• Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti PP, 
Keppres dan lain-lain. 

• Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. 

• Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
pemerintah yaitu (Irjen, BPKP, BPK). 

• Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pusat atau daerah. 


SAAT TERUTANGNYA PPh PASAL 22 

Secara umum saat terutangnya PPh Pasal 22 diatur dalam PPP No.94 tahun 2010 Pasal 15 ayat (2) 
yang mengatakan bahwa "Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada saat pembayaran atau saat 
tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan". 

Sedang secara terperinci sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, saat terutangnya PPh Pasal 22 
per jenis transaksi, adalah sebagai berikut: 

1. Saat terutangnya PPh Pasal 22 atas impor Barang Kena Pajak adalah saat barang itu dimasukkan 
ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean, 
sedangkan saat pemungutan palaknya adalah bersamaan dengan saat pemungutan Bea Masuk. 
Dalam hal impor barang tersebut mendapatkan fasilitas penundaan atau dibebaskan dari Bea 
Masuk, maka PPh Pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB). 

2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana tersebut dibawah Ini : 

a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga- 
lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 

b. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang 
persediaan (UP); 

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang 
diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung (LS) 

d. BUMN. 

terutang dan dipungut pada saat pembayaran 

3. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi bahan bakar minyak jenis prembe, super TT dan gas 
terutang pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) 
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4. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri 
farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. 

5. PPh Pasal 22 atas penjualan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek 
(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam 
negeri terutang dan dipungut pada saat penjualan 

6. PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan oleh 
Industri dan eksportir dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

7. PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, saat terutangnya pada saat 
penjualan. 


DASAR PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 

Dasar pengenaan PPh Pasal 22 sesuai dengan PM K N0.154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010 adalah 
dari Nilai Impor/Harga Jual Lelang/Harga Pembelian tidak termasuk PPN dan PPn BM 

1. Nilai Impor 

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and 
Frelght (QF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. 

Pengertian : 

a. Bea masuk adalah bea yang dikenakan atau dipungut dari jumlah harga yang dimasukkan 
kedalam daerah pabean menurut tarif tertentu. 

b. Pungutan lainnya dimaksud adalah pungutan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai misalkan 
cukai atau bea anti dumping. 

c. Daerah pabean adalah daerah atau pelabuhan yang melakukan pungutan atas keluar 
masuknya barang ke daerah tersebut. 

d. Cukai adalah pungutan yang dikenakan kepada barang-barsng tertentu. 

Sedang contoh penghitungan PPh Pasal 22 dapat dilihat sebagai berikut: 

PT Reksa Utama Mekar membeli mesin produksi dari Jerman Rp 1.000.000.000,- Biaya Asuransi 
dikenakan sebesar Rp 10.000.000,- dan Biaya Pengangkutan dari Jerman sampp.i dengan di 
Indonesia Rp 90.000.000,- Bea Masuk sebesar 10%. Maka dasar pemungutan PPh Pasal 22, 
adalah : 


Harga Mesin 

Rp 

1.000.000.000,- 

Biaya Asuransi 

Rp 

10.000.000,- 

Biaya Pengangkutan 

rl 

90.000.000,- 

Harga CIF 

Rp 

1.100.000.000,- 

Bea Masuk 10% 

rl 

110.000.000,- 

Dasar Pengenaan PPh 22 

Rp 

1.210.000.000,- 

PPh 22 mempunyai API 2,5% 

Rp 

30.250.000,- 


2. Harga Jual Lelang 

Flarga lelang adalah harga yang terjadi dalam "Lelang'' yaitu penjualan barang yang dilakukan 
oleh Balai Lelang, yang sifatnya terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang 
didahului dengan Pengumuman Lelang. 
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3. Harga Pembelian. 

Nilai berupa uang atas harga barang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 
diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk PPN/PPnBM, potongan harga 
yang dicantumkan dalam Faktur (Involce). 


TARIF DAN CARA PENCATATAN PPH PASAL 22 


1. PPh Pasal 22 Atas Impor 


a. Tarif PPh Pasal 22 Atas Impor Barang 

i. Yang menggunakan API tarif PPh Pasal 22 -ebesar 2,5% dari nilai Impor. 

ii. Yang tidak menggunakan API tarif PPh Pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor 

iii. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang. 

iv. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas Impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh 
importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor. 

Sedangkan bagi Importir yang ddak menggunakan API, besarnya pungutan PPh Pasal 
22 adalah 7,5% dari nilai impor. 

catatan : 

• Sifat pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang adalah angsuran pajak dalam tahun 
pajak atau uang muka pajak. 

• Besarnya tarif PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap 
WP yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 


b. 


Pencatatan PPh Pasal 22 

PT CQ perusahaan yang telah mempunyai API dan NPWP, membeli mesin dari Jerman 
dengan harga CIF Rp 1.800.000.000,- dengan cara kredit. Bea Masuk sebesar 5 %, PPN 
Impor 10%. Bagaimanakah pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT CCI ? Sedang 
penghitungan untuk menghitung besarnya Bea Masuk, PPh Pasal 22 dan PPN adalah 
sebagai berikut: 

Harga CIF Mesin Rp 1.800.000.000,- 

Bea Masuk 5 % Rp_ 90.000.000,- 

Dasar Pengenaan PPh 22 dan PPN Rp 1.890.000.000,- 

PPN Impor 10% Rp 189.000.000,- 

PPh 22 mempunyai API 2,5% Rp 47.250.000,- 

Dalam hal PT CCI tidak mempunyai NPWP PPh Pasal 22 yang harus dibayar adalah sebesar 

200% X Rp 47.250.000,- = RD 94.500.000,- 

Makajurnal yang seharusnya dibuat oleh PT CQ adalah : 


j URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Mesin*) 

1.890.000.000,- 


PPN Masukkan 

189.000.000,- 


Uang Muka PPh Pasal 22 

47.250.000,- 


Kas **1 


326.250.000,- j 

Hutang Usaha 


1.800.000.000,- 1 


Catatan : 

*) Nilai Mesin adalah harga mesin + bea masuk = Rp 1.800.000.000,- + Rp 90.000.000,- 

**) Kas yang dikeluarkan sebesar Rp 236.250.000,- adalah pembayaran PPN Impor, Bea 
Masuk dan PPh Pasal 22 
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2. PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Pemungut Pajak : 

a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. Sifat pemungutan 3dalah 
angsuran pajak dalam tahun pajak atau uang muka pajak bagi yang dipungut, 
contoh penghitungan : 

PT Reka Guna Komputer mendapatkan kontrak pengadaan komputer dari Kementerian 
Pekerjaan Umum sebesar Rp 880.000.000,- sudah termasuk PPN. 

Harga sebelum PPN 100/110 x Rp 880.000.000,- = Rp 800.000.000,- 

PPN dipungut Pemungut PPN (PUT PPN) = Rjo_ 80.000.000,- 

Total pembelian termasuk PPN = Rp 880.000.000,- 

Sehingga pada waktu pembayaran Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum memotong 

PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp 800.000.000,- = Rp 12.000.000,- 

Jumlah PPh Pasal 22 sebesar Rp 12.000.000,- yang dipotong oleh bendahara merupakan 
Uang Muka PPh bagi PT Reka Guna Komputer yang dapat diperhitungkan untuk 
penghitungan PPh yang terhutang pada akhir tahun pajak, 
catatan : 

Besarnya tarif PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap WP 
yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 

b. Pencatatan PPh Pasal 22 

i. contoh dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka akan diketahui 
pencatatannya yang seharusnya dibuat PT Reka Guna Komputer sbb : 


Pada waktu mengirim tagihan : 


URAIAN 

DEBET KREDIT 

Piutang 

880.000.000,- i 

PPN kepada Pemungut *) 
Penjualan 

80.000.000,- 
800.000.000,- j 


PPN kepada Pemungut karena Bendaharawan Departemen Komunikasi dan 
Informasi disamping pemungut PPh Pasal 22 juga pemungut PPN (untuk 
keterangan tentang PPN lebih lanjut lihat Bab Akuntansi PPN). 

Sedang waktu menerima pembayaran : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Kas/Bank 

788.000.000,- 


Uang Muka PPh Pasal 22*) 

12.000.000,- 


PPN kepada Pemungut 

80.000.000,- 


Piutang 


880.000.000,- 


*) Penghitungan PPh Pasal 22 adalah 1,5% x Rp 80.000.000,- = Rp 12.000.000,- 
II. PT Adhi Karya membeli mesin penghancur batu kepada PT Mesin Awet sebesar 
Rpl.200.000.000,- belum termasuk PPN. Dari transaksi ini dapat diketahui bagaimana 
seharusnya PT Adhi Karya atau PT Mesin Awet mencatat transaksi tersebut: 
a). Catatan yang seharusnya dilakukan PT Mesin Awet adalah : 


Pada waktu mengirim tagihan 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

j Piutang 

1.320.000.000,- ! 


PPN kepada Pemungut *) 


120.000.000,- S 

Penjualan 


1.200.000 000,- i 
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PPN kepada Pemungut karena BUMN disamping pemungut PPh Pasal 22 juga 
pemungut PPN (untuk keterangan tentang PPN lebih lanjut lihat Bab Akuntansi 
PPN). 

Sedang waktu menerima pembayaran : 


URAIAN 

DEBET j KREDIT 

j Kas/Bank 

1.1827000.000,- 

| Uang Muka PPh Pasal 22*) 

18.000.000,- 

PPN kepada Pemunqut 

120.000.000,- 

Piutang 

1 1.320.000.000,-' 


*) Penghitungan PPh Pasal 22 = 1,5% X Rp 1.200.000.000,- = Rp 18.000.000,- 
b). Catatan yang seharusnya dilakukan PT Adhi Karya adaiah : 

• Pada waktu menerima tagihan : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

-! 

PPN Masukan 

120.000.00C,- 

! 

Aktiva Tetap (Mesin) 

i 1.200.000.000,- 


Hutang Usaha 

1 

1.320.000.000,- 


Catatan pada waktu melakukan pembayaran 


URAIAN 

DEBET 

1 

KREDIT 

Hutang Usaha 

! 1.320.000.000,- 


Kas/Bank 

^1.182.000.000,- 

Hutang PPh Pasal 22 


18.000.000,- 

Hutang PPN 


120.000.000,- 


Catatan pada waktu melakukan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut 
ke Kas Negara, adalah : 


URAIAN 

DEBET | KREDIT 

IU'tanq PPh Pasal 22 

18.000.000,- j 

Hutang P D N 

120.000.000,- j 

Kas/Bank 

138.000.000,- | 


PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Industri Semen 


a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Penjualan semua jenis semen dari hasil produksi Industri semen di dalam negeri dikenakan 
PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25 % dari DPP PPN pada saat penjualan. Sifat pemungutan 
PPh Pasal 22 tidak final. 

PT Semen Kuat merupakan industri semen, pada bulan April 2010 menjual semen kepada 
PT Jalan Mulus sebesar Rp 400.000.000,-. Diskon yang diberikan sebesar 2%. Atas 
penjualan ini PT Semen Kuat membuat tagihan kepada PT Jalan Mulus, dengan perincian 
berikut: 

= Rp 400.000.0C0,- 
= Rp 8.000.000,- 


Harga Semen 
Diskon 2% 

DPP PPN dan PPh Pasal 22 
PPN 10% 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,25% 
TotalTagihan PT Semen Kuat 


Rp 

Rp 

_Rg_ 


392.000.000,- 

39.200.000,- 

980.000,- 


Rp 432.180.000,- 
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PPh Pasal 22 dipungut PT Semen Kuat dan harus dibayar PT Jalan Mulus, dapat dikreditkan 
oleh PT Jalan Mulus pada akhir tahun pajak untuk mengurangi besarnya Pajak Penghasilan 
yang terutang PT Jalan Mulus, 
catatan : 

Besarnya tarif PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap WP 
yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 


b. Pencatatan PPh Pasal 22 

Dengan mengambil contoh transaksi diatas, maka akan diketahui pencatatan yang 
seharusnya dibuat PT Semen Kuat dan PT Jalan Mulus. 


Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Semen Kuat pada saat penjualan : 


URAIAN 


DEBET 


KREDIT 



Diskon Penjualan 
PPN Keluaran 

_ Hutang PPh Pasal 22 

Penjualan 


8.000.000,- i 


-i-■—j 

! 

39.200.000 


980.000 


400.000.000,- 


Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Jalan Mulus pada saat pembelian : 

j ___ DE BET 1 KREDIT 

Pembelian/Persediaan _J_ 400. 000.000 

Uang Muka PPh P asal 22__ j _ 980.000 

PPN Masukan_i_39.200.0 00,- j _ 

i_ Kas/H utarig Usaha I _ :_432.180 .000,- 


l Disko n Pembelian 


-,- 


8.000.000,-1 


iii. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Semen Kuat pada saat menyetorkan PPh 
Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut: 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

I Hutang PPh Pasal 22 

980.000,- 1 


PPN keluaran 

39.200.000,-T 


Kas/Bank 

i 

41.080.000,-1 


PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Industri Kertas 

a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Sesuai dengan PMK.154/PMK.03/2010 atas penjualan hasil Industri kertas dikenakan PPh 
Pasal 22 sebesar 0,1 % dari DPP PPN dan dilakukan pada saat penjualan hasil produksinya 
-» sifat pemungutan tidak final. 

PT Kertas Indah merupakan industri kertas, pada bulan Juni 2010 menjual kertas kepada PT 
Eka Jaya (perusahaan penerbit buku-buku) sebesar Rp 450.000.000,-. Diskon yang 
diberikan sebesar 10%. Atas penjualan ini PT Kertas Indah membuat tagihan kepada PT 
Eka Jaya, dengan sbb : 

Harga Kertas = Rp 450.000.000,- 

Dlskon Penjualan 10% = Rp 45.000.000,- 

Dasar Pengenaan PPh 22 dan PPN = Rp 405.000.000,- 
PPN 10% = Rp 40.500.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,1% = _Rp_ 405.000,- 

Total Tagihan PT Kertas Indah Rp 445.905.000,- 
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PPh Pasal 22 dipungut PT Kertas Indah dan harus dibayar PT Eka jaya, dapat mengurangi 
Pajak Penghasilan PT Eka Jaya pada akhir tahun pajak, 
catatan : 

Besarnya tarif PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap WP 
yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 

b. Pencatatan PPh Pasal 22 

Dengan mengambil contoh transaksi tersebut diatas, maka akan diketahui pencatatannya 
yang seharusnya dibuat PT Kertas Indah dan PT Eka Jaya. 

i. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Kertas Indah pada saat penjualan : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Kas/Piutang 

445.905.000,-7 


Diskon Penjualan 

45.000.000,- | 


PPN Keluaran 


40.500.000,- 

Hutang PPh Pasal 22 

I 

405.000,- 

Penjualan 

1 

450.000.000,- 

Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Eka Jaya pada saat pembelian : 

URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Pembelian/Persediaan 

450.000.000,- i 

Uang Muka PPh Pasal 22 

405.000,- i 


PPN Masukan 

40.500.000,- I 

_ 

Diskon Penjualan 

45.000.000,- 

Kas/Hutang Usaha 

445.905.000,- 


iii. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Kertas Indah pada saat menyetorkan PPh 
Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut : 


URAIAN DEBFT j KREDIT 


Hutang PPh Pasal 22 

405.000,- | 

PPN Keluaran 

40.500.000,- j 

Kas/Bank 

40.905.000,- i 


PPh Pasal 22 Atas Penjualan ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, 
atas penjualan ke ndaraa n bermotordi dalam negeri. 

a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Industri otomotif pada saat penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau 
lebih di dalam negeri dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 % dari DPP PPN -> sifat 
pemungutan tidak final 

PT Auto Primer merupakan industri outomotif, pada bulan Agustus 2011 menjual motor 
kepada PT Nusantara Motor (dealer) sebesar Rp 800.000.000,-. Diskon yang diberikan 
sebesar 10%. Atas penjualan ini PT Auto Primer membuat tagihan kepada PT Nusantara 
Motor, dengan sbb : 


Harga Kendaraan 

= Rp 

800.000.000,- 

Diskon 10% 

= rl 

80.000.000,- 

DPP PPN dan PPh Pasal 22 

= Rp 

720.000.000,- 

PPN 10% 

= Rp 

72.000.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,45% 

= Rp_ 

3.240.000,- 

Total Tagihan PT Kertas Indah 

Rp 

795.240.000,- 
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Dalam kasus, PPn BM dianggap tidak ada, maka PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Auto 
Primer dan harus dibayar PT Nusantara Motor, dapat dikreditkan oleh PT Nusantara Motor 
pada akhir tahun pajak, 
catatan : 

Besarnya tarif PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap WP 
yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 

b. Tata Cara Pencatatan PPh Pasal 22. 

Mengambil contoh transaksi tersebut diatas, maka akan diketahui pencatatannya yang 
seharusnya dibuat PT Auto Primer dan PT Nusantara Motor. 


Catatan yang seharusnya dilakukan oleh 

PT Auto Primer pada saat penjualan : 

URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

| Kas/Plutanq 

795.240.000,- j 


Diskon Penjualan 

80.000.000,- i 


PPN Keluaran 


72.000.000,- : 

Hutang PPh Pasal 22 

1 ...-j 

3.240.000,- ; 

Penjualan 


800.000.000,- 


II. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Nusantara Motor pada saat pembelian 


URAIAN 

DEBET | KREDIT 

Pembelian/Persediaan 

800.000.000,- j 

Uang Muka PPh Pasal 22 

3.240.000,- ! 

PPN Masukan 

72.000.000,- ! 

Diskon Pembelian 

80.000.000,- 

Kas/Hutang Usaha 

795.240.000,- 


iii. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Auto Primer pada saat menyetorkan PPh 
Pasal 22 dan PPN y2ng telah dipungut : 

_URAIAN _! DEBET i KREDIT 

Hutang P Ph Pasal 22 . 3.240.000,- j 

P PPN Keluaran _II I ] 72.000.00 0,-1 _ 

1 Kas/Bank _i_1_ 75.240. 000,-1 

PPh PasaS 22 Atas Penjualan Hasil Industri Besi Baja. 

a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil industri besi beton adalah 0,3 % dari DPP PPN, 
dikenakan pada saat penjualan, sedang sifat pemungutan PPh Pasal 22 adalah tidak final. 
Dalam hal WP yang dipungut tidak memiliki/mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 akan 
dikenakan pajak lebih tinggi 100%. 

PT Baja Kuat perusahaan pelebur baja, pada bulan Juni 2011 menjual Diat baja kepada 
perusahaan karoseri PT New Motor Bagus sebesar Rp 640.000.000,-. Dengan svarat 
pembayaran 2 bulan setelah barang dikirim. Atas penjualan ini PT Baja Kuat membuat 
tagihan kepada PT New Motor Bagus, dengan sbb : 


Harga Baja 

= Rp 

640.000.000,- 

PPN 10% 

= Rp 

64.000.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,3% 

= rl 

1.920.000,- 

TotalTagihan PT Kertas Indah 

Rp 

705.920.000,- 


b. Tata Cara Pencatatan PPh Pasal 22. 
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Sesuai dengan contoh transaksi diatas. maka akan diketahui pencatatannya yang 
seharusnya dibuat PT Baja Kuat dan PT New Motor Bagus. 

i. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Baja Kuat pada saat penjualan : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

i Piutang Usaha 

705.920.0007 1 


PPN Keluaran 

64.000.000,- 

Hutang PPh Pasal 22 

1.920.000,- 

Penjualan 

640.000.000,- 


Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT New Motor Bagus pada saat pembelian 

KREDIT 

1 - 


DE3ET_ 

~ 640.000.000,- 


j _ URAIAN 

, r Pem belian/Perse diaan 

i Uang Muka PPh Pasal 22 __i_ 1.920.000,- j_ 

i PPN Masukan ____ ’ _ 64.000.00 0,- I _ 

Hut ang U saha_i_7 705.920.000,- 


J 


Hi. 


Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Baja Kuat pada saat menyetorkan PPh 
Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut: 


!__URAIAN 

L Hutang PP h Pa sal^2_ 

i PPN Keluara n_ 

Kas/Bank 


—-i 


DEBET j KREDIT 

‘ 7 9275667 | _ 

64“ 066 . 000 ,- T 

- -— - 1 — 1 - 


1 


75.920.0 00,- 


PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Industri Farmasi. 

a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil industri farmasi untuk segala obat ditentukan 

sebesar 0,3 % dari DPP PPN, dikenakan pada saat penjualan, sedang sifat pemungutan PPh 
Pasal 22 adalah tidak final. Dalam hal WP yang dipungut tidak memiliki/mempunyai NPWP, 
maka PPh Pasal 22 akan dikenakan pajak lebih tinggi 100%. 

PT Obat Baik Farmasi perusahaan pembuat obat-obatan, pada bulan Agustus menjual obat- 
obatan kepada perusahaan distributor obat PT Segar Bugar sebesar Rp340.000.000,- . 
Dengan syarat pembayaran 2 bulan setelah barang dikirim. Atas penjualan ini PT PT Obat 
Baik Farmasi membuat tagihan kepada PT PT Segar Bugar, dengan sbb : 

Harga Obat = Rp 340.000.000,- 

PPN 10% = Rp 34.000.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,3% = Rp_ 1.020.000,- 

Total Tagihan PT Kertas Indah Rp 375.020.000,- 

b. Tata Cara Pencatatan PPh Pasal 22. 

Sesuai dengan contoh transaksi diatas, maka akan diketahui pencatatannya yang 

seharusnya dibuat PT Obat Baik Farmasi dan PT Segar Bugar. 

i. Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Obat Baik Farmasi saat penjualan : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

j Piutang Usaha 

375.020.000,- 


PPN Keluaran 


34.000.000, 

Hutang PPh Pasal 22 


1.020.000, 

Penjualan 


340.000.000, 

- l 


Catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT PT Segar Bugar pada saat pembelian : 
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URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

l Pembelian/Persediaan 

340.000.000,- i 


| Uang Muka PPh Pasal 22 

1.020.000,- i 


• PPN Masukan 

34.000.000,- j 


Hutang Usaha 

375.020.000,- 

Catatan yang seharusnya dilakukan oieh PT PT Obat 
menyetorkan PPh Pasal 22 dan P“N yang telah dipungut: 

Baik Farmasi pada 

URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

j Hutang PPh Pasal 22 

i.020.000,- j 

• PPN Keluaran 

34.000.000,- i 

Kas/Bank 

i 

35.020.000, 


PPh Pasal 22 Atas Penjualan PERTAMINA dan Badan Usaha Lainnya yang menjual 
BBM 


a. 


Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Atas penjualan PERTAMINA dan badan usaha selain PERTAMINA yang bergerak di bidang 


Jenis Penjualan Baranq 

SPBU Swasta 

1 SPBU PERTAMINA 

• Premium 

j 0,3% dari penjualan 

j 0,25% dari penjualan i 

• Solar 

0,3% dari penjualan 

| 0,25% dari penjualan 

• Prem U/Super TT 

1 0,3% dari penjualan 

i 0,25% dari penjualan 

• Minyak tanah 

j 0,3% dari penjualan 


• Gas LPG 

j 0,3% dari penjualan 


• Minyak Pelumas 

I 0,3% dari penjualan 

_i 


Sifat pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas 
kepada: 

• penyalur/agen bersifat final; 

• selain penyalur/agen bersifat tidak final, 
catatan : 

Besarnya tarif PPh Pasal 22 (yang tidak bersifat final) diatas akan dikenakan pajak lebih 
tinggi 100% terhadap WP yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 

Contoh pemungutan adalah : 


i. PT Pupuk Subui untuk keperluan industrinya membeli solar kepada Pertamina sebesar 
Rp 200.000.000,- Sehingga PPh Pasal 22 yang dipungut Pertamina adalah 0,3% x Rp 
200.000.000,- = Rp 600.000,- dan PT Pupuk Subur harus melunasinya saat penerbitan 
Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) sebesar: 

Harga Solar = Rp 200.000.000,- 

PPN 10% = Rp 20.000.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,3% = _Rp_ 600.000,- 

Total Pembayaran PT Pupuk Subur Rp 220.600.000,- 

Sifat pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas 
penyalur/agen bersifat tidak final 

Besarnya PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap WP 
yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 

ii. PT SPBU Indah Permai membeli Premiun sebesar Rp 44.000.000,- Diskon yang 
diberikan 3%. PT SPBU Indah Permai harus melunasinya pada saat Pertamina 
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menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) 
sebesar: 


Harga Premium 

= Rp 

44.000.000,- 

Diskon 3% 

= Rl_ 

1.320.000,- 

Dasar Pengenaan PPN dan PPh 22 

= Rp 

42.680.000,- 

PPN 10% 

= Rp 

4.268.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,3% 

= _ R P_ 

128.040,- 

Total Pembayaran PTSPBUIP 

= Rp 

47.076.040,- 


Sifat pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas 
penyalur/agen bersifat final 

b. Pencatatan PPh Pasal 22 

Dengan mengambil contoh transaksi terbut diatas, maka akan diketahui pencatatannya 
yang seharusnya dibuat : 


PT Pupuk Subur, pada waktu melakukan pembelian solar kepada Pertamina 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

f Beban BBM 

200.000.000,- | 

1 

j PPN Masukkan 

20.000.000,- 

j 

1 Uang Muka PPh Pasal 22 

6oo.ood7j 


Kas/Bank 


220.600.000,- i 


PPh Pasal 22 yang dibayar PT Pupuk Subur bersamaan dengan pembeliaan Solar, 
merupakan uang muka pajak, dan dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan 
Badan PT Pupuk Subur pada akhir tahun pajak. 

ii. PT SPBU Indah Permai, pada waktu melakukan pembelian premium kepada Pertamina 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Pembelian/Persediaan 

44.000.000,- 


PPN Masukkan 

4.268.000,- 


Uang Muka PPh Pasal 22 

128.C40.- 

| __ 

Diskon Pembelian 

1.320.000,- 

Kas/Bank 

220.600.000,- 


PPh Pasal 22 yang dibayar PT SPBU Indah Permai bersamaan dengan pembeliaan 
premium, bdak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada akhir tahun 
pajak. 

PPh Pasal 22 Atas Pembelian yang dilakukan Industri dan Eksportir yang Bergerak 
Dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan. 

a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Pembelian yang dilakukan oleh Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor 
perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan pada saat pembelian bahan-bahan untuk 
keperluan industri atau ekspornya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 % dari harga 
pembelian tidak termasuk PPN -> sifat pemungutan tidak final, 
catatan : 

Besarnya tarif PPh Pasal 22 diatas akan dikenakan pajak lebih tinggi 100% terhadap WP 
yang tidak memiliki/mempunyai NPWP. 

Contoh penghitungannya : 

PT Udang Mutu Prima merupakan eksportir hasil perikanan, pada bulan September 2011 
membeli udang dari Ahmad Bajo (pengumpul) dengan nilai pembelian sebesar Rp 


disusun Djaka Saranta S Edhy 73 















200.000.000,-- Atas pembelian ini PT Udang Mutu Prima membayar dengan perincian 
sebagai berikut: 

Harga Udang = Rp 200.000.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 0,25% = JRJJ _ 500.000,- 

Jumlah yang dibayarkan Rp 199.500.000,- 

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Udang Mutu Prima dan dapat dikreditkan oleh Ahmad 
Bajo pada akhir tahun pajak. 

Dalam hal Ahmad Bajo tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh Pasal 22 menjadi 
sebesar 200% x Rp 500.000,- = Rp 1.000.000,- 

b. Pencatatan PPh Pasal 22 

Dengan melihat transaksi tersebut diatas, maka akan diketahui pencatatannya yang 
seharusnya dibuat PT Udang Mutu Prima, saat pembelian udang dari Ahmad Bajo. 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Pem belian/Persediaan 

200.000.000,- ! 


Hutanq PPh Pasal 22 

; ; 

500.000,- 

Kas/Bank 

1 ' ' -?" 

i_ _L 

199.500.000,- 


Pencatatan PT Udang Mutu Prima pada waktu menyetorkan PPh Pasal 22 ke Kas Negara 


URAIAN DEBET KREDIT 


Hutanq PPh Pasal 22 i 500.000,- 


Kas/Bank 

500.000,- 


10. PPh Pasal 22 Atas Barang yang tergolong Sangat Mewah 
a. Tata Cara Pengenaan PPh Pasal 22. 

Barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebesar 5% dari harga jual 
b'dak termasuk PPN dan PPn BM (?MK No.253/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008) -> 
sifat pemungutan tidak final. 

PT Mobil Mewah Menawan merupakan perusahaan yang menjual kendaraan mewah, pada 
bulan Maret 2010 menjual mobil sedan kepada Tn. Sutrisno dengan harga sebesar Rp 
6.500.000.000,-. Atas penjualan ini PT Mobil Mewah Menawan membuat tagihan kepada Tn 
Sutrisno, sebagai berikut : 


Harga Kendaraan 

= Rp 

6.500.000.000,- 

PPN 10% 

= Rp 

650.000.000,- 

P P n B M 5 0 % 

= Rp 

3.250.000.000,- 

PPh Pasal 22 yg dipungut 5% 

= Rl 

325.000.000,- 

Total Tagihan ke Tn Sutrisno 

Rp 

10.725.000.000,- 


PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Mobil Mewah Menawan sebesar Rp325.000.000,- dapat 
dikreditkan oleh Tn Sutrisno pada akhir tahun pajak. 

Dalam hal Tn Sutrisno tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh Pasal 22 yang harus 
dipungut menjadi sebesar 200% x Rp 325.000.000,- = Rp 650.000.000,- 


b. 


Pencatatan PPh Pasal 22 


Dengan mengambil contoh transaksi tersebut diatas, maka akan diketahui bagaimana 
pencatatan yang seharusnya dibuat PT Mobil Mewah Menawan, pada saat menjual mobil 


s e djan. _ m e w a h tersebut, vaitu 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Kas/H utang 

' 10.725.000.000,- 


Penjualan 

6.500.000.000,- ! 

PPM k'olnaran 

ccn r\r\ri rvnn . ! 
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Hutang PPn BM 

3.250.000.000,- 

Hutang PPh Pasal 22 

325.000.000,- 


PENCATATAN PPH PASAL 22 JIKA PENGHASILANNYA MENG¬ 
GUNAKAN MATA UANG ASING 


Untuk penghitungan PPh Pasal 22, dalam hal penjualan/pembelian dalam mata uang asing, maka 
penjualan/pembelian tersebut dikonversikan dengan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan pada saat terutangnya pajak. 


1 . 


Perusahaan Mengimpor Barang Dengan Nilai Impordengan Mata Uang Asing. 

Contoh transaksi: 

PT ABC perusahaan yang telah mempunyai API membeli secara kredit bahan baku dari Jepang 
dengan harga QF USD 16,000. Bea Masuk sebesar 5 %, PPN Impor 10%, disamping itu PT ABC 
membayar biaya-biaya angkutan dari pelabuhan sampai dengan lokasi pabrik sebesar Rp 
10.000.000,- Barang tiba di Indonesia pada tanggal 2 Juni, dan jika pada saat itu nilai kurs 
tengah BI (KTBI) yang berlaku USD 9.000,-/USD dan kurs KMK yang berlaku Rp 9.050,-/USD. 
Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dibayar PT Maju Mundur ? 

Penghitungan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut: 

Harga QF 16.000 x Rp 9.050,-(kurs KMK) Rp 144.800.000,- 

Bea Masuk 5 % Rp 

Dasar Pengenaan PPh 22 dan PPN Rp 

PPh22 mempunyai API 2,5% Rp 

Makajurnal yang seharusnya dibuat oleh PT ABC adalah 


7.240.000,- 

152.040.000,- 

3.801.000,- 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

_ 1 

Persediaan 

161.240.000,- 1) J 

PPN Masukkan 

15.204.000.- 

Uanq Muka PPh Pasal 22 


3.801.000,- 

1 

_| 

Kas 



36.245.000,- j 

Hutang Usaha 


144.000.000,- ! 


Catatan 


Nilai persediaan menurut akuntansi terdiri dari : 
Harga C3F 16.000 x Rp 9.000,- (kurs KTBI) 

Rp 

144.000.000,- 

Bea Masuk 5 % 

re 

7.240.000,- 

Harga termasuk bea masuk 

Rp 

151.240.000,- 

Biaya angkutan sampai pabrik 

re 

10.000.000,- 

Nilai persediaan 

Rp 

161.240.000,- 


Kas yang dikeluarkan sebesar Rp 36.245.000,- adalah pembayaran Bea Masuk, PPN Impor, PPh 
Pasal 22 dan biaya angkutan sampai pabrik. 


2. Perusahaan Menjual/Membeli Dalam Mata Uang Asing. 

a. Transaksi Atas Penjualan Barang 

PT I ST W perusahaan pembuat baja, pada tg! 15 Mei menjual plat baja ke PT Indah 
Semesta dengan harga USD 21,500. Dengan syarat pembayaran 1 bulan setelah barang 
dikirim. Atas penjualan ini PT ISTW membuat tagihan kepada PT Indah Semesta. Jika 
diketahui kurs sebagai berikut: 

T anggai _ Kurs Tengah BI Kurs KMK Kurs Transaksi 

15 Mei Rp 8.900,-/USD Rp 8.870,-/USD. Rp 8.91 0,-/USD 
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30 Mei Rp 8.920,-/USD Rp 8.910,-/USD Rp 8.925,-/USD 

15 Juni Rp 8.923,-/USD Rp 8.922,-/USD Rp 8.927,-/USD 

Dengan demikian dapat dihitung besarnya PPh Pasal 22 sebagai berikut: 

PPh Pasal 22 = 0,3% x (USD 21,500 x Rp 8.870,-) = Rp 572.115,- 

Atas transaksi tersebut diatas PT ISTW seharunya membuat pencatatan sebagai berikut 


Pada tgl 15 Mei pada saat menjual plat baja pada PT Indah Semesta : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Piutang Usaha 

210.992.615,- 


Penjualan 


191.350.000,- D 

PPN Keluaran 


19.070.500,- 2) 

Hutang PPh Pasal 22 


572.115,- 


1) Penjualan = USD 21,500 x Rp 8.900,- = Rp 191.350.000,- 

2) PPN = 10% x (USD 21,500 x Rp 8.870,-) = Rp 19.070.500,- 

II. Saat menyetorkan pajak ke Kas Negara sebagai berikut: 


URAIAN 

i 

DEBET 

KREDIT 

PPN Keluaran 

7 

19.070.500,-j 

j 

Hutang PPh Pasal 22 


572.115,- j 


Kas/Bank 


j 

19.642.615.- i 

Tanggal 15 Mei saat menerima pelunasan : 

URAIAN 

i 

DEBET 

KREDIT 

Hutang Usaha 

) 

i 

211.573.115,- ! 


Piutang Usaha 


1 

210.992.615,- 

Selisih Kurs 

j 


580.500,- 


b. 


Transaksi Atas Pembelian Barang 

PT Cokiat Manis perusahaan ekportir coklat, pada tanggal 12 Maret membeli buah coklat 
kering dari Daeng Tata seorang pengumpul coklat senilai USD 32.500. Dengan syarat 
pembayaran 1 bulan setelah barang diterima. 

Jika diketahui kurs yang berlaku : 


Tanaaal 

Kurs Tenaah BI 

Kurs KMK 

Kurs Transaksi 

12 Maret 

Rp 9.150,-/USD 

Rp 9.125,-/USD. 

Rp 9.155,-/USD 

30 Maret 

Rp 9.154,-/USD 

Rp 9.130,-/USD 

Rp 9.157,-/USD 

12 April 

Rp 9.158,-/USD 

Rp 9.140,-/USD 

Rp 9.160,-/USD 

Atas transaksi tersebut diatas seharusnya PT Coklat Manis membuat catatan sbb 

i. Tanggal 12 Maret pada saat membeli: 




URAIAN 

DEBET 

i 

i 

KREDIT 

Pembelian/Persediaan 1) 

297.375.000,- j 



Hutang PPh Pasal 22 



741.406,- 2) 

1_ 

Hutang Usaha 

j 

i 296.633.594,- 3) 

Catatan : 




1) 

Pembelian = USD 32,500 x Rp 9.150,- 

Rp 

297.375.000,- 

2) 

PPh 22 yg dipungut 


RJJ 

741.406,- 

3) 

Hutang Usaha 


Rp 

296.633.594,- 

Dalam hal ini biji coklat dianggap tidak dikenakan PPN. 


ii. Saat menyetorkan pajak ke Kas Negara sebagai berikut: 


j 

URAIAN 

DEBET 


KREDIT 
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: Hutang PP h P asai 22 ; _7 41.406,- [ _ 

f Kas/Bank ' [_741.406 

Tanggal 12 April saat melunasi hutang : 

URAIAN j DEBET KREDIT 

Huta ng U saha .296 ^633.594, r i 

SeHsth Kurs ‘ _ T _ 325.000,- _ 

Kas/Ban k ' “ ~ f 296.958.594,- 

Catatan atas Kas Bank 

1) Pembelian = USD 32,500 x Rp 9.160,- Rp 297.700.000,- 

2) PPh 22= 0,25% x (USD 32,500 x Rp 9.125,-) _RjJ_ 741.406,- 

3) Hutang Usaha Rp 296.958.594,-" 
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fUNINTMSI PMI M8JU 23 


PENDAHULUAN 


PPh Pasal 23 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan BUT yang berasal modal, penyerahan 
jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau 
terutang oleh Badan Pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan bunyi Pasal 23 UU PPh "Atas penghasilan tersebut di bawah Ini 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah 
jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah , subjek pajak badan dalam negeri, 
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada 
WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan". 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "Akuntansi PPh Pasal 23 adalah sistem informasi yang 
mengidentifikasikan, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan 
dengan Pajak Penghasilan karena kegiatan memungut atau dipungut sehubungan dengan 
penerimaan/memberi penghasilan yang berasal dari modal atau penyerahan jasa" 


OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 


Obyek PPh 23 adalah penghasilan dari modal dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima, 
diperoleh WP Dalam Negeri. Bentuk penghasilan itu dapat berupa : 

1. Dividen 

Pengertian Dividen pada umumnya adalah : 

a. Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta 
disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. 

b. Sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang 
saham sebuah perseroan. 

Pengertian dividen menurut pajak disamping pengertian seperti tersebut diatas, dapat dilihat 
didalam memori penjelasan Pasal 4 huruf g UU PPh dinyatakan bahwa dividen merupakan bagian 
laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil 
usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk pengertian dividen adalah : 

a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun. 
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b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. 

c. Objek pajak berupa dividen tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa 
penyetoran yang berasai dari (PP No.94 tahun 2010): 

i. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal atau 
membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang 
dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal. 

ii. kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) UU PPh. 

d. Pembagian laba dalam bentuk saham. 

e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. 

f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang 
saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan. 

g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam 
tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu 
adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah. 

h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai 
penebusan tanda-tanda laba tersebut. 

i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, 

j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis. 

k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi. 

l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan 
sebagal biaya perusahaan. 

2. Bunga 

Pengertian bunga adalah imbalan sehubungan dengan meminjamkan uang yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan, selain Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam ha! ini termasuk 
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang misalnya : guarantee fee. 

3. Royalti. 

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa 
pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: 

a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau 
karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek 
dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 

b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau 
ilmiah; 

c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 

d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak 
menggunakan hak-hak tersebut pada angka I, penggunaan atau hak menggunakan 
peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau 
informasi tersebut pada angka 3, berupa: 
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i Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, 
yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi 
yang serupa; 

ii Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau 
keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan meialui satelit, 
kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; 

iii Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio 
komunikasi. 

e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita 
video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 

f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau 
pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut 
di atas Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu Imbalan 
sehubungan dengan penggunaan : 

4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 

Pengertian hadiah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "suatu pemberian 
dengan tujuan sebagai kenang-kenangan , penghargaan atau penghormatan, ganjaran karena 
memenangkan suatu perlombaan atau tanda kenang-kenangan" Sedang pengertian menurut 
pajak (Kep Dirjen Pajak No.KEP-395/Pj/2001 tanggal 13 Juni 2001) menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan : 

a. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 
kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah, terdiri dari : 

i. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun atau diperoleh 
wajib pajak yang pemberiannya melalui cara undian. 

ii. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang 
diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya: 

• Perlombaan olah raga; 

• kontes kecantikan/busana, kontes lainnya; 

• kuis di televisi/radio; 

• kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya. 

iii. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah; 

b. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan 
tertentu, misalkan penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan da! A m 
menjualkan suatu produk. 

ndak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh Pasal 23 
adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada 
semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung 
oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. 

5. Sewa, 

Setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta dalam hal 
ini hanya terbatas dari penghasilan modal, misalnya sewa mobil, sewa komputer dan sebagainya. 
Ada beberapa ciri-ciri yang melekat (karakteristik) dari sewa yaitu : 
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a. Adanya pemberian atau penyerahan harta dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang 
menyewa. 

b. Adanya perjanjian baik secara tulisan maupun lisan. 

c. Adanya kenyataan bahwa memang terdapat transaksi sewa. 

contoh sewa kendaraan, sewa komputer, sewa peralatan dan sebagainya, kecuali sewa tanah 
dan atau bangunan karena telah dipotonng PPh Final. 

6. Imbalan berupa Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan dan Jasa Konstruksi 
dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

a. Jasa Teknik, adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan 
dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat 
meliputi: 

i. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan 
dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; 

ii. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian 
informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan 
dan sebagainya; atau 

iil. pemberian Informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, 

seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi 
yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.. 

b. Jasa Manajemen, merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam 
pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.. 

Penghasilan jasa tehnik dan jasa manajemen yang dilakukan oleh sebuah badan dikenakan 
PPh pasal 23 , sedangkan yang dilakukan oleh orang pribadi dikenakan PPh pasal 21. 

c. Jasa konsultan. 

Jasa Konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) 
profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 
ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para 
tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.. 

Penghasilan jasa tehnik dan jasa manajemen yang dilakukan oleh sebuah badan dikenakan 
PPh pasal 23, sedangkan yang dilakukan oleh orang pribadi dikenakan PPh pasal 21. 

d. Jasa konstruksi 

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan 
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi'pengawasan pekerjaan 
konstruksi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.187/PMK.03/2008 tanggal 20 
Nopember 2008 mulai 1 Januari 2008 dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Finai) 

7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 

Yang termasuk jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23, ditentukan oleh Peraturan 
Perpajakan dimana telah mengalami berapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor HI/PMK.03/201 5, yaitu : 

a. Jasa penilai (appraisal); 

b. Jasa aktuaris; 

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d. Jasa hukum; 

e. Jasa arsitektur; 

f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, 

g. Jasa perancang (des/'gn); 
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h. Jasa pengeboran {drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali 
yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, 

I. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi 
(migas), adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa: 

j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan 

penambangan minyak dan gas bumi (migas) adalah semua jasa penambangan dan jasa 
penunjang di bidang pertambangan umum berupa: 

k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah berupa: 

l. Jasa penebangan hutan; 

m. Jasa pengolahan limbah; 

n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing Services); 

o. Jasa perantara dan/ atau keagenan; 

p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, 
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEJ) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPH); 

q. Jasa kustodian/penylmpanan. /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (KSEI); 

r. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

s. Jasa mixing film; 

t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, 
baliho dan folder; 

u. Jasa sehubungan dengan Software atau hardware atau sistem komputer, termasuk 

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

w. Jasa internet termasuk sambungannya; 

x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program; 

y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV 

kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi 
dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

z. Jasa perawatan/perbaikan/pemellharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV 
kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai Izin can/at2u sertifikasi 
sebagai pengusaha konstruksi; 

aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; 

ab. Jasa maklon 

Jasa maklcn adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang 
tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), 
yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan 
penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh 
pengguna jasa, .dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 

ac. Jasa penyelidikan dan keamanan. 

ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh pengusaha jas3 penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan 
pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, 
dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. 

ae. Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media 
lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan 

af. Jasa pembasmian hama; 

ag. Jasa kebersihan atau cleaning Service; 

ah. Jasa sedot septic tank; 

al. Jasa cemeliharaan kolam; 
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aj. Jasa katering atau tata boga; 

a k. Jasa freight forwading. 

adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus 
semua/ sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan 
barang melalui transportasi darat, laut, dan/ atau udara, yang dapat mencakup kegiatan 
penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, 
pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya 
angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan, dan biaya- 
biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang barang tersebut sampai dengan 
diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. 

al. Jasa logistik; 

am. Jasa pengurusan dokumen; 

an. Jasa pengepakan; 

ao. Jasa toading dan unloading, 

ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi 
pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 

aq. Jasa pengelolaan parkir; 

ar. Jasa penyondlran tanah; pengujian kecuali yang dilakukan oleh insitusi pendidikan dalam 
rangka penelitian akademis; 

as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

at Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

au. Jasa pemeliharaan tanaman; 

a v. Jasa pemanenan; 

aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; 

ax. Jasa dekorasi; 

ay. Jasa pencetakan/penerbitan; 

az. Jasa penerjemahan; 

ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan; 

bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

be. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

bd. Jasa pengelolaan penitipan anak; 

be. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM ; 

bg. Jasa sertifikasi; 

bh. Jasa survey; 

ui. Jasa tester, dan 

bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 


DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 


Disamping ada yang dikenakan PPh Pasal 23 ada juga yang tidak dikenakan, didalam Pasal 23 ayat 
(4) UU PPh penghasilan dibawah ini dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 23 : 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank 

2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam 
negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan 
dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
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a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima Dividen, kepemilikan saham 
pada badan yang memberikan Dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 
jumlah modal yang disetor. 

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba yang diterima WP selain 
badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, 
perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagalnya, maka penghasilan berupa 
dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Cbjek Pajak. 

3. Sewa yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, seperti perusahaan Leasing (sewa guna 
usaha dengan hak opsi). 

4. Sisa Hasil Usaha Koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 

5. Bunga Simpanan Anggota Koperasi tidak akan dipotong PPh Pasal 23 yang berjumlah tidak 
melebihi Rp 240.000,- setiap bulannya. 

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi 
sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan 

7. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya 
tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk 
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif 

8. Penghasilan yang diterima oleh Badan atau lembaga struktural resmi pemerintah yang 
memenuhi syarat: 

a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti PP, Keppres 
dan lain-lain. 

b. dibiayai dengan dana vang bersumber dari APBN atau APBD. 

c. pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah yaitu 
(Irjen, BPKP, BPK). 

d. penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pusat atau daerah, 

(sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli 1996) 


PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PPh PASAL 23 

Yang diberi wewenang untuk melakukan pemotongan PPh 23 meliputi : 

1. Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. 

Sesuai dengan Kep DJP No 50/PJ./1994 tgl 24 Desember 1994 jo SE DJP No. SE-08/PJ.4/1995 tgl 

23 Februari 1995, maka orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut PPh 

Pasal 23 adalah : 

a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT 
tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. 

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan 
konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan 
teknik dan konsultan di bidang lainnya. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, yang telah 
terdaftar sebagal WP yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 atas pembayaran sewa. 


disusun Djaka Saranta S Edhy 85 



2. Badan: 

a. Badan Pemerintah, Lembaga Negara 

b. Badan Usaha Milik Pemerintah / Daerah (BUMN / BUMD) 

c. WP Badan dalam negeri (PT, CV, Fa dan seterusnya) 


DASAR DAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 23 : 

1. TarifPPhPasal23adalah 15%darijumlahbrutoatas 

a. Dividen yang diterima oleh WP Badan, kecuali yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
(dikenakan PPh sebesar 10% yang bersifat final) 

b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
pengembalian utang. 

c. Royalti 

d. Hadlah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Psl 21. 

e. Bunga simpanan yang melebihi PTKP dibayarkan oleh Koperasi dan bersifat final artinya 
tidak dapat dipakai sebagai Kredit Pajak dalam SPT. 

Atau dapat dibuat rumus sebagal berikut: 

2. Tarif PPh Pasal 23 adalah 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas jasa-jasa lain 
selain yang teiah dikenakan PPh Pasal 21. Sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 
31 Desember 2008 jasa-jasa yang dipotong 2% tersebut dapat dilihat pembahasan obyek PPh 
Pasal 23 diatas, Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki NPWP, 
besarnya tarif pemotongan adalah iebih tinggi 100% (seratus persen) 

3. Saat Terutangnya Pajak 
a. Umum 

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) PP No.94 tahun 2010 saat terutangya pemotongan atau 
pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan p3da akhir bulan: 

I. dibayarkannya penghasilan; 

ii. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau 

iii. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, 
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

Didalam penjelasan PP No.94 tahun 2010 dikatakan bahwa saat terutangnya PPh Pasal 23 
UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti : dividen) 
dan jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau 
perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa 
lainnya). 

Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk 
melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. 

Contoh : 

i. Pada tanggal 24 April 2011 PT Bumi Resort Bubrah menerima tagihan jasa manajemen 
dari PT Aman Persada Bangsa sebesar Rp 50.000.000,- dan langsung dicatat oleh PT 
Bumi Resort Bubrah pada saat itu juga, tagihan tersebut baru dibayar PT Bumi Resort 
Bubrah pada tanggal 24 Mei 2011. Karena pencatatan mendahui pembayaran maka 
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saat terutangnya PPh Pasal 23 pada tanggal 30 April 2011, dan PPh Pasal 23 terutang 
sebesar Rp 1.000.000,- (2% x Rp 50.000.000,-) harus disetor ke Negara paling lambat 
tanggal 10 Mei 2011. 

ii. PT Bayu pada tanggal 10 Juli 2011 membayar uang muka Jasa event organlzer 
sebesar Rp 20.000.000,- walaupun pembayaran adalah uang muka, tetapi PPh Pasal 
23 tetap terutang pada tanggal 10 Juli 2011 (pembayaran mendahului pencatatan). 
Sehingga PPh Pasal 23 atas uang muka tersebut harus disetorkan ke Kas Negara 
paling lambat tanggal 10 Agustus 2011. 

Pembagian Dividen 

Pada dasarnya untuk untuk pencatatan pembagian dividen yang harus diperhatikan adalah : 

• tanggal pengumuman {date ofdedaration) adalah tanggal ketika Dewan Direksi secara 
formal mengumumkan pembagian dividen. 

• tanggal pencatatan (date of record) adalah adalah tanggal ketika identitas para 
pemegang saham dicatat atau didaftar, sehingga perusahaan dapat mengetahui 
dengan pasti kepada siapa saja perusahaan harus membagikan dividen 

• tanggal pembayaran atau pendistribusian {date of payment or date of dtstrtbutiori) 
adalah tanggal ketika dividen yang terhutang dilunasi. 

Dengan demikian saat terutangnya PPh Pasal 23 untuk pembagian dividen, adalah : 

i. untuk perusahaan yang tidak go public 

Sesuai dengan peraturan perpajakan atas pembagian Deviden bagi perusahaan yang 
tidak go public, saat terutangnya PPh Pasal 23 atau Pasal 26 ialah pada saat 
disediakan untuk dibayarkan (tanggal pengumuman). Adapun yang dimaksud dengan 
saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang 
akan dibayarkan yaitu nada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam 
RUPS Tahunan. 

Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan 
membagikan dividen sementara (dividen interim), maka PPh Pasal 23/Pasal 26 
terutang pada saat diumumkan/ditentukan dalam Rapat Direksi/pemegang saham 
sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. 

ii. Bagi perseroan yang go public 

Atas pembagian dividen berdasarkan tanggal RUPS Tahunan (RUPS) akan mengalami 
kesulitan dalam pelaksanaannya, mengingat sampai dengan suatu jangka waktu 
tertentu setelah tanggal RUPS saham yang diperjual belikan di Bursa masih 
mengandung hak memperoleh dividen, sehingga pemegang saham yang berhak atas 
dividen tersebut masih berubah-ubah. 

Pada saat RUPS Tahunan (untuk dividen final) atau Rapat Direksi (untuk dividen 
interim) pemegang saham yang berhak menerima dividen tersebut belum dapat 
dipastikan, sehingga pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 terhadap pemegang saham 
belum dapat dilakukan. Bagi perusahaan yang go public, pemegang saham yang 
berhak menerima dividen adalah mereka yang terdaftar sebagai pemegang saham 
pada tanggal tertentu yaitu tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang 
berhak menerima dividen. 

Dengan demikian kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23/Pasal 26 baru 
timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas 
dividen {recording date). Dengan perkataan lain pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 
atas dividen "yang dibayarkan atau terutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 
Pasal 26 baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima 
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atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum 
diterima secara tunai. 


TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN PPh 
PASAL 23. 

1. PPhPasal23atasTerutangSaatPembayarandanPencatatan. 

PT Rusa Kencana tanggal 8 Januari 2011 membayar uang muka jasa akuntan publik Ridwan, 
Karim dan Rekan sebesar Rp 40.000.000,- untuk audit laporan keuangan. Tanggal 21 Maret 2011 
laporan audit diserahkan oleh Ridwan, Karim dan Rekan berikut nota tagihan kekurangan 
pembayaran sebesar Rp 60.000.000,- Atas tagihan tersebut PT Rusa Kencana mencatat dalam 
pembukuannya, sesuai dengan kebiasaan di PT Rusa Kencana setiap tagihan baru akan dibayar 
sebulan kemudian atau tanggal 21 April 2011. 

Atas transaksi tersebut diatas, maka dapat diketahui ayat-ayat jurnal yang seharusnya dilakukan 
baik di PT Rusa Kencana atau dari sudut Ridwan, Karim aan Rekan, yaitu : 

a. Jurnal yang harus dilakukan PT Rusa Kencana karena transaksi tersebut: 
i. Pada tanggal 8 Januari 2011 saat membayar uang muka. 


Uraian j Debet 

Kredit 

Uang Muka Jasa Audit 1 40.000.000,- 


PPN Masukan i 4.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 23 

800.000,- 

Kas/Bank 

Jurnal tanggal 21 Maret 2011 pada saat menerima 

43.200.000,- 

tagihan atas kekurangan 

Uraian j Debet 

Kredit 

Beban Jasa Audit lOO.OOO.OOO,- 


PPN Masukan i 6.000.000,- 


Uang Muka Jasa Audit 

40.000.000,- 

Hutang Usaha 

66.000.000,- 

Jurnal tanggal 31 Maret 2011 pada saat terutangnya PPh 

. Uraian j Debet 

Pasal 23. 

Kredit 

Hutang Usaha j 1.200.000,- 


Hutang PPh Pasal 23 

Jurnal tanggal 21 April 2011 pada saat membayar tagihan 

Uraian ! Debet 

1.200.000.- 

kekurangan pembayaran. 

Kredit 

Hutang Usaha 1 64.800.000,- ! 

Kas/Bank 

64.800.000 


b. Jurnal yang harus dilakukan Ridwan, Karim dan Rekan karena transaksi tersebut : 
i. Jurnal tanggal 8 Januari 2011 pada saat menerima pembayaran uang muka. 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

43.200.000,- 


Uang Muka PPh Pasal 23 

800.000,- 


PPN Keluaran 

4.000.000,- 
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| Uang Muka Jasa Audit _ i _ ] 40.000.000,- 

ii. Jurnal tanggal 21 Maret 2011 saat membuat tagihan atas sisa pembayaran. 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

66.000.000,- 


Uang Muka Jasa Audit 

40.000.000.- 


PPN Keluaran 

6.000.000,- 

Penjualan 

100.000.000,- 


iii. Jurnal tanggal 21 April 2011 pada saat menerima pembayaran. 

_ Uraian _ Debet _ _ Kredit 

Kas/Bank ___ _ ! _ 64.800.000,- j _ 

Uan g Muka PPh Pasal 23 _ |____L2O0 : pO0, 1 i_J 

Piutang Usaha ! t 66.000.000,- 

2. PPh Pasal 23 atas Dividen. 

a. Pembayaran Dividen dari perusahaan yang tidak go public 

PT ABC adalah perusahaan terbatas dengan pemegang saham PT Abadi 50%, PT Sinar 
20%, PT Rosalia 10% dan Tn Amir 20%. Pada tanggal 24 Juli mengadakan RUPS, dldalam 
rapat itu diputuskan /bahwa dari Laba tahun lalu akan dibagikan dividen sebesar Rp 
300.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggai 21 Oktober. Atas keputusan rapat ini PT 
ABC seharusnya melakukan jurnal sbb : 

Jurnal yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2010 : 


Uraian 

Debet 1 Kredit 

Laba Ditahan 

300.000.000,- 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

6.000.000,- D 

Hutang PPh Pasal 23 

13.500.00C,- 2) 

Hutang Dividen 

280.500.000,- 3) 


1) Tn Amir = 10% x (20% x Rp 300.000.000,-) = Rp 6.000.000,- 

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) tarif yang d/kenakan atas penghasilan berupa dividen 
yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 
10% (sepuluh persen) dan bersifat final 

2) PT Abadi Rp 0,- tidak dipungut PPh Pasal 23 

PT Sinar = 15% x (20% x Rp 300.000.000,-) = Rp 9.000.000,- 
PT Rosalia = 15% x (10% x Rp 300.000.000,-) = Rp 4.500.000,- 

3) Hutang Dividen = Rp 300.000.000,- - Rp 6.000.000,- - Rp 13.500.000,- = 

Rp280.500.000.- 

Karena PPh Pasal 23 terutang saat RUPS, maka PT ABC berkewajiban untuk menyetorkan 
ke Kas Negara paling lambat tanggal 1C Agustus, sehingga jurnal PT ABC adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 23 

6.000.000,-j 


Hutang PPh Pasal 4 (2) 

13.500.000,- i 


Kas 

J_ 

19.500.000,- 


Sehingga catatan yang harus dilakukan PT ABC tanggal 2i Oktober atau pada saat 
pelaksanaan pembayaran dividen adalah : 


Uraian 

Debet j Kredit 

Hutang Dividen 

280.500.000,- i 

Kas 

280.500.000,- 
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b. Pembayaran Dividen dari perusahaan yang go public 

Pada tanggal 22 Juni, PT. Super Alpha Tbk menyelenggarakan RUPS Tahunan. Dalam rapat 
tersebut memutuskan antara lain 

Membagikan dividen kepada para pemegang saham yang berhak dengan total nilai dividen 
sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Agustus. 

Syarat-syarat pembagian dividen adalah yang berhak menerima dividen adalah para 
pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang saham selambat-lambatnya tanggal 
28 Juli pukul 16.00 WIB (record/ng date). 

Dari transaksi tersebut saat terutangnya dan sistem pencatatan PT XYZ adalah : 

Untuk pembagian dividen Interim sebesar Rp. 1.000.000.000,- saat terutangnya PPh Pasal 
23/26 adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak 
menerima dividen 28 Juli. 

Jadi pencatatan pada tanggal 28 Juli pada saat terutangnya dividen, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Laba Ditahan 

XX.XXX.XXX 1 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

T 

XX.XXX.XXX 

Hutang PPh Pasal 23 


XX.XXX.XXX 

Hutang Dividen 

XX.XXX.XXX 


PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 (2), harus disetorkan ke bank persepsi/kantor pos dan 
giro paling lambat tanggal 10 Agustus, serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 
PT. Super Alpha Tbk terdaftar paling lambat tanggal 20 Agustus. 

Atas penyetoran tersebut, PT Super Alpha Tbk seharusnya membuat ayat jurnal, sbb: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

XX. XXX. XXX 


Hutang PPh Pasal 23 



Kas/Bank 


XX.XXX.XXX 


PPh Pasal 23 Dipotong Atas Penghasilan 


Prinsip dasar bahwa pemotongan pajak, yang menanggung beban pajak adalah yang menerima 
penghasilan, maka seharusnya PPh Pasal 23 yang dipotong akan mengurangi penghasilan yang 
diterimanya. 

Contoh 


PT Resa Utama Serasi pada tanggal 6 Juli membayarjasa konsultan manajemen kepada PT Deka 
Consulting sebesar Rp 20.000.000,- belum termasuk PPN. Maka jurnal yang seharusnya dibuat 
oleh PT Resa Utama Serasi, pada waktu menerima tagihan 


Uraian 

Biaya Konsultan 
PPN Masukan 
Hutang Usaha 


Debet Kredit 

20 . 000 . 000 ,- 

2 . 000 . 000 ,- 

22 . 000 . 000 ,- 


PT Resa Utama Serasi pada waktu membayar tagihan, harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 
2% x Rp 20.000.000,- = Rp 400.000,- 


Uraian 

Debet 

Kredit 

I Hutang Usaha 

22.000.000,- 


Kas/Bank 


21.600.000,- i 

Hutang PPh Pasal 23 


400.000,- i 


Hutang PPh Pasal 23 tersebut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 10 
Agustus, sehingga jurnal yang seharusnya dibuat PT Resa Utama Serasi adalah : 
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Uraian 

| 

Debet 

Kredit 

Hutanq PPh Pasal 23 


900.000^-1 


Kas/Bank 


1 

900.000,- 


Maka beban biaya konsultan sebesar Rp 20.000.000,- yang dikeluarkan PT Resa Utama Serasi 
dapat dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto 

Sedang jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Deka Consulting, sewaktu mengeluarkan tagihan 
adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

20.000.000,- } 


Pendapatan 


20.000.000,- 

Hutang PPN Keluaran 

i 

2.000.000,- 

Pencatatan yang dilakukan 

PT Deka sewaktu menerima tagihan adalah 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

21.600.000,- 


Uanq Muka PPh Pasal 23 

400.000,- I 


Piutang Usaha 

1 t 

i i 

22.000.000,- 


Pajak yang dipotong oleh PT Resa Utama Serasi dibukukan sebagai uang muka pajak oleh PT 
Deka Consulting, mengingat bahwa pungutan/potongan PPh Pasal 23 bersifat uang muka pajak 
yang dapat mengurangi pajak yang terhutang pada akhir tahun. 

PT Deka Consulting, karena memungut PPN, maka ia harus menyetorkan ke Kas Negara paling 


lambat Dada tanaaal 15 bulan berikutnya : 

Uraian 

Debet Kredit 

Hutang PPN (PPN Keluaran)_1_ 

2.000.000,-1 

Kas/Bank 

2.000!000,- 


PPh Pasal 23 DibayarOleh Pemotong/Pemungut Pajak 

Sering kali dalam transaksi pemberi jasa tidak mau dipotong pajak, sehingga pajak harus 
ditanggung oleh pembeli jasa. Dengan demikian peihitungan pajak dan beban biaya akan 
Derbeda. 

PT SPS membayar jasa perbaikan peralatan komputer kepada PT Pintar Computer sebesar Rp 
10.000.C00,- Dimana didalam perjanjian menyatakan bahwa jumlah tersebut adalah neto yang 
diterima oleh PT Pintar Computer. Perhitungan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 yang 
harus dilakukan oleh PT SPS 2% x Rp 10.000.000,- = Rp 200.000,- Sehingga jurnal yang 
seharusnya dibuat 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Konsultan 

ip.ooo.ooo,-” 1 

1 

Biaya PPh Pasal 23 

200.000,- 


Kas/Bank 

10.200.000,- j 


Atau dapat juga dibuat jurnal sebagai berikut 


Uraian 

Debet 

Kredit 

i Biaya Konsultan 

10.200.000,- ! 


Kas/Bank 

i 

10.200.000,- 


Apapun jurnalnya yang dibuat oleh PT SPS, maka biaya yang dapat dikurangkan sebagai beban 
untuk mengurangi penghasilan neto hanya sebesar Rp 10.000.000,- 

PPh Pasal 23 Ditanggung Oleh Pemotong/Pemungut Pajak 
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Didalam kasus ini sebenarnya sama dengan kasus pada huruf b, aimana pemberi/penjual jasa 
menerima bersih, sedang pajak ditanggung oleh penerima jasa. 

PT Wika Utama membayar jasa penyediaan tenaga kerja kepada PT Trampil Kerja sebesar Rp 
40.000.000,- Dimana PT Trampil Kerja menginginkan bahwa jumlah tersebut adalah neto yang 
harus diterimanya. Karena pajak ditanggung oleh PT Wika Utama, maka PT Wika Utama harus 
melakukan gross up atas kontrak menjadi 102/100 x Rp 40.000.000,- = Rp 40.816.326,- 
perhltungan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 yang harus dilakukan oleh PT Wika Utama 
2% x Rp 40.816.326,- = Rp 816.326,- Sehingga jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Wika 
Utama adalah : 

I Uraian T Debet Kredit 

} Biaya Konsultan _ | 4 0.81 6.326,- j_ j 

Kas/Bank _j_ i 40.000.000^ 

1 Kutang PPh Pasal 23 _j_i_8 16. 3 26, - i 

Sehingga total biaya konsultan yang dapat dibebankan seluruhnya, oleh PT Wika Utama sebesar 
Rp 40.81 6.326,- 

Perhitungan PPh Pasal 23 jika penghasilan menggunakan mata uang asing. 

Dalam kasus ini pembelian atau pembayaran jasa memakai mata uang asing. Untuk 
memudahkan akan dibuatkan ilustrasi sebagai berikut: 

Kasus 1, 

PT Fanta Dingin ingin membuat program akuntansi, untuk itu ia menghubungi PT Jasa 
Komputer. Setelah dihitung oleh PT Jasa Komputer maka harga yang diminta USD 10,000 
dengan syarat pembayaran dibayar setelah program aiserahkan seluruhnya. Jika kurs pada saat 
pembayaran berdasarkan KMK Rp 9.100/USD dan Kurs Transaksi Rp 9.120.000,-/USD, maka 
Jurnal yang seharusnya dibuat PT Fanta Dingin saat pembayaran adalah : 

PPh Pasal 23 terutang 2% x (10.000 x Rp 9.100,-) = Rp 1.820.000,- 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Biaya Software (lO.OOO,- x Rp 9.100,-) 

91.200.000,- ' 


Kas/Bank 

: 

89.380.000,- 

Hutang PPh Pasal 23 


1.820.000,- 


Kasus 2. 

PT Intra Solubon membayar jasa pembersihan hutan kepada PT Clean Bersih. Pada tanggal 15 
Mei PT Intra Solutjn membayar kepada PT Clean Bersih sebesar USD 50,000. Jika diketahui Kurs 
berdasarkan KMK pada tanggul 15 Mei Rp 9.100,-/USD, dan pada tanggal 31 Mei Rp.9.000,- 
/USD dan Kurs transaksi (kurs BI) pada tanggal 15 Mei Rp 9,050/ USD. Berapakah PPh Pasal 23 
yang harus dipotong/dipungut oleh PT Intra dan bagaimanakah jurnal yang seharusnya dibuat 
oleh PT Intra Solubon terhadap transaksi tersebut sampai pada saat pembayaran ke Kas 


Negara : 

Jurnal pada saat pembayaran tanggal 15 Mei 

_Uraian _]_P®!?®*._ J _ Kredit 

Biaya Pembersihan Lahan _ ! 452.500. 000,- ■ 

Kas/Bank j 4 43.450^600 ,~ 

Hutang PPh Pa sal 23 i 9.050.000,- 

Karena pajak yang terhutang PPh Pasal 23 sebesar Rp 9.050.000,- sudah dipungut pada tanggal 
15 Mei, maka PT Intra Utama harus menyetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Juni 
sehingga jurnal yang seharusnya dibuat: 

__Uraian i_ Debet Kredit 
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Kasus 3. 

PT Delta Utama menerima Invoice atas jasa Manajemen dari PT Ausdoc Consulting pada tanggal 
24 April sebesar USD 20,000 Tagihan tersebut dicatat oleh PT Delta Utama pada hari itu juga. 
Invoice tersebut baru dibayar oleh PT Delta Utama pada tanggal 20 Mei. Jika diketahui Kurs yang 
berlaku pada tanggal 24 April Kurs KTBI Rp 9.000/USD sedang Kurs KMK Rp 9.100,-/USD, dan 
Kurs yang berlaku pada tanggal 30 April menurut BI Rp.9.050,-/USD dan Kurs KMK Rp 9.150,- 
Sedang Kurs transaksi yang berlaku pada tanggal 20 Mei Rp 9,080/USD dan Kurs KMK sebesar 
Rp 9.120/USD. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong/dipungut oleh PT Delta dan 
bagaimanakah Jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Delta Utama terhadap transaksi tersebut 
sampai pada saat pembayaran ke Kas Negara : 


Transaksi tanggal 24 April saat menerima invoice USD 20,000, sedang kurs KTBI Rp9.000,- 

sehingga nilai transaksi = 20,000 x Rp 9.000,- = Rp 180.000.000,- 

Makajurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Delta Utama pada tanggal 24 April adalah : 


Uraian 


Biaya Jasa Manajemen 
PPN Masukkan 


Hutang PT ABC 


Debet Kredit 


wwn wm&mts: * • 


198.000.000,- 


Karena PPh Pasal 23 terutang pada saat akhir bulan, maka PT Delta Utama harus menghitung 

PPh Pasal 23 tanggal 30 April = 2% x (20.000 x 9.150) = Rp 3.660.000,- 

Sehingga jurnal yang harus dibuat PT Delta Utama pada saat terutangnya pajak tanggal 30 April 


Uraian 


H uta ng PT ABC _ 

Hutang PPh Pasal 23 


Debet 


Kredit 


Karena pajak yang terhutang PPh Pasal 23 sebesar Rp 3.660.000,- maka PT Deita harus 
menyetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 Mei, sehingga jurnal yang seharusnya 
dibuat: 


Uraian 


Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 23 


3.660.00C,- j 


Kas/Bank 


j 

3.660.000,- 


Pembayaran Invoice dilakukan pada tanggal 20 Mei, maka PT Delta akan membuat perhitungan 
sebagai berikut: 

Hutang telah dicatat sebesar Rp 180.000.000,- 

Dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 3.660.000,- 

Saido Hutang PT ABC tercatat Rp 176.340.000,- 

Sedang saldo PT ABC yang terutang sebesar USD 20,000 sehingga PT Delta harus menghitung 
kembali perhitungan saldo Hutang berapakah yang seharusnya dibayar, dengan memakai Kurs 
transaksi, yaitu : 

Hutang 20,000 x Rp 9.080,- Rp 181.600.000,- 

Dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 3.660.000,- 

Hutang PT ABC harus dibayar Rp 177.940.000,- 

Maka seharusnya PT Delta pada tanggal 20 Mei membuat jurnal sbb : 
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'Jraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PT ABC 

176.340.000,- 1 


Beban Selisih Kurs 

1.600.U00,- i 


Kas/Bank 


177.940.000,- 
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AKUNTANSI PPD FINAL 


PENDAHULUAN 

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh yang berbunyi "Penghasilan di bawah ini dapat dikenal pajak 

bersifat final: 

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang 
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang 
pribadi; 

2. Penghasilan berupa hadiah undian; 

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan 
di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa 
konstruksi, usaha ree! estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 

5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah." 

Sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang 

berhubungan Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu antara lain : 


PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN 
SAHAM DI BURSA EFEK 

* 

UMUM 

1. Dasar Hukum 

a. PP No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah 
dengan PP No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997. 

b. KMK RI No.282/ KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 

c. SE Dirjen Pajak No. SE-07/PJ.42/ 1995 tanggal 21 Pebruari 1995 
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d. SE Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.4/ 1997 tanggal 20 luni 1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 

2. Pengertian 

Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseoran Terbatas atau emiten. Saham 
yang dibeli dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen. Sifat pembelian saham dapat 
berupa penyertaan sementara atau penyertaan jangka panjang. 

a. Penyertaan atau Investasi Sementara 

Sesuai dengan PSAK 9, surat berharga yang mudah dijual dan tidak dimaksudkan untuk 
ditahan termasuk bentuk penyertaan sementara, bentuk penyertaan sementara ini harus 
mempunyai sifat sebagai berikut: 

i. mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. 

ii. dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana 
untuk kegiatan umum perusahaan. 

iii. tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. 

b. Investasi Jangka Panjang. 

Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi jangka pendek, investasi ini 
dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun dengan tujuan jangka panjangnya untuk: 

i. membina hubungan usaha 

ii. mengontrol kegiatan perusahaan lain 

iii. memperoleh tambahan pendapatan 

iv. mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aktiva perusahaan. 

Sesuai dengan PSAK 13, harga saham dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli 
ditambah biaya-biaya yang berkenaan dengan pembelian saham tersebut (komisi broker, jasa 
bank dan pungutan lain yang dilakukan bursa efek). 

3. Obyek Pengenaan Pajak 

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan 
saham di bursa efek 

4. Besarnya Tarif 

a. Untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi 
penjualan 

b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai 
saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1994 

5. Cara Pelunasan Pajak 

Pelunasan Pajak atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek meialui pemungutan/pemotongan 
oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi 
penjualan saham. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

Penghitungan PPh Pasal 4 (2) dilakukan oleh pedagang efek pada saat adanya transaksi 
penjualan saham, dengan tarif 0,1% dari nilai penjualan. 
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PT Roda Sejati mempunyai saham PT Cerah Seketika Tbk sebesar Rp 150.000.000 (nilai beli), 
pada bulan Juni nilai saham PT Cerah Seketika Tbk naik cukup besar, sehingga PT Roda Sejati 
berniat menjual saham PT Cerah Seketika Tbk dengan nilai pasar pada waktu itu sebesar 
Rp200.000.000,- Penjualan saham melalui pedagang efek PT Emiten Menang. Atas penjualan 
saham tersebut PT Emiten Menang seharusnya memungut PPh Pasal 4 (2) sebesar • 0,1 % x 
Rp 200.000.000,- = Rp.200.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka dapat diketahui seharusnya pencatatan yang 
seharusnya dilakukan oleh : 

a. PT Roda Sejati, pada waktu penjualan saham 

Uraian Debet Kredit 

Kas/Bank : ~199!700^00d ,~! 

Uang Muka PPh Pasal 4 (2)_ 1_ 200 .000,- T _ 

Be ban Komis i Penjual an *)_ i_ 100-00j0/|_i _ 

In vestasi _ i_ J_ ] ' 150.00 0.00 0,- 

_Laba (pendapatan) Investasi_ j _ 50.000.000,- 

*) Misalkan komisi penjualan yang dibebankan oleh emiten adalah sebesar 0,5% dari total 
penjualan. 


b. PT Emiten Menang Selalu 

i. Pada waktu transaksi penjualan saham 


Uraian 

i 

l 

Debet 

Kredit 

Kas 


200.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 4 (2) 



200.000,- 

Pendapatan Komisi 



100.000,- 

Hutang PT Roda Sejati 

i 


199.700.000,- 

Pada waktu pembayaran ke 
Kas Negara. 

PT Reda Sejati dan penyetoran PPh Pasal 4 

Uraian 

t 

Debet 

Kredit 

Hutang PT Roda Sejati 




! Hutang PPh Pasal 4 (2) 

i 

200.000,- i 


Pendapatan Komisi 



199.900.000,- 


PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN 

1. Dasar Hukum 

a. PP No.132 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan 
Atas Hadiah Undian. 

b. KM K No.639/ KMK.04/1994 tgl 29 Desember 94. 

c. Kep Dirjen Pajak Nomor 132 KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan 
Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan 
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2 Obyek Pengenaan 

Atas Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun (hadiah 
dapat berupa uang, barang, atau berupa kenikmatan (misalkan mendapatkan fasiltas gratis 
menginap di Hotel)) 

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan PPh Pasal 4 (2), 
adalah hadiah langsung dalam penjulan barang/jasa, sepanjang : 

a. Diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi. 

b. Hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa. 

3. Besarnya tarif 

Hadiah undian adalah 25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian dan bersifat final 

4. Pemungut 

Pemungut Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian adalah Penyelenggara undian baik orang 
pribadi, badan, kepanrtian, organisasi atau penyelenggara dalam bentuk apapun baik yang telah 
atau belum mendapatkan ijin dari Departemen Sosial, termasuk pengusaha yang menjual 
barang/jasa yang memberikan hadlah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, 
perusahaan, panitia penarikan undian dan sebagainya 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan. 

PT Supermarket Murah, dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 
memberikan kupon undian sedap pembelian Rp 100.000,- satu kupon. Total hadiah yang 
diberikan PT Supermarket Murah sebesar Rp 300.000.000,- 

Sehlngga pada waktu pemberian hadiah PT Supermarket Murah harus memotong PPh Pasal 4 
ayat (2) sebesar 25% x Rp 300.000.000,- = Rp 75.000.000,- 

Sering terjadi dalam praktek bahwa Pajak Undian ditanggung (baik menggunakan metode gross 
i/p atau dibayar perusahaan) pemberi hadiah. 

2. Tata Cara Pencatatan 

a. Dengan mengambil contoh diatas, PT Supermarket Murah (jika pajak ditanggung oleh 
Demenanal harus membuat catatan sebaaai berikut : 

_URAIAN DEBET KREDIT 

Beban Promosi (hadiah) _ i 300.0 00.00 0,- I_ 

Hutang PPh Pasa l 4 ayat (2) __T_j_ 75.0 00.000,- 

__K§L__ J_"_225.000.000,- 

b. Jika PPh Pasal 4 (2) ditanggung atau dibayar pemberi hadiah, maka PT Supermarket Murah 
seharusnya melakukan pencatatan sebagai berikut: 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Beban Prornosi (hadiah) 

300.000.000,- 


Beban PPh Pasal 4 (2) 

75.000.000,- j 


Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 


75.000.000,- 

Kas 


300.000.000,- 


Jika PPh Pasal 4 (2) ditanggung atau dibayar oleh pemberi kerja, maka beban pajak sebesar 
Rp 75.000.000,- tidak boleh dibebankan sebagai faktor pengurang untuk menghitung 
penghasilan kena pajak. 
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c. Jika PPh Pasal 4 (2) dengan menggunakan metode gross up, maka PT Supermarket Murah 
seharusnya melakukan pencatatan sebagai berikut: 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Beban Promosi (hadiah) 

400.000.000,- 

r 

Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 


100.000 000,- 

Kas 


300.000.000,- 

Catatan : 


Beban Promosi menjadi 100/75 x Rp 300.000.000,- = Rp 400.000.000,- 

PPh Pasal 4 (2) dihitung = 25% x Rp 400.000.000,- = Rp 100.000.000,- 

Metode pajak ditanggung pemenang atau menggunakan gross up, maka seluruh beban 

biaya dapat dibebankan oleh PT Supermarket Murah 


PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS 
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

UMUM 

1. Dasar Hukum 

a. PP RI No.48 tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 Tentang Pembayaran Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP RI No.71 tahun 2008. 

b. KMK NO. 635/KMK.04/1994 tgl 29 Desember 1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan 
Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau 
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PMK NO 243/ PMK.03/2008 tgl 31 Desember 
2008. 

c. KMK NO. 566/KMK.04/1999 tgl 27 Desember 1999 Tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atau Pengalihan Hak Atas 
Tanah Dan/Atau Bangunan. 

c Per Dirjen Pajak NO PER-28/PJ/2009 tgl 20 April 2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan 
Peralihan PP No.71 tahun 2008 tentang Perubahaan Ketiga atas PP No. 48 Tahun 1994 
Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 
Dan/Atau Bangunan. 

2. Obyek Pengenaan 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. 

Yang dimaksud dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah : 

a. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, 
lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; 

b. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati 
dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk 
kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 
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c. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada 

pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyaratan khusus. 

3. Besarnya Tarif 

a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah 

Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha 
pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

4. Dlkecuallkan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak 

a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 

Rp60.000.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah ; 

c. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah 
kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, 
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

d. Badan yang melakukan per.gaiihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada 
badan keagamaan, badan pendidihan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan 
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 
atau 

e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan. 

5. Cara pelunasan 

a. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan selain dari pemerintah wajib membayar sendiri ke Bank 
Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 

b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan dari pemerintah dipungut oleh bendaharawan atau 
pejabat yang melakukan pembayaran/menyetujui tukar menukar tersebut 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

PT Cakra Perumahan Elok adalah perusahaan real estate, dalam bulan Juni menjual barang 

kepada pelanggannya sebanyak 5 buah rumah dengan total harga Rp 2.000.000.000,- dan 10 

unit Rusunami (rumah susun milik) dengan total harga sebesar Rp 1.250.000.000,- 

Atas transaksi tersebut PPh Pasal 4 (2) yang seharusnya terutang adalah : 


disusun Djaka Saranta S Edhy 100 



Atas 5 unit rumah 5% x Rp 2.000.000.000,- = Rp 100.000.000,- 

Atas 10 unit Rusunami 1% x Rp 1.250.000.000,- = Rp 12.500.000,- 

Total PPh 4 ay (2) PT Cakra Perumahan Elok Rp 1 12.500.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil contoh diatas, PT PT Cakra Perumahan Elok seharusnya membuat catatan 
pada saat penjualan, adalah : 

URAIAN | DEBET j KREDIT 

Ka s/Bank _t~ 3.250.000.00 07j _ 

_Pe njualan __ L _j_3.250.000.000,- 

Pada tanggal 15 Juli PT Cakra Perumahan Elok harus menyetorkan PPh Pasal 4 (2) atas 
penjualan tersebut, sehingga pencatatan yang seharusnya dilakukannya, adalah : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

UM Hutang PPh Pasal 4 (2) 

101.250.000,- j 


Kas 


101.250.000,- 


PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN 
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK 
INDONESIA 

UMUM 

1. Dasar Hukum 

a. PP RI No. 131 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga 
Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 

b. KMK N o. 51 / KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 
Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 

c. Kep Dirjen Pajak No. 217/ PJ/20C1 tanggal 16 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerbitan 
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan 
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana 
Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan; 

2. Obyek Pengenaan Pajak 

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia 

3. Besarnya Tarif 

Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak 
dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Terhadap Wajib Pajak luar negeri jika ada Perjanjian 
Penghindaran Pajak Berganda dikenakan sesuai dengan tarif yang di P3B. 

4. Pengecualian 

Dikecuallkan daro pemotongan pajak dilakukan terhadap penghasilan berupa : 
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a. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang 
jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah- 
pecah; 

b. Bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau 
abang bank luar negeri di Indonesia, 

c Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau 
diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 
sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; (pembebasan ini harus berdasarkan Surat 
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan 
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. 

d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah 
sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat 
sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk 
dihuni sendiri. 

5. Cara Pelunasan Pajak 

Dengan pemotongan yang dilakukan oleh bank termasuk Bank Indonesia dan dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 

6. Pemotong 

Yang wajib memotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah : 

a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta 
diskonto SBI 

b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan yang menjual 
SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang 
pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan. 

c. Kantor Pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang 
ditempatkan di cabang di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia. 

d. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan 
di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

Penghitungan PPh Pasal 4 (2) dilakukan oleh bank pada saat adanya pembayaran bunga, dengan 
tarif 20% dari bunga deposito, bunga tabungan atau bunga jasa giro. 

PT Bank Permata Matahari membayar bunga deposito kepada PT Rembulan Terang pada tanggal 
26 Juni sebesar Rp 300.000.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka dapat diketahui seharusnya pencatatan yang 
harus dilakukan oleh : 

a. PT Bank Permata Matahari 
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b. 


pada waktu pembayaran bunga deposito 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Bunga 

300.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 4 (2) 


60.000.000,- 

Kas 


240.000.000,- 

ii. pada waktu menyetorkan ke Kas Negara 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

60.000.000,- 


Kas 

60.000.000,- 

PT Rembulan Terang pada waktu menerima bunga deposito 


Uraian 

Debet 

Kredit 

kas 

240.000.000,- T 


UM PPh Pasal 4 (2) 

60.000.000,- | 



Pendapatan Bunga D eposito 


300.000.000,- 


PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENYEWAAN 
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

UMUM 

1. Dasar Hukum 

a. PP RI No. 29 tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 
PP No. 5 tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002. 

b. KMK No. 394/ KMK.04/1996 tgl 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang telah diubah 
dengan KMK 120/KMK.03/2002 tanggal 01 April 2002. 

c. Kep Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/ 1996 tanggal 8 Juli 1996 Penunjukan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari 
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. 

d. Kep Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Caru 
Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah 
dan/atau Bangunan. 

2. Obyek Pengenaan 

Obyek pengenaan Pajak Penghasilan dari sewa atas tanah dan atau bangunan adalah 
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah 
dan/atau bangunan berupa tnaha, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung 
perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. 

3. Besarnya Tarif: 
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Besarnya tarif 10% dari jumlah, bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Tarif ini berlaku 
baik penyewa dan yang menyewakan tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak Badan Dalam 
Negeri, BUT at2upun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau 
terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah 
dan/atau bangunan (misalkan biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya 
fasilitas lainnya dan "Service chargd) 

4. Cara Pelunasan Pajak 

Pelunasan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dalam 2 (dua) hal : 

a. apabila penyewa Badan Pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri 
lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, maka cara pelunasannya 
melalui mekanisme pemungutan. 

b. melalui penyetoran sendiri oleh pihak yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang 
pribadi atau bukan subyek pajak. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

Penghitungan PPh Pasal 4 (2) dilakukan oleh penyewa, dalam hal penyewa tidak memotong atau 
memungut maka pajak dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan (penerima penghasilan). 

PT Matari Building menyewakan gedung kepada PT Aman Sentosa untuk setahun sebesar 
Rpl00.000.000,- Atas sewa tersebut PT Aman Sentosa akan memotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 
10% x Rp 100.000.000,- = Rp 10.000.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

a. Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka dapat diketahui seharusnya pencatatan 


yang harus dilakukan oleh : 



i. PT Aman Sentosa 



• Dada waktu oembavaran uana vwa 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Sewa Gedunq 

100.000.000,- 


Uang Muka PPN Masukkan 

10.000.000,- 

• 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

10.000.000,- 

Kas/ Ban k 

i 

100.000.000,- 

• pada waktu menyetorkan PPh Pasal 4 (2) ke Kas Negara 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

10.000.000,- 


Kas 

i - - 

10.000.000,- 

ii. PT Matahari Buildina menerima pembayaran uana sewa 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas 

ioo.ooo.ooo,- i 

Hutang PPh Pasal 4 (2) 

10.000.000,- 

Hutang PPN Keluaran 

10.000.000,- 

Pendapatan Sewa gedung 

100.000.000,- 
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b. PT Rimba Lebat menyewakan sebuah rumah kepada Tn Anwar sebesar Rp 30.000.000,- 
setahun, atas transaksi ini PT Rimba Lebat seharusnya melakukan pencatatan sebagai 
berikut: 


pada waktu menerima uang sewa 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Ban k 

33.000.000,- 


Pendapatan Sewa 


30.000.000,- 

Hutang PPN Keluaran 


3.000.000,- 


ii. karena penghasilan sewa tidak dipotong Tn Anwar, maka PT Rimba Lebat harus 
melakukan penyetoran sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga 
pencatatan yang seharusnya dilakukan adalah : 

Uraian Debet Kredit 

UM~PP h PasaT^Ti)" T ~~ 3.000.000,~t 

P iutang Pajak Masuk kan 300.000,-1 _ 

Kas ’. . j' _ ; 3.300.000,- 


SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan Pajak 

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. 

2. Besarnya Tarif 

Besarnya tarif adalah 10% dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap setelah 
dilakukan kompensasi kerugian 

Contoh : Aktiva PT ADUH sebelum dilakukan penilaian kembali nilai dalam neraca menunjukkan 
angka sebesar Rp 1.000.000.000,- setelah dilakukan penilaian kembali nilainya menjadi 
sebesar Rp 2.000.000.000,- Maka PPh yang terutang 10% x (Rp 2.000.000.000,- - Rp 
1.000.000.000,-) = Rp 100.000.000,- 

3. Cara Pelunasan Pajak 

Pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap dilakukan sendiri oleh Wajib 
Pajak sebelum permohonan tersebut disampaikan ke Kepaia Kantor Pelayanan Pajak. 

Catatan 

Tata cara penghitungan dan pencatatan tentang penilaian kembali aktiva tetap, akan dibahas secara 
khusus dalam bab tersendiri. 
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PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan 

Atas penghasilan dari usaha Jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam kedudukan sebagai kontraktor maupun sub 
kontraktor 

2. Besarnya tarif 

Besarnya tarif untuk jasa konstruksi sesuai dengan PP N0.51 tahun 2008 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan PP No.40 tahun 2009, adalah : 

a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang 
memiliki kualifikasi usaha kecil; 

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang 
tidak memiliki kualifikasi usaha; 

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia jasa selain 
Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; 

d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang 
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 

e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang 
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa 
konsultan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh pihak pemberi hasil kepada pemberi jasa 
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi dan jasa 
konsultan 

3. Tata Cara Pelunasan 

Pelunasan Pajak Penghasilan atas jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi 
dilakukan dalam 2 (dua) hal : 

a. Melalui pemotongan oleh pemberi hasil dalam hal pemberi hasil adalah Badan pemerintah 
. (Bendaharawan Pusat atau Daerah, BUMN/BUMD), Subyek Pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Dilakukan pada 
saat pembayaran dari pemberi kerja. 

b. melalui penyetoran sendiri oleh pemberi jasa dalam hal pemberi hasil adalah orang pribadi 
atau bukan subyek pajak. 

TATA CARA PENCATATAN 

1. Dalam hal Pemberi Hasil Adalah Bendaharawan Pemerintah atau Subyek Pajak Badan Lainya. PT 
Perencana Bangunan Indah mendapatkan kontrak untuk membuat perencanaan gedung 
Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 440.000.000,- harga sudah termasuk PPN. Atas 
kegiatan ini PT Perencana Bangunan Indah, melakukan transaksi sebagai berikut: 

Pada waktu melakukan penagihan kepada Bendaharawan Proyek Pembangunan, PT Perencana 
Bangunan Indah akan mencatat sebagai berikut: 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

440.000.000,- 


PPN ke Pemunqut 


40.000.000,- 

Pendapatan 


400.000.000,- 


Pada waktu menerima pembayaran dan Bendaharawan Proyek Pembangunan, PT Perencana 
Bangunan Indah akan mencatat sebagai berikut: 

__Uraian_ i Debe t !_Kredit_ 

Kas/Bank _'_ [ ~ 384 . 000 . 000 ,- _ 

PPN ke Pemungut _ i 40.000.000,- 1 _ 

Uang Muka PPh Pasal 4 (2)_ P l6.Q0a000,- j _ 

Piutang Usaha ’l ! 440.000.000,- 


2 . 


Dalam hal Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau bukan subyek pajak. 

PT Kontraktrok Rumah Indah mendapatkan kontrak untuk membuat rumah dari Tn Rudianto 
sebesar Rp 500.000.000,- harga belum termasuk PPN. Atas kegiatan Ini PT Kontraktrok Rumah 
Indah, melakukan transaksi sebagal berikut: 

Pada waktu melakukan penagihan kepada Tn Rudianto, PT Kontraktrok Rumah Indah akan 
mencatat sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

500.000.000,- 


PPN Keluaran 

11 * i 

50.000.000,- 

Pendapatan 


500.000.000,- 


Pada waktu menerima pembayaran dari Tn Rudianto, PT Kontraktrok Rumah Indah akan 
mencatat sebagai berikut: 

Uraian Debet Kredit 

Kas/_Bank_•_550.000.000, ;J_ 

Piutang Usaha • I 550.000.900,- 


Pada waktu menyetorkan pajak ke Kas Negara, PT Kontraktrok Rumah Indah akan mencatat 
sebagai berikut : 


Uraian 

Debet j Kredit 

PPN Keluaran 


UM PPh Pasal 4 (2) 


Piutang Usaha 

60.000.000,- 


PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA 
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 
DALAM NEGERI. 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan 

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. 
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2. Pemungut 

Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau 
pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

PT Rinai Utama tanggal 10 Mei 2009, membagi dividen kepada pemegang sahamnya yang terdiri 
dari Tn Ahmad sebesar Rp 40.000.000,- Tn Rudi sebesar Rp 60.000.000,- Tn Ricky sebesar 
Rp50.000.000,- dan Ny Astuti sebesar Rp 30.000.000,- 

Atas pembagian dividen tersebut PT Rinai Utama memotong PPh Pasal 4 (2) atas pembagian 
dividen sebesar = 10% x Rp 180.000.000,- = Rp 18.000.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil kasus diatas, maka PT Rinai Utama pada tanggal 10 Mei 2009 seharusnya 
melakukan pencatatan sebagai berikut: 

_Uraian_ Debet Kredit_ 

Laba Ditaha n_ i _180.000.OOP,- j _ 

H u tang PPh Pas al 4 ayat (2 ) _l _j_i 8, OO^OOO,-_ 

Kas/Bank _J _ ±_ _162,000.000^“ 

Sedang catatan yang seharusnya dibuat PT Rinai Utama pada saat menyetorkan pajak ke Kas 
Negara, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 

18.000.000,- 


Kas/Bank 


18.000.000,- 


PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBEN¬ 
DAHARAAN NEGARA. 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan 

a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Diskonto SPN, dikenakan 
pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

b. SPN adalah Surat Perbendaharaan Negara yang merupakan Surat Utang Negara yang 
berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara 
diskonto 

2. Besarnya tarif 

Besarnya Pajak Penghasilan yang haru dipotong sebesar: 

a. 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); 
dan 
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b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari 
Diskonto SPN. 

3. Pemungut 

Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto SPN dilakukan oleh : 

a. Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas diskonto 
yang diterima pemegang SPN saatjatuh tempo; 

b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara (dealer), atas diskonto 
yang diterima atau diperoleh penjual SPN pada saat transaksi di Pasar Sekunder. 

c. Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana selaku pembeli SPN tanpa 
melalui pedagang perantara, atas diskonto yang diterima atau diperoleh penjual SPN pada 
saat transaksi di Pasar Sekunder. 

d. Dalam hal penjualan SPN secara langsung tanpa melalui pedagang perantara dan dilakukan 
kepada pihak selain pemotong pajak, pihak yang melakukan pencatatan perubahan hak 
kepemilikan SPN (sub-registry) wajib memotong Pajak Penghasilan Final yang terutang 
sebelum mutasi hak kepemiiikan dapat dilakukan. 

4. SaatterutangnyaPajak 

Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan pada tanggal transaksi saat penjualan SPN di Pasar 

Sekunder atau pada tanggal saatjatuh tempo SPN. 


PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG 
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA 
KOPERASI ORANG PRIBADI. 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan 

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia 

kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final. 

* 

2. Besarnya tarif 

a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Ftp240.000,- 
per bulan; atau 

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan 
lebih dari Rp240.000,- per bulan. 

3. Pemungut 

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, 
wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final pada saat pembayaran. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 
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1. Tata Cara Penghitungan. 

Koperasi Alangkah Nyaman, berusaha dalam bidang simpan pinjam antar anggotanya. Bulan Mei 
2010 membayar bunga kepada Ahmad sebesar Rp 200.000,- Heru sebesar Rp 250.000,- dan 
Andri sebesar Rp 400.000,- atas simpanan sukarela. 

Dari transaksi tersebut diatas Koperasi Alangkah Nyaman seharusnya memungut PPh Pasal 4 
ay a t (2) sebagal berikut: 

Pembayaran ke Ahmad 0% x Rp 200.000,- = Rp 0,- 
Pembayaran ke Heru 10% x Rp 250.000,- = Rp 25.000,- 

Pembayaran ke Andri 10% x Rp 400.000,- = Rp 40.000,- 

Pemotongan pajak atas bunga koperasi bersifat final 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil transaksi tersebut diatas dapat diketahui sistem pencatatan yang seharusnya 
dibuat oleh Koperasi Alangkah Nyaman pada saat pembayaran bunga, adalah. 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Bunga 

850.000,- i 


Hutanq PPh Pasal 4 ayat (2) 


65.000,- 

Kas/Bank 


785.000,- 

Sedang catatan bagi penerima bunga, seharusnya dibuat sebagai berikut 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

785.000,- 


Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 

65.000.- 


Pendapatan Bunga 

850.000,- 


PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI 

UMUM 

1. Pengertian 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam 
hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas 
yang menyatakan .bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang 
menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yg 
telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat 
jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yg terutang. Pada 
umumnya, instrumen ini memberikan bunga yang tetap secara periodik. Bil3 bunga dalam sistem 
ekonomi menurun, nilai obligasi naik dan sebaliknya jika bunga meningkat, nilai obligasi turun. 
Sedang yang dimaksud dengan Obligasi sebagaimana dimaksud pada peraturan perpajakan 
termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term 
Note, Hoating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dan yang 
dimaksud dengan Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan 
Negara. 

Investasi dalam obligasi yang akan dipegang dalam waktu lama (lebih dari setahun) akan 
digolongkan sebagal investasi jangka panjang. 

2. Obyek Pengenaan Pajak 
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Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai 
pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

Ketentuan tentang pemotongan tersebut tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa 
Bunga Obligasi adalah: 

a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf h UU PPh dan 

b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia 

3. Besarnya Tarif 

Besarnya tarif pajak penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan dari penghasilan berupa 
bunga obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, 
adalah : 

a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar: 

i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 

ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan 

penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, 
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi. 

b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar: 

i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 

ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan 

penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, 
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak 
termasuk bunga berjalan; 

c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar: 

i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 

ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan 

penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, 
dari selisih lebih harga jual atau nlial nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan 

d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak 

reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

sebesar: 

i. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; 

ii. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan 

iii. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya. 

4. Pemotong Pajak Pajak Penghasilan: 

a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga 

dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo 
Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat 
jatuh tempo Obligasi; dan/atau 

b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas 

bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi. 
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PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Ketentuan Dalam Pencatatan Sesuai Dengan Akuntansi 

Mengingat bahwa kepemilikan obligasi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan 
semencara, maka sesuai dengan PSAK adalah sebagai berikut: 

a. PSAK 13 penilaian neraca untuk investasi atau penyertaan sementara dapat menggunakan 
cost method( harga perolehan) atau cost or market whichever is lower. 

b. Investasi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar harus dicatat dalam neraca pada nilai 
terendah antara harga perolehan dan nilai pasar (CONWIL). Harga perolehan dapat 
ditentukan berdasarkan FIFO, rata rata tertimbang atau UFO, sehingga akuntansi komersial 
memberikan 2 pilahan untuk mencatat nilai investasi di neraca, yaitu : 

i. dinilai berdasarkan harga perolehan 

ii. dinilai berdasarkan harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar. 

c. Selisih lebih harga perolehan terhadap nilai nominalnya disebut ag/o dan kurang disebut 
dengan disagio. Menurut ketentuan akuntansi Agio atau Disagio harus diamortisasikan 
selama waktu kepemilikan agar pembebanan merata sepanjang masa kepemilikan. 

2. Tata Cara Penghitungan. 

a. PT Seruni Estate, dalam rangka pemekaran usaha menerbitkan obligasi dengan kupon 
(interest bearing bond) dengan perincian sebagai berikut: 

Nominal diskonto sebesar Rp 20.000.000.000,- (terdiri dari 200 lembar) 

Jangka waktu obligasi 5 tahun 

Bunga tetap (fbced rate) sebesar 12% pertahun, jatuh tempo setiap tanggal 30 Juni dan 31 
Desember 

Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia 

b. PT Selaras Investasi membeli obligasi pada saat penerbitan perdana membeli 100 lembar 
dengan harga dibawah nilai nominal sebesar Rp 9.000.000.000,- 

Penghltungan bunga obligasi pada saat jatuh tempo yang diterima PT Selaras Investasi 
adalah sebesar 6/12 x 16% x Rp 10.000.000.000,- = Rp 800.000.000,- 
PPh yang dipotong 15% x Rp 800.000.000,- = Rp 120.000.000,- 

3. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil transaksi tersebut diatas dapat diketahui sistem pencatatan yang seharusnya 
dibuat. 

a. PT Seruni Estate 


Pada saat mengeluarkan obligasi, akan 

mencatat: 


Uraian 

Debet j Kredit 

Kas/Bank 

i 2 O.OOO.OOC.OOO,- i 


Hutang Jangka Panjang (oDligasi) 

i _ 1 

20.000.000.000,- 

Pada saat membayar bunga (kupon) obligasi 

Uraian 

Debet 

Kredit 

t Beban Bunga 

1.600.000.000,- 

I 

Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 

240.000.000,- 

Kas/Bank 

j 

1.560.000.000,- 

Pada saat menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong ke Kas Negara 

_Uraian 

Debet 

Kredit 
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Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 

240.000.000,-1 

Kas/Bank 

240.000.000,-1 

PT Selaras Investasi 


Pada saat menerima bunga (kupon) obligasi 

Uraian j Debet ! Kredit 

Kas/Bank 

1.560.000.000,- j 

Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 

240.000.000,-1 

Pendapatan Bunga Obligasi 

1.600.000.000,- 


NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 
PELAYARAN ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan Pajak 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang 
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia 
ke pelabuhan luar negeri. Pengnasilan tersebut tidak termasuk dari pengangkutan orang 
dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. 

2. Besarnya Tarif 

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar 
negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto, dan pemungutannya bersifat final. 
Penghitungan tarif sebesar 2,64% didapat dari: 

3. Cara Pelunasan Pajak. 

a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan 
pemotong pajak, maka pelunasan pajak melalui pihak yang membayar. 

b. Jika bukan dari perjanjian persewaan atau charter maka pelunasan pajak harus dilunasi 
sendiri dengan menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro 
dengan memakai SSP. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

Flight Safety Co adalah sebuah BUT yang menyewakan pesawat jet eksekutif. Pada tanggal 15 
Oktober pesawat terbangnya di charter PT Bidara Antarnusa sebesar Rp 450.000.000,- dengan 
perjanjian pembayaran tunai sebelum terbang. 

Atas transaksi tersebut PT Bidara Antarnusa memotong PPh Pasal 15 sebesar 2,64% X Rp450. 
000.000,- = Rp 1 1.800.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan 
pemotong pajak, maka pelunasan pajak melalui pihak yang membayar. 
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Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka PT PT Bidara Antarnusa 
seharusnya membuat ayat jurnal sebagai berikut: 


Pada saat melakukan pembayaran tanggal 15 Oktober. 


Uraian i Debet 

Kredit 

Beban Sewa Pesawat 450.000.000,- 


Kas/Bank 

438.200.000,- i 

Hutanq PPh Pasal 15 

• Pada saat melakukan menyetorkan PPh Pasal 15 ke 

tanggal 10 bulan berikutnya). 

Uraian j Debet 

11.800.000,- ! 

Kas Negara (paling lambat 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 15 j 11.800.000,- 


Kas/Bank 

11.800.000,- 

il. Sedang catatan yang seharusnya dilakukan oleh Fligh 
menerima pembayaran tanggal 15 Oktober: 

Uraian i Debet 

t Safety Co pada waktu 

Kredit 

Kas/Bank T~ 450.000.000,- 


Uang Muka PPh Pasal 15 ! 11.800.000,- 


Pendapatan j ! 438.200.000,- 

Jika bukan dari perjanjian persewaan atau charter maka pelunasan pajak harus dilunasi 
sendiri dengan menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro 
dengan memakai SSP. 

Dengan mengambil kasus lain, jika yang mencharter( menyewa) pesawat milik Flight Safety 
Co adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. 

i. maka catatan yang seharusnya dilakukan pada waktu menerima pembayaran adalah : 

Uraian j Debet ! Kredit 

Kas/Bank j 450.000.000,- i 

Pendapatan 

ii. Sedang pencatatan pad? menyetorkan PPh Pasal 15, adalah 

Uraian j Debet 

450.000.000,- 

Kredit 

Uang Muka PPh Pasal 15 ! 11.800.000,- 


Kas/Bank 

11.800.000,- 


NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 
BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN 
DALAM NEGERI 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan Pajak 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang 
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia 
ke pelabuhan luar negeri. 
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2. Besarnya Tarif 

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah 
sebesar 1,8 % dari peredaran bruto, dan pemungutannya bersifat final. 

Penghitungan tarif efektif sebesar 1,8% didapat dari: 

Norma Penghasilan Neto PPh untuk perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 
6% dari peredaran bruto. Sehingga tarif efektif didapat dari 30% (tarif tertinggi PPh Badan) x 
6 % = 1 , 8 %. 

Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan 
atau nilai penggand berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu 
pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di 
luar negeri 

3. Cara Pelunasan Pajak. 

Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang 
pencharter tersebut adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara 
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya Imbalan atau nilai 
pengganti. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

PT Manuk Penerbangan Aman adalah sebuah perusahaan persewaan penerbangan dalam negeri. 
Pada tanggal 20 Juli 2010 pesawat terbangnya di charter PT Rimba Alam Semesta sebesar Rp 
250.000.000,- dengan perjanjian pembayaran tunai sebelum terbang. 

Atas transaksi tersebut PT Rimba Alam Semesta memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,8% X Rp250. 
000.000,- = Rp 4.500.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

a. Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka PT Rimba Alam Semesta seharusnya 
membuat ayat jurnal sebagai berikut: 
i. Pada saat melakukan pembayaran tanggal 20 Juli 2010. 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Sewa Pesawat 

250.000.000,- 


Kas/Bank 

245.500.000,- 

Hutang PPh Pasal 15 

4.500.000,- 


ii. Pada saat melakukan menyetorkan PPh Pasal 15 ke Kas Negara (paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya). 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutanq PPh Pasal 15 

4.500.000,-1 


Kas/Bank 


4.500.000,- 


b. Sedang catatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Manuk Penerbangan Aman. 

i. Dada waktu menerima Dembavaran tanggal 20 Juli 2010, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Ban k 

245.500.000.- i 
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Uang Muka PKh Pasal 15 

4.500.000,- ! 

Pendapatan 

250.000.000,-j 


c. Dengan mengambil kasus lain, jika yang mencharter ( menyewa) pesawat milik PT Manuk 
Penerbangan Aman adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. 

I. maka catatan yang seharusnya dilakukan pada waktu menerima pembayaran adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

250.900.000,- ! 

-1 

Pendapatan 


250.000.000,- ! 

Sedang pencatatan pada menyetorkan PPh Pasal 15, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Uanq Muka PPh Pasal 15 

4.500.000,- j 


Kas/Bank 

i 

4.500.000,- 


NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 
BAGI WAJIB PAJAK PELAYARAN DALAM NEGERI 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan Pajak 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau 
barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari : 

• pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia 

• pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia 

• pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia dan 

• pelabuhan diluar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia 

(sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ.4/1997 tanggal 27 Agustus 1996) 

2. Besarnya Tarif 

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi 
Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto. 
Penghitungan tarif efektif sebesar 1,2% didapat dari: 

Norma Penghasilan Neto PPh untuk perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 
4% dari peredaran bruto. Sehingga tarif efektif didapat dari 30% (tarif tertinggi PPh Badan) x 
4% = 1,2%. 

3. Cara Pelunasan Pajak 

a. Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri wajib menyetor PPh yang terutang dari penghasilan 
yang diperoleh selain berdasarkan perjanjian persewaan atau charter. 

b. Wajib Pajak pelayaran dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian 
persewaan atau charter, maka pelunasannya melalui pihak yang menyewa atau mencharter 
kapal pada saat pembayaran. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 
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1. Tata Cara Penghitungan. 

PT Pelayaran Cepat Aman menerima pembayaran atas jasa pengangkutan barang dari PT Pindah 
Terus sebesar sebesar Rp 40.000.000,- PPh Pasal 15 yang terutang sebesar 1,2% x Rp 
40.000.000,- = Rp 480.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

a. Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri wajib menyetor PPh yang terutang dari penghasilan 
yang diperoleh selain berdasarkan perjanjian persewaan atau charter. 

i. Dengan mengambil transaksi diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan PT 
Pelayaran Cepat Aman, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

250.000.000,- 


Pendapatan 


250.000.000,- 


ii. Sedang pencatatan pada menyetorkan PPh Pasal 15, adalah : 

_U_ralan Debet_ Kre dit _ 

[ Ua ng Muka PPh Pasal 15 T 4,500.000,- f ___ 

" Kas/Bank ' t T~ 4.500.000,- 

b. Wajib Pajak pelayaran dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian 
persewaan atau charter, maka pelunasannya melalui pihak yang menyewa atau mencharter 
kapal pada saat pembayaran. 

PT Indah Alam Segar dalam rangka proyek baru, menyewa kapal dari PT Kapal Menantang 
Samudra. Pembayaran sewa kapal dilakukan pada tanggal 8 Agustus sebesar 
Rp600.000.000.- . Atas transaksi ini pencatatan yang seharusnya dilakukan adalah : 


Pencatatan yang dilakukan oleh PT Indah Alam Segar, pada waktu membayar sewa, 
adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Sewa Kapal 

600.000.000,- j 


Kas/Bank 


592.800.000,- 

Hutang PPh Pasal 15 

! 

7.200.000,- 

Pada saat melakukan menyetorkan PPh Pasal 15 ke Kas Negara (paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya). 



Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 15 

7.200.000,- i 


Kas/Bank 


7.200.000,- 

Pencatatan yang dilakukan 
pembayaran sewa, adalah 

oleh PT Kapal Menantang Samudra, 

pada waktu menerima 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

592.500.000,- j 


Uang Muka PPh Pasal 15 
Pendapatan 

7.200.000,- i 

66d.ood.ooo~ 
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NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI 
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI 
KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING, 

UMUM 

1. Obyek Pengenaan Pajak 

Semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang 
mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang 
pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

2. Besarnya Tarif 

Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak perwakilan dagang asing adalah sebesar 0,44% 
(empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. 

Penghitungan tarif efektif sebesar 0,4*% didapatdari: 

Norma Penghasilan Neto PPh untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan 
dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari peredaran bruto. 

Sedang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di 
Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat 

kedudukan di Indonesia 

3. Cara Pelunasan Pajak dan Kewajibannya. 

a. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang 
mempunya! Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia 

b. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib 
membayar Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu masa Pajak ke bank persepsi atau 
Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikut setelah 
bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu Surat Setoran 

Pajak (SSP) Final. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

1. Tata Cara Penghitungan 

Contoh penghitungan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut: 

Levis Co di Jakarta merupakan kantor perwakilan dagang Levis Co yang berada di Amerika. 
Selama bulan Januari Levis Co mengirim barang ke Levis Co di Jakarta dengan nilai barang 
sebesar Rp 500.000.000,- Dalam perjanjian sudah ditentukan bahwa Levis Co Jakarta hanya 
mendapatkan fee sebesar 20% dari total barang yang dikirim dari Amerika. 

Dengan demikian penghitungan Pajak Penghasilan yang harus disetorkan Levis Co Jakarta 
sebesar 0,44% x Rp 500.000.000,- = Rp 2.200.000,- 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka Levis CO di Jakarta seharusnya membuat 

ayat jurnal sebagai berikut: 

a. pada saat mengirim barang, Levis Co di Jakarta seharusnva mencatat, sebaaai berikut: 

Uraian Debet Kredit 
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I 


a. 


Hutang PPh Pasal 15 

- i --—---r/ - 

! 

2.200.000,- 

pada saat melakukan penyetoran 
bulan berikutnya). 

PPh Pasal 15 ke Kas Negara (paling lambat t; 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 15 

2.200.000,- ! 


Kas/Bank 

- 1- --- 

1 1 

2.200.000,- 


NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI 
WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA 
JASA MAKLON INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI 
MAINAN ANAK-ANAK. 

UMUM 

1. Pengertian 

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) internasional 
adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang 
berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan 
penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai 
hubungan istimewa dengan Wajib Pajak. 

2. Obyek Pengenaan Pajak 

Penerimaan imbalan dari jasa maklon pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan 
anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imblan jasa dari 
pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri. 

3. Besarnya Tarif 

Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak melakukan kegiatan jasa maklon adalah sebesar 
2,1% dari biaya pembuatan di luar bahan baku dan bersifat final. 

Penghitungan tarif efektif sebesar 2,10% dari biaya pembuatan di luar bahan baku dan bersifat 
final. 

4. Tata Cara Peiunasan 

a. Pajak Penghasilan final yang terutang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak dengan cara 
pembayaran setiap bulan, yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya 
pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan 
baku. 

b. Pembayaran pajak setiap bulan harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikut 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final, dan pelaporan pajak setiap 
bulan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan SSP 
PPh Final lembar ke-3. 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 
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1. Tata Cara Penghitungan 

Contoh penghitungan sebagai berikut: 

PT Bonekaku rekanan dari Renaki Ltd di Amerika, pada bulan September PT Bonekaku mengirim 

barang seharga Rp 1.400.000.000,- (harga tersebut sudah termasuk bahan sebesar Rp 
1.000.000.000,- yang dikirim oleh Renaki Ltd) kepada Renaki Ltd Amerika. 

Maka PPh yang harus dibayar oleh PT Bonekaku adalah 2,1% x Rp 400.000.000,- 

(Rpl.400.000.000,- - Rp 1.000.000.000,-) = Rp 8.400.000,- 

Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang 
merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta 
biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak. 

2. Tata Cara Pencatatan 

Dengan mengambil transaksi tersebut diatas, maka pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT 

Bonekaku, pada saat pengiriman barang adalah : 


Uraian 

Debet _j Kredit 

Piutang Usaha 

400.000.000,- i 

Pendapatan 

400.000.000,- 


Pada saat menyetorkan PPh Pasal 15 yang terutang ke Kas Negara 


Uraian 

Debet j Kredit 

Uang Muka PPh Pasal 15 

84.000.000,- i 

Kas/Bank 

84.000.000,- 
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AKUNTANSI PPftPASAl 26 


PENDAHULUAN 

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pemotongan penghasilan dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia 

Untuk lebih jelasnya kita lihat Pasal 26 UU PPh yang berbunyi "Atas penghasilan tersebut di bawah ini, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, 
Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong 
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. 


OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 

Penghasilan yang menjadi Obyek pemotongan/pemunguton Pajak Penghasilan Pasal 26 terdiri dari : 

1. Dividen; 

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
pengembalian utang; 

3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 

5. Hadiah dan penghargaan; 

6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

7. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia; 

8. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar 
negeri. 

9. Keuntungan karena pembebasan hutang. 

10. Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh suatu Bentuk Usaha Tetap sesudah dikurangi Pajak 
Penghasilan. 
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DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 
26 


Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh suatu Bentuk Usaha Tetap yang ditanamkan kembali di 

Indonesia dengan syarat sebagai berikut: 

1. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan 
dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; 

2. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak 
berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; 

3. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam 
jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi 
komersil. 

4. Bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman kembali wajib menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diterima atau 
diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. 


PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PPh PASAL 26 


Yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 26 adalah setiap orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri dan yang diwajibkan oleh Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, terdiri dari : 

1. Badan Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah). 

2. Subyek Pajak dalam negeri. 

3. Penyelenggara kegiatan 

4. Bentuk Usaha Tetap 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri 


SAAT, TARIF DAN TATA CARA PENCATATAN PPh 
PASAL 26 

Besarnya tarif PPh Pasal 26 adalah 20%, tetapi atas dasar pengenaan pajaknya berbeda, tergantung 
jenis penghasilannya. Maka atas jenis penghasilannya dapat dikelompokan seperti berikut: 

1. SaatTerutangnya PPh Pasal 26 

Saat terutangnya PPh Pasal 21 sesuai dengan Bab V Pasal 15 ayat (4) PP No.94 tahun 2010 
bahwa " Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan: 
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a. dibayarkannya penghasilan; 

b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau 

c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, 
tergantung peristiwa yang Lerjadl terlebih dahulu. 

Tarif PPh Pasal 26 dikenakan dari Penghasilan Bruto atas penghasilan berupa : 

a. Dividen 

b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
pengembalian utang 

c. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. 

e. Hadiah dan penghargaan. 

f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya 
Apabila dibuatkan rumus dapat dilihat sebagai berikut: 



Tarif sebesar 20% dikenakan apabila negara asal wajib pajak itu tidak mempunyai tax treaty 
dengan Indonesia, tetapi apabila mempunyai tax treaty maka tarif tersebut mengikuti tarif yang 
ada tax treaty. Untuk lebih jelasnya dapat dibuat contoh sebagal berikut: 

a. PT Berdikari menyewa konsultan dari Uganda untuk membenahi manajemen perusahaan 
dengan bayaran sebesar Rp 25.000.000,- karena Indonesia tidak mempunyai tax treaty 
dengan Uganda maka atas pembayaran ini PT Berdikari harus membayar PPh Pasal 26 
sebesar: 20% x Rp 25.000.000,- = Rp 5.000.000,- 
Maka seharusnya PT Berdikari membuat jurnal sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Konsultan 

25.000.000,- T 


Hutang PPh Pasal 26 


~5.000.0007 

Kas/Bank 

j. j~ 

20.000.000,- 


b. Disamping membayar jasa konsultan dari Uganda PT Berdikari juga membayar bunga 
karena meminjam uang dari salah satu perusahaan di Syria. Bunga yang dibayar oleh PT 
Berdikari sebesar Rp 100.000.000,- atas pembayaran bunga ini PT Berdikari harus 
memungut PPh Pasal 26 = 10% x Rp 100.000000,- = Rp 10.000.000,- (sesuai dengan tax 
treaty antara Indonesia dengan Syria tarif pajak atas bunga dikenakan sebesar 10%) 

Atas pembayaran bunga ini PT Berdikari seharusnya membuat jurnal sbb : 


Uraian 

Debet Kredit 

Beban Bunqa 

lOO.OOO.OOO,- i 

Hutana PPh Pasal 26 

lO.OOO.OOO,- 

Kas/Bank 

Jurnal yang seharusnya dibuat PT Berdikari p 

Uraian 

90.000.000,- 

ada saat menyetorkan ke Kas Negara sbb 

Debet ! Kredit 

i PPN Masukan *) 

2.500.000,- 1" 

i Hutana PPh Pasal 26 

15.000.000,- ! 
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Kas/Bank 1 .j_ 15.000. 000,- 

*) sesuai dengan peraturan PPN pembayaran jasa ke luar negeri yang dimanfaatkan di 
daerah pabean terutang PPN dan harus disetorkan sendiri dengan menggunakan SSP. 

c. PT Asia f>3cific Informatika pada tanggal 18 Juni 2011 membayar royalty kepada Asia Pasific 
Teehnoiogy (A P T) di Singapura sebesar Rp 300.000.000,- APT hanya mau menerima neto. 
Jika kurs yang berlaku pada tanggal 18 Juni 2011 adalah Kurs Transaksi Rp 9.100,-/USD 
dan Kurs KMK Rp 9.110,- /USD maka jurnal yang seharusnya dibuat adalah sebagai berikut 


Uraian 

Debet 

Kredit 

i Beban P.oyalty 

352.941.176,- 


Hutanq PPh Pasal 26 


52.941.176,- 

Kas/Bank 


300.000.000,- 


Jurnal yang seharusnya dibuat PT .Asia Pacific Informatika pada saat menyetorkan ke Kas 
Negara sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Masukan 

35.294.118,- 


Hutar»q PPh Pasal 26 

52.941.176,- 


Kas/Bank 


88.235.294,- 


d. PT Duta Pelaksana pada tanggal 28 Agustus 2011 membayar jasa konsultan kepada ABC 
Inc di Spanyol sebesar USD 20,000 pembayaran tersebut diterima neto oleh ABC Inc. Jika 
kurs yang berlaku pada tanggal 28 Agustus 2011 adalah Kurs Transaksi Rp 9.100,-/USD dan 
Kurs KMK Rp 9.110,- / USD maka jurnal yang seharusnya dibuat adalah sebagai berikut : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Konsultan 

214.152.941,- I 

I 

Hutanq PPh Pasal 25 


32.152.941,- 1) 

Kas/Bank 


182.000.000,- 2) • 

Jurnal yang seharusnya dibuat PT Duta 
sbb : 

Pelaksana pada saat menyetorkan ke Kas Neg 

Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Masukan 3 ) 

35.294.118,- 


Hutanq PPh Pasal 26 

52.941.176,- : 


Kas/Bank 


83.235.294,- 


Catatan : 

1) Hutang PPh Pasal 26 (tarif tax treaty 15%) di gross up 100/85 x (USD 20,000 x Rp 
9.110,-). 

2) Kas/Bank yang dibayar USD 20,000 x Rp 9.100,- 

3) PPN Masukan sebesar 10% x 214.352.941 (100/85 x (USD 20,000 x Rp 9.110,-) 

Tarif PPh Pasal 26 dikenakan dari Penghasilan Neto atas penghasilan berupa : 

a. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi. 

b. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (special purpose company atau 
conduit company), dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang 
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau penjualan atau pengalihan bentuk 
usaha tetap di Indonesia. Sedang yang dimaksud dengan Perusahaan antara (special 
purpose company atau conduit company) adalah perusahaan antara (special purpose 
company atau conduit company) yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan 
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saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan 
perlindungan pajak {Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan 
badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di 
Indonesia 

c. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang dilakukan oleh WP Luar 
negeri. 

Untuk memudahkan perhitungan maka dapat dibuat rumus sebagai berikut : 


K j®nl'toK#- • 4i'll i 1? ; 's? ;T.i 

r .. , 'M V' 


Catatan : tarif sebesar 20% ini tidak berlaku apabila ada tax treaty 

a. Sedang besarnya perkiraan penghasilan neto -jntuk premi asuransi dan premi reasuransi 
adalah sebagai berikut: 

i. Atas premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri 
baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang 
dibayar. 

Contoh penghitungan 

PT Gedung Indah mengasuransikan gedungnya dari segala bencana kepada 
perusahaan asuransi yang berada di luar negeri (misalkan Insurance Happy Inc) 
dengan membayar premi asuransi sebesar Rp 2.000.000.000,- Maka besarnya PPh 
Pasal 26 yang harus dipotong sebesar 20% x 50% x Rp 2.000.000.000,- = Rp 
200 . 000 . 000 ,- 

Dan pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT Gedung Indah, adalah : 

Uraian , Debet {__ Kr edit _ 

Beban Pre mi Asuran si j 2.000. 00 0.000,- j_ 

Hu tang PPh Pasal 26 _i_j 200.000.000,- 

Kas/Bank _ l 1.800.000.0007" 


_ Uraian^ _ i Debet j_Kredit 

Hutang PPh Pasal 26 T 200.000.000,- i j 

.Kas/Bank j T 200.000.000,-1 

ii. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia 
kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui 
pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. 

Jika perusahaan Insurance Happy Inc tersebut berkedudukan di Indonesia maka PPh 
Pasal 26 yang harus dipotong 20% x 10% x Rp 2.000.000.000,- = Rp40.000.000,- 

iii. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia 
kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui 
pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. 

Maka PPh Pasal 26 yang harus dipotong/dipungut adalah sebesar 20% x 5% x Rp 
2.000.000.000,- = Rp 20.000.000,- 

b. Besarnya perkiraan penghasilan netto atas penjualan saham yang dimiliki oleh WPLN adalah 
25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20 % 
x 25 % atau 5 % (lima persen) dari harga jual. Pembayaran PPh Pasal 26 tersebut bersifat 
final. 
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PT Roda Masa Depan menjual sejumlah saham tunai sebesar kepada Black Master Ltd 
(Kanada) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 800.000.000,- Maka besarnya PPh Pasal 26 
yang harus dipungut 20% x 25% x Rp 800.000.000,- = Rp40.000.000,- 
Dan pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT Roda Masa Depan, adalah : 


Uraian Debet Kredit 


Kas/Bank 840.000.000,- _ 

Hutang PPh Pasal 26 

40.000.000^- 

Saham 

Sedang pencatatan pada waktu penyetoran 

Uraian 

ke Kas Negara, ac 

Debet 

800.000.000,- 

falah : 

Kredit 

Hutang PPh Pasal 26 

800.000.000,- 


Kas/Bank 

800.000.000,- 


c. Sesuai dengan PMK No.82/PMK.03/2009 besarnya penghasilan neto untuk penghasilan atas 
penjualan atau pengalihan harta di Indonesia adalah 25% (dua puluh lima persen dari 
harga Jual. Maka besarnya PPh Pasal 26 adalah sebesar 20% x 25% x harga jual atau dapat 
dihitung 5% x harga jual. Pembayaran PPh Pasal 26 tersebut bersifat final. 

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah dari adalah penjualan atau pengalihan 
harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, 
lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan. 

Bagi WP Orang Pribadi Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 
penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi Rp lO.OOC.OOO,- (sepuluh 
juta rupiah) untuk setiap jenis transaksi, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26. 

Tarif PPh Pasal 26 dikenakan dari Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Pajak 
Penghasilan atas penghasilan berupa: 

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu Bentuk Usaha 
Tetap (BUT) di Indonesia, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

Untuk memudahkan perhitungan maka dapat dibuat rumus sebagai berikut: 



Catatan : tarif sebesar 20% Ini tidak berlaku apabila ada tax treat/ 

Sebagal contoh perhitungan adalah sebagai berikut: 

BUT Edinburg pada tahun 2011 mempunyai PKP sebesar Rp 156.000.000,- atas penghasilan 

kena pajak ini BUT Ediburg harus membayar PPh sebesar Rp 39.000.000,- 

PPh Pasal 26 = 20% x (Rp 156.000.000,- - Rp 39.000.000,-) = Rp 23.400.000,- 

Sesuai dengan PMK NO.14/PMK.03/201 1 menyebutkan bahwa pengecualian dari pengenaan PPh 
Pasal 26 diberikan apabila seluruh PKP sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT ditanamkan 
kembali di Indonesia dalam bentuk : 

a. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
sebagai pendiri atau peserta pendiri, dengan syarat: 

i. perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah 
melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya, paling lama 1 (satu) tahun sejak 
perusahaan tersebut didirikan; dan 
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ii. BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal 
paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perusahaan baru dimaksud 
berproduksi komersial. 

b. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia 
sebagai pemegang saham, dengan syarat: 

i. perusahaan yang sudah didihkan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan 
usaha aktif di Indonesia; dan 

ii. BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal 
paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penyertaan modal. 

c. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau 
melakukan kegiatan BUT di Indonesia, dengan syarat tidak boleh melakukan pengalihan 
atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud, 
paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi 
aktiva tidak berwujud yang bersangkutan 

d. Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BENTUK USAHA TETAP untuk menjalankan 
usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan BENTUK USAHA TETAP di Indonesia. 

Seluruh PKP sesudah dikurangi PPh dari suaiu 3UT yang ditanamkan kembali di Indonesia yang 

dikecuallkan dari pengenaan PPh Pasal 26 harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: 

a. Penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir Tahun Pajak 
berikutnya, setelah Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi BUT yang 
bersangkutan; dan 

b. BUT yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk 
penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai 
berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala 
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 


disusun Djaka Saranta S Edhy 128 



AKUNTANSIPPN 


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau di luar negeri disebut dengan value aded tax (vat) adalah Pajak atas 
konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Orang Pribadi, Badan atau 
Pemerintah yang pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1985 seiring dengan tax reform tahun 
1983. Bersamaan dengan PPN ada pula Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yaitu pajak atas 
konsumsi barang yang dianggap mewah oleh peraturan perpajakan yang berlaku. 


OBYEK PPN DAN PPn BM 

1. Obyek PPN 

Obyek PPN Sesuai dengan Pasal 4 UU PPN, adalah : 

a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) 
huruf a) dan Penyerahan barang yang dikenakan pajak itu sendiri harus memenuhi syarat- 
syarat sebagai berikut: 

i. barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; 

ii. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud; 

iii. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 

iv. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

b. Impor BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf b); 

c. JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha (Pasal 4 ayat (1) huru c). Sedang 
penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sbb : 

i. jasa yang diserahkan merupakan JKP. 

ii. penyerahan yang dilakukan harus di dalam Daerah Pabean. 

iii. Penyerahan yang dilakukan harus dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 
ayat (1) huruf d) 

e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 ayat (1) huruf e). 

f. Ekspor BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pasal 4 ayat (1) huruf f). 

g. Obyek PPN sesuai dengan Pasal 16C UU PPN, yaitu kegiatan membangun sendiri yang 
dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, oleh orang pribadi atau 
badan, baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. 

h. Obyek PPN berdasar Pasal 16D UU PPN, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan 
semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya 
dapat dikreditkan, 
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2. Obyek PPn BM. 

Pasal 5 UU PPN disebutkan bahwa yang termasuk obyek PPn BM adalah : 

a. Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang 

menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

b. Impor BKP Yang Tergolong Mewah. 

SUBYEK PPN DAN PPn BM 

Secara garis besar, Subjek PPN dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Subjek PPN karena lingkungan pekerjaannya, yaitu : 

a. Pengusaha Kena Pajak. 

b. Pengusaha Kedi yang memilih menjadi pengusaha kena pajak 
b. Pedagang Eceran/Pedagang Eceran Besar 

Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha 

perdagangan dengan cara sebagai berikut: 

2. Subjek PPN karena diwajibkan oleh perundang-undangan dalam rangka membantu Pemerintah 
untuk melakukan pemungutan PPN. Didalam peraturan perpajakan lebih dikenal dengan nama 
Pemungut Pajak. Sedang yang termasuk dalam kategori pemungut PPN adalah : 

a. Kantor Perbendaharaan Negara 

b. Bendaharawan, yang ditunjuk sebagai pemungut pajak 

3. Badan-badan tertentu, yaitu PERTAMINA, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Kar/a 
dibidang minyaK dan gas bumi dan Pertambangan Umum lainnya 

4. Subjek PPN karena melakukan suatu kegiatan tertentu diluar lingkungan perusahaannya, yang 
termasuk dalam kategori ini adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan 
membangun sendiri 


PENYERAHAN BKP/JKP YANG TERUTANG DAN YANG 
TIDAK TERUTANG 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak 

Pada prinsipnya semua penyerahan BKP atau JKP terutang PPN, namun secara spesifik Pasal IA UU 
PPN mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah : 

a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; 

b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha 
(leasing); 

c Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; 
d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP; 
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e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; 

f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar 
cabang; 

g. Penyerahan BKP secara konsinyasi; dan 

h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan 
prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang 
membutuhkan BKP. 

2. Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak 

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah : 

a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang; 

b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang; 

c. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal PKP melakukan 
pemusatan tempat pajak terutang; 

d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang 
menerima pengalihan adalah PKP; dan 

e. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak 
dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN. 


BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK 


Seperti telah dibahas pada bagian atas tentang obyek PPN dan PPn atas BM adalah penyerahan BKP 
dan JKP. Lalu, apa yang dimaksud dengan BKP dan JKP tersebut diatas? 

1. Barang Kena Pajak 

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) adalah Barang baik yang 

a. Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau 
tidak bergerak maupun barang tidak berwujud 

b. Barang tersebut dikenakan pajak berd?sarkan UU PPN 

Dengan demikian untuk dapat diklasifikasikan sebagai BKP, barang tersebut harus memenuhi 
kedua syarat tersebut. Syarat tersebut merupakan satu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Berdasarkan rumusan tersebut pengertian BKP menjadi sangat luas. 

UU PPN mempermudah pengenalan mengenai BKP, karena menganut asas negatif, yaitu seiain 
yang dikategorikan sebagai bukan BKP menurut peraturan, maka selain itu sudah pasti atas 
penyerahannya dikenakan PPN. Adapun yang termasuk bukan BKP adalah : 

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, 
antara lain ; 

i., minyak mentah (crude oil); 
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ii. gas bumi, tidak temiasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh 
masyarakat; 

Iil. panas bumi; 

iv. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, 
bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit;andesit, gips, 
kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, 
pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, 
tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; 

v. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan 

vi. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih 
bauksit 

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

I. beras, gabah, jagung, sagu, kedelai; 

ii. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 

iil. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, 
dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, 
dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 

iv. telur, yaitu telur yang tidak diolah, tei masuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau 
dikemas; 

v. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, 
tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak 
dikemas; 

vi. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses 
dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak 
dikemas; dan 

vil. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan 
pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. 

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan 
sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, 
termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; 

d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 

Jasa Kena Pajak 

Pengertian JKP adalah jasa yang : 

a. Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 
menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, 
termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 

b. Jasa yang dikenakan PPN 

Sebagaimana dengan BKP begitu pula JKP menganut asas negatif juga, yaitu selain yang 
dikategorikan sebagai bukan JKP menurut peraturan, maka selain itu sudah pasti atas 
penyerahannya dikenakan PPN. 

Adapun yang termasuk bukan JKP sesuai dengan Pasal 4A ayat (3), adalah UU No.42 tahun 
2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa 
dan PPn atas Barang Mewah : 

i. jasa pelayanan kesehatan medis; 

ii. jasa pelayanan sosial; 

iii. jasa pengiriman surat dengan perangko; 
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iv. jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi 

v. jasa di bidang keagamaan; 

vi. jasa di bidang pendidikan baik pendidiKan sekolah maupun penyelenggaraan 
pendidikan luar sekolah; 

vii. jasa di bidang kesenlan dan hiburan; 

viii. jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat iklan; 

ix. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; 

x. jasa di bidang tenaga kerja; 

xi. jasa di bidang perhotelan; 

xii. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara 
umum; 

xiii jasa penyediaan tempat parkir; 

xiv. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; 

xv. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan 

xvi. jasa boga atau katering.. 


TARIF PPN DAN PPn BM 

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

a. Tarif PPN yang berlaku di Indonesia untuk penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan di 
dalam daerah pabean adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPN tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Tetapi untuk 
tidak menutupi kemungkinan adanya perubahan ekonomi maka atas tarif PPN Ini dapat 
diubah dengcn Peraturan Pemerintah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan 
setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). 

b. Sedang penyerahan BKP berwujud, BKP Tidak Berwujud dan JKP yang diekspor atau dijual 
ke luar daerah pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% 
(nol persen) ini bukan berarti dibebaskan dari PPN, sehingga atas PPN yang telah dikenakan 
dan dibayar atas barang yang diekspor tetap dapat diperhitungkan. 

2. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

a. Tarif PPn BM dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah 
sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 200% (tujuh puluh lima persen). 
Pengenaan atas tarif yang berbeda didasarkan atas pengelompokan BKP yang tergolong 
mewah, sedang pengelompokan Barang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Sedang penyerahan BKP yang diekspor atau dijual ke luar daerah pabean, dikenakan PPn 
BM dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) ini bukan berarti 
dibebaskan dari PPn BM. 


CARA MENGHITUNG PPN DAN/ATAU PPn BM DAN 
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) 

1. Cara menghitung PPN 

Cara menghitung PPN sangat sederhana sekali yaitu dapat dilihat sbb : 
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2. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) 


A. HARGA jual/penggantian 

i. Harga jual adalah DPP untuk penyerahan B KP yaitu nil?i berupa uang, termasuk 
semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/pemberi jasa karena 
penyerahan BKP atau JKP, tidak termasuk PPN/PPnBM, dan harga barang yang 
dikembalikan oleh pembeli (retur). 

• PT Asa Gemilang menjual barang seharga Rp 20X3.000.000,- kepada PT Barito 
Medika belum diskon sebesar 10%, maka perhitungan PPNnya adalah : 

Harga barang Rp 200.000.000,- 

Diskon 10% Rp 20.000.000,- 

DPP PPN Rp 180.000.000,- 

PPN yg harus dipungut 10% Rp 18.000.000,- 

Sehingga ATAS transaksi tersebut seharusnya PT ASA Gemilang melakukan jurnal 
sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Piutanq Usaha 

198.000.000,- | 


Diskon Penjualan 

20.000.000,- | 


PPN Keluaran 


18.000.000,- 

Peniualan Usaha 

1 i 

200.000.000,- 


Sedang PT Barito Medika atas transaksi tersebut seharusnya akan membuat 
jurnal sbb : 

Uraian Debet Kredit 

Pem belia n_ [ 26o.5d6.b6o.-J _j 

PP N Masuk an__ j _1 8.000.000,- j _ j 

Diskon Pembelian _j _ j 20 . q6q. 000,- j 

Kas/Hutang. r ... ’ .i 198.000.000,- ! 

Catatan : 

Didalam buku ini akan selalu digunakan istilah PPN Keluaran dan PPN Masukan, 
walaupun ada yang memakai istilah Hutang PPN Keluaran atau Hutang PPN. 
Sedang PPN Masukan ada yang menggunakan Piutang PPN, Piutang PPN 
Keluaran atau Uang Muka PPN Keluaran. Menurut penulis nama perkiraan 
tergantung perusahaan. 


PT Resa Gumarang menjual AC kepada PT Hidro Tenaga Surya dengan perincian 
harga sebagal berikut Harga barang Rp 100.000.000,- biaya pengangkutan Rp 
10.000.000,- ongkos pemasangan Rp 20.000.000,- sehingga penghitungan PPN 
sebagai berikut: 


Harga barang AC 

Rp 

100.000.000,- 

Biaya pengangkutan 

Rp 

10.000.000,- 

Biaya pemasangan 

Bel_ 

10.000.000,- 

DPP PPN 

Rp 

120.000.000,- 

PPN yg harus dipungut 10% 

Rp 

12.000.000,- 


Atas transaksi tersebut PT Resa Gumarang akan membuat jurnal sbb : 


disusun Djaka Saranta S Edhy 134 














Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Piutang Usaha 

132.000.000.- i 

Pendapatan Pengangkutan 

-J- 

10.000.000,- 

Pendpt Jasa pemasanqan 

10.000.000,- 

PPN Keluaran 

12.000.000,- 

Penjualan Barang 

i ioo.ooo.ooo,- 


Sedang jurnal yang seharusnya akan dibuat oleh PT Hidro Tenaga Surya atas 
transaksi tersebut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Aktiva Tetap (AC) 

120.000.000,- i 


PPN Masukan 

12.000.000,- i 


Kas/Piutang Usaha 


132.000.000,- 


Penggantian adalah DPP untuk penyerahan JKP yaitu nilai berupa uang, termasuk 
semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena 
penyerahan JKP, tidak termasuk PPN/PPnBM, dan potongan harga yang dicantumkan 
dalam Faktur Pajak. Contoh transaksi atas penghitungan berdasarkan nilai 
penggantian 

• PT Jasa Pratama Konsultan adaiah konsultan IT, menjual program sebesar Rp 
400.000.000,- kepada PT Fan Anatama. Harga tersebut terdiri dari jasa 
pembuatan sofware sebesar Rp 300.000.000,- harga hardware sebesar 
Rpl00.000.000,- maka penghitungan PPN nya adalah sbb : 

Harga barang/DPP Rp 400.000.000,- 

PPN yg harus dipungut 10% Rp 40.000.000,- 

• PT Unggul Konsultan adalah konsultan manajemen menagih kepada PT Libra 
Permata sebesar Rp 38.000.000,- Tagihan tersebut terdiri dari jasa konsultan 
sebesar Rp 30.000.000,- dan reimbursement biaya sebesar Rp8.000.000,- dengan 
demikian penghitungan besarnya PPN adalah sebagal berikut: 

Dalam hal biaya reimbursement tidak dapat dipisahkan dengan harga jasa 
maka penghitungan PPN adalah : 

Total tagihan / DPP Rp 38.000.000,- 

PPN yg harus dipungut 10% Rp 3.800.000,- 

Sehingga jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Unggul Konsultan pada saat 

menerima taginan adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas 

41.040.000,- ! 


UM PPh Pasal 23 

>60.000,- 1 

PPN Keluaran 

1 

3.600.000,- 

Pendapatan Jasa 


38.000.000,- 

Dan jurnal yang seharusnya 
membayar tagihan, adalah : 

dibuat oleh PT 

Libra Permata pada 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Konsultan 

38.000.000,- i 

PPN Masukan 

3.800.000,- j 


Hutang PPh Pasal 23 

760.000,- 

Kas/Hutang Usaha 

41.040.000,- 


Dalam hal biaya reimbursement dapat dipisahkan secara jelas di dalam 
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kontrak dengan nilai jasa 
besarnya PPN adalah : 

Total tagihan 
Biaya reimbursement 
Dasar Pengenaan Pajak 
PPN yg harus dipungut 10% 


dalam kontrak dan tagihan, penghitungan 

Rp 38.000.000,- 

Rp 8.000.000,- 

Rp 30.000.000,- 

Rp 3.000.000,- 


Atas transaksi tersebut PT Unggul Konsultan seharusnya akan membuat 
jurnal sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas 

40.400.000,- 


UM PPh Pasal 23 

600.000,- 


Penggantian Biaya 

8.000.000,- 

Pendapatan Jasa 

30.000.000,- 

PPN Keluaran 


3.000.000,- 

Sedang jurnal yang seharusnya dibuat oelh PT Libra Permata, adalah 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Konsultan 

30.000.000,- 


Biaya Perjalanan Dinas 

8.000.000,- 


PPN Masukan 

3.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 23 


600.000,- 

Kas/Hutang usaha 


40.400.000,- 


Nilai Impor 

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance 
and Freight {C3F) ditambah bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean (sesuai peraturan pabean 
pungutan lain adalah cukai dan bea anti dumping) untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ 
PPnBM. 

Catatan dldalam praktek yang dimaksud dengan Cost Insurance and Freight adalah harga 
CIF (berarti harga barang + biaya asuransi + biaya pengangkutan). 

PT Konsumen Pratama (mempunyai API) dalam tahun 2010 mengimpor mesin dengan 
harga Rp 100.000.000,- Biaya asuransi yang dibebankan Rp 1.000.000,- biaya angkutan 
sebesar Rp 19.000.000,- biaya masuk 20% sehingga penghitungan PPN nya adalah : 


Harga Barang 

Rp 

100.000.000,- 

Biaya Asuransi 

Rp 

1.000.000,- 

Biaya Angkutan 

rel_ 

19.000.000,- 

Dasar Pengenaan Bea Masuk (harga CIF) 

Rp 

120.000.000,- 

Bea Masuk 20% 

rel_ 

24.000.000,- 

Dasar Pengenaan PPN 

RD 

144.000.000,- 

PPN yang harus dibayar (PPN dipungut) 

Rp 

14.400.000,- 

PPh Pasal 22 yang harus dibayar 

Rp 

3.600.000,- 


Atas Impor barang tersebut PT Konsumen Pratama seharusnya melakukan jurnal sebagai 
berikut: 


Uraian 

Debet 


Kredit 

Mesin 

144.000.000,- 



Uang Muka PPh Pasal 22 

3.600.000,- 



PPN Masukan 

14.400.000,- 
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c. Nilai Ekspor 

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta Eksportir. 

d. Nilai lain 

Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung pajak yang terutang. Sesuai PMK No. 75/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 
nilai lain sebagai dasar Dasar Pengenaan PPN, adalah: 

i. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian 
setelah dikurangi laba kotor. 

PT Furniture Indah dalam bulan Juni menjual alamari sebesar 100 unit dengan harga 
jual @ Rp 1.000.000,- (termasuk laba kotor sebesar 25%). Dalam bulan Juni juga PT 
Furniture Indah mengambil 6 almari untuk kebutuhan kantornya. Atas transaksi 
tersebut PPN yang terhutang adalah sebagai berikut: 

Menjual 100 pasang sepatu @ Rp. 1.000.000,- = Rp 100.000.000,- 

Pemakaian sendiri 6 almari, DPP adalah harga jual 
tanpa menghitung laba kotor, yaitu 100/125 x Rp 

1.000.000,- = Rp 800.000,-per pasang. = Rp 4.800.000,- 

Dasar Pengenaan Pajak = Rp 104.800.000,- 

Jumlah PPN terutang 10% = Rp 10.480.000,- 

Atas transaksi tersebut dlatas PT Furniture Indah seharusnya melakukan jurnal sebagai 
berikut : 


Uraian 

Debet Kredit 

Kas/Piutanq 

100.000.000,- 

Aset Almari 

4.800.000,- ! 

Penjualan 

100.000.000,- 

Persediaan 

4.800.000,- 

PPN Keluaran 

10.480.000,- 


ii. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian, 
setelah dikurangi laba kotor. 

PT Bravo Sepatu Kuat dalam bulan Mei menjual 80 pasang sepatu dengan harga jual 
@ Rp 120.000,- (termasuk laba kotor sebesar 20% dari harga pokok penjualan. 
Disamping itu PT Bravo Sepatu Kuat mengambil sendiri 5 pasang sepatu untuk 
diberikan cuma-cuma kepada orang-orang tertentu sebagai beban promosi. 

Maka perhitungan PPN yang terutang dan harus dibayar PT Bravo Sepatu Kuat: 

Menjual 80 pasang sepatu @ Rp. 120.000,- = Rp 9.600.000,- 

Pemberian cuma-cuma 5 pasang sepatu, DPP adalah 
harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu 

100/120 x Rp 120.000,- = Rp 1.000,- per pasang. = Rp 500.000,- 

Dasar Pengenaan Pajak = Rp 10.100.000,- 

Jumlah PPN terutang 10% = Rp 1.010.000,- 

Atas transaksi tersebut diatas PT Bravo Sepatu Kuat seharusnya melakukan jurnal 
sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Piutang 

10.560.000,- ! 


Beban Promosi 

550.000,- I 


Penjualan 


9.600.000,- 

Persediaan 

.. "j' 

500.000,- 
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PPN Keluaran _ j __i_ i.010.000,- 

ui. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual 
rata-rata 

tv. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. 

v. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. 

vi. untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak 
untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah 
harga pasar wajar. 

vli. untuk penyerahan BKP dari'pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP 
antar cabang adalah harga pokok penjualan/harga perolehan. 

vfii. untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati 
antara pedagang perantara dengan pembeli. 

ix. untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang. 

x. Penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang 
ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; 

Misalkan PT Super Cepat adalah perusahaan jasa pengiriman paket, ia menerima 
pengiriman paket dari Amin, jasa pengiriman paket Rp 300.000,- PT Super Cepat 
seharusnya memungut PPN sebesar 10%x 10%x Rp 300.000,- = Rp 3.000,- 

xi. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh 
persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. 

Misalkan PT Aksa Bravo Semesta adalah perusahaan jasa perjalanan menjual jasa 
wisata ke luar negeri sebesar Rp 50.000.000,- Maka PT Aksa Bravo Semesta 
seharusnya memungut PPN sebesar 10% x 10% x Rp 50.000.000,- = Rp 500.000,- 

xii. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%, contohnya penyerahan JKP di bidang 
pertambangan yang bersifat lex specialis, yang terutang Pajak Penjualan denoan tarif 
5%. 

xili. Dasar pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas kegiatan 
membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang 
pribadi atau badan adalah 20% x biaya yang dikeluarkan. (Per Men Keu No 
163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012). 


SAAT TERUTANGNYA PPN ATAU PPn BM 

1. Pada Saat Penyerahan BKP/JKP ; 

a. BKP berupa Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa Barang Bergerak 

saat penyerahan BKP adalah : 

I. BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga 
untuk dan atas nama pembeli; 

II. BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang, untuk 
pemberian Cuma-Cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang; 

iii. BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; 
atau 
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iv. Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat 
diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum dan diterapkan secara konsisten. 

b. BKP berupa Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa Barang TkJak 
Bergerak, saat penyerahan ditentukan oleh mana yang terjadi lebih dahulu : 

i. saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP secara yuridis. 

Contoh : 

Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei. Perjanjian penyerahan 
hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani 
tanggal 1 September. Maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada tanggal 1 September 
2011 . 

Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak 
bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, 
maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata 
diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. 

ii. saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP secara nyata. 

Contoh : 

Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata pada tanggal 1 Agustus. 
Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 September. Maka Faktur Pajak harus 
diterbitkan pada tanggal 1 Agustus. 

c. BKP Tidak Berwujud, saat penyerahan ditentukan oleh mana yang terjadi lebih dahulu : 

i. saat harga penyerahannya diakui sebagal piutang, atau 

ii. saat dilakukan penagihan, atau 

iil. saat diterima pembayaran, baik sebagian ataupun seluruhnya, atau 
iv. saat ditanda-tanganinya kontrak apabila s<\at terjadinya nomor (h s/d (iii) di atas tidak 
diketahui. 

d. JKP berupa Jasa Pemborong Bangunan atau Barang Tak Gerak lainnya, saat terutangnya 
pajak adalah : 

i. saat penyerahan Jasa Kena Pajak, dan 

ii. tahap-tahap/termijn pembayaran diperlakukan sebagai pembayaran mendahului 
penyerahan. 

e. JKP selain Pemborong Bangunan atau Barang Tak Gerak lainnya, saat penyerahan adalah : 

i. saat tersedianya Barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian ataupun 
seluruhnya, atau 

ii. saat dilakukan penagihan pembayaran atau penggantian, atau 

iii. saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan. 
Contoh : 

PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak 
selama 12 (dua belas) tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: 

• PT Diatetupa muiai menggunakan ruko tersebut pada tanggal 1 September 2011; 

Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 
rupiah) 

• Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September 
2011 dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun. 

Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun 
pertama. Atas penyerahan JKP tersebut, PT Semangat wajib menerbitkan Faktur Pajak pada 
tanggal 29 September 2011 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah). 
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2. Pada saat Impor BKP, yaitu pada saat BKP dimasukan ke dalam Daerah Pabean. 

3. Pada Saat Dimulainya Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Atau JKP Dari Luar Daerah Pabean Di 
Dalam Daerah Pabean; 

4. Pada Saat Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum 
penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP 
tidak berwujud 

5. Pada saat ekspor BKP atau JKP 

6. Saat Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Keuangan Dalam hal saat terutangnya pajak sukar 
ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidak-adilan. 

Contoh : 

a. PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 

b. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian 
selama satu bulan. 

c. Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, 
sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. 

d. Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1-30 Juni 2011, PT Setiyakom 
menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011. 

e. Untuk kasus ini, Faktur Pajak diterbitkan pada saat penyerahan jasa tersebut dinyatakan 
atau dicatat sebagai piutang atas penghasilan, yaitu pada akhir periode pemakaian (30 Juni 
2011) atau paling lama pada saat diterbitkannya faktur penjualan (5 Juli 2011). 

Matriks saat penerbitan Faktur Pajak untuk beberapa contoh penyerahan di bidang jasa 
telekomunikasi adalah sebagai berikut: 


No 

Periode Pemakaian/ 
penyerahan Jasa 
Kena Pajak 

Periode pengakuan 
penghasilan 

Saat 

diakui 

perghasi 

lan 

Penerbitan 

faktur 

penjualan 

Faktur Pajak 
diterbitkan 
paling lama 

la 

1-30 Juni 2011 

1-30 Juni 2011 

Juni 11 

30 Juni 11 

30 Juni 2011 

lb 

1-30 Juni 2011 

1-30 Juni 2011 

Juni 11 

5 Juli 11 

5 Juli 2011 

lc 

1-30 Juni 2011 

1 - 30 Juni 2011 

Juni 11 

31 Juli 11 

31 Juli 2011 

2 

26 Mei-25 Juni 2011 

26 Mei-25 Juni 2011 

Juni 11 

6 Juii 11 

6 Juli 2011 

3 

16 Mei - 15 Juni 2011 

16 Mei-15 Juni 2011 

Mei 11 

20 Juni 11 

20 Juni 2011 

D 

16 Mei - 15 Juni 2011 

16 Mei - 15 Juri 2011 


20 Juni 11 

20 Juni 2011 

5 

16 Mei - 15 Juni 2011 

16-31 Mei 2011 

Me: 11 

31 Mei 11 

31 Mei 2011 

1- 15 Juni 2011 

Juni 11 

15 Juni 11 

15 Juni 2011 


TEMPATTERUTANGNYA PAJAK 

Dalam pasal 12 UU PPN, ditetapkan bahwa PPN terutang di : 

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu tempat 
dimana Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP ; 

2, Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, 
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3. Tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor; 

4. tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai WP, 

5. Dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean, atau 

6. Untuk kegiatan membangun sendiri yang tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, 
pajak terutang di tempat bangunan itu didirikan. 

7. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis 
dari Pengusaha Kena Pajak. 


FAKTUR PAJAK 

1. Pengertian 

Sesuai Pasal 1 huruf angka 23 UU PPN yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti 
pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang 
Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

2. Fungsi Faktur Pajak 

Kewajiban membuat faktur pajak adalah cerminan dari pengertian faktur pajak Itu sendiri Karena 
adanya kewajiban PKP untuk memungut PPN/PPn BM dengan membuat bukti pungutan yang 
dinamakan faktur pajak. 

Dengan demikian faktur pajak berfungsi sebagai : 

a. Bukti pungutan bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 

b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari pembeli BKP/JKP atau orang pribadi atau badan yang 
mengimpor BKP. 

3. Jenis Faktur Pajak 

Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Gabungan. Didalam Undang-undang 
PPN (UU No.42 tahun 2009) yang terbaru hanya dikenal satu istilah saja yaitu Faktur Pajak. 

4. Dokumen Lain yang Dianggap Sama Dengan Faktur Pajak 

Bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan bagi pelaksanaan pemungutan PPN, maka 
Dirjen Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen tertentu diperlakukan sebagai Faktur Pajak 
Standar. 

Berdasarkan Per DJP No 10/PJ./2010 tanggal 9 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan 
Per DJP No.67/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010, dokumen-doKumen tertentu yang 
diperlakukan sama dengan Faktur Pajakadalah: 

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat 
yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; 

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG 
untuk penyaluran tepung terigu; 
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c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk 
penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; 

d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi; 

e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Alrway BHt), atau Delivsry BUI, yang dibuat/ dikeluarkan 

untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; 

f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan; 

g. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik; 

h. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP 
Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud; 

i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti 

pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP. 

J. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar 

Daerah Pabean. 

k Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Perusahaaan Air Minum; 

l. Bukti tagihan (Tradlng Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek; 

dan 

m. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. 


Saat Pembuatan Faktur Pajak 

Berdasarkan Per DJP No.93/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010, Faktur Pajak harus dibuat selambat- 
lambatnya: 

a. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP. 

Contoh 1: 

PT Cjulum Logistic tanggal 28 September menyerahkan barang kepada PT Persarri sebesar 
Rp 60.000.000,- (Nilai Harga Pokok Penjualan) dan tanggal 5 Oktober PT Oulum membuat 
Invoice sebesar Rp 70.000.000,- (belum termasuk PPN). Penerimaan pembayaran atas 
invoice tanggal 5 Oktober adalah tanggal 5 Nopember. Atas kejadian tersebut faktur pajak 
dibuat sebagal berikut: 





▼ 

r 

1 

r \ 


Tgl 28 September 
menyerahkan brg 

i 

Paling lambat 
faktur pajak harus 
dibuat 


Tgl 5 Oktober 
mengeluarkan 
invoice 


Tgl 31 Okt atas FP 
dibuat tgl 28 Sept 
harus disetorkan 
Ke Kas Negara 


Tgl 5 Nop FT 
Qulum menerima 
pembayaran 


Dari Kejadian tersebut PT Oulum Logistic seharusnya membuat jurnal untuk tanggal 28 
September pada saat mengirim barang, adalah : 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

! Persediaan dalam perjalanan 

60.000.000,- 


I Piutang Usaha (atas PPN) 

7.000.000,- 


Persediaan 


PPN Keluaran 




Jurnal transaksi tanggal 5 Oktober, pada waktu membuat invoice (nota tagihan): 


Uraian 

Debet j Kredit 

i Piutang Usaha (atas harga barang) 

70.000.000,- | 

Penjualan 

70.000.000,- 


Uraian 

Debet Kredit 

Harga Pokok Penjualan 

60.000.000,- ! 

Persediaan dalam perjalanan 

60.000.000,- 


Jurnal transaksi tanggal 5 Nopember, pada waktu PT Qulum menerima pembayaran : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

! Kas/Bank 

77.000.000,- 1 


Piutano 


77.000.000,- 


Contoh 2 

Sesuai dengan PP No.l tahun 2012 Pasal 17 jo SE DJP No SE-50/DJP/2011 ditegaskan 
bahwa yang dimaksud penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya 
berupa barang bergerak, terjadi pada saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai 
piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 

Sebagaimana kesimpulan yang dilakukan Dudi Wahyudi dalam majalah Indonesian Tax 
Review untuk penyerahan PPN sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut 
diatas, adalah sebagai berikut: 

i. Untuk penyerahan BKP berupa barang bergerak saat penyerahan adalah sbb : 

• Untuk penyerahan langsung kepada pembeli atau kepada pihak ketiga atas nama 
pembeli, pada saat harga diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat 
diterbitkan faktur penjualan. 

• Untuk penyerahan melalui juru kirim atau pengusaha jasa angkutan, pada saat 
harga diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur 
penjualan. 

• Untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri dan penyerahan antar cabang. 
Karena tidak ada alternatif adanya pengakuan piutang atau penghasilan atau 
penerbitan faktur penjualan, maka saat penyerahaan adalah pada saat'barang 
dikirim. 

ii. Untuk BKP tidak berwujud, saat penyerahannya adalah saat: 

• Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau 
penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 

• Kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau 
kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya dalam ini tidak 
diketahui. Maka saat terutangnya saat pengakuan piutang atau penghasilan dan 
atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP. 

Agar lebih jelasnya penulis berikan contoh transaksinya. 
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PT Perkasa Baja di Jakarta menjual BKP kepada PT Sentosa Makmur di Semarang dengan 
syarat pengiriman {term of deliver/) franco gudang pembeli [fob destination). Barang 
dikeluarkan dari gudang PT Perkasa Baja dan dikirim ke gudang PT Sentosa Makmur pada 
tanggal 12 Agustus 2011 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi. Barang diterima oleh 
PT Sentosa Makmur pada tanggal 13 Agustus 2011. PT Perkasa Baja menerbitkan faktur 
penjualan (Invoice) pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan total tagihan Rp 400.000.000,- 
belum termasuk PPN. Pembayaran diterima pada tanggal 16 Oktober 2011. Atas kejadian 
tersebut faktur pajak dibuat sebagai berikut : 






1 

V Tgl 13 

f 

barang 1 

r 

▼ 


Tgl 12 Agustus 
menyerahkan brg 


diterima 


Tgl 16 Agustus 
mengeluarkan 
Invoice 

I 

▼ 

Faktur Pajak 
paling lambat 
harus dibuat 


Tgl 30 Sept atas 
FP dibuat tgl 16 
Agust harus 
disetorkan 
Ke Kas Negara 


Tgl 16 Oktober 
menerima 
pembayaran 


Dari Kejadian tersebut PT Perkasa Baja seharusnya membuat jurnal untuk tanggal 12 
Agustus pada saat mengirim barang, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

40.boo.oo6 ,- 1 


Persediaan 

j 

400.000.000,- 

Jurnal transaksi tangga! 16 Agustus, pada waktu membuat invoice (nota tagihan) 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha (atas harga barang) 

440.000.000,- : 


Penjualan 


400.000.000,- 


PPN Keluaran. . : _ j 40. 000.000,- 


Jurnal transaksi tanggal 30 September, pada w3ktu PT Perkasa Baja menyetorkan PPN yang 
terutang : 


Uraian 

i 

Debet 

Kredit 

PPN Keluaran 


40.030.000,- j 


Kas/Bank 

i 


40.000.000,- 


Jurnal transaksi tanggal 16 Oktober, pada waktu PT Perkasa Baja menerima pembayaran 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

440-POO.OOO,- 


_Piutang 

Catatan penulis. 


440.000.000,- 


Sering terjadi di perusahaan jasa agar konsep matching cost again revenue terjadi karena 
biaya sudah dikeluarkan maka perusahaan sudah mengakui pendapatan walaupun jasa 
belum bisa ditagihkan. 

Misalkan PT Haluan Inti Konsultan adalah perusahaan IT, mendapatkan pembuatan 
Software dari PT ABC sebesar Rp 3.000.000.000,- yang dikerjakan selama 2 tahun dari 
tahun 2011 sampai dengan. 2012. Per 31 Desember dalam rangka pembuatan laporan 
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keuangan melakukan adjustment terhadap pendapatannya, karena merasa sudah 
mengeluarkan biaya dari bulan Oktober sampai dengan Desember untuk proyek PT A3C 
seniial Rp 500.000.000,- atau senilai tagihan Rp 800.000.000,- Maka Dalam rangka konsep 
matching cost again revenue PT Haluan Inti Konsultan melakukan jurnal adjustment 
sebagai berikut: 

_Uraian _ j Debet j Kredit 

Piutang belum Tertagih/Invoice belum i 800.000.000,-j 

di Fakturkan _| _j_ 

Pendapatan i 800.000.000,- 

Walaupun belum diakui sebagai Piutang tetapi karena sudah diakui sebagal pendapatan 
maka seharusnya sudah terutang PPN sebesar 10% x Rp 800.000.000,- = Rp 80.000.000,- 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum 
penyerahan BKP dan/atau JKP. Beberapa kasus dalam dalam hal pembayar-an mendahului 
penyerahan akan penulis berikan ilustrasi sbb : 

• PT Pillar Nusantara tanggal 24 April menerima pembayaran atas hasil penjualan 
barang, dimana barang baru diserahkan pada tanggal 25 Mei. Atas penerimaan uang 
ini PT Pillar Nusantara paling lambat harus membuat faktur pajak tanggal 24 April. 

• PT Reksa Mandiri menyerahkan barang tanggal 2 Juni dan pembayaran diterima 
tanggai 25 Juni, atas kasus Ini PT Reksa Mandiri harus membuat FP paling lambat 
tanggal 2 Juni 

• PT Pakarti Utama menerima uang muka sebesar Rp 20.000.000,- pada tgl 3 Juli. 
Barang diserahkan pada tanggal 5 Agustus dimana harga berang tersebut sebesar Rp 
100.000.000,- Atas kejadian tersebut maka faktur pajak dibuat sebagai berikut: 


t 

Tgl 3 Juli trima 
uang muka 

1 

FP hrs dibuat tgl 3 
Juli sebesar Rp 2 jt 


Tgl 5 Agustus 
menyerahkan brg 
atas penyerahan 
ini hrs dibuat FP 
Nilai FP adalah 
Rp 10 jt - Rp 2 jt 
= Rp 8 jt 


t 

Tgl 15 Agust atas 
FP dibuat tgl 5 
Juli hrs disetorkan 
Ke Kas Negara 


Tgl 30 Sept atas FP 
dibuat tgl 5 Agust 
harus disetorkan 
Ke Kas Negara 


Dengan mengambil kasus pada PT Pakarti Utama, maka akan dapat diketahui cara 
pencatatannya. Jurnal yang seharusnya dibuat untuk tanggal 3 Juli pada saat menerima 
uana muka, adalah : 


Uraian 

L'abet 

Kredit 

Kas/Bank 

20.000.000,- T 


Uanq Muka Penjualan 


20.000.000,- 

PPN Keluaran 


2.000.000,- 


Sedang pencatatan yang harus dilakukan pada tanggal 5 Agustus pada saat menyerahkan 
barang, adalah :_ 


Uraian 


Debet 

Kredit 

i Piutang Usaha 


88.000.000,- 'i 
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Uang Muka Penjual an 
Penjualan 


PPN Keluaran 



100 . 000 . 000 ,- 


8 . 000 . 000 ,- 


Jurnal yg dilakukan pada saat meny orkan PPN yang dipungut tanggal 3 Juli (paling lambat 
akhir bulan berikutnya), yaitu pada t ggal 30 Agustus adalah : 

Uraian i Debet Kredit 


Debet 


PPN Keluaran 


Kas/ Bank 


2 . 000 . 000 ,- 


Jurnal yang seharusnya dilakukan tanggal 30 September pada saat menyetorkan PPN yang 
dipungut tanggal 5 Agustus adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Keluaran 

~8JQ00.000,- j 


Kas/ Bank 

1 i 

8.000.000,- 


c. Pada saat pembayaran per termijn, dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 

PT Winasis Indah mendapatkan pekerjaan dari PT Jawa Persada pembuatan sistem 
komputer akuntansi, sesuai dengan perjanjian PT Winasis Indah akan mendapatkan 
pembayaran berdasarkan presentase pelaksanaan pekerjaan yang diselesaikan. Jika 
diketahui tanggai 20 Mei ditandatangani persetujuan bahwa PT Winasis Indah telah 
menyelesaikan pekerjaan sebesar 40% dan berhak menagih sebesar 40%, dan atas 
persetujuan ini PT Winasis Indah tanggal 2 Juni menagih ke PT Jawa Persada dan PT Jawa 
Persada baru membayar baru pada tenggal 5 Juli. Atas kejadian tersebut maka faktur pajak 
dibuat sebagai berikut: 


•1 

i 


Tgl 20 Mei 

Tgl 2 Juni 

t 

Tol 31 Agust atas 

persetujuan 


FP dibuat tgl 5 


menyerahkan 

Tgl 5 Juli 

Juli harus 


tagihan 

menerima 

pembayaran 

disetorkan 
Ke Kas Neoara 


Tgl 5 Juli FP paling 
lambat harus 
dibuat 


d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN. 

PT Cakra Pangukir, menyerahkan barang kepada Kementerian Infokom berupa komputer 
pada tanggal 16 April dengan harga pokok penjualan sebesar Rp50.000.000,- karena ada 
beberapa hal belum selesai maka PT Cakra Pangukir baru membuat tagihan kepada 
Kementerian Infokom pada tanggal 7 Juni sebesar Rp 66.000.000,- (sudah termasuk PPN). 
Atas kejadian tersebut maka faktur pejak dibuat sebagai berikut: 
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Tgl 16 April 
mengirim barang 


Tgl 30 Mei 


T 

Tgl 7 Juni 
mengirim tagihan 

Tgl 7 Juni FP 
paling lambat 
harus dibuat 


Tgl 15 Juli atas FP 
dibuat tgl 7 Juni 
tidak ada setoran 
ke Kas Negara 


Mengambil transaksi diatas, maka PT Cakra Pangukir seharusnya membuat jurnal untuk 
tanaaal 16 ADHI Dada saat menairim barana. adalah : 


Kredit 


Uraian Debet i Kredit 


Persedi aan dala m perjalanan 

Persediaan I 50.000.000, 


Jurnal atas transaksi pada tanggal 7 Juni, pada waktu mengirim tagihan : 

Uraian Debet Kredit 


Pi utang Usaha (atas harga barang) j 66.000.000,- _ 

P enj ualan i 60.000.000, 

PPN ke Pemungut PPN 7 6.000.000, 


Kredit 


60.000.000,- 

6 . 000 . 000 ,- 


Uraian 

Debet Kredit 

Harga Pokok Penjualan 

50.000.000,-1 

Persediaan dabm perjalanan 

50.000.000,- 


Faktur Pajak Gabungan harus dibuat: 

Pembuatan faktur pajak gabungan hanya boleh digunakan untuk penjualan BKP/JKP kepada 
satu pembeli. Selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP 
dan/atau JKP. 


Tgl 5 April 
mengirim 
barang 


Tgl 14 April 
Tgl 8 April mengirim 
mengirim barang 
barang 


T ... . ..Tgl 7.5 April 
Tg! 2° Apnl * irim 

m K en9 ' nm barang 
barang 


rj 


Tgl 30 April 
FP Gabungan 
hrs dibuat 


Tgl 31 Mei atas FP 
dibuat tgl 30 April 
disetorankan ke 
Kas Negara 


PT Rahayu Matra selama bulan Oktober mengirim barang kepada PT Citra Indah Mulia 
sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 5 Oktober. 8 Oktober, 14 Oktober, 20 Oktober 
dan 25 Oktober masing senilai Rp 20.000.000,- (nilai HPP barang). Tagihan oleh PT Rahayu 
Matra selalu dibuat pada akhir bulan dengan nilai penjualan HPP ditambah laba kotor 25% . 
Atas transaksi ini PT Rahayu Matra seharusnya melakukan jurnal sebagal berikut: 
i. Jurnal untuk transaksi tanggal 5 Oktober pada saat mengirim barang, adalah : 


Uraian 

Debet 

i -1 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

20.000.000^ 

| 

Persediaan 


20.000.000,- 


Jurnal untuk transaksi tanggal 8 Oktober pada saat mengirim barang, adalah : 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

20.000.000,- i 


Persediaan 

20.000.000,-^ 


!il. Jurnal untuk transaksi tanggal 14 Oktober pada saat mengirim barang, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

20.000.000,- 


Persediaan 


20.000.000,- 


tv. Jurnal untuk transaksi tanggal 20 Oktober pada saat mengirim barang, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

20.000.000,- 


Persediaan 


20.000.000,- 


v. Jurnal untuk transaksi tanggal 25 Oktober pada saat mengirim barang, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

20.000.000,- i 


Persediaan 


20.000.00C,- 


vi. Jurnal untuk transaksi tanggal 31 Oktober pada saat mengirim tagihan dengan margin 
laba sebesar 25%, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

165.000.000,-^ 


Penjualan 

150.000.000,- 

PPN Kelua-en 


15.000.000,- 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Harga Pokok Penjualan 

120.000.000.- 

_ 

Persediaan dalam Derialanan 2 ) 1 

120.000.000,- 


Catatan 

1) . Penjualan (Rp 20.000.000,- x 6) x 125% = Rp 150.000.000,- 

2) . Persediaan dalam perjalanan Rp 20.000.000,- x 6 = Rp 120.000.000,- 


Nota Retur 

Nota Retur dibuat apabila terjadi pengembalian BKP, sepanjang BKP tersebut' tidak diganti 
dengan barang dari jenis yang sama, tipe sama, jumlah dan harganya sama oleh PKP penjual. 
Bentuk Nota Retur dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi PKP, tetapi materi yang 
tercantum di dalamnya minimal harus memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian 
BKP, dan sekurang-kurangnya dibuat rangkap 2 (dua). Fungsi Nota Retur : 

a. Mengurangi Pajak Masukan dan/atau PPnBM PKP pembeli pada Masa Pajak yang sama 
dengan saat dibuatnya Nota Retur. 

b. Mengurangi Pajak Keluaran dan/atau PPnBM penjual pada Masa Pajak yang sama dengan 
saat dibuatnya Nota Retur, tetapi jika belum memungkinkan, dapat diperhitungkan pada 
Masa Pajak diterimanya Nota Retur. 

c. Mengurangi Pajak Masukan, atau mengurangi harta, atau mengurangi biaya, oleh pembeli 
dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur. 
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Untuk mempermudah pengertian nota retur dan hubungannya dengan pencatatan, dibawah ini 
akan diberikan ilustrasi transaksinya : 

PT Rubl Merah Perkasa pada tanggal 5 Juli mengirim barang kepada PT Jalur Rejeki sebanyak 
100 unit @ Rp 140.000,- Pada tanggal 14 Juli PT Jalur Rejeki mengembalikan barang sebanyak 
10 unit a Rp 140.000,- Atas transaksi tersebut jurnal yang seharusnya dibuat, adalah sebagai 
berikut: 

Jurnal atas transaksi pada tanggal 5 Juli, yang harus dilakukan PT Rubl Merah Perkasa : 


Uraian 


Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 


154.000.000,- 


Penjualan 

140.000.000,- 

PPN Keluaran 

14.000.000,- 


Sedang jurnal atas transaksi pada tanggal 5 Juli, yang harus dilakukan PT Jalur Rejeki: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Retur Penjualan/Persediaan 

140.000.000,- 


PPN Masukan (atau PPN Keluaran) 

14.000.000,- 


Hutang Usaha 


154.000.000,- 


Jurnal atas transaksi pada tanggal 14 Juli, yang harus dilakukan PT Jalur Rejeki pada saat 
mengembalikan barang : 

Uraian Debet Kredit 

Huta ng Usa ha_ j_ .15^.0004300,- j_j 

Persediaan/R etur Pembelian_j_j_14. 000.000,- j 

PPN Masukan ! 1.400.000,-j 

Sedang jurnal atas transaksi pada tanggal 5 Juli, yang harus dilakukan PT Rubi Merah Perkasa 
pada saat menerima pengembalian barang : 

Uraian Debet Kredit 

Retur Penjualan /Persediaan__14.000.000, -~p_j 

PPN Keluaran atau PP N Masu kan ] 1.400.0 0 0,- j _ 

Pintann ll«aha • 15.400.000,- 


MEKANISME PEMUNGUTAN PPN 

PPN merupakan pajak atas konsumsi, sehingga beban PPN sebenarnya berada di pihak konsumen 
akhir, baik orang pribadi maupun badan. PKP sebagai penjual hanya ditunjuk sebagai pemungut PPN 
kepada pembeli. 

Mekanisme Pemungutan PPN atau Pengkreditan Pajak Masukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 
dan Pasal 13, UU PPN adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak 
yang sama. 

3. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat 
dikreditkan. 

4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka 
selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP. 
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5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada 
Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau 
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga 
melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang 
pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. 


PENGKREDITAN PA3AK MASUKAN 

1. Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan 

Pajak Masukan adalah faktur pajak yang diterima oleh pembeli BKP atau JKP yang dipungut oleh 
PKP. Sehingga pada prinsipnya, seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
dengan syarat bahwa Pajak Masukan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Tercantum dalam Faktur Pajak yang pembuatnya se<;nai peraturan perpajakan yang 
berlaku. 

b. Atau dokumen tertentu yang diperlakukan atau disamakan dengan Faktur Pajak (contoh 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang Untuk Dipakai (PIUD) 
dsbnya). 

c. Belum dilakukan pemeriksaan. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan tetapi perolehan 
BKP atau JKP telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan, namun Faktur Pajaknya 
belum diterima sehingga belum dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masanya. 

d. BKP atau JKP yang diperoleh berhubungan langsung dengan dengan kegiatan usaha untuk 
melakukan penyerahan kena pajak, yaitu kegiatan produksi, manajemen, distribusi dan 
pemasaran. 

e. Belum dibebankan sebagai biaya. 

2. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan 

Sesuai Pasal 9 ayat (8). dan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN, telah ditetapkan bahwa walaupun pada 
dasarnya seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan, tetapi ada beberapa Pajak Masukan karena 
sifatnya tidak dapat dikreditkan antara lain : 

a. Perolehan BKPatau JKPsebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; 

b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha 
melakukan penyerahan kena pajak; 

c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali 
merupakan barang dagangan atau disewakan, 

d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum 
pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, 

f. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, 
dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, 

g. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang 
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
( 6 ); 
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h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan 
pajak, 

i. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, 
yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan 

j. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a). 

k. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas 
penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. 

i Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas 
penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. 

Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. PER-38/KMK/2013 tanggal 27 Februari 2013 Pajak 

Masukan yang berhubungan dengan: 

a. Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket. 

b. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha 
jasa biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata. 

c. Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas 
perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan yang dilakukan oleh 
pengusaha pabrikan emas. 

d. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa 
pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi {freight charges) yang 
dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi. 

Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. 

Untuk memperjelas atas transaksi Pajak Masukan, dibawah akan penyusun berikan ilustrasi 

transaksinya, sebagai berikut. 

a. Transaksi yang Pajak Masukannya Dapat Dikreditkan. 

PT Restu Bunda, pada tanggal 20 Maret membeli BKP sebesar Rp 40.000.000,- belum 
termasuk PPN, maka atas transaksi tersebut PT Restu Bunda akan mencatat sbb : 


Uraian Debet Kredit 


Pembelian/Persediaan 

T 30.000.000, 

PPN Masukan 

3.000.000,- f 

piutang Usaha 

33.000.000,- 


b. Transaksi yang Pajak Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan, tetapi dapat dibiayakan. 

PT Kapal Nusantara, pada tanggal 18 Agustus membeli Spareparts kapalnya sebesar 
Rp200.000.000,.- belum termasuk PPN. Karena PT Kapal Nusantara merupakan perusahaan 
pelayaran yang dibebaskan dari pemungutan PPN, maka PPN yang dipungut tkJak dapat 
dikreditkan, sehingga menambah harga spa re parts tersebut. Sehingga atas transaksi tersebut 
PT KaDal Nusantara akan mencatat sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Pembelian/Persediaan 

220.000.000,- 


Piutang Usaha 

i 

220.000.000,- 


c. Transaksi yang Pajak Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan, dan juga tidak dapat dibebankan 
untuk mengurangi penghasilan kena pajak. 
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PT Roda Jati, pada tanggal 1S Juni mendapatkan STP dari KPP atas PPN JKP dari luar daerah 
pabean kedalam daerah pabean sebesar Rp 16.000.000,- dan denda terlambat sebesar Rp 
2.240.000,- Atas kejadian tersebut PT Roda Jati pada waktu membayar STP, adalah : 


Uraian 

Debet j Kredit 

i Beban Denda 

18.240.000,- j 

Kas/Bank 

18.240.000,- j 


Walaupun dicatat dalam beban denda, maka jumlah sebesar Rp 18.240.000,- tidak dapat 
dibebankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. 

catatan: 

Perlakuan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada huruf a, dan b bagi perusahaan 
merupakan biaya (tetapi tidak seluruh biaya tersebut dapat dibebankan dalam rangka menghitung 
penghasilan kena pajak, untuk biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dibiayakan). 

Pajak Masukan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan 
Pajak Masukan 

Sesuai dengan PMK No.74/PMK.03/2010 untuk pengusaha yang mempunyai peredaran usahanya 
dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,- maka Pajak Masukannya dapat 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Besarnya Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan, yaitu sebesar: 

a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan JKP. 

Contoh FA Hotman Hutapea dan Rekan adalah konsultan hukum yang mempunyai 
peredaran usaha dalam tahun 2010 sebesar Rp 1.200.000.000,- Karena peredaran 
usahanya masih kurang (teri Rp 1.800.000.000,- maka FA Hotman Hutapea dan rekan boleh 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. 

b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan BKP. 

Contoh CV Baju Indah usahanya membuat pakaian anak-anak dalam tahun 2010 
mempunyai peredaran usaha sebesar Rp 980.000.000,- Karena peredaran usahanya masih 
kurang dari Rp 1.800.000.000,- maka CV Baju Indah boleh menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan pajak masukan. 

Dldalam PMK No.74/PMK.03/2010 diatur lebih lanjut bahwa pengusaha tertentu dapat 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Pengusaha tertentu dan 
besarnya penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah : 

a. 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal PKP melakukan penyerahan 
kendaraan bermotor bekas secara eceran, 
contoh transaksi: 

PT Motor Bekas Indah, usahanya jual beli kendaraan bekas, tanggal 8 Maret membeli 
kendaraan bekas seharga Rp 500.000.000,- belum termasuk PPN. Tanggal 12 Maret PT Motor 
Bekas Indah menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp 700.000.000,- belum termasuk 
PPN. Atas transaksi tersebut PT Motor Bekas Indah akan mencatat sbb : 

Jurnal transaksi tanggal 8 Maret, saat membeli kendaraan bekas : 


Uraian _ Debet Kredit 


Persediaan/Pembelian 

mmm 

PPN Masukan 

- HBSHBBl 


550.000.000,- 


Jurnal transaksi tanggal 12 Maret, saat menjual kendaraan bekas : 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Piutang Usaha 

770.000.000,- 


PPN Keiuaran 

70.000.000,- 

Penjualan 

700.000.000,- 

Jurnal transaksi tanggal 31 

Maret, akhir bulan : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Keluaran 

70.000.000,- 


PPN Masukan*) 

| 

63.000.000,- 

Hutang PPN 


7.000.000,- 


*) PPN masukan yang diterima sebesar Rp 50.000.000,- tetapi sesuai peraturan yang dapat 


dikreditkan sebesar 90% x Rp 700.000.000,- = Rp 63.000.000,- 
Jurnal transaksi tanggal 15 April, saat menyetorkan hutang PPN : 


Uraian Debet 

Kredit 

Hutang PPN T 7.000.000,- 


Kas/Bank 

7.000.000,- 


80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal PKP melakukan penyerahan 
emas perhiasan secara eceran 
contoh transaksi: 

PT Perhiasanku Mewah adalah pembuat perhiasaan emas tanggal 20 Juni membeli emas 
batangan seharga Rp 660.000.000,- sudah termasuk PPN, dimana emas tersebut akan dibuat 
perhiasan. Tanggal 28 Juni PT Perhiasanku Mewah menjual perhiasan yang sudah selesai 
dengan harga Rp 1.200.000.000,- belum termasuk PPN. Atas transaksi tersebut PT 
Perhiasanku Mewah akan mencatat sbb : 

Jurnal transaksi tanggal 20 Juni, saat membeli emas batangan : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan/Pembelian 

600.000.000,- 


PPN Masukan 

60.000.000,- 



Kas/Piutana Usaha 



560.000.000 - 

Jurnal transaksi tanggal 28 Juni, saat menjual perhiasaan : 



Uraian 

Debet 


Kredit 

Kas/Piutang Usaha 

1.320 000.000,- 


PPN Keluaran 

120.000.000,- 

Penjualan 



1.200.000.000,- 

Jurnal transaksi tanggal 31 Juni, akhir bulan 




Uraian 

Debet 


Kredit 

PPN Keluaran 

120.000.000,- 


PPN Masukan*) 

96.000.000,- 

Hutang PPN 

24.000.000,- 


*) PPN masukan yang diterima sebesar Rp 60,000.000,- tetapi sesuai peraturan yang dapat 
dikreditkan sebesar 80% x Rp 1.200.000.000,- = Rp 96.000.000,- 
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PEMUNGUT PPN/PPn BM 

1. Pemungut PPN/PPn BM 

Dalam rangka iKut mengamankan penerimaan negara, maka menyimpang dari mekanisme PPN 
ditunjuklah badan-badan tertentu untuk memungut PPN/PPn SM, yaitu antara lain 

a. Bendaharawan Pemerintah (Pasal 1 KM K NO.563/KMK.03/ 2003) adalah Bendaharawan atau 
Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD, yang 
terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau 
Kota. 

b. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin. 

Yang termasuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin sesuai dengan Per Men 
Keu N0.73/PMK.03/2010, adalah : 

I. kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan 
ii. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas 
bumi, 

c Badan Usaha Milik Negara (Per Men Keu No.8b/PMK.03/2012 yang telah diubah dengan Per 
Men Keu N0.136/PMK.03/2012). 

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan 

2. Ruang Lingkup Pemungutan 

a. Pemungut PPN wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN dan PPn BM atas : 

i. Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP Rekanan. 

ii. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

iii. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di daiam Daerah Pabean 

b. PPn BM hanya dipungut dalam hal PKP Rekanan adalah pabrikan dari BKP yang tergolong 
mewah. 

c. Penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah yang pembayarannya melalui KPKN atau 
Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang pembayaran tersebut berasal dari 
APBN atau APBD dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan 
pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)dari lnstan A . Pemerintah tersebut. 

d. Pemungut PPN tidak perlu memungut PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP dan atau JKP 
yang dilakukan oleh bukan PKP 

e. Pemungut PPN wajib memberitahukan kepada Kepala KPP dalam bentuk daftar yang berisi 
nama, alamat, NPWP, nilai transaksi, nomor dan tanggal Faktur Penjualan atau dokumen 
yang sejenis, apabila terjadi transaksi dengan rekanan yang bukan PKP dan daftar tersebut 
dilampirkan pada SPT Masa Bagi Pemungut PPN. 

f. Dalam hal pemungut melakukan transaksi dengan rekanan yang belum berstatus sebagai 
PKP dan diketahui telah memenuhi syarat sebagai PKP, seperti melakukan penyerahan BKP 
dan atau JKP yang telah melebihi batasan Pengusaha Kecil, maka rekanan yang 
bersangkutan diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum 
melakukan transaksi. 
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3. Obyek Pemungutan. 

Pembayaran PPN nya melalui Pemungut PPN kecuali: 

a. Untuk pemungutan PPN dan/atau PPn BM yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah 

tidak dipungut dalam hal : 

I. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak 
merupakan jumlah yang terpecah-pecah. 

• Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk 
PPN dan PPn BM. 

• PPN dan PPn BM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak 
Rpl.000.000,00 di pungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai 
ketentuan yang berlaku umum. 

Ketentuan batas sebesar Rp 1.000.000,- Ini berlaku untuk pemungutan PPN yang 
dilakukan oleh KPN atau Bendaharawan Pemerintah. 

Contoh Kasus 

Dalam sebuah perjanjian pembelian BKP sebuah instansi Pemerintah dengan PKP, 
dimana nilai penyerahan BKP sebesar Rp 3.300.000,- sudah termasuk PPN. 
Pembayaran dilakukan sebagal berikut: 

• Pembayaran pertama Rp 880.000,- termasuk PPN. 

• Pembayaran kedua Rp 1.100.000,- termasuk PPN 

• Pembayaran ketiga Rp 1.320.000,-termasuk PPN. 

Walaupun pembayaran pertama kurang dari Rp 1.000.000,- tetapi pembayaran 
sebesar Rp 880.000,- tetap dikenakan PPN, karena pembayaran tersebut merupakan 
tahap pembayaran dari penyerahan sebesar dari Rp 3.300.000,- 

ii. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan oleh Real 
Estate atau Industrial Estate 

iii. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut perundang-undangan 
yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari 
pengenaan PPN : 

• Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan 
PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan 
atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau Penyerahan JKP Tertentu yang Dibebaskan 
dari Pengenaan PPN. 

• Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan 
PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan 
atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari 
Pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2002 

• Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, 
Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPn BM dan Pajak Penghasilan dalam Rangka 
Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman 
Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2001 

PPN dan PPn BM yang tidak perlu dipungut adalah pembayaran atas 
penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh Kontraktor, Konsultan, 
dan Pemasok Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah 
yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar 
negeri; 
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<?• Dalam hal penyerahan BKP dan atau JKP tersebut sebagian dibiayai dengan 
hibah atau pinjaman luar negeri, maka PPN dan PPn BM yang tidak dipungut 
hanya atas bagian dari penyerahan yang dibiayai dengan hibah atau 
pinjaman luar negeri tersebut, 

tv. Pembayaran BBM dan Non BBM yang penyerahnnya dilakukan oleh PERTAMINA. 

v. Pembayaran atas jasa Telekomunikasi yang diserahkan oleh PT TELKOM maupun 
kepada perusahaan telekomunikasi lainnya. 

vi. Pembayaran atas Jasa Angkutan Udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan 

vii. Pembayaran untuk penyerahan BKP dan bukan JKP sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku dibebaskan dari pengenaan PPN. 

viii. Yang dipungut oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi 
dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas 
Bumi. 

b. PPN dan/atau PPn BM tidak dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin 

dalam hal: 

I. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
termasuk jumlah PPN dan/atau PPn BM yang terutang dan tidak merupakan 

pembayaran yang terpecah-pecah; 

ii. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang- 
undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau 
dibebaskan dari pengenaan PPN; 

iii. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak 
oleh PT Pertamina (Persero); 

d. pembayaran atas rekening telepon; 

e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan; dan/atau 

Iv. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN dan/atau PPn BM. 

c. PPN dan/atau PPn BM tidak dipungut oleh oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal : 

PPN dan PPn BM tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara dalam hal : 

i. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

termasuk jumlah PPN dan/atau PPn BM yang terutang dan tidak merupakan 

pembayaran yang terpecah-pecah; 

ii. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang- 
undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau 
dibebaskan dari pengenaan PPN; 

iii. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak 
oleh PT Pertamina (Persero); 

iv. pembayaran atas rekening telepon; 

v. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 
penerbangan; dan/atau 

vi. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN dan/atau PPn atas BM. 

Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan oleh Pemungut PPN. 

Sesuai dengan Pasal 16A UU PPN diatur bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan 
atau JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Didalam 
KMK N0.563/KMK.04/2003 diatur lebih lanjut tentang pemungutan PPN, antara lain : 
a. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM 
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b. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran (bukan pada 
saat penyerahan), dlsbnya. 


PENCATATAN ATAS PPN DAN PPn BM. 


Penyusun akan mencoba memberikan ilustrasi tentang bagaimana pencatatan PPN dan PPN BM dari 
sudut saat pajak terutang. Saat pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPN yang 
secara perincian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan dlbawah lainnya yang 
mengatur secara khusus, tentang PPN. 

PENCATATAN SAAT PENYERAHAN BKP. 

BKP berupa Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa Barang Bergerak saat 
penyerahan BKP adalah : 

1. Saat BKP diserahkan langsung kepada pembeli, atau 

2. Saat BKP diserahkan secara langsung kepada pihak ketiga atas nama pembeli, atau 

3. Saat BKP diserahkan kepadaJuru Kirim/Pengusaha Jasa Angkutan. 

4. Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan 
faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan 
secara konsisten. 

Untuk memperjelas pengertian tersebut diatas dibawah ini akan kami berikan beberapa contoh 
pengiriman barang dan sistem pencatatannya : 

1. PT Aman Sentosa menyerahkan BKP secara langsung kepada Tuan Hadi Santosa pada tanggal 
15 Mei sebesar Rp 10.000.000,- (harga belum termasuk PPN) dan dibayar tunai oleh Tuan Hadi 
Santosa. Atas transaksi penyerahan BKP tersebut PT Aman Sentosa harus menerbitkan Faktur 
Pajak pada tanggal 15 Mei dan ayat jurnal yang seharusnya dilakukan adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas./Ban< 

11.000.000,-"" 


Penjualan 


10.000.000,-1 

PPN Keluaran 


l.ooo.ooo,- i 


2. PT Radian Mahardika yang berkedudukan di Jakarta menjual BKP kepada PT Gerak Bangsa di 
Surabaya dengan syarat pengiriman {term ofdeUvery) loco gudang penjual {fob shipping pofnt). 
BKP dikeluarkan dari gudang PT Radian Mahardika dan dikirim, ke gudang PT Gerak Bangsa pada 
tanggal 10 Juni dengan menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal DO (delivery order) 
10 Juni (HPP barang Rp 200.000.000,-). 

Barang diterima oleh PT Gerak Bangsa pada tanggal 17 Juni dan Faktur Penjualan dibuat pada 
tanggal 19 Juni dengan total tagihan HPP ditambah laba kotor 25% belum termasuk PPN. PT 
Gerak Bangsa membayar tagihan tersebut pada tanggal 10 Agustus. 

Atas transaksi penyerahan BKP tersebut, PT Radian Mahardika menerbitkan Faktur Pajak pada 
tanggal 10 Juni 2011 dan ayat jurnal yang akan terjadi adalah : 

a. Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Radian Mahardika jika menggunakan FOB 


shpping point atas penjualan barang tanggal 10 Juni : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan Dalam Perjalanan 

200.000.000,- ! 
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Piutang Usaha 

mmmam 


Persediaan 

i 

_ _ i 

200.000.000,- i 

PPN Keluaran *) 

i 

25.000.000,- ] 

*) PPN = 1 0% x (1 25% x 200.000.000,-) - 

Rp 25.000.000,- 


Jurnal pada saat pembayaran PPN yang dipungut ke Kas Negara (paling lambat tanggal 

Juli): 



Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Keluaran 



Kas/Bank 

t 

50.000.000,- i 

Jurnal pada tanggal 17 Juli pada saat penagihan : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

250.000.000,- j 


Penjualan 

i 

250.000.000,- 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Harga Pokok Penjualan 

200.000.000,- i 


Persediaan dalam perjalanan 

Jurnal saat penerimaan pembayaran piutar 

l 

ig tgl 10 Agustus : 

200.000.000,- 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

275.000.000,- 


Piutang Usaha 


275.000.000,- 


Catatan penulis. 

i. Sebagaimana diketahui dalam pencatatan persediaan tergantung persyaratan 
penjualan, didalam buku Intermediate Accounting (Stice,Stice and Skousen) dikatakan 
bahwa persyaratan penjualan secara garis besar ada 2 hal, yaitu : 

• Penjualan dengan persyaratan FOB (free on board) shpping point, yaitu bahwa 
hak barang sudah beralih ke pembeli pada saat pengiriman sudah terjadi. Maka 
barang dalam perjalanan pada akhir periode harus dimasukan dalam persediaan 
pembeli meskipun belum diterima. 

• Penjualan dengan syarat FOB {free on board) destination, hak tidak beralih 
sampai barang diterima oleh pembeli. Maka penjual seharusnya belum mengakui 
adanya penjualan dan penurunan persediaan yang bersangkutan sampa dengan 
barang diterima cieh pembeli. 

Dengan berlakunya UU No.42 tahun 2009, WP harus membuat faktur pajak sebelum 
invoice dibuat. Misalkan PT Radian Mahardika (yang menggunakan prinsip FOB 
distanation dalam pengakuan pendapatannya) menyerahkan BKP sebanyak 1.000 buah 
dan diterima utuh sebanyak 950 buah, haka PPN sudah terutang dari 1.000 buah tapi 
Invoice hanya dibuat 950 buah dan PT Gerak Bangsa harus membuat nota retur 
sebanyak 50 buah. Ada tambahan pekerjaan bagi pembeli BKP atau penerima JKP dan 
cukup merepotkan bagi wajib pajak. 

ii. Jika berdasarkan peraturan PPN yang lama, PKP dapat membuat faktur pajak akhir 
bulan berikutnya, tetapi sesuai dengan peraturan terbaru PKP harus membuat faktur 
pajak bersamaan dengan penyerahaan barang. Atas ketentuan ini PKP akan semakin 
kesulitan dalam cashflow untuk pembayaran PPN. 

Tetapi dengan keluarnya PP No.l tahun 2012 dan SE DJP Mo.50/PJ/2011 tgl 3 Agustus 2011 
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tentang Penegasan Saat Penyerahan BKP DAN/ATAU JKP Sebagal Dasar Saat Terutang PPN 

DAN saat pembuatan faktur pajak yang mengatakan bahwa *., faktur penjualan 

(involce) diterbitkan tidak pada tanggai penyerahan secara langsung atau pada saat 
diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan karena kondisi tertentu, maka 
Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penerbitan faktur penjualan. Penerbitan faktur 
penjualan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 
dan dilakukan secara konsisten". 

Dengan mengambil contoh pada PT Radian Mahardika, maka jurnal yang harus dibuat 
dapat lebih sederhana sebagai berikut : 

Jurnal tanggal 10 Juni dapat dilakukan sebagai berikut : 

Uraian Debet Kredit 

Pers ediaan Dalam Perjal anan_200.000.00 0,- !~ 

Persediaan j T~ 200.000.000,- 

Jurnal pada tanggal 17 Juli pada saat penagihan : 


Uraian 

Debet j Kredit 

Piutang Usaha 

250.000.000,- i 

Penjualan 

200.000.000, 

PPN Keluaran ! i 50.000.000,- 

Uraian 

Debet Kredit 

Harga Pokok Penjualan 

200.000.000,-T 

Persediaan dalam perjalanan 

Jurnal pada saat pembayaran PPN yang c 
Agustus): 

Uraian 

200.000.000,- 

Jipungut ke Kas Negara (paling lambat tanggal 

Debet \ Kredit 

PPN Keluaran 

50.000.000,- ! 

Kas/Bank 

50.000.000,- 


Dengan keluarnya PP dan SE DJP tersebut, menurut penulis cukup realistis dan tidak 
mempersulit lagi transaksi WP. 

PT Putra Tama di Jakarta menjual BKP kepada PT Rukun Sentosa di Semarang dengan syarat 
pengiriman {term of delivery) franco gudang pembeli {fob destination). Barang dikeluarkan dari 
gudang PT Putra Tama dan dikirim ke gudang PT Rukun Sentosa pada tanggal 12 Agustus 
melalui perusahaan ekspedisi (harga barang Rp 274.000.000,- belum termasuk PPN). Barang 
diterima oleh PT Rukun Sentosa pada tanggal 16 Agustus. PT Putra Tama menerbitkan faktur 
penjualan (invoice) pada tanggal 20 Agustus 2011. Atas penyerahan BKP tersebut, PT Putra 
Tama wajib menerbitkan Faktur Pajak pada tanggal 16 Agustus atau paling lama tanggal 20 
Agustus dan ayat jurnal yang seharusnya dilakukan adalah : 

a. Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Putra Tama jika menggunakan FOB 
destination (jika diketahui nilai persedian Rp 232.000.000,-) atas penjualan barang tanggal 
12Aaustus : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

232.000.000,- 


Persediaan 


232.000.000,- ! 


Jurnal pada saat pembuatan invoice tanggal 20 Agustus (pada saat faktur pajak paling 
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lambat harus dibuat): 


Uraian 

Debet 

_L 

Kredit 

Piutang Usaha 

301.400.000,- i 

Penjualan 

274.000.000,- 

PPN Keluaran 


27.400.000,- 

Dan jurnal atas pengeluaran persediaan 



Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan 

232.000.000,- : 


Harga Pokok Pemuaian 

! 

232.000.000,- 

Jurnal pada saat penyetoran PPN yang dipungut ke Kas Negara, paling lambat tanggal 

September: 



Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Keluaran 

27.400.000,- | 


Kas/Bank 


27.400.000,- 

Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Rukun Santosa, Semarang. 

Jurnal atas penerimaan barang tanggal 16 Agustus : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan/Pembellan 

274.000.000,- i 

Invoice belum diterima 

i 

274.000.000,- 

Jurnal saat menerima Invcice tanggal 20 Agustus : 



Uraian Debet Kredit 

Invoice beium diterim a J 274.000.00 0,- l_ 


PPN Masukan 27.400.000,- 


Hutang Usaha 

'_ 3Qi.40p.oqo,- 


JIKA PENJUALAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN. 

PT Krida Laras tgl 20 Agustus menagih kepada Bendahara Proyek Pembangunan Sarana Prasana 
Kementerian Informasi dan Komunikasi atas jasa konsultan yang diberikannya sebesar 
Rp502.581.849,- (sudah termasuk PPN). Bendahara proyek baru membayar tagihan pada tangga! 20 
Oktober, harga barang sudah termasuk PPN. 

Jurnal atas penagihan jasa tanggal 20 Maret (sudah termasuk faktur pajak): 


Uraian 

Debet 

Kredit 

! Piutang Usaha 

502.581.849,- i 


Pendapatan Usaha 

456.892.590,- 

PPN ke Pemungut PPN 

45.689.259,- 


Pencatatan yang dilakukan oleh PT Krida Laras mengenai PPN, sebenarnya lebih banyak untuk 
pengendalian intern perusahaan saja. Karena ada pencatatan atau tidak ada pencatatan mengenai 
PPN tidak mempengaruhi laporan keuangan (hanya sebagai pos transitoris saja). 

Jurnal pada saat pembayaran PPN ke Kas Negara PT Krida Laras tidak melakukan pencatatan apapun, 
hanya perlu melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Karena PPN yang dipungut oleh PT Krida Laras akan 
disetorkan oleh Bendararawan Proyek, sebagai gantinya PT Krida Laras Utama akan menerima SSP 
pembayaran PPN, sebagal bukti bahwa PPN telah disetorkan oleh Bendaharawan Proyek. 

Pencatatan yang seharusnya dilakukan PT Krida Laras tanggal 20 Oktober, yaitu tanggal 20 Oktober 
pada saat penerimaan pembayaran, adalah : 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

j Kas 

447.754.739,- 


Uang Muka PPh Pasal 23*) 

9.137.851,- 


! PPN dipungut oleh Pemungut PPN 

45.689.259,- 


Kas/ Bank 

TriTrnmi 


*) Jasa konsultan akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp 456.892.590,- = Rp 9.137.851 ,- 

JIKA PENJUALAN BKP/JKP MENGGUNAKAN MATA UANG ASING. 

Sesuai Pasal 14 PP No.l tahun 2012 yang dikatakan dalam hal transaksi atas: 

a. impor Barang Kena Pajak; 

b. penyerahan Barang Kena Pajak; 

c. penyerahan Jasa Kena Pajak; 

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; atau 

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, 

Dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, penghitungan besarnya PPN dan/atau PPn atas 
BM yang terutang, harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang 
ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak. 

1. Pembuatan Faktur Pajak bersamaan dengan penyerahan barang 

PT Reka Griya Cipta tanggal 21 Maret menyerahkan barang seharga USD 10,000 kepada PT 
Kogas Anusapati Nusantara, jika kurs yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak 
berdasarkan KM K yang berlaku saat itu Rp 9.125,-/USD dan kurs tengah BI yang berlaku adalah 
Rp 9.100,-/USD. Invoice dibuat tanggal 28 Maret dan Pembayaran PT Kogas Anusapati 
Nusantara dilakukan pada tanggal 28 April. Maka penghitungan PPN pada saat penyerahan 
barang, adalah : 

Harga Barang USD 10,000.- 

DPPPPN 10,000 x Rp 9.125,- Rp 91.250.000,- 

PPN yang terutang 10% Rp 9.125.000,- 

Sehingga jurnal yang seharusnya dilakukan oleh PT Reka Griya Cipta pada saat penyerahaan 

barang, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam perjalanan 

100.125.000,- j 


Persediaan 


91.000.000,- 

PPN Keluaran 


9.125.000,- 


Perhitungan persediaan (gunakan kurs transaksi/kurs BI) sehingga nila! penjualannya adalah Rp 
9.100,- x 10,000 = Rp 91.000.000,- Sehingga total kas/piutang usaha Rp91.000.000,- + Rp 
9.125.000,- = Rp 100.125.000,- 

Atau dapat juga persediaan dicatat sesuai dengan penghitungan PT Reka Griya Cipta yang telah 
ditentukan terlebih dahulu. 

Sedang pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Reka Griya Cipta pada saat pembuatan 
Invoice (tanggal 28 April), jika pada saat itu kurs tengah BI yang berlaku pada saat itu Rp 
9.110,-/USD, adalah : 


Uraian 


Debet 

Kredit 

Piutanq 


91.000.000,- i 


Persediaan 



100.125.000,- 


Jurnal pada saat penyetoran PPN yang dipungut PT Reka Griya Cipta, ke Kas Negara : 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

1 PPN Keluaran 

9.125.000,- 

t 

Kas/Bank 

j 

9.125.000,- 

Jurnal saat pembayaran tanggal 28 April 
Jika kurs yang berlaku pada saat pembc 
pencatatan yang seharusnya dilakukan 

adalah : 

Uraian 

iyaran (kurs transaksi) misalkan Rp 9.150,-/USD, maka 
3 T Reka Griya Cipta pada saat menerima pembayaran, 

Debet Kredit 

Kas *) 

100.275.000,- 1 


Piutang Usaha 


100.125.000,- 

Laba selisih kurs **) 

*) Perhitungan kas yang diterima 
Pembayaran Piutang usaha 10.000 
PPN 

Total kas yang diterima 
**) Perhitungan laDd selisih kurs 

Piutang dicatat pada saat kurs Rp 9 
Pembayaran Piutang usaha 10.000 
Selisih kurs 

Sedang pencatatan yang seharusnya 
pembayaran, adalah : 

Uraian 

Rp 9.150,- Rp 

_R£_ 
Rp 

100,-/USD Rp 

< Rp 9.150,- Rp 

Rp 

dilakukan P T Kogas 

Debet 

150.000,- 

91.150.000,- 

9.125.000,- 

100.275.000,- 

91.000.000,- 

91.150.000,- 

150.000,- 

Anusapati pada saat melakukan 

Kredit 

Piutang Usaha 

100.125.000,- 


Beban selisih kurs 

150.000,- 


Kas 

100.275.000.- 


Jika Penjualan Barang/Jasa Kena Pajak Kepada Pemungut PPN 

PT Pillar Utama Konsultan menjual jasa pembuatan Software sistem satelit ke Kementerian 
Perhubungan sebesar USD 110,000 (sudah termasuk PPN). Tanggal 20 Juni PT Pillar Utama 
Konsultan mengajukan penagihan untuk termijn ke 3 (tiga) sebesar USD 33,000 dimana pada 
kurs yang berlaku pada saat itu untuk kurs KMK Rp 9.200,-/USD dan kurs BI Rp 9.220,-/USD. 
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Per DJP NO.I3/PJ/2010 bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada 
saat saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut 
PPN. 

Maka atas pengajuan termijn tersebut PT Pillar Utama Konsultan seharusnya melakukan 


pencatatan sbb : 

Uraian 

Debet 

Kredit 

! Piutang Usaha 

303.660.000,- 


Penjualan 

■ rmn 

PPN ke Pemungut PPN 


27.660.000,- 


Catatan : 

Penjualan dihitung USD 30.000,- x Rp 9.200,- = Rp 276.000.000,- 

PPN dihitung sebesar 10% x (100/110 x (USD 33.000 x Rp 9.220,- ) = Rp 27.660.000,- 

Jika Kementerian Perhubungan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 30 

Juli, dimana pada saat itu kurs transaksi Rp 9.210,-/USD dan kurs KMK Rp9.230,-/USD. 

Maka atas transaksi penerimaan pembayaran ini PT Pillar Utama Konsultan seharusnya 
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melakukan jurnal s b b: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas 3) 



Uang Muka PPh Pasal 23 

4.153.500,- 


PPN ke Pemungut PPN 2 ) 

27.690.G00,- 


Piutang Usaha 

303.660.000,- 

Rugi Selisih kurs 

300.000,- 

PPN ke Pemungut PPN 4 ) 

30.000,- 


Catatan : 


1) . Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong Bendahara Kementerian Perhubungan adalah = 

2% x (100/11 0 x (USD 33.000 x Rp 9.230,-) = Rp 4.153.500,- 

2) Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-549/PJ/2000 tentang Saat 
Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara 
Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP- 
433/PJ./2002, antara lain mengatur sebagai berikut: 

a. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal kurs yang berlaku pada saat 
pembuatan Faktur Pajak Standar berbeda dengan kurs yang berlaku pada saat 
pembayaran oleh Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar dapat diDetulkan menurut tata 
cara sebagaimana diatur dalam lampiran III huruf C Keputusan Ini. 

b. Ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran III huruf c adalah sebagal berikut: 

1. PKP rekanan wajib membuat Faktur Pajak Standar pada saat melakukan 
penagihan kepada Pemungut PPN dengan mempergunakan kurs yang berlaku 
menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. 

2. Besarnya PPN yang terutang harus dikonversi ke dalam rupiah dengan 
menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan 
pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut PPN. 

c. Jika Nilai Kurs yang dilaporkan dalam S PT Masa PPN berbeda dengan kurs saat 
pembayaran oleh Pemungut PPN maka atas SPT tersebut harus dibetulkan sesuai 
dengan kurs pada saat pembayaran. 

Dengan demikian penghitungan PPN memakai kurs KMK pada saat pembayaran oleh 
pemungut PPN, sehingga PPN yang dipungut Pemungut PPN sebesar 10% x (30.000 X Rp 
9.230,-) = Rp 27.690.000,- 

3) . Perhitungan kas yang diterima 

Pembayaran Piutang usaha 30.000 x Rp 9.210,- = Rp 276.300.000,- 
Dipotong PPh Pasal 23 = Rp 276.300.000,- - Rp 4.153.500,- = Rp 272.146.500,- 

4) . Walaupun PPN yang dipungut sebesar Rp 27.660.000,- tetapi pada waktu dibayar PPN 

menjadi Rp 27.690.000,- (maka PPN ke Pemungut PPN kurang dicatat di debet sebesar Rp 
30.000,- (Rp 27.690.000,- - Rp 77.660.000,-). Selisih sebesar Rp 30.000,- bukan Laba/Rugi 
bagi PKP, mengingat penyetoran ke Kas Negara tanggung jawab Bendahara Kementerian 
Perhubungan. 

Pencatatan atas pembelian (impor) barang dengan menggunakan mata uang asing. 

PT Wine Utama Nyaman membeli wine (anggur) secara kredit dari Perancis sebesar USD 
150,000 (harga QF). Bea masuk dikenakan sebesar 10%, PPN 10%, PPn BM 50%, Cukai 
sebesar 40%, disamping Itu PT Wine Utama Nyaman harus membayar biaya-biaya yang 
dikeluarkan di pelabuhan sampai dengan di lokasi sebesar Rp 34.500.000,- 
Jika diketahui bahwa kurs pada saat kejadian adalah Kurs Tengah BI Rp 9.120,-/USD dan Kurs 
KM K Rp 9.130,-/USD 

Dari catatan tersebut diatas, maka pajak-pajak yang harus dibayar atas impor barang adalah PT 
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PT Wine Utama Nyaman 


Harga Barang (Harga QF) 

USD 

150.000,- 

Dasar Pengenaan bea masuk 150.000 x Rp 9.130,- 

Rp 

1.369.500.000,- 

Bea Masuk 10% x Rp 1.369.500.000,- 

Rp 

136.950.000,- 

Cukai 40% x Rp 1.369.500.000,- 

Rp 

547.800.000,- 

Dasar Pengenaan PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22 

Rp 

2.054.250.000,- 

PPN yang harus dibayar (PPN dipungut) 

Rp 

205.425.000,- 

PPn BM yang harus dibayar (PPn BM dipungut) 

Rp 

1.027.125.000,- 

PPh Pasal 22 yang harus dibayar 

Rp 

51.356.250,- 


Atas Impor barang tersebut PT Wine Utama Nyaman seharusnya melakukan jurnal sbb 


Uraian 

Debet 

Kredit 


Persediaan/Pembelian 

3.114.375.000,- | D 



Uang Muka PPh Pasal 22 

205.425.000,- T 



PPN Masukan 

51.356.250,- j 



Kas 


2.003.156.250,- 

2 > 

Hutang Usaha 



— 


Catatan : 

1) Perhitungan Persediaan : 

Harga Barang (Harga Cl F) USD 150.000,- 

Harga Barang dasar pencatatan 150.000 x Rp 9.120,- Rp 1.368.000.000,- 

Bea Masuk.Rp 136.950.000,- 

Cukai.Rp 547.800.000,- 

PPn BM . . . . ,. Rp 1.027.125.000.- 

Total Harga Pembelian.Rp 3.079.875.000,- 

Blaya pengangkutan dari pelabuhan ke iokasi. Rp 34.500.000,- 

Total Persediaan/Pembelian.Rp 3.114.375.000,- 

2) Perhitungan Pembayaran Kas 

PPh Pasal 22.Rp 205.425.000,- 

PPN Masukan.Rp 51.356.250,- 

Bea Masuk.Rp 136.950.000,- 

Cukai.Rp 547.800.000,- 

PPn BM.Rp 1.027.125.000,- 

Biaya pengangkutan dari pelabuhan ke lokasi Rp 34.500.000,- 

Total Pengeluaran Kas Rp 2.003.156.250,- 


JIKA PEMBELIAN BARANG/J ASA KENA PAJAK YANG PAJAK MASUK- 
KANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN. 

PT Garuda Nusantara tanggal 1 September membeli Sedan untuk keperluan direksi seharga 
Rp400.000.000,- ditambah PPN sebesar 10%, maka jurnal yang harus dibuat jika PPN dapat dikreditkan, 


adalah : 



Uraian 

Debet 

Kredit 

Aktiva Tetap (Kendaraan) 

400.000.000,- 


PPN Masukan 

40.000.000,- 


Kas / Piutang 

440.000.000,- 


Sehingga dasar penyusutan aktiva tetap adalah Rp 400.000.000,- 

Sesual dengan peraturan yang berlaku bahwa PPN Masukan at2s pembelian sedan tidak dapat 
dikreditkan, maka PT Garuda Nusantara harus membuat jurnal sbb : 
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PENCATATAN SECARA KESELURUHAN DENGAN ADANYA PAJAK MASUKAN 
DAN PAJAK KELUARAN, 


1. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan sehingga ada pembayaran ke Kas 
Negara 

PT Graha Seruni tanggal 1 April membeli barang kredit seharga Rp 43.000.000,- ditambah PPN 
sebesar 10%, dan barang tersebut pada tanggal 20 April dijual dengan kredit Rp54.500.000,- 
sehingga atas transaksi ini PT Graha Seruni seharusnya membuat pencatatan sebagal berikut: 

Jurnal tanggal 1 April pada saat pembelian barang 

Uraian i Debet Kredit 

Pembeijan_j_ 4 3.000. 000,- j_ 

PPN Masukan 1 4.300.000,- 1_ 

Hutang Usaha i I 47.300.000,- 


Jurnal pada tanggal 20 April pada saat penjualan barang 

Uraian Debet 

Piutang_._59.950.00 0,- j 

PPN K elua ran_j_i 

r»_ i _l_ 


Kredit 


5.450.000,- 

c a rnn nnn 


Jurnal pada tanggal 30 April untuk mengetahui adanya hutang atau piutang PPN 

Uraian j Debet Kredit j 

PPN Keluaran 5.450.000 ,- j_j 

PPN Masukan [ __ 4.300.000,- | 

Hutang PPN ' 1.150.000,- ! 


Jurnal pada saat menyetorkan PPN terhutang ke Kas Negara (paling lambat akhir bulan berikutnya): 

Uraian ! Debet Kredit 

HutangPPN_ __LISO.OOO^^_ 

Kas/Bank i ! 1.150.000,- 


2. Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran sehingga ada kelebihan 
pembayaran PPN. 

PT Debia Sarana tanggal 6 Juli membeli mesin secara kredit seharga Rp 356.450.000,- belum 
termasuk PPN sebesar 10%, dan pada tanggal 22 Juli menjual barang dengan kredit sebesar 
Rpl34.600.000,- sehingga atas transaksi ini PT Debia Sarana seharusnya membuat pencatatan 
sebagai berikut: 


Jurnal tanggal 6 Juli pada saat pembelian barang 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Mesin 

356.450.000,- 

_ 

PPN Masukan 

35.645.000,- 


Hutana Usaha 


392.095.000,- 
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Jurnal pada tanggal 22 Juli pada saat penjualan barang 


Uraian 

Debet 

Kredit 

i Piutanq 

148.060.000,- 


PPN Keluaran 


13.460.000,- j 

Penjualan 


134.600.000,- j 


Jurnal pada tanggal 30 Juli untuk mengetahui adanya hutang atau piutang PPN 


Uraian 

Debet 

Kredit 

j PPN Keluaran 

13.460.000,- 

l Piutanq PPN 

22.185.000,- 


PPN Masukan 


35.645.000,- i 


Jika Pajak Masukan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan. 

a. PKP yang menyerahkan JKP. 

FA Rendi, Farhan dan Rekan adalah konsultan manajemen yang memilih untuk menghitung 
pajak masukan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Dalam bulan Juni 
2011 FA Rendi mempunyai peredaran usaha sebesar Rp80.000.000,- . Atas transaksi 
tersebut FA Rendi, Farhan dan Rekan seharusnya membuat jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas atau Piutang 

88.000.000,- 


PPN Keluaran 


8.000.000,- 

Penjualan 


80.000.000,- 


Atas pemungutan PPN tersetut FA Rendi, Farhan dan Rekan berkewajiban untuk 
menyetorkan PPN ke Kas Negara sebesar Rp 3.200.000,- (Rp 8.000.000,- - (60% x Rp 
8.000.000,-) Sehinaaa lurnal vana harus dilakukannya, adalah : 


Uraian 

Debet Kredit 

Hutang PPN 

3.2O0.000,- 1 

Kas/Bank 

3.200.000,- 


b. PKP yang menyerahkan BKP. 

CV Mainan Indah adalah produsen mainan anak-anak, memilih untuk menghitung pajak 
masukan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. 

Selama bulan Maret menjual mainan sebesar Rp 100.000.000,- ian membeli bahan untuk 
membuat mainan sebesar Rp 40.000.000,- (belum termasuk PPN). Atas transaksi tersebut 
CV Mainan Indah seharusnya membuat jurnal sebagai berikut : 


Pada waktu membeli bahan 


Uraian 

Debet 

Kredit 

t- ... _ i 

j Pembelian/Persediaan 

40.000.000,- 

! i 

; PPN Masukan 

4.000.000,- 

i 

Kas/Hutang Usaha 

22.000.000,- j 


ii. Pada waktu menjual mainan anak-anak 


Uraian 

Debet 

Kredit 

i Kas/Piutang Usaha 

uo.ooo.ooo,- i 

j 

PPN Keluaran 


10.000.000,- i 

Penjualan 


100.000.000,- j 
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j u. Pada waktu menyetorkan PPN ke Kas Negara 


Uraian 

J 

Debet 

Kredit 

i Hutan PPN 


3.000.000, 

-1 

Kas/Bank 



3.000.000,- ! 


Catatan : 

Walaupun PPN Masukannya yang diterima sebesar Rp 4.000.000,- tetapi karena CV Mainan 
Indah menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, maka PPN yang 
dapat dikreditkan sebesar 70% x Rp 10.000.000,- = Rp 7.000.000,- 

Tetapi PPN Masukan sebesar Rp 4.000.000,- yang tidak dikreditkan ada K dapat dibiayakan, 
ini sesuai dengan PMK No.74/PMK.03/2010 yang mengatakan bahwa 'PKP yang 
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan menurut ketentuan 
yang diatur dalam PMK ini tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP 
sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan" 

Catatan penyusun. 

Tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pedoman penghitungan pengkreditan Pajak 
Masukan adalah untuk membantu mempermudah PKP yang tergolong kedi dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. Tetapi aturan ini menurut penyusun sangatlah tidak tepat. Mengapa 
tidak tepat, dibawah ini penyusun akan memberikan gambaran transaksi sebagai berikut: 
Misalkan Fa. Adi dan rekan sebuah perusahaan konsultan yang memilih menggunakan pedoman 
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, dalam bulan Juni menjual jasa konsultan 
manajemen ke PT Budiman Perkasa sebesar Rp 50.000.000,- belum termasuk PPN. Atas 
transaksi ini jurnal yang seharusnya dibuat oleh kedua belah pihak adalah : 

a. Jurnal Fa. Adi dan rekan 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Piutang 

50.000.000,- i 


PPN Keluaran 


5.000.000,- 

Penjualan 


50.000.000,- 

Jurnai PT. Budiman Perkasa 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Konsultan 

50.000.000,- i 


PPN Masukan 

5.000.000,: j 



Kas/Hutanq Usaha 55.000.000,- j 


Misalkan dalam hal ini Fa Adi dan Rekan dalam bulan Juni hanya mempunyai PPN Masukan 
sebesar Rp 1.000.000,- Jika menggunakan mekanisme PK - PM maka PPN yang harus disetorkan 
ke Kas Negara seberar Rp 4.000.000,- 

Karena Fa. Adi dan rekan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM, maka PPN 
yang disetor hanya sebesar Rp 2.000.000,- (Rp 5.000.000,- - (60% x Rp 5.000.000,-). 

Dari penghitungan diatas, dengan skema dibawah ini penyusun akan bertanya 


Pajak Keluaran (menerima Kas) 

Rp 

5.000.000,- 

Pajak Masukan (mengeluarkan Kas) 

Rl 

1.000.000,- 

Saldo kas diterima 

Rp 

4.000.000,- 

Disetorkan ke Kas Negara 

R£L_ 

2.000.000,- 

Saldo Kas yang tersisa 

Rp 

2.000.000,- 


Maka PPN sebesar Rp 2.000.000,- bagi Wajib Pajak statusnya apakah sebagai keuntungan yang 
harus dikenakan PPh atau merupakan subsidi pajak yang diterima oleh Wajib Pajak dan tidak 
dikenakan PPh. 
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JIKA PENJUALAN BARANG/J ASA KENA PAJAK MEMAKAI UANG MUKA DAN 
PENGIRIMAN BARANG KEMUDIAN . 


CV Delta Piranti Keras mendapatkan kontrak Rp 200 jt untuk pengadaan komputer oleh PT Jelajah 
Nusantara. Tgl 5 Juni Delta Piranti Keras menerima uang muka sebesar Rp 40.000.000,- dan pada 
tanggal 4 Juli menyerahkan barang sebesar Rp 200 juta, dan tanggal 4 September menerima uang 
sebesar pelunasannya. Dari transaksi tersebut seharusnya pencatatan yang seharusnya dilakukan baik 
oleh CV Delta Piranti Keras atau PT Jelajah Nusantara adalah sebagai berikut: 


1. Jurnal yang dilakukan oleh CV Delta Piranti Keras. 

Jurnal CV Delta Piranti Keras pada tanggal 5 Juni pada saat menerima uang muka 


Uraian 

Debet 

Kredit 

! Kas/Bank 

44.000.000,- j 


PPN Keluaran (Hutang PPN) 


4.000.000,- 

Uana Muka Penlualan 

t i 

40.000.000.- 

Jurnal CV Delta Piranti Keras pada tanggal 4 Juli pada saat menyerahkan barang 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

176.000.000,- ! 


Uang Muka Penjualan 

40.000.000,- i 


Penjualan 


200.000.000,- 

PPN Keluaran fHutana PPN1 


16.000.000,- 


Catatan tentang besarnya faktur pajak 
Penyerahan barang sebesar Rp 200.000.000,- 

Uang muka yang diterima Rp 40.000.000,- 

DPP PPN Rp 160.000.000,- 

PPN yang ditagih Rp 16.000.000,- 

Jurnal CV Delta Piranti Keras pada tanggal 21 Juli pada saat menyetorkan PPN kepada Kas Negara, 
atas pembuatan Faktur Pajak tanggal S Juni 

Uraian Debet Kredit 

~PPN Keluaran (Hutang PPN) 1 4'o6o.6oQ,'- [ 

Kas/Bank | T 4.0C0.000,- 

Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh CV Delta Piranti Keras pada tanggal 31 Agustus pada 
saat menyetorkan PPN kepada Kas Negara, atas pembuatan Faktur Pajak tanggal 4 Juli 

Uraian Debet j Kredit 

PPN Keluaran (HutangPPN)~1 16.000.000, 

Kas/Bank i ; 16.000.000.- 


Jurnal CV Delta Piranti Keras pada tanggal 4 September pada saat penerima pembayaran 
pelunasan 

Uraian Debet Kredit 

Kas/Bank .~]~ 176^00J30q-T 

Piutang Usaha 176.000.000,- 


2. Jurnal yang dilakukan oleh PT Jelajah Nusantara. 

Jurnal pada tanggal 5 Juni pada saat membayar uang muka 
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Uraian 

Uang Muka Pembelian 
PPN Masuk an 

Kas/Ba nk_ 


Uraian 

1 

1 

Debet 

Kredit 

Pembelian barang 

l 

200.000.000,- 


PPN Masukan 

i 

i6.ooo.ooo7! 


Uang Muka Pembelian 

. .— ' \ 


40.000.000,- 

Hutang Usaha 

j 


176.000.000,- 

Uraian 

; 

Debet 

Kredit 

Hutang Usaha 


176.000.000,- 


Kas/Bank 

i 

i 176.000.000,- 


JIKA PENJUALAN BKP MENGGUNAKAN METODE KONSINYASI. 

Sering produsen menjual barang secara titipan (terutama barang konsumsi) kepada pedagang 
penyalur (supermarket dsbnya), yang disebut dengan basis konsinyasi. Pengirim barang {consignor) 
tetap mengakui sebagai barang dalam persediaan sebelum dijual oleh pedagang penyalur 
{consignee). Barang konsinyasi selayaknya dilaporkan sebesar harga pokoknya dan biaya penanganan 
serta biaya pengangkutan yang terjadi dalam pengiriman barang kepada consignee. (Akuntansi 
Intermediate , Jay M Smith, K Fred Skousen). 

Karena hak milik dari barang dagangan dikuasai oleh consignor, tetapi fisiknya dikuasai oleh 
consignee, maka ha A us dibuat pencatatan-pencatatan akuntansi khusus untuk tujuan pengendalian 
(pengawasan). Didalam transaksi ini tidak ada pendapatan yang harus diakui bagi consignor sebel u m 
dilakukan penjualan oleh consignee. 

Untuk memberikan ilustrasi pencatatan mengenai ayat-ayat jurnal dalam transaksi penjualan secara 
konsinyasi adalah sebagai berikut : 

PT Miekoe Enak Sekali mengirimkan mie kepada PT Supermarket Terkenal Murah dengan sistem 
konsinyasi seharga Rp 50.000.000,- biaya pengiriman Rp 500 000,- dibayar oleh PT Miekoe Enak 
Sekali. Penghitungan akhir bulan dari PT Supermarket Terkenal Murah, bahwa mienya telah terjual 
sebesar Rp 40.000.000,- atas penjualan ini PT Supermarket Terkenal Murah akan mendapatkan komisi 
penjualan sebesar 20%. Atas transaksi tersebut akan dibuat catatan sebagai berikut: 

1. Transaksi pada saat pengiriman barang 

a. Jurnal yang dilakukan PT Miekoe Enak Sekali sesuai dengan akuntansi, adalah 
Uraian Debet 

Persediaan dalam konsinyasi _i_50.000 OOO^-J^ 

Persediaan barang^jadj_}_j__ 50.000.000,- j 


Dan jumal saat membayar biaya pengiriman sesuai dengan akuntansi, adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban pengiriman barang 

500.000^ 


Kas/Bank 


500.000,- 


b. Jurnal yang dilakukan PT Supermarket Terkenal Murah tidak ada, hanya catatan pre memori 
sebagai pengawasan saja. 


Kredit 


Debet 

40.000,000,- 

4.000.000,- 


Kredit 


44.000.000, 
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Sesuai dengan Pasal IA UU PPN bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah 

.penyerahan BKP secara konsinyasi". Maka transaksi penyerahan sudah terutang PPN, 

walaupun secara akuntansi belum terjadi penjualan, sehingga atas transaksi tersebut diatas, baik 
oleh PT Miekoe Enak Sekali atau PT Supermarket Terkenal Murah seharusnya membuat jurnal 
sebagal berikut: 

a. Jurnal yang dilakukan PT Miekoe Enak Sekali, adalah 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Persediaan dalam konsinyasi 

so.ooo.ooo,-; 


Piutang Usaha 

5.000.000,- i 

i 

Persediaan barang jadi 


50.000.000,- i 

PPN Keluaran 


5.000.0C0,- i 


b. Sedang jurnal yang dilakukan Supermarket Terkenal Murah, adalah 


Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Masukan 

5.000.000,- i 

Hutang Usaha 

_ 

T 

_i 

5.000.000,- 


2. Transaksi pada saat penjualan barang 

a. Jurnal yang dilakukan PT Miekoe Enak Sekali sesuai dengan akuntansi, tidak ada pencatatan 
selama belum menerima pelaporan dari PT Supermarket Terkenal Murah. 

b. Jurnal yang dilakukan PT Supermarket Terkenal Murah pada waktu melakukan penjualan 
terhadap barang PT Miekoe Enak Sekali (misalkan sebesar Rp 10.000.000,- adalah : 

Uraian | Debet j Kredit 

K as/Plutong' j i oiooao66T~j 

Penjualan _ _ [ j _lO. OOO.OO O,- 

__HutanaPPN_ „Z...Z.Z .i . Z 1.000. 000,- 

JIKA PENJUALAN BKP MENGGUNAKAN ANGSURAN ATAU CICILAN. 

Di zaman sekarang menjual barang dengan menggunakan angsuran atau cicitan bukanlah hal yang 
aneh bahkan dianggap hal yang biasa. Perlakuan PPN nya sebenarnya hal yang biasa, tergantung 
kapan saat penyerahaan dilakukan. Agar lebih jelas dibawah ini akan dibuatkan contoh transaksi atas 
penjualan dengan cicilan. 

PT Abadi Motor adalah dealer sepeda motor dimana penjualannya menggunakan angsuran. Pada 
bulan Agustus menjual sebuah sepeda motor kepada Hendrawan pada tanggal 8 Juni dengan 
angsuran sebesar Rp 15.500.000,- dimana uang muka Pp 500.000,- sisanya diangsur sebanyak 24 
bulan atau Rp 625.000,- Barang akan diserahkan sebulan kemudian bersamaan dengan angsuran 
pertama. 

Atas kejadian tersebut PT Abadi Motor akan membuat pencatatan sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 8 Juni pada saat menerima uang muka 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

550.000,- i 


Uang Muka Penjualan 


500.000,- i 

PPN Keluaran 


50.000,-1 

Pada saat menyerahkan barang dan menerima angsuran pertama 

Uraian 

Debet 

Kredit 
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Piutang Usaha 

0'3.UU'J,- i 

15.875.000,- ! 

— 

Uang Muka Penjualan 

500.000,- j 


Penjualan 


15.500.000,- 

PPN Keluaran 


1.500.000.- 

Pada saat menerima angsuran kedua dan seterusnya 

Uraian 

Debet 

Kredit 

• Kas/Bank 

625.000,- | 


Piutang Usaha 

j 

625.000,- 


PPN ANTAR CABANG JIKA TIDAK MENDAPATKAN PEMUSATAN PPN. 

Sering terjadi sebuah perusahaan mempunyai banyak cabang, sesuai dengan Pasal IA UU PPN 
dikatakan bahwa yang dikenakan PPN adalah penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya 
dan/atau penyerahan BKP antar cabang kecuali bahwa PKP tersebut telah melakukan pemusatan 
tempat pajak terutang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dibuatkan contoh kas-s sebagai berikut: 

PT Sinar Logam di Jakarta mempunyai cabang di Malang, didalam melakukan transaksi PT Sinar 
Logam menggunakan metode perpectual dan transaksi antar cabang menggunakan metode harga 
pokok penjualan jntuk persediaan barang dagangan dan harga perolehan untuk aktiva. Semua 
barang yang dijual atau dikirim ke cabang adalah BKP dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan. 

Sedang transaksi yang terjadi dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Kantor Pusat PT Sinar Logam mengirim barang ke cabang di Malang pada tanggal 8 Mei sebesar 
Rp 200.000.000,- (harga pokok penjualan). 

2. Kantor Pusat PT Sinar Logam tanggal 14 Mei menjual barang secara kredit sebesar 
Rpl65.000.000,- (sudah termasuk keuntungan 10% dari HPP) belum termasuk PPN. 

3. PT Sinar Logam cabang Malang tanggal 19 Mei menjual barang tunai Rp 110.000.000,- sudah 
termasuk laba 10% dari HPP, tetapi belum termasuk PPN. 

Atas transaksi tersebut maka seharusnya dibuat jurnal sebagai berikut : 

1. a. Jurnal pada tanagal 8 Mei yang harus dibuat PT Sinar Logam Jakarta adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

R/K Cabang di Malang_ 

Persediaan 

220.000.000,- 

! ~ j 

200.000.000,- 

PPN Keluaran 

20.000.000,- 


b. Jurnal pada tanggal 8 Mei yang harus dibuat PT Sinar Logam cabang Malang adalah 


Uraian 

Debet Kredit 

Persediaan 

200.000.000,- ; 

PPN Keluaran 

20.000.000,- 

R/K Pahann rii Malana 

Jurnal oada tanggal 14 Mei yang harus dibu 

Uraian 

220.000.000,- 

at PT Sinar Logam Jakarta adalah : 

Debet Kredit 

Piutang Usaha 

181.500.000,- 

Penjualan 

165.000.000,- 

PPN Keluaran 

16.500.000,- 
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Uraian 

Debet j Kredit 

Harga Pokok Penjualan 

! 150.000.000,- | 

Persediaan 

150.000.000,- 


b. Jurnal pada tanggal 14 yang harus dibuat PT Sinar Logam cabang Malang tidak ada 

3. a. Jurnal pada tanggal 19 Mei yang harus dibuat PT Sinar Logam cabang Malang sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas 

121.000.000,- j 


Penjualan 

| 

11U.000.000,- 

PPN Keluaran 


10.000.000,- 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Harga Pokok Penjualan 
Persediaan 

100 . 000 . 000 ,- T 

180.000.000,- 


b. Jurnal pada tanggal 14 yang harus dibuat PT Sinar Logam Jakarta tidak ada. 
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PENGERTIAN 

Pengertian persediaan menurut SAK No.14 adalah aset yang : 

1. Tersedia untuk dijual dalam usaha biasa. 

2. Tersedia dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. 

3. Dalam bentuk bahan atau periengkapan (supp/fes) yang digunakan dalam produksi atau 
pemberian jasa. 

Dari ketentuan tersebut ada beberapa poin penting dengan definis persediaan tersebut dlatas 1 , yaitu : 

1. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Ini berarti 
aset yang dikelompokkan sebagai persediaan yang memang untuk dijual atau digunakan dalam 
proses produksi atau pemberian jasa 

2. Perlengkapan yang dlmaksukkan sebagai persediaan adalah periengkapan yang digunakan dalam 
proses produksi, sehingga perlengkapan kantor (seperti alat tulis kantor) dengan tujuan untuk 
digunakan dalam kegiatan administrasi kantor dan bukan untuk dijual, bukanlah bagian dari 
persediaan. 

3. Perlengkapan tersebut juga harus merupakan periengkapan yang digunakan secara reguler 
dalam proses produksi dan bukan periengkapan yang nanya bisa digunakan bersamaan dengan 
aset tetap. 

Secara umum yang termasuk pengertian persediaan meliputi: 

1. Persediaan barang dagangan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalkan barang 
dagangan yang dibeli oleh perusahaan dagang, yang tidak perlu melalui proses lebih lanjut 
hanya disimpan untuk dijual kembali. 

2. Persediaan dalam perusahaan industri (manufacture) berbeda dengan perusahaan 
dagang. Jika perusahaan dagang hanya mengenal istilah persediaan barang dagangan, kalau 
dalam perusahaan industri dikenal ada beberapa persediaan, antara lain : 

a. Persediaan bahan baku {rawmaterials). 

Bahan baku adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam proses produksi. 
Bahan baku ada yang sebagian diambil dari sumbernya (misalkan Industri lantai keramik, 
bahan baku tanah diambil dari alam), tetapi ada yang dibeli dari industri lain yang 


1 Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, Hans Kartikahadi dkk 
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merupakan bahan jadi (misalkan pabrik pakaian bahan bakunya dari tekstil yang 
merupakan barang jadi dari industri tekstil). 

b. Persediaan barang dalam proses {workinprocess). 

Barang daiam proses terdiri dari bahan-bahan yang telah diproses, namun masih 
membutuhkan pengerjaan lain (atau barang yang belum selesai dikerjakan). Persediaan ini 
terdiri dari 3 (tiga) komponen biaya : 

i. Bahan baku langsung, yaitu biaya bahan baku yang secara langsung dapat 
diidentifikasi dalam barang yang diproduksi. 

ii. Tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat 
diidentifikasikan dengan barang yang diproduksi. 

iii. Overhead pabrik, yaitu bagian dari overhead pabrik yang dibebankan atas barang yang 
diproduksi. 

c. Persediaan barang jadi {finishedgoods). 

Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan menunggu untuk dijual. 

3. Bagi perusahaan jasa persediaan meliputi biaya jasa dimana pendapatan yang bersangkutan 
belum diakui perusahaan. 

DWalam peraturan perpajakan tidak pernah mendefinisikan secara khusus apa yang dimaksud dengan 
persediaan, sehingga untuk kepentingan pajak berlaku pengertian akuntansi. 


SAAT PENGAKUAN PERSEDIAAN 

Saat pengakuan persediaan ditentukan oleh kapan hak kepemilikan atas persediaan berpindah, 
sedarig kapan hak atas kepemilikan persediaan berpindah dapat dilihat dari syarat-syarat penyerahan 
barang itu sendiri, antara lain : 

1. Free o n Board( FOB) Shlpplng Point 

Dalam sistem ini hak atas seluruh muatan beralih ke pembeli pada saat pengiriman barang. 

Dengan demikian barang menjadi hak pembeli barang walaupun pembeli belum menerima 

barang. 

2. Free o n Board (FOB) Destination 

Adalah istilah dalam dunia perdagangan, ada 2 istilah untuk FOB Destination, yaitu 2 : 

a. FOB Destination Freight Collect, dalam istilah ini penjual bertanggung jawab untuk 
mengirimkan barang ke tempat tujuan yang ditetapkan dan kepemiikan barang tetap 
berada pada penjual, tetapi pembeli bertanggung jawab atas biaya-biaya pengangkutan 
setelah pengiriman barang, sedang penjual bertanggung jawab atas asuransi kerugian 
dalam perjalanan. Dengan demikian harga barang sudah termasuk asuransi pengangkutan. 

b. FOB Destination Freight Prepaid, yang berarti penetapan harga barang sudah termasuk 
biaya pengangkutan sampai dengan tempat tujuan yang ditetapkan. Kepemilikan barang 
tetap berada di tangan penjual selama pengiriman berlangsung. Sedang biaya asuransi 
pengangkutan dibebankan kepada pembeli 


2 Tumpal „Rumapea, "KAMUS LENGKAP PERDAGANGAN INTERNATIONAL" 
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PENGUKURAN/PENILAIAN PERSEDIAAN 

MENURUT AKUNTANSI 

Menurut IAS 2 dan PSAK 14 mengatakan persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai 
realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost andnet realizable value). 

Nilai Persediaan pada awal perolehannya diakui sebesar harga perolehannya yaitu penjumlahan 
seluruh biaya yang terjadi yang diperlukan untuk membawa persediaan dalam kondisi dan ke lokasi 
siap untuk dijual atau digunakan. 

Dalam menghitung nilai perolehan persediaan, adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan 
persediaan sampai di gudang perusahaan. Biaya persediaan terdiri dari seluruh pengeluaran baik yang 
langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan pembelian, persiapan dan penempatan 
persediaan untuk dijual. Dalam kasus bahan baku atau barang diperoleh untuk dijual kembali biaya 
termasuk harga perolehan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan seluruh biaya yang terjadi 
sampai barang siap untuk dijual. 

Biaya Persediaan harus meliputi semua : 

1. Biaya pembelian, meliputi : 

a. Harga beli barang 

b. Bea Impor dan pungutan lain yang dilakukan otoritas bea cukai (seperti Bea Masuk, Cukai, 
dsbnya). 

c. Pajak Lainnya (kecuali bisa ditagihkan kepada otoritas pajak). 

d. Biaya angkut 

e. Biaya penanganan 

f. Biaya lain yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang atau jasa. 

g. Diskon dagang, rabat dan hal lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya 
pembelian. 

2. Biaya konversi 

Biaya konversi (biasanya terjadi di perusahaan manufaktur) di mana bahan baku dan 
perlengkapan lainnya dibeli dan kemudian meialui proses produksi dikonversi menjadi barang 
jadi untuk dijual. Jadi biaya konversi dalah biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang 
diproduksi, yaitu : 

a. Biaya langsung terkait produksi (misalkan tenaga kerja). 

b. Alokasi sistematis biaya overhead tetap dan variabel (misalkan overhead produksi tetap dan 
overhead produksi variabel). 

3. Biaya lain-lain yang timbul sampai persediaan berida dalam kondisi dan lokasi saat ini. 

Hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan 
berada dalam kondisi dan lokasi saat itu yang siap untuk dijual atau dipakai (misaikan biaya 
overhead non produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus). 

MENURUT PERPAJAKAN 

Peraturan perpajakan tidak mengatur khusus tentang r.ilai perolehan persediaan, sehingga pada 
dasarnya nilai persediaan mengacu pada akuntansi. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam menghitung nilai persediaan, yaitu dalam menghitung nilai perolehan persediaan harus diingat 
ketentuan yang ada di Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh tentang beban atau pengeluaran yang boleh dan 
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j Piutang Usaha 

44.000.000,- i 


Invoice belum diterbitkan 


44.000.000,- 


Untuk mengetahui nilai persediaan dengan sistem ini dilakukan dengan cara menghitung phisik 
atas persediaan barang pada setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan penghitungan phisik 
ini, akan dipergunakan untuk menghitung Harga Pokok Penjualan selama periode akuntansi yang 
bersangkutan. Sedang penghitungan saldo akhir persediaan barang dilakukan dengan cara 
mengalikan data phisik persediaan dengan harga per unit barang sesuai dengan metode 
pencatatan arus biaya yang dipergunakan (bisa FIFO atau Average). 

Sistem Persediaan Perpetual 

Dalam metode perpetual catatan persediaan selalu dimutakhirkan setiap kali terjadi tranksaksi 
yang melibatkan persediaan, sehingga perusahaan selalu mengetahui kuantitas dan nilai 
persediaannya sedap saat. Sehingga setiap mutasi persediaan dibuat catatan akuntansinya, 
dengan demikian perusahaan akan membuat akun Persediaan Barang secara aktif. Dalam sistem 
Ini baik harga maupun jumlah barang yang keluar atau masuk akan selalu dicatat. Dengan 
demikian nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari catatan akuntansinya. Maka sistem 
pencatatan dalam pembelian atau penjualan barang, dapat dilihat dalam transaksi dibawah ini: 

a. Saat pembelian barang. 

i. Transaksi jika PPN dapat dikreditkan. 

Pada tanggal 12 Februari PT RIM membeli bahan baku yang akan diolah menjadi 
barang produksinya sebesar Rp 120.000.000,- harga belum termasuk PPN. Atas 
transaksi Ini PT PJM seharusnya membuat jurnal sebagai berikut: 

URAIAN j DEBET KREDIT 

Persediaan Bahan Baku _T_120.0 00.000,- I 

PPN Masuka n_ _ __ j__J^.OOO.OOOjJ _ J 

_Kas/ Hutang U saha " "j"__132.000.000”- j 

ii. Transaksi jika PPN tidak dapat dikreditkan. 

Pada tanggal 14 Juli PT APM membeli bahan pembantu untuk proses produksinya 
senilai Rp 15.000.000,- harga belum termasuk PPN, tetapi faktur pajaknya berupa 
faktur pajak yang pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. Maka PT APM seharusnya membuat Jurnal sebagal berikut: 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Pembelian 

16.500.000, 

• j 

Kas/Hutang Usaha 

. _L 

16.500.000,- 

Saat penjualan barang. 



URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Kas/Piutang Usaha 

xxx.xxx.xxx 


Penjualan 


xxx.xxx.xxx 


Harga Pokok Penjualan 

xxx.xxx.xxx 


Persediaan 


xxx.xxx.xxx 
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METODE PENCATATAN MENURUT PERPAJAKAN 


Sistem pencatatan persediaan menurut perpajakan tidak diatur di dalam Undang-undang ataupun di 
dalam peraturan dibawahinya. Pengaturan tersebut tidak menunjukkan baik dari sudut mana yang 
boleh atau mana yang tidak diperbolehkan. 

Dengan demikian Wajib Pajak dapat menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan 
menggunakan periodik atau sistem perpektual tergantung kemampuan dan kebutuhan Wajib Pajak itu 
sendiri selama dilakukan secara konsisten. 


METODE PENILAIAN PERSEDIAAN 

NILAI PERSEDIAAN MENURUT AKUNTANSI 

Paragraf 20 SAK No.14 dikatakan bahwa persediaan harus dihitung dengan menggunakan rumus 
biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP/LIFO), rata-rata tertimbang {wekjhted average cost 
method) atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau UFO) 

1. FIFO (First In First Out) 

Sesuai dengan istilahnya First In, First Out, maka barang yang masuk pertama akan dikeluarkan 
lebih dahulu. Apabila ada transaksi penjualan barang dagangan, maka yang akan dikeluarkan 
dari gudang adalah barang yang pertama kali dibeli (masuk gudang), setelah barang yang 
pertama kali dibeli tersebut habis dikeluarkan, barulah akan dikeluarkan barang yang dibeli 
kedua dan seterusnya. Uraian Ini hanya untuk memperjelas konsep penerapan metode FIFO, 
karena dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak mungkin diterapkannya. 

Asumsi untuk arus masuk dan keluar barang di atas hanya daDat diterapkan apabila didasarkan 
pada arus nilai uangnya (arus biaya), tidak berdasarkan arus phlsik sebenarnya. Dengan 
demikian harga barang yang dibeli pertama kali akan dipergunakan untuk memberi nilai terhadap 
barang yang dikeluarkan dari gudang. Pemakaian harga barang yang dibeli pertama tersebut 
untuk memberi harga unit barang yang dijual hanya sampai sejumlah unit barang yang dibeli 
pertama kali. 


Untuk memperjelas aplikasi metode FIFO, maka dibawah ini akan diberi contoh transaksinya. 


D 




Nilai 

Tambah 

Kurang 

Saldo 

Transaksi 

mnm 

Saldo Awai 

— 

— 

50 

2.000,- 

100.000,- 

mm 

Pembelian 

400 

— 

450 

■E5E31 

flVTTirrrnn 

msm 

Penjualan 

— 

300 

150 




Pembelian 

200 

— 

350 



8/7 

Retur penjualan eks 
tql 6/7 

— 

(150) 

500 

2.400,- 

360.000,- 


Pembelian 

300 

— 

800 

B f!*|*'*H 



Penjualan 

— 

700 

100 


UETiTiTUH 

19/7 

Pembelian 

200 

— 

300 

■f wmia 


25/7 

Retur pembelian eks 
tql 14/7 

(200) 

... 

100 

5.000,- 

1.000.000,- 

wzm 

Penjualan 

— 

10 

90 

8.000,- 


WffiM 

I 1111 III.1 — 


20 

70 

BBB 

l'' 1 

mm 

Pembelian 

100 

— 

170 


«hi'.'.'n 

mm 

Pembelian 

100 

— 

270 

■E2IZ39 

MiIRIOn 

Eia 

Penjualan 

... 

1 

150 

120 

10.000,- 

EESESn 
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Dengan menggunakan metode FIFO, maka nilai persediaan barang sebanyak 120 unit pada akhir 
bulan Juli akan dihitung sebagai berikut: 

Dengan harga pembelian tgl 30/7 100 unit @ 7.000,- 700.000,- 

Dengan harga pembelian tgl 28/7 20 unit @ 9.000,- 180.000,- 

Nilal Persediaan barang per 31/7 120 unit 880.000,- 

Harga yang dipergunakan untuk menilai persediaan adalah harga pembelian-pembelian yang 

terakhir, hal ini sesuai dengan asumsi metode FIFO yaitu bahwa barang yang pertamalah yang 

akan dikeluarkan dari gudang. 

UFO (Last In First Out) 

Metode UFO merupakan kebalikan dari metode FIFO, dengan demikian persediaan akhir dinilai 
dengan harga pembelian yang terakhir dan berikutnya dengan harga barang yang dibeli terakhir 
dan seterusnya. 

Dengan menggunakan contoh transaksi pada FIFO tersebut diatas, maka nilai persediaan barang 
120 unit pada akhir bulan Juli akan dhitung sebagai berikut: 

Dengan harga pembelian tgl 30/7 50 unit @ 2.000,- 100.000,- 

Dengan harga pembelian tgl 28/7 70 unit @ 2.100,- 147.000,- 

Nilal Persediaan barang per 31 /7 120 unit 247.000,- 

Catatan Standar Akuntansi Keuangan edisi revisi terakhir tidak mengakui lagi metode UFO {last 
Inifirst out). 

Wefghted Average(Rata-rata tertimbang) 

Metode rata-rata didasarkan pada asumsi bahwa barang yang dijual harus dibebani dengan 
biaya rata -rata, dimana rata-rata itu dipengaruhi atau ditimbang menurut jumiah unit yang 
diperoleh pada masing - maslng harga. Setiap pembelian dan biaya rata - rata tertimbang per 
unit akan diterapkan pada setiap penjualan sampai dilakukan pembelian berikutnya. Metode 

harga rata-rata terdiri atas: 

a. Rata-rata sederhana {simple average) 

Harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unti: (tanpa 
mengalikan jumlah barang) dibagi dengan banyaknya h3rga. 


Contoh 

02 Maret 

Persediaan awal 200 unit @ Rp 15.000,- 

= Rp 

3.000.000,- 

10 Maret 

Pembeliaan 500 unit @ Rp 16.000,- 

= Rp 

8.000.000,- 

18 Maret 

Pembeliaan 200 unit @ Rp 17.000,- 

= Rp 

3.400.000,- 

24 Maret 

Pembeliaan 300 unit @ Rp 18.000,- 

= Rp 

5.400.000,- 


Jumlah persediaan per 31 Maret sebesar 1.200 unit 

Rata - rata nilai persediaan (Rp 15.000,- + Rp 16.000,- + Rp 17.000,- + Rp 18.000,-): 4 - 
Rp 16.500,- 

Maka nilai persediaan per 31 Maret = 1.200 x Rp 16.530,- = Rp 19.800.000,- 
b. Rata-rata Bergerak {moving average) 

Pembebanan ke Harga Pokok Penjualan dilakukan setiap terjadi pembelian. Metode ini 
digunakan pada sistem pencatatan yang menggunakan mstode perpetual. 

Identifikasi khusus, 

Metode identifikasi khusus lazimnya diaplikasikan untuk perdagangan atau produksi barang 
dagang yang khusus atau unik dan lazimnya bernilai tinggi (misalkan jam tangan, perhiasan dari 
berlian dan mas, barang-barang antik, karya seni dsbnya). 

Penilaian Persediaan Berdasarkan Nilai Realisasi Bersih {Net realizable value) 
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SAK No. 14 mengharuskan persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana 
yang lebih rendah {The bwer of cost and net realizable value). Apabila harga jual persediaan 
turun dibawah harga pokok (biaya pembelian) persediaan atau estimasi biaya yang diperlukan 
untuk melakukan penjualan meningkat sehingga hasil penjualan tidak dapat menutup harga 
pokok persediaan. Atas kejadian tersebut SAK No. 14 mengharuskan menurunkan nilai 
persediaan ke nilai realisasi bersih, metode ini sering disebut dengan Lower Cost or Market 
Method{LOCOW\). 


Untuk memudahkan pengertian dibawah ini akan penulis gambarkan sebagai berikut: 


Jenis 

barang 

Jumlah 
per unit 

Harga 
Pokok per 
Unit (Rp) 

Harga 
Pasar per 
Unit (Rp) 

Total Harga 
Pokok 

Total Harga 
Pasar 

— 

LOCOM 

A 

600 

15.000,- 

14.000,- 


8.400.000,- 

8.400.000,- 

B 

500 


18.000.- 

mwmm 

KTSTTSYftTSlB 


C 

300 

■BE0B 




BRMa 

D 

400 


8.000.-j 

WMOICWB 

WHiHEiOT 

«K.T.T.y.H 

1.800 

KIUAHAM 

KU.MU.!0B 

22.200.000,- 


Besar nilai persediaan 1.800 unit sebesar Rp 22.200.000,- 

Apablla metode nilai realisasi bersih diterapkan pada sistem pencatatan perpetual, maka pada 
akhir tahun dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui rugi penurunan nilai persediaan, sehingga 
jurnal yang seharusnya dibuat: 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Rugi Perubahan harga 

2.600.000,- *) 


Persediaan Barang 

2.600.000,- 


*) Rp 24.800.000,- - Rp 22.200.000,- = Rp 2.600.000,- 

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang metode LOCOM ini tidak diperbolehkan, sehingga 
selisih sebesar Rp 2.600.000,- yang harus dilakukan koreksi fiskal pada akhir tahun pajak. 

NILAI PERSEDIAAN MENURUT PERPAJAKAN 

Ketentuan tentang persediaan menurut peraturan perpajakan diatur di dalam Pasal 10 ayat (6) UU 
PPh yang berbunyi " Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai 
berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan 
persediaan yang diperoleh pertama." 

Didalam memori penjelasan UU PPh hanya diberikan keterangan "Pada umumnya terdapat 3 (tiga) 
golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, 
bahan baku dan bahan pembantu dan bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan 
harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh 
dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama 
{"first-in first-outatau disingkat FIFO"). 

Dengan demikian peraturan perpajakan mengatur secara tegas, bahwa penilaian persediaan hanya 
boleh digunakan dengan metode FIFO dan metode rata-rata {average). 

Penurunan nilai atau penghapusan persediaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan di pajak. 
Karena penurunan nilai atau penghapusan persediaan dalam ketentuan perpajakan hanya dibenarkan 
jika persediaan benar-benar tidak dapat dijual atau digunakan dalam kegiatan normal usaha, misalkan 
rusak, cacat atau usang yang dibuktikan minimal dengan berita acara penghapusan. 
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Halaman ini senggaja dikosongkan 
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PENGERTIAN PIUTANG 

Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut 

tagihan atau receivable. Piutang pada umumnya dapat digolongkan menjadi : 

1. Piutang Usaha (account receivable) yaitu piutang yang timbul dari transaksi usaha dan biasanya 
dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha didukung dengan bukti usaha 
seperti faktur atau bukti bahwa perusahaan telah menjual barang/jasa ke fihak yang berhutang 
(debitur). Piutang ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat biasanya antara 30 
hari sampai dengan 60 hari. Penyajian Piutang Usaha Ini dalam laporan keuangan digolongkan 
sebagal aset lancar. 

2. Wesel Tagih {notes receivable) adalah pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis 
yang formal. Wesel tagih sering kali digunakan untuk periode kredit lebih dari GO hari. Penyajian 
Wesel Tagih dalam laporan keuangan digolongkan sebagai aset lancar. 

Wesel tagih atau surat perjanjian piutang (promissory note) merupakan janji tertulis untuk 
membayar sejumlah uang (nilai nominal) pada saat diminta atau pada waktu yang telah 
ditentukan' 

3. Piutang Lainnya adalah piutang yang tidak dapat dikeiompokan dalam piutang usaha atau wesel 
tagih seperti piutang pemegang saham, piutang pajak dan sebagainya. Jika piutang lainnya 
diharapkan akan ditagih dalam waktu satu tahun, maka digolongkan sebagai aset lancar, jika 
lebih dari satu tahun digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan dibawah pos investasi. 


TIMBULNYA PIUTANG 

AKUNTANSI PIUTANG USAHA BIASA 

1. Timbulnya piutang dan akuntansinya 

Piutang dapat timbul karena menjual barang/jasa atau karena perusahaan memberi pinjaman ke 
perusahaan lain. Umumnya piutang dicatat pada saat timbulnya yaitu setelah perusahaan 
menyerahkan barang/jasa yang dijual. 

a. Penjualan barang/jasa 


1 Pengantar Akuntansi - Adaptasi Indonesia, James M Reeve, Cari S Warren dkk 


disusun Djaka Saranta S Edhy 183 



Jika perusahaan menjual jasa secara kredit, misalkan perusahaan pada tanggal 5 Januari 
2011 telah menjual jasa sebesar Rp 50.000.000,- Karena perusahaan sudah menyerahkan 
jasa, maka perusahaan dapat mengakui piutang dan pendapatan jasa dengan membuat 
jurnal sebagal berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang Usaha 

55.000.000,- j 


Penjualan Jasa 


50.000.000,- i 

PPN Keluaran 


5.000.000,- 


b. Pemberian Pinjaman 

Piutang juga dapat timbul karena perusahaan memberi pinjaman uang pada perusahaan 
lain. Misalnya pada tanggal 15 Januari 2011 PT Angkasa Pura II telah memberi pinjaman 
kepada pegawai sebesar Rp 6.000.000 - maka ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan 
adalah: 


Uraian 

Debet i Kredit 

Piutang Pegawai 

6.000.000,- J 

Kas/Bank 

6.000.000,- i 


AKUNTANSI WESEL TAGIH/PIUTANG WESEL 

Akuntansi untuk wesel dapat dibagi menjadi akuntansi pada saat timbulnya, saat jatuh tempo atau 
saat piutang ini dijual. 

1. Saat timbulnya piutang wesel 

Wesel dapat timbul karena menjual barang secara kredit atau bisa juga timbul karena WP 
memberi pinjaman. 

a. Menjual barang/jasa secara kredit. 

Misalkan PT Selintas Meiawai Raya menjual barang secara kredit dan perusahaan menerima 
promes senilai Rp 40.000.000,- maka jurnal yang dibuat adalah: 


Urai a n Debet 

Kredit 

Plutar.g Wesel 

44.000.000,- 

] 

Penjualan 


40.000.000,- i 

PPN Keluaran 

. 

4^.000,-! 


b. Terdapat piutang yang sudah jatuh tempo. Misalkan PT Gelora Samudera pada tanggal 2 
Januari 2011 menjual Jasa secara kredit dan jatuh tempo 15 April 2011. Pada saat jatuh 
tempo tanggal 15 April 2011 PT Gelora Samudera menerima promes senilai Rp 80.000.000,- 
bunga 12% setahun jatuh tempo 15 Oktober 2011 sebagai pelunasan tagihan tersebut, 
maka jurnal yang seharusnya dibuat PT Gelora Samudera adalah: 


Uraian 

Debet T Kredit 

Piutang Wesel 

80.000.000,- i 

Piutang 

80.000.000,- 

Saat jatuh tempo. 



Mestinya pada tanggal jatuh tempo perusahaan akan menerima uang sebesar nilai nominal wesel 
ditambah bunganya. 

a. Pada saat jatuh tempo debitur dapat membayar, dengan mengambil kasus pada PT Gelora 
Samudera maka ayat jurnal yang seharusnya dibuat adalah: 

_ Urai an_ D ebet [ Kredit 
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Kas/Bank 

84.080.000,- 1 


Uang Muka PPh Pasal 23 2 ) 

720.000,- 


Piutang Wesel 


80.000.000,- 

Pendapatan Bunga *) 

I 

4. 800.000,- 


1) . Pendapatan bunga = 1 2% x Rp 80,000.000,- : 12/6 = Rp 4.800.000,- 

2) . PPh Pasal 23 = 15% x Rp 4.800.000,- = Rp 720.000,- 

b. Pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat membayar, maka jurnal yang seharusnya PT 
Gelora Samudera dibuat adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang 

84.080.000,- 

j 

Uang Muka PPh Pasal 23 

720.000,- I 

Piutang Wesel 

80.000.000.- 

Pendapatan Bunga 

4.080.000,- 


TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

PENGHAPUSAN PIUTANG MENURUT AKUNTANSI 

Piutang yang terjadi karena hubungan bisnis, dalam bisnis keseharian ternyata tidak semua piutang 
dapat ditagih. Maka berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu entitas dapat memperkirakan 
jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Prinsip konsevartif dalam akuntansi 
mengharuskan entitas mengungkapkan kemungkinan tidak tertagihnya piutang dalam laporan 
keuangan. 

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia mengatur penyajian piutang dalam 
laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan diikuti dengan jumlah taksiran piutang 
yang tidak dapat ditagih. 

Untuk menghapuskan piutang yang tidak tertagih, perusahaan dapat memilih dua cara, yaitu : 

i. Dengan Metode Langsung {direct Write-ottMethod). 

Metode penghapusan langsung ini biasanya digunakan apabila kemungkinan tidak tertagihnya 
piutang relatif kedi (tidak material) dan jarang terjadi. Di dalam metode langsung kerugian 
piutang tak tertagih akan dicatat oleh perusahaan jika piutang tersebut benar-benar telah terjadi. 
Misalkan debiturnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, atau menghilang dan tidak diketahui 
keberadaannya dan tidak meninggalkan harta. 

Misalkan PT Rahayu Sekar mempunyai piutang dagang per 31 Maret kepada PT Slamet Sentosa 
sebesar Rp 50.000.000,- Karena perusahaannya terbakar habis, dalam musibah tersebut 
pemiliknya ikut terbakar, sehingga sisa piutang kemungkinan terbayar sudah tidak ada lagi. Atas 
kejadian ini PT Rahayu Sekar melakukan pencatatan sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Piutang tak tertagih 

50.000.000,- j 


Piutang Dauang 


50.000.000,- 


2. Menggunakan Metode Tidak Langsung (Allowance Method). 

Tetapi jika berdasarkan pengalaman yang terjadi, ternyata bahwa jumlah piutang yang tidak 
dapat ditagih relatif besar dan sering terjadi, maka entitas seharusnya menggunakan metode 
penyisihan atau pencadangan. 
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Dengan menggunakan metode ini penghapusan piutang tidak dilakukan secara langsung 
melainkan dengan membentuk cadangan/penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan 
dilakukan pada akhir periode akuntansi dengan membuat estimasi jumlah piutang yang 

kemungkinan tidak dapat ditagih pada periode berikutnya. 

Ada 2 cara menetapkan jumlah penyisihan/cadangan piutang tidak tertagih, yaitu : 

a. Atas dasar Saldo Penjualan {Income Statement Apprcach) 

Cara ini dilakukan dengan penetapan persentase tertentu terhadap penjualan, sedang dasar 
yang digunakan dapat menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. 

Misalkan PT Geode Alam dalam tahun 2011 mempunyai penjualan kredit sebesar 
Rp40.000.000.000,- pembentukan cadangan piutang tidak tertagih ditentukan sebesar 2% 
dari total penjualan. Maka besarnya cadangan piutang tak tertagih 2% x Rp 
40.000.000.000,- = Rp 800.000.000,- Atas dasar data tersebut PT Geode Alam akan 
mencatatnya : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Piutang tak tertagih 

800.000.000,- 


Cadangan Piutang Usaha Tak Tertagih 


800.000.000,- 


Atas dasar Saldo Piutang 'Balance SheetApproach) 

Cara ini dilakukan dengan menetapkan persentase tertentu terhadap saldo piutang, sedang 
dasar yang digunakan adalah Saldo Piutang rata-rata atau umur piutang pada akhir periode 
{aging schedule o f receivable). 

i. Saldo Piutang rata-rata 

Presentase piutang tidak tertagih yang telah ditentukan dikalikan dengan saldo piutang 

rata-rata 

Contoh : 

PT Alpha Betha per 1 Januari 2011 mempunyai daftar piutang sebagai berikut: 


Nama Debitur 

Tgl jatuh Tempo 

Saldo Piutang (Rp) 

1. PT Rindu Semesta 

12 Feb 2012 

— rni'T ’v «■ 

2. PT Kenari Jaya 

3 Maret 2012 


3. PT Mekar Sentosa 

BTTiTTTTo 4 1H 

390.000.000,- 

4. CV Tunas Mekar 

6 Juni 2011 

289.000.000,- 

ii ‘j .... _• # * 

20 Januari 2012 

323.000.000,- 

Jumlah 


1.782.000.000,- 


Sedang daftar piutang FT Alpha Betha per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: 


Nama Debitur 

Tgl jatuh Tempo 

Saldo Piutang (Rp) 

1. FT Rindu Semesta 

12 Feb 2012 

430.000.000,- 

2. PT Kenari Jaya 

3 Maret 2012 

350.000.000,- 

3. CV Megah Ripah 

20 Januari 2012 

323.000.000,- 

4. PT Bosawa Permai 



5. PT Anugerah Indah 


234.000.000,- 

Jumlah 


1.857.000.000.- 


Jika presentase penghapusan piutang tak tertagih dari pengalaman ditetapkan sebesar 
10% dari saldo piutang rata-rata, maka besarnya beban penghapusan piutang untuk 
tahun 2011, adalah : 

10 %X {(1.782.000.000,- + 1.857.000.000,-)/2> = 181.950.000,- 
Maka ayat jurnal yang seharusnya dibuat adalah : 
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Beban Piutang tak tertagih 

181.950.000,- | 

Cadangan Piutang Usaha Tak Tertagih 

._ J 


181 . 950 . 000 ,- 


ii. Saldo Piutang berdasarkan umur piutang 

Cara ini dilakukan dengan membuat daftar umur piutang (aging schedute of 
receivable) pada akhir tahun. Masing-masing kelompok umur dibuat persentase 
taksiran piutang tak tertagihnya. 

Contoh - PT Rindu Alam per 31 Desember 2010 mempunyai daftar piutang sebagai 
berikut: 


Kelompok Umur 
Piutang 

Saldo Piutang 

% tase tidak 
tertagih 

Jumlah 

penyisihan 

1-90 hari 



itts^vnrrTTm 

90- 120 hari 


rngmvmm 


■EmniiiEm 


4 % 


>180 hari 

■il II 1 1 !■ 

8% 


Jumlah 

msEEmm 



Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah penyisihan piutang tak tertagih adalah 
sebesar Rp 13.200.000,- 

Maka ayat jurnal yang seharusnya dibuat oleh PT Rindu Alam, adalah : 


Uraian Debet 

Kredit 

i Beban Piutang tak tertagih 13.200.000,- 


Cadangan Piutang Usaha Tak Tertagih ! 

13.200.000,- 


Untuk menghapuskan piutang tidak tertagihnya, dengan mengambil contoh pada PT Alpha 
Estha di atas, jika dalam tahun 2012 ternyata Piutang PT Kenari Jaya sebesar Rp 
100.000.000,- tidak dapat ditagih sesuai dengan pernyataan dari pr Kenari Jaya, maka 


pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Alpha Betha, adalah : 

Uraian 

Debet 1 Kredit 

Cadangan Piutang Usaha Tak Tertagih 

100.000.000,- j 

Piutang PT Kenari Jay3 

100.000.000,- 


PENGHAPUSAN PIUTANG MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN 

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang 
wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan 
upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.. 

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul pada prinsipnya dapat dibebankan sebagai 
biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak kecuali piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis 
dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan WP). 

Penghapusan Piutang dalam perpajakan pada dasarnya menggunakan metode langsung, yaitu dapat 
dibebankan jika sudah terjadi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan 
perpajakan. Didalam PMK NO 57/PMK.03/2010 tgl 10 Juni 2009 jo SE Dirjen Pajak No.SE.62/PJ/2010 
disebutkan syarat-syarat penghapusan piutang, adalah : 

1. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibebankan sebagai biaya dalam 
laporan keuangan oleh kreditur pada tahun yang bersangkutan. 

2. WP harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut kepada 
Dirjen Pajak. 
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Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih harus diserahkan kepada Dirjen Pajak dapat 
berbentuk softcopy atau hardcopy dengan mencantumkan Identitas debitur berupa Nama, 

NPWP, alamat dan jumlah Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. 

3. Disamping itu syarat lainnya adalah harus memenuhi salah satu syarat dibawah ini 

a. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara 
penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang 

negara. 

b. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah terdapat perjanjian tertulis 
mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas 
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut. 

c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dipublikasikan dalam penerbitan 

umum atau khusus. 

Yang dimaksud dengan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, adalah : 

i. Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan surat 

kabar/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional. 

ii. Dimaksud dengan penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada 

• penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) / Perhimpunan Bank- 
Bank Umum Nasional (PERBANAS); 

• penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia; dan/atau 

• penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai Wajib 
Pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya. 

d. surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui 
oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui 

oleh kreditur. 

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a,b,c diatas tidak berlaku untuk piutang yang 
nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya. 

Sedang yang dimaksud dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil 
adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 
yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi 
bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian: 

1. Kukesra yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga 
Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam 

kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS; 

2. KUT yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai 
pelaksana (executing) maupun penyalur {channeling) atau kepada LSM sebagai pelaksana 
pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai 
usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura. 

3. KPRSS yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan RSS. 

4. KUK yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil. 

5. KUR yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK. 

6. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam mengembang-kan usaha kecil 
dan koperasi. 

7. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil, adalah piutang debitur kecil 
lainnya yang jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,- 

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya harus 
dilampiri daftar nominatif yang berisi identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat dan jumlah 
Piutang yang nyata-nyata tidak dapa.t ditagih. 
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Catatan : 

Sesuai dengan PP No.l tahun 2012 Penghapusan piutang tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian 
PPN dan/atau PPn BM : 

1. Yang telah dilaporkan oleh PKP penjual atau PKP pemberi jasa; dan 

2. Yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli atau PKP 
penerima jasa. 

Catatan : 

Peraturan perpajakan tidak mengenal penghapusan dengan sistem metode langsung, karena 
penghapusan piutang baru dilaksanakan jika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih 

HUBUNGAN PENGHAPUSAN PIUTANG MENURUT AKUNTANSI DAN 

MENURUT PERPAJAKAN. 

1. Penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan, tetapi tidak memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. 

a. Menggunakan metode langsung 

PT Mekar Utama mempunyai saldo piutang sebeker Rp 1.240.000.000,- pertengahan tahun 
2011 piutang a.n CV. Indah Sejati dihapuskan sebesar Rp 50.000.000,- Maka PT Mekar 
Utama seharusnya akan membuat ayat jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Penghapusan Piutang 

50.000.000,- 1 


Piutang CV Indah Sejati 

1 1 

50.000.000,- 


Tetapi untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, penghapusan piutang CV Indah tersebui. 
belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Maka 
beban sebesar Rp 50.000.000,- tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan perlu dilakukan 
koreksi fiskal oleh PT Mekar Utama pada akhir tahun pajak. Disamping itu PT Mekar Utama 
harus membuat ayat jurnal untuk mengakui perbedaan perlakuan penghapusan piutang 
tersebut, sebagai berikut: 

;_ Uraia n _ DeJ>^t_ j Kredit | 

j Aktiva Paj ak Tangguhan *) _ 12.500.000, -t _j 

Pengha silan Pajak Tangguhan _ _ i _12.50 0.000,- j 

*) Nilai Beban Pajak Tangguhan dari tarif PPh x Rp 50.000.000,- Jika tarif PPh Badan yang 
berlaku 25% maka Beban Pajak Tangguhan 25% x Rp 50.000.000,- = Rp 12.500.000,- 

b. Menggunakan metode tidak langsung 

PT Sarana Alam dalam tahun 2011 misalkan mempunyai penjualan kredit sebesar 
Rp40.000.000.000,- pembentukan cadangan piutang tidak tertagih sebesar 2% dari total 
penjualan. Maka besarnya cadangan piutang tak tertagih dihitung sebesar 2% x Rp 
40.000.000.000,- = Rp 800.000.000,- Atas dasar data tersebut PT Sarana Alam akan 
mencatatnya : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

! Beban Piutang tak tertagih 

800.000.000,- 

j 

Cadangan Piutang Usaha Tak Tertagih 


800.000.000,- i 


Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh)jo PMK 
No.81/PMK.03/2009 pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tidak tertagih 
tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, 
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kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang 
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan 
konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Sehingga beban piutang tak tertagih tersebut 
tidak dapat dikurangkan. Tetapi untuk mengakui perbedaan perlakuan penghapusan 
piutang tersebut perlu dibuatkan ayat jurnal, sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Aktiva Pajak Tangguhan 


i 

Penghasilan Palak Tangguhan 

! i 

200.000.000,- 1 


*) Jika tarif PPh yang berlaku 25% maka Beban Pajak Tangguhan adalah 25% x 
Rp 800.000.000.- = Rp 200.000.000,- 

Jika dalam tahun 2012 ada penghapusan piutang tak tertagih (misalkan atas nama PT Roda 
Matahari) sebesar RplOO.OOO.OGO,- maka jurnal yang akan dilakukan PT Sarana Alam 
adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Cadangan Piutang Usaha Tak Tertaqih 

ioo.ooo.ooo,- T 


Piutang PT Roda Matahari 

1 ! 

ICO.OOO.OOO.- 


Karena ayat jurnal tersebut tidak mempengaruhi pada laba rugi komersial, maka pada akhir 
tahun pajak pun tidak ada koreksi fiskal. 

2. Penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan tetapi penghapusannya telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perpajakan. 

a. Menggunakan metode langsung 

Jika WP menggunakan metode langsung, maka tidak ada lagi koreksi fiskal dan tidak ada 
jurnal perbedaan pengakuan penghapusan piutang. 

b. Menggunakan metode tidak langsung. 

Jika WP menggunakan metode tidak langsung, maka pada waktu melakukan penyisihan 
penghapusan piutang tak tertagih, pada akhir tahun tetap dilakukan koreksi fiskal termasuk 
ayat jurnal adanya perbedaan pengakuan penghapusan piutang. Tetapi pada waktu adanya 
realisasi penghapusan piutang yang betul-betul tidak tertagih, WP pada akhir tahun pajak 
tidak perlu melakukan koreksi fiskal, tetapi tetap melakukan ayat jurnal untuk menghapus 
adanya "aktiva pajak tangguhan". 

Dengan mengambil kasus diatas pada PT Sarana Alam yang menghapuskan piutang PT 
Roda Matahari sebesar Rp 100.000.000,- maka beban ini dapa A . diakui sebagai biaya 
mengurangi penghasilan kena pajak. Dan jurnal yang harus dibuat: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Pajak Tangguhan*) 

25.000.000,- i 


Aktiva Pajak Tangguhan 


25.000.000,- 


*) 25% X Rp 100.000.000,- - Rp 25.000.000,- (asumsi tarif PPh Badan 25%) 


PENERIMAAN PIUTANG SETELAH DIHAPUSKAN 

MENURUT AKUNTANSI 
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Ada kalanya piutang yang sudah dianggap tidak tertagih dapat ditagih kembali, karena keinginan 
pihak debitur untuk melunasinya, atau karena efektivitas perusahaan dalam menangani penagihan 
piutang. Maka pencatatan akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Dengan Metode Langsung (d/rect Write-offMethod). 

PT Rahayu Sentosa mempunyai piutang dagang per 31 Desember 2011 kepada PT Ramai Ribut 
sebesar Rp 50.000.000,-,- dan telah melakukan penghapusannya. Tetapi ternyata tahun 2012 PT 
Ramai Ribut membayar tagihannya sebesar Rp 50.000.000,- maka jurnal yang seharusnya dibuat 
PT Rahayu Sentosa adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

j Piutanq Usaha PT Ramal Ribut 

50.000.000,- i 

Beban Piutang Tak Tertagih 

50.000.000,- 


Dan jurnal lainya yang harus dilakukan adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

• Kas/Bank 

50.000.000,- ! 


Piutang Usaha PT Ramai Ribut 

T 

_j 

50.000.000,- 1 


2. Menggunakan Metode Tidak Langsung (Allowance Method). 

PT Matahari Sore telah melakukan penghapusan Piutang PT Mega Mendung tahun 2010 sebesar 
Rp 200.000.000,- Jika piutang yang telah dihapus tersebut dibayar kembali oleh PT Mega 
Mendung seluruhnya, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Matahari Sore adalah 


Uraian 

Debet i Kredit 

i Piutang Usaha FT Mega Mendung 

200.000.000,- i 

Cadangan Piutang Tak Tertagih 

200.000.000,-1 

Dan jurnal lainya yang harus dilakukan adalah : 

Uraian 

Debet Kredit 

; Kas/Bank 

200.000.000,- i 

Piutang Usaha PT Mega Mendung 

200.000.000,- 1 


MENURUT PERPAJAKAN 

Sesuai dengan PM K No.57/PMK.03/2010 tanggal 9 Maret 2010 Pasal 5A yang berbunyi "apabila 
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar 
seluruhnya atau dibayar sebagian oleh debitur, jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau dibayar 
sebagian tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pembayaran" 

1. Dengan Metode Langsung {d/rect Write-off Method). 

a. Jika penerimaan piutang dari penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan tetapi 
tidak memenuhi persyaratan peraturan perpajakan. 

Dengan mengambil contoh PT Rahayu Sentosa yang telah menghapuskan piutang PT. 
Ramai Ribut sebesar Rp 50.000.000,- Tetapi karena tidak memenuhi persyaratan 
perpajakan maka pada waktu penghapusan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, maka 
berlaku sebaliknya pada waktu menerima kembali piutang yang sudah dihapus tidak perlu 
dilakukan koreksi fiskal. 

Walaupun tidak dilakukan koreksi fiskal, tetapi jurnal untuk akhir tahun tetap dilakukan oleh 
PT Rahayu Sentosa, yaitu jurnal untuk menghapus aktiva pajak tangguhan, sehingga ayat 
jurnal yang seharusnya dilakukan adalah : 
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Kredit 



b. Jika penerimaan piutang dari penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan tetapi 
telah memenuhi persyaratan peraturan perpajakan. 

Dengan mengambil contoh dalam kasus PT Rahayu Santosa dimana di tahun 2012 ternyata 
PT Ramai Ribut membayar tagihannya sebesar Rp 50.000.000,- dimana tagihan ini tahun 
sebelumnya telah dihapuskan (menurut akuntansi dan menurut perpajakan), maka 
perlakuan perpajakan atas penerimaan piutang yang semula tidak tertagih sebesar Rp 
50.000.000,- tersebut menjadi penghasilan yang dikenakan PPh tahun 2012. 

Dengan melihat pencatatan yang dilakukan PT Rahayu Sekar pada waktu menerima 
pembayaran tersebut dlatas, seharusnya tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, mengingat 
hakekatnya koreksi terhadap Beban Piutang Tak Tertagih (di Debet) adalah penambahan 
penghasilan bagi WP. 


2. Menggunakan Metode Tidak Langsung (Allowance Methott). 

a. Jika penerimaan piutang dari penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan tetapi 
tidak memenuhi persyaratan peraturan perpajakan. 

Untuk kasus penerimaan kembali piutang yang pernah dihapuskan tetapi belum memenuhi 
persyaratan peraturan perpajakan, perlakuannya sama dengan menggunakan metode 
langsung tidak ada koreksi fiskal pada akhir tahun pajak, tetapi yang ada hanya membuat 
jurnal penghapusan "aktiva pajak tangguhan. 

PT Suasana Alam dalam tahun 2011 telah menghapus piutang PT Alam Bumi Raya Rp 
200.000.000,- maka jurnal yang harus dibuat, adalah : 

_Ura Jan_ _ j D e b e t j Kred j[t_ 

Peng hasila n Pajak Ta nggu han_T_50. 000.0 00,- j 

_Aktiva Pajak T angguhan _[_ i _50 .000 .000,- 

*) 25% X Rp 200.000.00C,- • Rp 50.000.000,- (asumsi tarif PPh Badan 25%) 

b. 3ika penerimaan piutang dari penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan tetapi 
telah memenuhi persyaratan peraturan perpajakan. 

PT Graha Bumi Elok menerima pembayaran piutang dari PT Sekar Kinanti Merindu sebesar 
Rp 300.000.000,- dimana piutang tersebut telah dilakukan penghapusan oleh PT Graha 
Bumi Elok. 

Berbeda dengan penerimaan piutang dimana penghapusan piutang memakai metode 
langsung tidak ada koreksi fiskal, untuk metode tidak langsung PT Graha Bumi Elok harus 
melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 300.000.000,- dan juga melakukan jurnal untuk 
menghapus aktiva pajak tangguhan, sehingga jumai yang harus dibuat: 

_ Ur aian _j_ De bet _j__ Kre d 11 

1 Penghasilan Palak Tangguhan _ ; 75.000.0 00,- •_ 

I Aktiva Pajak Tangguhan _i_1 75.000.000,- 

*) 25% X Rp 300.000.000,- = Rp 75.000.000,- (asumsi tarif PPh Badan 25%) 
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PENDAHULUAN 

Didalam era globalisasi ini transaksi perusahaan tidak hanya dari satu negara saja, tetapi dapat juga 
antar satu negara dengan negara lain atau satu negara dengan banyak negara. Mengingat bahwa 
nilai mata uang antar negara kadang-kadang berbeda, maka sistem pencatatannya juga perlu diatur 
tersendiri. 

Praktik pencatatan transaksi dalam valuta asing dapat dilaksanakan dengan pendekatan dualcurrency 
atau multiple currency System. Dalam sistem dual currency perusahaan langsung membukukan 
transaksi dengan dengan fungsional currency (misalkan dalam mata uang rupiah), sedang kalau 
dalam sistem multiple currency system transaksi valuta asing dicatat untuk setiap valuta. Jika 
perusahaan dalam transaksinya menggunakan dua atau lebih dibuat perkiraan perantara valuta. 
Konveisl dari satu mata uang ke mata uang lainnya akan menimbulkan selisih kurs valas. 

Untuk memudahkan memahami istiiah yang ada dalam bab ini, maka dibawah ini penulis kutipkan 
beberapa pengertian yang berhubungan dengan mata uang asing, sesuai dengan PSAK 10 edisi revisi 
2009 : 

1. Kegiatan usaha luar negeri {foreign operation) adalah suatu anak perusahaan {subsidiary), 
perusahaan asosiasi {associates), usaha patungan (joint venture) atau cabang perusahaan 
pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara di luar negara perusahaan pelapor. 
Kegiatan usaha tersebut dapat merupakan suatu bagian integral dari suatu perusahaan pelapor 
atau suatu entitas asing. 

2. Entitas asing {foreign entity) adalah suatu kegiatan usaha luar negeri {foreign operation), yang 
aktivitasnya bukan merupakan suatu bagian integral dari perusahaan pelapor. 

3. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. 

4. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan suatu perusahaan. 

5. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

6. Selisih kurs {exchange difference) adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata 
uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. 

7. Kurs penutup {closing rate) adalah nilai tukar spot pada tanggal neraca. 

8. Investasi neto dalam suatu entitas asing adalah bagian {share) perusahaan pelapor dalam aktiva 

neto suatu entitas asing. 

9. Pos moneter adalah kas dan setara kas, aktiva dan kewajiban yang akan diterima atau dibayar 
yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. 
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10. Nilai wajar (fa/r value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran 
aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan 
untuk melakukan transaksi wajar (arm's Isngth transaction). 

Nilai tukar valuta dalam prakteK dapat diakibatkan adanya jual beli barang atau jasa, dan adanya 

penyertaan modal atau pinjaman. Sehingga sistem pencatatan nilai tukar valuta meliputi : 

1. Kurs transaksi 

Kurs yang digunakan pada saat terjadinya atau berlangsungnya transaksi jual beli, 
penerimaan/pembayaran modal/pinjaman, atau pada saat pembayaran/pelunasan hutang/ 
piutang). Kurs transaksi ini biasanya terjadi karena : 

a. Melakukan transaksi dalam mata uang asing karena perusahaan melakukan kegiatan 
menggunakan valuta asing, misalkan melakukan ekspor, impor, memperoleh pinjaman luar 
negeri, menutup kontrak berjangka dalam valuta asing. Dan transaksi lainnya yang 
menggunakan valuta asing. 

Aspek transaksi menggunakan valuta asing ini diatur dalam PSAK No.10 

b. Selisih kurs yang diakibatkan karena perusahaan mempunyai kegiatan usaha di luar negeri 
'fbrdgn operations). Untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki anak 
perusahaan atau cabang di luar negeri, laporan keuangan kegiatan usaha di luar negeri 
harus dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan usaha (Rupiah). Penjabaran laporan 
keuangan ini diatur dalam PSAK No.ll 

2. Kurs neraca (kurs yang terjadi pada saat pembuatan neraca). 

Ketika menyusun laporan keuangan perusahaan harus menggunakan mata uang penyajian 
{monetary items) dalam laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan sebuah 
perusahaan harus mengikuti tiga langkah umum berikut ini untuk menggabungkan pengaruh dari 
kurs mata uang asing dengan tepat: 

a. Menentukan mata uang fungsional dari sebuah perusahaan. 

b. Menjabarkan pos mata uang asing menjadi mata uang fungsional. Jika sebuah perusahaan 
memiliki sejumlah anak perusahaan, asosiasi atau investasi dalam perusahaan patungan, 
entitas harus mengkonversi hasil dan posisi keuangan dari setiap entitas menjadi mata 
uang fungsional entitas pelapor. 

c. Melaporkan pengaruh dari penjabaran ini. 


TRANSAKSI MATA UANG ASING 

1. Penggunaan Kurs pada Saat Awal Transaksi 

Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasi atau 
membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata asing, termasuk transaksi yang timbul ketika 
suatu perusahaan : 

a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata 
uang asing. 

b. Meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu 
mata uang asing. 

c. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana, atau 
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d. Memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban, yang 

didenominasi dalam suatu mata uang asing. 

Pengakuan awal transaksi mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional dengan 
menerapkan jumlah mata uang asing tersebut, antara mata uang fungsional dan mata uang 
asing pada tanggal transaksi. 

Catatan: 

Yang dimaksud dengan mata fungsional adalah mata uang yang digunakan dalam lingkungan 
ekonomi utama dimana suatu perusahaan beroperasi'. 

Indikator yang digunakan dalam menentukan Mata Uang Fungsional adalah : 

• Mata uang yang sebagian besar mempengaruhi lingkungan ekonomi utama entitas 
Cpnrnary economie environmenf). 

• Mata uang dimana dana dari aktivitas pendanaan dan operasi pada umumnya dihasilkan 
dan ditahan 

• Management judgements. 

Sedang menurut Steven M Bragg ada beberapa pertimbangan dalam menentukan mata uang 
fungsional di sebuah perusahaan, yaitu : 

• Mata uang tersebut mempengaruhi harga penjualan (biasanya harga ditentukan dan 
dilunasi dengan mata uang tersebut). 

• Mata uang suatu negara yang berkompetisi dan peraturan yang mempengaruhi harga 
penjualan. 

• Mata uang tersebut mempengaruhi biaya buruh dan harga pokok penjualan lain (biasanya 
harga ditentukan dan dilunasi dengan mata uang tersebut). 

Contoh transaksi adalah sebagai berikut : 

a. PT Dirga Utama pada tanggal 10 Agustus 2010 mempunyai transaksi melakukan penjualan 
barang dengan mata uang asing sebesar USD 25,000 Jika kurs tengah BI yang berlaku 
Dada saat itu Rp 9.060,-/USD. Maka pengakuan penjualan pada saat itu (tanpa melihat 
aspek PPN) adalah USD 25,000 x Rp 9.060,- = Rp 226.250.000,- 

Sesuai dengan SAK No. 10 Paragraf 7 "transaksi dalam mata uang asing 
dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi". 

Sedang yang disebut dengan kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut 
kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal 
transaksi sering digunakan, contohnya, suatu kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan 
mungkin digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi 
selama periode itu. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata- 
rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan 
Maka iurnal vana harus dibuat Fi Diraa Utama : 


Uraian Debet 

Kredit 

i Piutanq Dagang j 226.500.00?,- 


Pemuaian 

226.500.000.* 


b. PT Margahayu untuk meningkatkan produksi maka pada tanggal 11 September membeli 
mesin dari Jepang dengan harga Yen 1.000.000. Sedang kurs tengah BI yang berlaku pada 
saat itu Rp 11.372,92,-/Yen 100. Maka pengakuan mesin pada saat itu (tanpa melihat aspek 
PPN dan PPh Pasal 22 dan BM) adalah Yen 1.000.000/100 x Rp 11.372,92,- = Rp 
113.729.200,- Maka jurnal yang harus dibuat PT Dirga Utama : 


Panduan IFRS, Steven M Bragg 
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Deoet 


Kredit 


Uraian 


Aktiva Mesin 


113.729.200 ,- 


Hutang 


236.25 0.000,- 


Penggunaan Kurs Pada Tanggal Neraca. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, ketika menyusun laporan keuangan, sebuah perusahaan 
harus mengikuti tiga langkah umum untuk menggabungkan pengaruh dari kurs mata uang asing 
dengan tepat: 

Sesuai dengan PSAK No.10 Paragraf 9 ditentukan bahwa pos aktiva dan kewajiban moneter 
dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs 
tanggal neraca atau dikenal juga dengan nama kurs penutup {closing kurs). Apabila terdapat 
kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank 
Indonesia sebagai indikator yang obyektif. 

Contoh transaksi adalah sebagai berikut: 

Dengan mengambil contoh pada PT Dirga Utama diatas apabila hutang sebesar USD25,000 
(dicatat dengan nilai Rp 226.500.000,-) pada tanggal 31 Desember 2010 belum dilunasi. Maka 
nilai hutang dalam USD harus dinilai kembali dengan kurs tengah BI pada saat tanggal 31 
Desember 2010 misalkan sebesar Rp 9.036,- 

Sehlngga nilai hutang sebesar harus dinilai menjadi USD 25,000 x Rp 9.036,- = Rp225.900.000.- 
Hutang dicatat Rp 226.500.000,- 

Hutang akhir tahun Rp 225.900.000,- 

Selisih Rp 600.000,- 

Sellsih sebesar Rp 600.000,- merupakan pendapatan selisih kurs, sehingga PT Dirga Utama pada 
akhir tahun harus membuat Jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang Usaha 

600.000,- i 


Pendapatan Selisih Kurs 

j i 

600.000,- 


Penggunaan Kurs Pada Saat Pembayaran. 

Melanjutkan contoh pada PT Dirga Utama diatas apabila hutang sebesar USD 25,000 (tercatat 
per 31 Desember 2010 sebesar Rp 225.900.000,-) pada tanggal 10 Maret 2011 hutang dibayar. 
Maka nilai hutang sebesar USD 25,000 dibayar dengan nilai kurs transaksi pada tangga! 10 
Maret 2011 (misalkan sebesar Rp 9.050,-) 

Sehingga nilai hutang harus dibayar dengan Rupiah sebesar USD 25,000 x Rp 9.050,- = 
Rp226.250.000.- 

Hutang dicatat akhir tahun Rp 225.900.000,- 

Hutang dibayar Rp 226.250.000,- 

Selisih Rp 350.000,- 

Sellsih sebesar Rp 1.000.000,- merupakan kerugian selisih kurs, sehingga atas transaksi tersebut 
PT Dirga Utama seharusnya membuat jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Hutang Usaha 



Kerugian Selisih Kurs 

350.000,- 


Kas/Bank 

226.250.000,- 


Seluruh transaksi tersebut sementara mengabaikan adanya pajak-pajak (misalkan waktu 
penjualan adanya PPN). 
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PENGAKUAN SELISIH KURS TRANSAKSI. 

1. Selisih Kurs sesuai dengan Akuntansi 

a. Umum 

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 46 ditentukan bahwa transaksi dalam mata uang 
asing harus dibukukan dengan menggunakan kurs (nilai tukar) pada saat terjadinya 
transaksi. 

Dalam hal tanggal transaksi dengan saat penyelesaian transaksi masih dalam satu periode 
pembukuan, maka seluruh selisih kurs yang terjadi diakui sebagal penghasilan atau beban 
pada tahun buku tersebut. Namun kadangkala jarak antara tanggal transaksi dengan saat 
realisasi melebihi periode akuntansi (misalkan tanggal transaksi 19 September 2010 sedang 
tanggal realisasi tanggal 25 Maret 2011). 

Didalam PSAK No.10 selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan 
memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. 

Paragraf 09 PSAK No.10 yang berkaitan dengan pelaporan pada tanggal neraca dijelaskan 
bahwa : 

/. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata 
uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggai neraca. Apabila terdapat kesulitan 
dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah 
BI sebagal Indikator yang obyektif; 

ii. Pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggai neraca 
tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggai transaksi; dan 

iii. Pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus 
dilaporkan dengan menggunakan kurs yang bedaku pada saat nilai tersebut 
ditentukan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka penyesuaian atas fluktuasi kurs pada tanggal 
neraca hanya dilakukan atas pos moneter saja. Pos menoter adalah kas dan setara kas, 
aktiva dan kewajiban yang akan diterima atau dibayar yang jumlahnya pasti atau dapat 
ditentukan. 

b. Selisih kurs yang mengakibatkan adanya laba atau rugi dicatat sebagai laba atau rugi dalam 
tahun terjadinya. 

c. Rugi Kurs atas hutang valuta asing yang digunakan untuk membeli/memperoleh aktiva 
tetap berdasarkan ISAK No.04 

i. Selisih kurs yang terjadi sejak awal tahun buku sampai dengan awal periode tertentu 
harus dibebankan langsung ke R/L. 

ii. Apabila pada suatu periode tertentu terjadi deprisiasi luar biasa (mencapai 133% dari 

rata-rata deprisiasi rupiah tiga tahun takwim terakhir),.> lihat selisih kurs karena 

adanya devaluasi dibawah. 

iii. Setelah kapitalisasi rugi kurs terjadi rugi kurs diakui sebagai kerugian (Laba/Rugi), 
sedangkan laba kurs diperlakukan sebagai penyesuaian kapitalisasi rugi kurs. 

2. Selisih kurs sesuai peraturan perpajakan. 

Pasal 4 ayat (1) huruf I UU PPh beserta penjelasannya dikatakan bahwa yang menjadi Objek 
Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apapun termasuk keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Pengenaan 
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pajak atas keuntungan selisih kurs tersebut dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut 
oleh WP dengan syarat dilakukan secara taat asas. 

Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh beserta penjelasannya dikatakan bahwa Besarnya Penghasilan 
Kena Pajak bagi WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan 
bruto dikurangi antara lain kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Kerugian selisih kurs 
mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan 
sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. 

Dengan demikian perbedaan selisih kurs yang mengakibatkan adanya laba atau rugi antara 
akuntansi dan pajak sama-sama mengakui adanya laba atau rugi. 

Sedang dalam Pasal 9 PP No 94 tahun 2010, ketentuan tentang selisih kurs diatur lebih lanjut, 
sebagai berikut: 

a. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan atau 
biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai 
dengan SAK yang berlaku di Indonesia. 

b. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang berkaitan langsung dengan 
usaha Wajib Pajak yang : 

• dikenakan PPh yang bersifat final; atau 

• tidak termasuk objek pajak, 

tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. 

c. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang tidak berkaitan langsung 
dengan usaha Wajib Pajak yang: 

• dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

• tidak termasuk objek pajak, 

diaku! sebagal penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

Secara tehnis peraturan pelaksanaan perpajakan tentang selisih kurs diatur dalam SE- 
03/PJ.31/1997 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 
6 ayat (1) huruf e UU PPh. Dalam SE tersebut diatur bahwa pengenaan paj3k atas keuntungan 
selisih kurs harus dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dengan 
syarat dilakukan secara taat asas. 

Contoh tentang penghasilan dari kurs yang diakibatkan fluktuasi kurs mata uang asing, antara 
lain : 

a. Disebabkan adanya fluktuasi atau perubahan-perubahan nilai tukar mata uang asing yang 
berubah setiap hari, 

Kerugian selish kurs karena adanya perubahan-perubahan nilai tukar dapat dibebankan 
sebagai biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut oleh WP asal dilakukan secara 
taat azas dan konsisten, ada 2 (dua) cara pembebanannya yang boleh dilakukan oleh Wajib 
Pajak, yaitu : 

i. Jika Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah BI atau 
kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, maka pembebanan kerugian selisih 
kurs dilakukan pada setiap akhir tahun (sistem ini sama seperti yang dilakukan oleh 
akuntansi). 

contoh penghitungan selisih kurs menggunakan kurs tetap : 

• 1 Juli 2009 PT A meminjam uang sebesar USD 100.000,- kurs USD 1 
= Rp 9.000,- Maka total pinjaman Rp 900.000.000,- 

• Jika pada tanggal 31 Desember 2009 belum dibayar, dan kurs yang tengah BI 
yang berlaku saat itu Rp 9.250/uSD, sehingga catatan 
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Saldo hutang Rp 900.000.000,- 

hutang menjadi 100.000 x Rp 9.250,- Rp 925.000.000,- 

Rugi selisih kurs Rp 25.000.000,- 

Dalam kasus ini kerugian sebesar Rp 25.000.000,- dapat dibebankan sebagai 

biaya. 

• Transaksi pinjaman tahun 2010 belum dilunasi, jika kurs tengah BI pada tanggal 
31 Desember 2010 sebesar Rp 9 .600,-/USD 1 sehingga pencatatan per 31 
Desember 2010 sebagai berikut: 

31 Des 2010 kurs Rp 9.600,-/'JSD Rp 960.000.000,- 

31 Des 2009 kurs Rp 9.250,-/USD Rp 925.000.000,- 

Rugi selisih kurs th 2010 Rp 35.000.000,- 

Kerugian sebesar Rp 35.000.000,- dapat dibebankan sebagai biaya. 

• Tanggal 1 Juli 2011 pinjaman tersebut dilunasi dengan kurs Rp 9.750,-/USD 
(dalam kasus ini, bunga pinjaman diabaikan), maka transaksinya 

pelunasan dengan kurs Rp 9.750,-/USD Rp 975.000.000,- 

Saldo per 31 Des 2010 Rp 960.000.000,- 

Rugi Selisih kurs Rp 15.000.000,- 

Kerugian tahun 2011 yang dapat dibebankan sebesar Rp 15.000.000,- 

Apabila Wajib Pajak dalam menilai mata uang asing menggunakan kurs tetap, 
pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas 
perkiraan mata uang asing tersebut, 
contoh penghitungan selisih kurs menggunakan kurs tetap : 

• 1 Juli 2009 PT A meminjam uang sebesar USD 100.000,- kurs USD 1 

= Rp 9.000,- Maka total pinjaman Rp 900.000.000,- 

31 Des 2009 Kurs Rp 9.250,-/USD Rn 925.000.000.- 

Rugi selisih kurs Rp 25.000.000,- 

Kerugian tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena belum ada 
realisasi. 

• Transaksi pinjaman tersebut untuk tahun 2010 belum dilunasi, sehingga 
pencatatan per 31 Desember 2010 sebagai berikut: 

31 Des 2010 kurs Rp 9.600,-/USD Rp 960.000.000,- 

31 Des 2009 kurs Rp 9.250,-/USD Rp 925.000.000,- 

Rugi selisih kurs th 2010 Rp 35.000.000,- 

Kerugian tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena belum ada 

realisasi. 

• Tanggal 1 Juli 2011 pinjaman tersebut dilunasi dengan Kurs transaksi Rp 9.750,- 
/USD (dalam kasus ini, bunga pinjaman diabaikan). 

pelunasan dengan kurs Rp 9.750,-/US A Rp 975.000.000,- 

Total pinjaman awal Rp 900.000.000,- 

Rugi Selisih kurs Rp 75.000.000,- 

Keruglan akibat selisih kurs sebesar Rp 75.000.000,- baru dapat dibebankan 

sebagal biaya karena sudah terjadi realisasi pengembalian pinjaman. 

catatan : 

Penggunaan metode kurs tetap sesuai dengan uraian tersebut diatas, dengan 
berlakunya UU PPh No.36 tahun 2008 tidak lagi diperkenakan, jadi sejak tahun 2009 
Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan 
yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yang berlaku di Indonesia 
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b. Adanya kebijaksanaan dari pemerintah di bidang moneter. 

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan 
dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan 
realisasi mata uang asing tersebut. 

c Perlakuan PPh atas keuntungan/Kerugian selisih kurs bagi WP yang penghasilannya 
dikenakan PPh Final (Surat DJP S-324/PJ.42/2003 jo Surat DJP S-136/PJ.42.2004), yaitu : 
i. Berkenaan dengan laba/rugi kurs yang berasal dari piutang dagang yang ditagih dalam 
mata uang asing : 

• Oleh karena PPh final atas penghasilan sewa telah terutang/harus dibayar pada 
tanggal pengakuan penghasilan (invoicing), maka atas laba/rugi kurs yang timbul 
kemudian antara tanggal tersebut dengan tanggal pelunasan/pembayaran 
piutang dagang tidak terutang PPh final melainkan diperlakukan sebagai 
penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan umum. 

Contoh transaksi dapat dilihat sebagai berikut: 

PT Artha Buildlng Concept menyewakan gedung perkantoran dalam USD, 
misalkan sewa gedung per meter persegi USD 200. Jika pada tanggal 1 Mei 
menyewakan 100 M ! kepada PT Regina Alfa Menara. Jika kurs BI pada saat 
perjanjian sewa menyewa (tanggal 10 Mei) sebesar Rp 9.000,-/USD dan Kurs 
KMKyang berlaku Rp 9.010,-/USD, maka catatan yang seharusnya dibuat oleh PT 
Artha Buiiding adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang USD 20,000 

198.020.000,- j 


Pendapatan Sewa 

1 1 

1 1 

180.000.000,- 

PPN Keluaran 

1 1 

1 1 

18.020.000,- 


Pendapatan sewa sebesar Rp 180.000.000,- dikenakan PPh Final. Sesuai dengan 
kesepakatan bahwa sewa tersebut baru dibayar PT Regina Alfa Menara sebulan 
kemudian (tanggal 10 Juni) dengan kurs transaksi (kurs BI) sebesar Rp 9.020,- 
/USD dan kurs KMK sebesar Rp 9.019,-, maka PT Artha Buiiding Concept 
seharusnya mencatat sebagai berikut: 


Uraian 

1 

...L... 

Debet 

T~ 

1 

_L_ 

Kredit 

Kas/Bank 

-f*- 

194.812.400,- 

r 

i 


UM PPh Pasal 4 (2) 


3.607.600,- 

i 

i 


Piutang USD 20,000 

i 

_L_ 


i 

i 


Laba Selisih kurs 

—r— 


"r“ 

i 

.i— 



Atas laba selisih kurs sebesar Rp 400.000,- tidak dikenakan PPh Final tetapi akan 
dikenakan PPh dengan tarif umum (Tarif Pasal 17 UU PPh). 

Demikian juga jika ada kerugian diakibatkan adanya kerugian selisih kurs, dapat 
dibebankan juga sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang 
dikenakan PPh Final. 

• Demikian pula atas laba/rugi kurs yang berasal dari translasi saldo piutang 
dagang pada akhir tahun buku (yang sebelumnya telah dikenakan PPh final), 
tidak lagi terutang PPh final melainkan diperlakukan sebagai penghasilan atau 
biaya berdasarkan ketentuan umum. 

ii. Berkenaan dengan laba/rugi kurs yang berasal dari aktiva lancar dalam mata uang 
asing selain piutang dagang: 

• Atas laba/rugi kurs yang berasal dari translasi saldo kas/bank pada akhir tahun 
buku dan pada saat dijual/ditukar ke dalam mata uang Rupiah, diakui sebagai 
penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan umum; 
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• Atas laba/rugi kurs yang berasal dari translasi saldo pokok deposito pada akhir 
tahun buku dan pada saat pencairan ke dalam mata uang Rupiah, diakui sebagai 
penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan umum; 

• Atas laba/rugi kurs yang berasal dari piutang bunga deposito pada akhir tahun 
buku merupakan bagian dari dasar pengenaan PPh final pada tanggal jatuh 
tempo berikutnya; 

• Atas laba/rugi kurs yang berasal dari translasi saldo pembayaran di muka pada 
akhir tahun buku, apabila menyangkut biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, 
dan memelihara penghasilan (sewa) yang dikenakan PPh final, tidak diakui 
sebagai penghasilan atau biaya. 

iii. Berkenaan dengan laba/rugi kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing: 

• Atas laba/rugi kurs yang timbul dari perbedaan kurs antara tanggal 
pengakuan/perolehan utang dangan tanggal pelunasan/pembayarannya, sejauh 
menyangkut pokok utang diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan 
ketentuan umum; 

• Demikian pula atas laba/rugi kurs yang berasal dari translasi saldo pokok utang 
pada akhir tahun buku, diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan 
ketentuan umum; 

• Atas laba/rugi kurs yang berasal dari biaya bunga utang yang dipergunakan 
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (sewa) yang 
dikenakan PPh final, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. 

• Sedang laba/rugi kurs yang berasal dari translasi saldo piutang dagang pada 
akhir tahun buku (yang sebelumnya telah dikenakan PPh final), tidak lagi 
terutang PPh final melainkan diperlakukan sebagai penghasilan atau biaya 
berdasarkan ketentuan umum. 

Selisih kurs akibat kurs pajak 

Didalam menghitung seiisih kurs akibat kurs pajak, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan (Surat Dirjen Pajak No. S-227/PJ.42/2003 tanggal 23 April 2003), antara lain : 

i. Perkiraan/akun PPN tidak dapat disamakan dengan utang piutang pinjaman dan atau 
utang piutang dagang, karena PPN merupakan kewajiban pajak kepada negara dan 
bukan dalam rangka kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan; 

ii. PPN Keluaran yang dipungut bukan merupakan penghasilan dan PPN Masukan yang 
dibayar bukan merupakan biaya (kecuali untuk PPN Masukan yang tidak dapat 
dikreditkan dalam hal tertentu) karena Wajib Pajak sebagai PKP PPN pada dasarnya 
hanya menyalurkan uang pajak dari konsumen kepada Negara. 

'ii. Keuntungan/kerugian selisih kurs pada perkiraan/akun PPN semata-mata terjadi 
karena konsekuensi perlakuan akuntansi dalam pembukuan yang tidak ada 
pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban pajak kepada negara baik dalam hal 
PPN kurang bayar maupun dalam hal PPN lebih bayar. Oleh karena itu perlakuan Pajak 
Penghasilan terhadap keuntungan/kerugian selisih kurs yang melekat pada 
perkiraan/akun PPN adalah sama dengan perlakuan terhadap perkiraan/akun PPN 
(under accounf) itu sendiri yaitu bukan sebagai penghasilan dan bukan sebagai 
biaya/kerugian. 

Untuk memperjelas hal tersebut diatas dibawah ini akan penulis sertakan tentang 
transaksi yang berkenaan dengan kurs pajak, yang biasa dilakukan oleh perusahaan : 

• Perusahaan menggunakan Kurs Tengah BI pada saat melakukan penjualan. 

PT KDP pada tanggal 30 Agustus menjual barang sebesar USD 100.000 kepada 
PT RSK dengan kurs tengah BI yang berlaku pada saat itu Rp 9.000,-/USD. 
Sedang Kurs KMK yang berlaku pada saat penjualan adalah Rp 9.050,- Maka 
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total tagihan PT KDK kepada PT RSI sebesar USD 100.000,- + USD 10.000,- 
(10% PPN) 

Atas transaksi tersebut PT KDK mencatat dalam pembukuannya dengan 
menggunakan KursTengah BI, sbb : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Piutang PT RSK 

Penjualan 

990.000.000,- j 

i 

900.000.000^- 

PPN Keluaran 


90.ooq^op9^j 


Sedang jurnal yang dibuat pada tanggal 15 September (pada saat jatuh tempo 
pembayaran), adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

PPN Keluaran dibukukan 

90.000.000,- 


Rugi Selisih Kurs 

500.000,- 


PPN Keluaran terutang *) 


90.500.000,- 


Jika piutang PT RSK tersebut dibayar pada tanggl 20 Oktober dan kurs transaksi 
pada saat itu Rp 9.100,- Maka jurnal yang seharusnya dilakukan pada saat 
pembayaran odalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

1.001.000.000,- 


Piutang PT RSK 


990.000.000,- 

Laba Selisih Kurs 


11 . 000 . 000 ,- 


Perusahaan menggunakan Kurs KM K pada saat meiakukan penjualan. 

Dengan mengambil contoh PT KDP diatas maka jurnal yang dilakukan menjadi 
sebagai berikut: 


Uraian 


Debet 


Kredit 



Uraian 


Kas/Bank _ 

Piutang PT RSK 


Laba Selisih Kurs 


Debet 


Kredit 


995.500.000,- 


5.500.000,- 


Jurnal yang seharusnya dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Dengan mengambil contoh PT KDP diatas maka jurnal yang dilakukan menjadi 
sebagai berikut: 


i Uraian Debet i Kredit 


["Piutang PT RSI 

990.500.000,- 


Penjualan 


900.000.000,- 


PPN Keluaran 90.500.000,- 


Penjualan menggunakan KTBI = 10.000,- x Rp 9.000,- = Rp 900.000.000,- 
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PPN menggunakan kurs KMK 10% x (Rp 10.000,- x Rp 9.050,-) 


Sedang jurnal yang dibuat pada tanggal 15 September (pada saat Jatuh tempo 
pembayaran), adalah : 


[ 


Uraian 


PPN Keluaran 
Kas/Bank 


Debet_| K redit 

lOo.-T 


90. 500.000,- ! 


90.500.000,- 


Jurnal yang seharusnya dilakukan pada saat pembayaran adalah : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

! Kas/Bank *) 

1.000.500.000,- 

i 

P;utanq PT RSK 


990.500.000,- j 

Laba Selisih Kurs 


lO.OOO.OOO,- ! 


catatan 

Kas yang dibayar = 10.000 x Rp 9.ICO,- = Rp 
Hutang PPN Keluaran Rp 

Total Yang Harus Dibayar Rp 


910.000.000,- 

90.500.000,- 

1.000.500.000,- 


Dengan mengambil hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagal berikut 


• Jika menggunakan KTBI maka rugi selisih kurs pada waktu menyetor PPN 
sebesar Rp 500.000,- tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 

• Dan sewaktu pembayaran jika menggunakan KTBI Laba Selisih Kurs sebesar 
Rp 11.000.000,- harus dikoreksi sebesar Rp 1.000.000,- 

• Jika menggunakan KMK pada waktu pembayaran Laba selisih kurs sebesar 
Rp 5.500.000,- harus dikoreksi sebesar Rp 4.500.000,- 

e. Laba Rugi selisih kurs bagi BUT 

Berdasarkan SE DJP No.SE-OS/PJ.42/2000 jo SE DJP No.SE-ll/PJ.42.2000 dikatakan bahwa 
keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai Rupiah 
pada perkiraan hutang kepada kantor pusat suatu BUT tidak diperbolehkan untuk 
dibebankan sebagai biaya/diakui sebagai penghasilan bagi BUT yang bersangkutan, 
perlakuan ini termasuk atas keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing yang terjadi 
akibat fluktuasi nilai Rupiah pada perkiraan utang kepada kantor pusat suatu BUT yang 
bergerak di bidang usaha perbankan 

Catatan. 

Berkenaan dengan laba/rugi kurs yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing, perlu 

diperhatikan PP 94 tahun 2010 Pasal 9 yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

Ayat(l) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui sebagai penghasilan 
atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dun dilakukan secara taat asas 
sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. 

Ayat (2) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang berkaitan langsung 
dengan usaha WP yang: 

a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

b. tidak termasuk objek pajak, 

tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. 

Ayat (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang tidak berkaitan langsung 
dengan usaha WP yang: 

a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

b. tidak termasuk objek, pajak, 
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diakui sebagal penghasilan atau biaya sepanjang biaya tersebut dipergunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 


PENGAKUAN SELISIH KURS KARENA DEVALUASI ATAU 
DEPRESIASI MATA UANG. 

1. Seilslh Kurs sesuai dengan Akuntansi. 

Selisih kurs dapat disebabkan karena suatu devaluasi atau depresiasi luar biasa suatu mata uang 
dalam keadaan tidak tersedia fasilitas hedging dan menimbulkan kewajiban yang tak 
terselesaikan akibat-perolehan aktiva yang baru saja dilakukan dan harus dilunasi dalam mata 
uang asing. Selisih kurs tersebut dapat dimasukkan sebagal nilai tercatat {carrying amount) 
aktiva tersebut sepanjang nilai tercatat aktiva yang telah disesuaikan tidak melebihi jumlah 
terendah antara biaya pengganti {replacement cost) dan jumlah yang dapat diperoleh kembali 
{amount recoverable) dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut. Alternatif yang dipilih 
harus diungkapkan secukupnya. Selisih kurs dapat disebabkan karena suatu devaluasi atau 
depresiasi luar biasa suatu mata uang dalam keadaan tidak tersedia fasilitas hedging dan 
menimbulkan kewajiban yang tak terselesaikan akibat-perolehan aktiva yang baru saja dilakukan 
dan harus dilunasi dalam mata uang asing. Selisih kurs tersebut dapat dimasukkan sebagal nilai 
tercatat {carrying amount) aktiva tersebut sepanjang nilai tercatat aktiva yang telah disesuaikan 
tidak melebihi jumlah terendah antara biaya pengganti {replacement cost) dan jumlah yang 
dapat diperoleh kembali {amount recoverable) dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut. 
Alternatif yang dipilih harus diungkapkan secukupnya. 

2. Selisih kurs sesuai peraturan perpajakan. 

Peraturan perpajakan tidak pernah mengatur secara tegas tentang selisih kurs yang disebabkan 
karena suatu devaluasi atau depresiasi iuar biasa. Peraturan perpajakan yang mengatur tentang 
selisih kurs akibat adanya depresiasi iuar biasa hanya terlihat pada SE Dirjen Pajak No. SE- 
54/PJ-42/1999 tgl 08 Desember 1999 tentang Perubahan SE Dirjen Pajak N0.SE-16/PJ.43/1997 
tgl 27 Nopember 1997 tentang Perlakuan PPh Terhadap selisih kurs Valuta Asing Dalam Tahun 
1997. Dimana aturan ini sebenarnya mengatur selisih kurs akibat adanya depresiasi mata uang 
rupiah terhadap mata uang asing yang sangat besar, yang terjadi pada tahun 1997. Tetapi untuk 
memahaminya peraturan tersebut, penulis ingin mengemukakannya dalam buku ini. 

Didalam peraturan tersebut diatur tentang keuntungan atau kerugian karena adanya kenaikan 
kurs valuta asing, sebagai berikut : 

a. WP yang menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau 
kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun dapat membebankan seluruh kerugian seiisih 
kurs tahun 1997 baik yang telah direalisir maupun yang belum direalisir ke dalam tahun 
pajak 1997 atau dialokasikan/diamortisasikan dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) 
tahun sejak tahun pajak 1997 secara taat asas. 

b. Bagi WP yang telah memberitahukan kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar untuk 
memilih melakukan amortisasi pembebanan kerugian selisih kurs tahun pajak 1997 dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat memperhitungkan seluruh sisa kerugian selisih kurs 
tahun pajak 1997 yang merupakan beban amortisasi tahun pajak 1998 dan tahun-tahun 
pajak berikutnya secara sekaligus dengan keuntungan selisih kurs tahun pajak 1998. Dalam 
hal setelah perhitungan tersebut masih terdapat sisa kerugian selisih kurs tahun pajak 
1997, maka sisa kerugian tersebut tetap harus diamortisasi dalam jangka waktu sisa masa 
pembebanan amortisasi terhitung sejak tahun pajak 1998. 
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c. Mekanisme perhitungan dimaksud pada butir b. di atas dapat dilakukan melalui pembetulan 
SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008, atau penerbitan SKP, atau peninjauan kembali 
SKP pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pelaksanaannya, WP harus menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar. 

Contoh : 

Tahun Pajak 2007 

• Kerugian selisih kurs 2007 Rp. 1.000.000.000,- 

• Amortisasi selama lima tahun @ Rp. 200.000.000,- (20%/tahun) 

• Sisa kerugian selisih kurs yang belum di Rp. 800.000.000,- 
amortisasi 

Tahun Pajak 2008 

i. Apabila keuntungan selisih kurs lebih besar dari sisa kerugian selisih kurs 


Keuntungan selisih kurs 2008 

Sisa kerugian selisih kurs tahun 2007 yang belum 

Rp. 

900.000.000,- 

di amortisasi 

r*l_ 

800.000.000,- 

Keuntungan selisih kurs 

Rp. 

100.000.000,- 


Keuntungan selisih kurs ini dijumlahkan dengan penghasilan atau kerugian neto tahun 
pajak 2008 

ii. Apabila keuntungan selisih kurs lebih kecil dari sisa kerugian selisih kurs 


Keuntungan selisih kurs 2008 

Sisa kerugian selisih kurs tahun 2007 yang belum 

Rp. 

600.000.000,- 

diamortisasl 

Rfi_ 

800.000.000,- 

Sisa kerugian selisih kurs tahun 2007 yang masih 
harus diamortisasi mulai tahun 2008 

Rp. 

200.000.000,- 


Amortisasi sisa kerugian selisih kurs tahun 2007 yang dimulai tahun pajak 2008 adalah 
sebesar Rp 200.000.000,- : 4 = Rp 50.000.000,- 


Catatan : 

Walaupun dari tahun 1997 sampai dengan saat ini belum ada kejadian tentang depresiasi mata 
uang asing di Indonesia, sehingga timbul pertanyaan apakah peraturan tersebut masih 
digunakan sebagai dasar hukum kaiau terjadi depresiasi mata uang asing. Menurut penulis 
sepanjang peraturan tersebut belum dicabut dan tidak ada peraturan yang baru, maka peraturan 
tersebut seharusnya masih berlaku. 
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Halaman Ini sengaja dikosongkan 
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PENDAHULUAN 

PENGERTIAN 

Pengertian investasi sesuai dengan manajemen' "adalah kegiatan pengadaan aset tetap dalam rangka 
menambah kapas/tas atau fasilitas operasi perusahaan (sedang yang dimaksud dengan aset dalam 
pengertian Ini menyangkut aset berwujud (tanglble assetj maupun eiset tidak berwujud (Intanglble 
asset/. 

Tujuan dari investasi sebuah perusahaan adalah adanya dana perusahaan yang tidak digunakan 
(menganggur), sehingga daripada dana menganggur, maka dana tersebut dioptimalkan dan 
diharapkan akan timbulnya retum/pengembalian di masa yang akan datang. 

Sedang pengertian investasi menurut PSAK No.13 paragrap 03 adalah "suatu aktiva yang digunakan 
perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretfon ofwealth) melalui distribusi hasil investasi atau 
untuk manfaai. lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui 
hubungan perdagangan" 

Sehingga pengertian investasi itu sendiri adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, dimana dari 
aktiva tersebut diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik berupa penghasilan langsung 
(misalkan bunga, dividen, royalti, sewa dsbnya) atau karena keuntungan berupa kenaikan atau 
apresiasi nilai aktiva terkait dan manfaat lainnya termasuk untuk menjalin atau menjaga hubungan 
bisnis dengan perusahaan lain, menguasai atau mengendalikan operasi dan pengelolaan perusahaan 
lain. 

JENIS JENIS INVESTASI 

1. Investasi Jangka Pendek atau sementara 

2. Investasi Jangka Panjang 


INVESTASI SAHAM 

Saham adalah instrumen yang paling populer di pasar modal, terutama di Indonesia akhir-akhir ini, 
walaupun ada obligasi dan reksadana tetapi saham sampai dengan saat ini masih terpopuler. 
Perusahaan yang menginginkan modal atau memerlukan dana dapat mengeluarkan saham untuk 
menarik dana dari masyarakat pemodal. Investor yang menempatkan sahamnya sebagal Imbalannya 
akan mendapat bukti kepemilikan berupa saham pada perusahaan tersebut. Sedang jenis-jenis saham 
antara lain : 

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 6): 

' "MANAJEMEN KEUANGAN KORPORAT. Bramantyo Djohanputra PhD 
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1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau kiaim 

a. Saham Biasa {common stock) 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior atau akhir 
terhadap pembagian dividend dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan 
tersebut dilikuidasi. Ori yang lain dari saham ini adalah dividen dibayarkan selama 
perusahaan memperoleh laba. Setiap pemlik saham memiliki hak suara dalam rapat umum 
pemegang saham (RUPS). Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas 
terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan 
kepemilikan sahamnya kepada pihak lain. 

Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya, 
disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa, 
karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap, seperti bunga 
obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. 
Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen, dan lain sebagainya. 
memiliki karakteristik saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan 
penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya, jika suatu ketika emiten mengalami 
kerugian, maka pemegang saham preferen bisa tidak menerima pembayaran dividen yang 
sudah ditetapkan, sebelumnya. Jadi jelasnya, saham preferen adalah saham yang 
memberikan prioritas pilihan (preferen) kepada pemegangnya. 

2. Ditinjau dari cara peralihannya 

a. Saham Atas Unjuk {Bearer Stocks) 

• Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan 
dari satu investor ke investor lainnya. 

• Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai 
pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

b. Saham Atas Nama {Registered Stocks) 

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara 
peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan 

Berdasarkan kinerjanya, saham-saham diperdagangkan (yana ada di Bursa Efek Indonesia) bisa 
digotongkan dalam sempat kelompok. Mereka adalah: saham blue chip atau saham unggulan, 
saham pembagi dividen, saham pertumbuhan, dan saham spekulatif. Saham blue chip cocok 
untuk investor yang cenderung menghindari risiko, sementara saham spekulatif cocok untuk 
Investor yang berani memikul risiko tinggi. 

a. Saham Unggulan {Blue - Chip Stocks) 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai ieader di industri 
sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 

b. Saham pembagi dividen (Income Stocks) 

• Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi 
dari rata - rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

• Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan 
secara teratur membagikan dividen tunai. 

• Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. 
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c. Saham Pertumbuhan ( Growth Stocks) 

• {Well - Known) 

Saham - saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, 
sebagai leadera\ industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 

• 2. (Lesser - Known) 

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri 
growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan 
emiten. 

d. Saham Spekulasi {Speculative Stock) 

Saham suaru perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari 
tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa 
mendatang, meskipun belum pasti. 


PENGERTIAN DIVIDEN 

1. Menurut Akuntansi/Umum 

Pengertian Dividen pada umumnya adalah : 

i. Bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta 
disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. 

ii. Sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang 
saham sebuah perseroan 

2. Menurut Perpajakan 

Pengertian dividen menurut pajak sesuai dengan Pasal 4 huruf g UU PPh Dividen, dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, termasuk Dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Termasuk pengertian dividen adalah : 

a. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun; 

b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor; 

c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang 
berasal dari kapitalisasi agio saham. 

Pengertian saham bonus mengalami perkembangan dari beberapa kali perubahan undang- 
undang dapat kita lihat sebagai berikut: 

• UU No.7 tahun 1983 mengatakan bahwa semua saham bonus termasuk dalam 
•pengertian dividen. 

• UU No.10 tahun 1994 bahwa saham bonus yang berasal dari kapitalisasi aglo saham 
baru dan yang berasal dari revaluasi aktiva tetap, tidak termasuk pengertian dividen. 

• UU No.17 tahun 2000 mengatakan bahwa saham bonus yang berasal dari kapitalisasi 
agio saham termasuk dividen, sedangkan yang berasal dari revaluasi aktiva tetap 
bukan merupakan dividen (PP No.138 tahun 2000) 

d. pembagian laba dalam bentuk saham; 

e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 

f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang 
saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan; 
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g. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam 
tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu 
adalah akibat dari pengedlan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; 

h. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai 
penebusan tanda-tanda laba tersebut; 

i. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; 

j. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; 

k. pembagian berupa sisa hasil usai.a kepada anggota koperasi; 

l. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan 
sebagai biaya perusahaan. 

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, 
misalkan pembayaran bunga yang melebihi kewajaran karena perusahaan meminjam uang 
kepada pemegang saham, apabila terjadi kejadian seperti tersebut diatas, maka selisih antara 
bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku dipasar dianggap sebagai dividen 
dan bagian bunga yang dianggap sebagai dividen tidak dapat dibebankan sebagai biaya. 

Contoh : 

T. Abu Bakar Sidik adalah salah satu pemegang saham PT Sadar, pada tahun 2010 memberi 
pinjaman kepada PT Sadar yang baru kesulitan likuiditas sebesar Rp 200.000.000,-. Tahun 2011 
PT Sadar membayar bunga 12% atau sebesar Rp 24.000.000,- (12% x Rp 200.000.000,-), tetapi 
ternyata bunga pinjaman yang berlaku di pasar rata-rata tahun 2011 sebesar 10%. Sehingga 
selisih bunga 2% (12% - 10%) atau sebesar Rp 4.000.000,- (2% x Rp 200.000.000,-) dianggap 
sebagal Dividen. 

Dengan demikian dividen menurut UU PPh, mengandung pengertian jauh lebih luas daripada 
yang dianut didalam dunia bisnis, karena pengertian dividen tidak tergantung pada nama 
maupun bentuk imbalan yang diberikan kepada modal yang digunakan dalam perseroan. 


SISTEM PENCATATAN 

MENURUT AKUNTANSI 

1. Pengukuran dan/atau penilaian 

Tata cara pengukuran dan penilaian menurut akuntansi diatur dalam SAK No.50 yang secara 
aktif diperdagangkan di bursa efek, yang harganya selalu berubah-ubah setiap saat, sehingga 
pemegang saham harus mengetahui berapa nilai wajar sebuah saham yang harus dicantumkan 
dalam neracanya. 

PSAK No.50 menyatakan sebagai berikut "nilai wajar dari suatu sekuritas dianggap tersedia 
apabila" 2 : 

a. Untuk sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, jika harga jual atau harga 
penawaran dan permintaan telah terbentuk di Bursa. 

b. Untuk sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek di luar negeri, jika bursa efek di luar 
negeri memiliki volume dan aktivitas perdagangan yang sebanding atau lebih baik dari 
bursa efek di Indonesia 

2. MetodePencatatan 


'Akuntansi Keuangan Menengah, Hamanto 
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Metode pencatatan menurut akuntansi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, 

1. Menggunakan metode konsolidasi apabila perusahaan mempunyai saham lebih besar dari 
50% dengan demikian dapat mengendalikan sepenuhnya perusahaan yang dimilikinya. 

2. Menggunakan metode ekuitas jika perusahaan dapat dikatakan mempengaruhi secara 
signifikan perusahaan yang dimilikinya atau saham yang dimilikinya lebih dari dari 20% dan 
kurang dari 50% 

3. Apabila perusahaan hanya mempunyai saham kurang 20%, maka metode pencatatan yang 
digunakan menggunakan metode biaya {cost method). 

MENURUT PERPAJAKAN 

Perlakuan Perpajakan Terhadap Keuntungan dan Kerugian atas Penjualan Investasi Saham, 
berdasarkan UU PPh, diatur antara lain: 

1. Pasal 4 Ayat (1) 

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam penjelasan pasal ini antara 
lain ditegaskan bahwa karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas 
maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak 
digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pcjak. Dengan demikian, apabila dalam satu 
tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut 
dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang 
diderita di luar negeri; *r 

2. Pasal 4 Ayat (1) huruf d 

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan karena penjualan atau karena 
pengalihan harta; 

3. Pasal 6 Ayat (1) huruf d 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan 
penghasilan bruto dikurangi antara lain kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang 
dimiliki dan digunakan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan. 

4. Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain ditegaskan bahwa kerugian karena penjualan atau 
pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan 
yang dimiliki dan dipergunakan daiam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian 
karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tapi tidak digunakan dalam perusahaan, 
atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa: 
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a. Atas keuntungan {capital gain) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di 
bursa, terutang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum UU PPh. 

b. Atas kerugian {capital Aass) dari penjualan saham yang tidak tercatat/diperdagangkan di bursa, 
dapat diakui dan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal) dalam 
tahun pajak yang sama, sepanjang saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan 
atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek 
Pajak (dividen dan atau capital gain) dan tidak dikenakan PPh yang bersifat final. 

Apabila pada suatu tahun pajak WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g UU 
PPh memperoleh dividen yang bukan merupakan objek PPh dari Investasi Saham, maka bunga 
pinjaman yang berkaitan dengan Investasi Saham tersebut bukan merupakan biaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Bunga yang tidak dapat dibiayakan tersebut dapat 
dikapitalisasikan dengan cara menambahkan pengeluaran bunga tersebut pada harga perolehan 
saham. 

c. Apabila pada suatu tahun pajak WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g UU 
PPh memperoleh keuntungan dari pengalihan saham, maka penghasilan tersebut merupakan 
objek PPh dan bunga pinjaman yang berkaitan dengan Investasi Saham yang dijual tersebut 
dalam tahun penjualan dapat dibebankan sebagai biaya dengan menambahkannya pada harga 
pokok saham. 
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PENDAHULUAN 

PENGERTIAN AKTIVA TETAP 

Di dalam SAK No. 16 dan SAK ETAP "Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk 
tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun periode" 

Aset tetap tidak termasuk hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam dan 
sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. 

Penyebutan Istilah Aset Tetap di peraturan perpajakan tidak pernah dikenal, karena didalam peraturan 
perpajakan istilah tersebut memakai istilah Harta Berwujud atau Aktiva Berwujud atau Aktiva Tetap. 
Maka didalam buku Ini untuk seterusnya penulis akan menggunakan Istilah Aktiva Tetap untuk 
menunjukkan istilah aset tetap atau harta berwujud. 

Sedang didalam peraturan perpajakan tidak ada definisi yang jelas mengenai aktiva tetap, aktiva tetap 
ataupun pengertian penyusutan/amortisasi. Pengertian aktiva tetap hanya dapat merujuk pada Pasal 
9 ayat (2) UU PPh yaitu "pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, 
melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
atau 11A" 

Dengan demikian walaupun secara tersurat tidak ada pengertian tentang definisi aktiva tetap, tetapi 
secara praktek sehari-hari pengertian aktiva tetap menurut perpajakan tetap akan merujuk dalam 
pengertian aktiva tetap menurut akuntansi (walaupun pengertian aktiva tetap menurut peraturan 
perpajakan dapat lebih luas dari pada pengertian aktiva tetap menurut akuntansi). 

CIRI-CIRI AKTIVA TETAP 

Aktiva tetap disamping mempunyai sifat-sifat umum dari aktiva, maka aktiva tetap juga mempunyai 
sifat-sifat khusus, antara lain : 

1. Aktiva Tetap yang dimiliki perusahaan yang merupakan barang-barang fisik untuk digunakan 
memperlancar/mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan jasa-jasa 
bagi perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal perusahaan. 

2. Semua aktiva tetap memiliki usia terbatas, pada akhir usianya harus diganti 

3. Nilai aktiva tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam 
mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunaannya dan bukan dari pemaksaan suatu kontrak. 
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4. Aktiva tetap seluruhnya bersifat non moneter, manfaatnya diterima dari penggunaan atau 
penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah uang yang tertentu. 

5. Pada umumnya jasa yang diterima dari aktiva tetap ini meliputi suatu periode yang lebih panjang 
dari satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. 

PENGAKUAN AKTIVA TETAP 

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, 
bila: 

1. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa mendatang yang berkaitan 
dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. 

Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat keekonomian masa yang akan datang akan 
mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima 
imbalan dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan 
imbalan telah diterima perusahaan. 

2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. 

Dalam keadaan tertentu sangat tepat untuk mengalokasikan pengeluaran total pada suatu aktiva 
pada komponennya dan membukukan setiap komponen secara terpisah apabila harga perolehan 
masing-masing komponen dapat diperoleh dari pemasok atau pembuat. Akan berbeda jika 
komponen pengeluaran berupa aktiva yang akan menyediakan manfaat bagi perusahaan dengan 
pola berbeda dan karenanya memerlukan penggunaan tarif dan metode penyusutan berbeda. 


NILAI PEROLEHAN AKTIVA TETAP 

AKTIVA DIDAPAT DENGAN CARA PEMBELIAN 

1. Menurut Akuntansi 

Aktiva tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aktiva tetap pada awalnya 
diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aktiva adalah jumlah biaya yang dikeluarkan 
oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aktiva tetap tersebut agar dapat digunakan 
sebagaimana mestinya sebagai aktiva tetap. Biaya perolehan aktiva tetap menurut PSAK Nomor 
16 Revisi Tahun 2007 meliputi: 

a. ' Biaya perolehan atau harga beli, termasuk bea yang berhubungan dengan impor barang 

dan pajak-pajak yang berhubungan dengan pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah 
dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain 

b. Biaya-biaya yang dapat distribusikan secara langsung untuk membawa aktiva ke lokasi dan 
kondisi yang diinginkan agar aktiva tersebut sesuai dengan keinginan dan maksud 
manajemen. Contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah: 

i. Biaya penanganan dan penyerahan awal, misalkan biaya pengangkutan barang dari 
lokasi pembelian sampai dengan barang sampai di perusahaan. 

ii. Biaya persiapan tempat. 

iii. Biaya perakitan dan instalasi. 

Di dalam biaya ini termasuk biaya pemasangan aset yaitu biaya-biaya yang 
berhubungan penempatan aset tersebut di lokasi hingga aset tersebut dapat 
dioperasikan sesuai rencana. Contoh biaya yang berhubungan dengan ini adalah biaya 
tenaga kerja pemasangan aset. 
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iv. Biaya pengujian aktiva apakah dapat beroperasi dengan baik, setelah dikurangi hasil 
penjualan dari produk yang dihasilkan atas pengujian tersebut 

v. Biaya pinjaman yaitu biaya pinjaman yang didistribusikan langsung terhadap akuisisi 
aset tersebut 

c. Estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aktiva tetap dan restorasi lokasi aset 

Sedang SAK Paragraf 19 mengatur biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aktiva 
tetap, antara lain : 

a. Biaya pembukaan fasilitas baru 

b. Biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi). 

c. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya 
pelatihan staf) 

d. Administrasi dan biaya overhead umum lainya. 

Sedang menurut Drs Harnanto M Soc SE, Akt\ bahwa harga perolehan suatu aktiva Tetap 
meliputi seluruh pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan dan menempatkannya pada 
kondisi siap untuk dipakai. 

Sedang lebih lanjut Drs Hananto membagi beberapa harga perolehan berdasarkan jenis aktiva 
tetap, seperti : 

a. Aktiva Tanah dan Hak Atas Tanah. 

Harga Perolehan hak atas tanah meliputi berbagai macam pengorbanan yang dlperiukan 
untuk mendapatkan dan mempersiapkan tanah sehingga siap untuk dipakai, yang terdiri 
dari: 

• Harga yang disepakati dalam transaksi pembelian termasuk tanaman, prasarana, 
bangunan dlatasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan. 

• Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan. 

• Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi. 

• Biaya komisi perantara jual beli tanah. 

• Biaya bunga pinjaman terkapltalisasi. 

• Biaya survei, pengukuran, pematokan, pemetaan ulang. 

• Biaya legal, seperti audit doKumen kepemilikan tanah. 

• Biaya untuk mendapatkan hak opsi untuk membeli tanah. 

• Biaya notaris dan/atau PPAT 

• PBB yang menunggak dan menjadi tanggungan pihak pembeli. 

• Biaya perpanjangan hak atas tanah, termasuk BPHTB 

b. Bangunan 

Biaya perolehan suatu bangunan meliputi semua pengorbanan yang diperlukan untuk 
mendapatkan, membeli atau membuat dan mempersiapkanya sampai kondisi bangunan 
siap untuk dipakai, jika bangunan diperoleh dari pembelian terdiri dari : 

• harga yang disepakati daiam transaksi pembelian bangunan. 

• biaya renovasi yang diperlukan untuk membuat bangunan menjadi siap pakai. 

• biaya untuk mendapatkan IMB yang terkait dengan renovasi bangunan. 

• Tunggakan pajak-pajak yang menjadi tanggungan pembeli. 

c. Mesin, peralatan, kendaraan, mebel dan perlengkapan kantor. 

Biaya perolehannya meliputi semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan dan 
menempatkannya pada kondisi siap pakai. Beberapa item pengeluaran atau pengorbanan 
yang merupakan komponen harga perolehan adalah : 


' Akuntansi Keuangan Menengah, Drs Harnanto M.Soc.Akt 
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harga yang disepakati dalam transaksi pembelian. 

biaya angkut atau pengiriman, asuransi, penyimpanan dan biaya lain yang 
berhubungan dengan perolehan. 

biaya pemasangan termasuk mempersiapkan tempat, perakitan dan instalasi 

biaya percobaan dan testing sebelum aktiva dapat dioperasikan penuh. 

biaya untuk merekondisikan dalam hal peralatan dibeli dalam keadaan bekas pakai. 


Untuk memperjelas pengertian tersebut diatas dan bagaimana sistem pencatatannya dibawah ini 
penulis mencoba untuk membuat contoh, sebagai berikut: 

PT Kain Indah adalah perusahaan yang membuat tekstil, dalam rangka memperbaiki kualitas 
pada tanggal 8 Juni 2014 membeli mesin dengan harga Rp 2.000.000.000,- ongkos angkut 
termasuk asuransi dan biaya lain sampai dengan di lokasi pabrik sebesar Rp 50.000.000,- 
Pemasangan, perakitan dan instalasi mesin selesai tanggal 10 Agustus 2014 dengan 
menghabiskan biaya sebesar Rp 40.000.000,- Percobaan mengoperasikan mesin sampai siap 
digunakan selesai tanggal 5 September 2014 dan menghabiskan biaya sebesar Rp 10.000.000,- 
Atas transaksi tersebut PT Kain Indah seharusnya membuat ayat jurnal sebagai berikut: 

Pada saat pembelian mesin tanggal 8 Juni 2014 


Uraian Debet Kredit 


Aktiva Mesin 


2.050.000.000 ,- j 


* j 

I 


i P PN Masukkan 
Kas/Piutai 



Pada saat selesai pemasangan mesin tanggal 10 Agustus 2014 


Uraian 

Debet 

Kredit 

l Aktiva Mesin 

40.000.000,- 

u .. . 

Kcs/Bank 


40.000.0pp,- j 


Pada saat selesai percobaan mesin tanggal 5 September 2014 


Uraian 


i Aktiva Mesin 


Bank 


Debet 


lO.OOO.OOO,- ! 


Kredit 


lO.OOO.OOO,- 


Maka nilai perolehan mesin sebesar Rp 2.100.000.000,- 


2. Menurut Perpajakan 

Pada dasarnya nilai perolehan dengan cara pembelian menurut perpajakan tidak berbeda dengan 
akuntansi. Tetapi didalam penentuan nilai aktiva didasarkan harga perolehan atau harga 
pembelian menurut perpajakan, dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu : 

a. Perolehan aktiva tetap yang tidak mempunyai hubungan istimewa, adalah harga yang 
sesungguhnya dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan, termasuk 
PPN yang tidak dapat dikreditkan. 

b. Sedangkan apabila perolehan aktiva tetap tersebut mempunyai hubungan istimewa adalah 
jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima atau sesuai dengan harga pasar yang 
wajar. 

Yang dimaksud dengan hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh adalah 
Hubungan istimewa di antara WP dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan 
satu dengan yang lain yang disebabkan: 

I. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau 
lebih pada WP lain, atau hubungan antara WP dengan penyertaan 25% atau lebih 
pada dua WP atau lebih, demikian pula hubungan antara dua WP atau lebih yang 
disebut terakhir. 
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ii. WP menguasai WP lainnya, atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang 
sama baik langsung maupun tidak langsung; atau 

iii. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan 
lurus dan/atau ke samping satu derajat. 

Catatan 

Metode penentuan harga wajar atau laba wajar menurut perpajakan telah diberikan 

panduannya, yaitu (sesuai dengan Per DJP No.43/PJ/2010 ) 

i. Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk 
menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling tepat. 

ii. Metode Penentuan Harga Transfer yang dapac diterapkan adalah: 

• metode perbandingan harga antara pihak yang Independen {comparable 
uncontmlled price/CUP); 

• metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya- 
plus (costplus methooJCPM); 

• metode pembagian laba {profit split method/PSM) atau metode laba bersih 
transaksional (transact/onal net margin method/TNMM). 

iii. Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer tersebut wajib diperhatikan hal- 
hal sebagai berikut: 

• penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara hirarkis dimulai 
dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen 
(CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat; 

• dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen tidak tepat 
untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali {resa/e price 
method/RPM) atau metode biaya-plus (CPM) sesuai dengan kondisi yang tepat; 

• dalam hal metode penjualan kembali atau metode biaya-plus tidak tepat untuk 
diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (PSM) atau metode laba 
bersih transaksional (TNMM). 

iv. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang 
independen (CUP) adalah: 

• barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam 
kondisi yang sebanding; atau 

• kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik 
atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan 
penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi 
yang timbul. 

v. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali (RPM) adalah: 

• tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara WP yang mempunyai 
Hubungan Istimewa dengan transaksi antara WP yang tidak mempunyai 
Hubungan Istimewa, khususnya tingkat keseoandingan berdasarkan hasil analisis 
fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan 

• pihak penjual kembali {rese/ler) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan 
atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. 

vi. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus (CPM) adalah: 

• barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan 
Istimewa; 

• terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (Jo/nt taa'lity 
agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang {long term buy and supply 
agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau 


disusun Djaka Saranta S Edhy 217 



• bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. 

vii. Metode pembagian laba (PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi 
sebagai berikut: 

• transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait 
satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara 
terpisah; atau 

• terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi 
yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. 

viii. Penerapan metode Penentuan Harga Transfer secara hirarkis harus didasarkan pada 
kondisi yang tepat untuk setiap metode Penentuan Harga Transfer. 

ix. WP wajib mendokumentasikan kajian yang ailakukan dan menyimpan buku, dasar 
catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sedang dibawah ini penyusun berikan beberapa contoh transaksi, tentang perolehan aktiva 
dengan cara dibeli: 

a. Harga perolehan aktiva tetap yang dibeli: 

PT Persada Kreatif adalah produsen botol-botol plastik dengan segala jenis bentuk 
(mempunyai API), dalam rangka perluasan usahanya PT Persada Kreatif mengimpor mesin 
dari Jerman, dengan perincian sbb : 



Harga mesin (CIF) 

Rp 

1.600.000.000,- 


Bea Masuk 

Be_ 

100.000.000,- + 


DPPPPN/PPh22 

Rp 

1.700.000.000,- 


PPN Impor 

Rp 

170.000.000,- (dapat dikreditkan) 


PPh Pasal 22 Impor 

Rp 

42.500.000,- 


Biaya Angkut 

Rp 

27.500.000,- 


Biaya Pemasangan 

Rr_ 

60.000.000,- 


Total pembayaran 

Rp 

2.000.000.000,- 


Maka PTYala Persada Kreatif seharusnya membuat iurnal. sebaaai berikut: 


Uraian 

Debet 1 Kredit 

Aktiva Mesin 

1.787.500.000,-T 

PPN Masukkan 


UM PPh Pasal 22 

42.500.000,- j 

Kas 

i 2.000.000.000,- 


Sehingga harga aktiva sebagai dasar penyusutan mesin sebesar Rp 1.787.500.000,- 

b. Harga perolahan bangunan diperoleh dengan cara dibeli. 

Harga perolehan bangunan yang diperoleh adalah seluruh harga sampai dengan bangunan 
tersebut siap dipakai, termasuk pajak-pajak yang harus dibayar (PBB, BPHTB). 

Misalkan PT Ardiana Konsultan membeli gedung sebesar Rp 1.500.000.000,- disamping 
membayar harga gedung PT Ardiana Konsultan juga mengeluarkan, biaya notaris Rp 
5.000.000,- biaya eksekutor Rp 50.000.000,- tunggakan PBB sebesar Rp35.760.000,- 
BPHTB sebesar Rp 75.000.000,- PPN dari harga beli sebesar Rpl50.000.000,- Atas transaksi 
ini seharusnya PT Ardiana Meaa Konsultan seharusnya melakukan iurnal sebaaai berikut: 


Uraian 

1 

J . 

Debet 

Kredit 

Gedung_*)__ 

PfW Masukkan 

- 

1 

.. __4— 

i 

j 

1.665.760.000,- i 
150.000.000,- ! 


Kas 


1 

1 

1.815.760.OCO,- 


*) catatan perolehan harga gedung terdiri dari : 
Harga gedung Rp 1.500.000.000,- 
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c. 


Biaya Notaris 

Rp 

5.000.000,- 

Biaya eksekutor 

Rp 

50.000.0u0,- 

Tunggakan PBB 

Rp 

35.760.000,- 

BPHTB 

Rp 

75.000.000,- 

Total Harga Gedung 

Rp 

1.665.760.000,- 


Nilai perolehan menggunakan mata uang asing. 

PT Archa Indonesia mengimpor mesin dari Jerman harga yang tercantum dalam PIB, QF 
sebesar USD 100,000. Bea masuk dikenakan sebesar 10%. Jika kurs sesuai KMK pada saat 
itu sebesar Rp 10.150,-/USD sedang kurs transaksi yang berlaku (kurs realisasi atas 
pembayaran ke Bank Devisa) sebesar Rp 10.100,- PT Archa Indonesia mengimpor mesin 
dengan menggunakan API. 

Jika biaya pengeluaran barang dari pelabuhan sebesar Rp 45.000.000,- Ongkos angkut dari 
pelabuhan ke lokasi PT Archa Indonesia sebesar Rp 10.000.000,- dan biaya pemasangan 
serta biaya trainlng penggunaan mesin sebesar Rp 35.000.000,- Maka nilai perolehan mesin 
dapat diketahui sebagal berikut: 

Penghitungan sebagai dasar DPP PPh Pasal 22 dan PPN 
Harga CIF mesin Rp 1.015.000.000,- i) 

Bea Masuk 10% Rp 101.500.000,- 

Nilai Impor Rp 1.116.500.000,- 

. PPh Pasal 22 Impor 2,5% Rp 27.912.500,- 2) 

• PPN Impor 10% Rp 111.650.000,- 3) 

Penghitungan Harga Perolehan Mesin 


Harga CIF Mesin 
Bea Masuk 

BI. Pengeluaran Barang 
Biaya Pengangkutan 
Biaya pemasangan 
Total Harga Mesin 


Rp 1.010.000.000,- 4 ) 

Rp 101.500.000,- 

Rp 45.000.000,- 

Rp 10.000.000,- 

Rp 35.000.000,- 

Rp 1.201.500.000,- 


Catatan : 

1) . Harga mesin menggunakan kurs KMK sebesar Rp 10.150,- sebagai dasar menghitung 

bea masuk, PPh Pasal 22 dan PPN Impor. 

2) . PPh Pasal 22 Impor merupakan uang muka PPh Badan yang dapat dikreditkan pada 

akhir tahun pajak. 

3) . PPN Impor merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 

4) . Harga Mesin menggunakan kurs transaksi sebesar Rp 10.100,- 


Maka PT Archa Indonesia seharusnya membuat jurnal, sebagai berikut: 


Uraian_ Debet j Kredit_ 

Mesin" .j "T20i ?50o 7 o5o7- _ ~ 

Uanjj Muka PPh Pasal 22 I 27.912.500^- j 

Kas. : . | T.34T062.5(K)j: 


AKTIVA DIDAPAT DENGAN CARA PERTUKARAN 

1. Menurut Akuntansi 

a. Menurut SAK No. 16 butir 20 

Suatu aktiva dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva 
tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam ini diukur pada nilai wajar 
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aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh yang mana lebih andal, equivalent dengan nilai 
wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiaD kas atau setara kas 
yang ditransfer. Dengan demikian pertukaran aktiva tidak sejenis dapat mengakibatkan 
adanya laba atau rugi. 

b. Menurut SAK No. 16 butir 21 

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aktiva yang serupa yang 
memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki nilai wajar yang 
serupa. Jika aktiva lain seperti kas sebagai bagian dari transaksi pertukaran, ini dapat 
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak memiliki suatu nilai yang serupa. 
Berdasarkan SAK 16 paragraf 46 pertukaran aktiva tetap seperti disebutkan pada paragraf 
21 tersebut biaya aktiva yang diperoleh sama dengan jumlah tercatat aktiva yang 
dilepaskan dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. 

i. Maka aktiva yang diterima diukur sebesar nilai wajarnya, jika : 

• Transaksi pertukaran tersebut memiliki substansi komersial 

• Nilai wajar aktiva yang diterima dapat diukur secara andal 

ii. Aktiva yang diterima diukur sebesar nilai tercatat aktiva yang diserahkan, jika : 

• Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial 

• Nilai wajar aktiva yang diterima tidak dapat diukur secara andal 

c. Menurut SAK ETAP bab 15 paragraf 15.11 jika aktiva tetap diperoleh melalui pertukaran 
dengan aktiva nonmoneter atau kombinasi aktiva moneter dan aktiva nonmoneter, maka 
biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali: 

• transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. 

• nilai wajar aktiva yang diterima atau aktiva yang diserahkan tidak dapat diukur secara 
andal. Dalam kasus ini biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aktiva yang 
diserahkan. 

Ketentuan Akuntansi tentang pertukaran aktiva, sesuai dengan SAK 16 Revisi tidak lagi 
membedakan pertukaran aktiva tetap sejenis (serupa) dan pertukaran aktiva tetap yang tidak 
sejenis (serupa). 

Menurut Peraturan Perpajakan 

Ketentuan umum tentang pertukaran menurut peraturan perpajakan yang diatur dalam Pasal 10 
ayat (2) UU PPh yang berbunyi " Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar- 
menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga 

pasar" 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara perpajakan, bahwa jika ada pertukaran aktiva, 
maka nilai pertukaran dari harga pasar yang wajar dan selisih antara harga pasar dengan nilai 
sisa buku fiskal, merupakan Keuntungan atau kerugian fiskal, walaupun tidak ada pembayaran 
atas harga pasar tersebut. Untuk memperjelas uraian tersebut diatas, dibawah ini penyusun akan 
mencoba memberikan contoh-contoh transaksi pertukaran aktiva, sebagai berikut: 

a. Jika tidak ada kas yang keluar 

Adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. 

Contoh kasus : 

Mesin X milik PT Daya Riskatama ditukar dengan Harta Y milik PT Gelora Nusa, didalam 
kasus ini tidak ada realisasi pembayaran karena harga pasar aktiva X dan aktiva Y 
kebetulan sama. 

• Kondisi catatan aktiva tetap PT Daya Riskatama dan pencatatan atas terjadinya 
pertukaran aktiva : 
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Uraian 

Mesin X cfm .. . v _. . . 

.... Mesm X cfm Fiskal 

Akuntansi 

I Harga Beli Aktiva 

Rp 

200.000.000,- i Rp 1 200.000.000,- 

' Akum Penyusutan akuntansi 

J*P-H 

120.000.000,-TRp 1 150.000.000,- ' 

j Nilai Buku 

J*£__ 

80.000.000,- ! Rp 50.000.000,- 

j Harga Pasar Aktiva 

Rel. 

80.000.000,- ! Rp 1 80.000.000,- 


Atas kejadian tersebut PT Daya Riskatama seharusnya membuat jurnal sebagai 
berikut: 

Uraian Debet i Kredit 

Mesjn Y _ [/"" 8 b!b 00 . 0 bb”-t“"".' 

~PPN~ Masukan' j 8 ~bob~OQQ,- j 

Akumulasi Penyusutan Mesin X i 120.6bb.5bbj- !_ 

‘’"’Ak 6 vi~x~’’ [ ."IlboToboTbob’-” 

PPN~Keiuaran j ! 8 T 600 T 000 ,”’ 

Walaupun secara akuntansi tidak ada laba, tetapi karena adanya perbedaan nilai buku 
fiskal, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan akan mengalami koreksi fiskal 
yang berasal dari : 

Harga Pasar Aktiva X Rp 80.000.000,- 
Nilai Buku Fiskal Mesin X Rp 50.000.000,- 
Selisih lebih Rp 30.000.000,- 

Selisih lebih sebesar Rp 30.000.000,- merupakan keuntungan PT Daya Riskatama dan 
pada akhir tahun pajak harus dilakukan koreksi fiskal positip atas penghasilan yang 
dikenakan pajak. 

Catatan : 

Sesuai PSAK yang telah direvisi maka istilah nilai buku diganti dengan nilal4ercatat 
(yaitu nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan 
akumulasi penurunan nilai). 

Sedang kondisi catatan aktiva tetap PT Gelora Nusa dan pencatatan atas terjadinya 
pertukaran aktiva. 


Uraian 

Mesin Y cfm 1 .. . w ... . 

.. „ Mesm Y cfm Fiskal 

Akuntansi 

Harga Beli Mesin 

Rp 160.000.000,- ! Rp 

160.000.000,- 

Akum Penyusutan akuntansi 

Rp 80.000.000,- i Rp 

120.000.000,- 

Nilai Buku 

Rp 80.000.000,- 1 Rp 

40.000.000,- 

LJ ■»ro -* Dnmr 

Atas kejadian tersebut PT Gelor 

Dn on nnn nnn _ ! D^ i on nnn nnn . 

a Nusa seharusnya membuatjurnal sbb : 

Uraian \ Debet 

Kredit 

i 1 


PPN Masukan ! 8.000.000,- ! 


Akumulasi Penyusutan Mesin Y i 80.000.000,- [ 


Mesin V .t.| 

160.000.000,- 

PPN Keluaran 

8.000.000,- 


Walaupun secara akuntansi tidak ada laba, tetapi karena adanya perbedaan nilai buku 
fiskal, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan akan mengalami koreksi fiskal 
yang berasal dari : 

Harga Pasar Mesin Y Rp 80.000.000,- 

Nilai Buku Fiskal Mesin Y Rp 40.000.000,- 
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Keuntungan Rp 40.000.000,- 

Keuntungan sebesar Rp 40.000.000,- tersebut merupakan keuntungan fiskal PT Gelora 
Nusa dan akan dikoreksi fiskal pada akhir tahun pajak. 

b. Jika ada penambahan Kas Keluar 

Prinsip dasar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga 
pasar. 

contoh kasus : 

PT Graha Rembulan menukarkan mesin bubut yang lama dengan yang baru dengan mesin 
bubut yang baru dengan harga pasar Rp 50.000.000,- Untuk menghemat pengeluaran PT 
Graha Rembulan menyerahkan mesin lama dan menambah uang Rp 30.000.000,- Kondisi 
mesin bubut tersebut adalah, sebaaai berikut: 


Uraian 

Mesin Bubut cfm 
Akuntansi 

1 

Mesin Bubut cfm 
Fiskal 

Harga Beli aktiva 

i RP 

40.000.000,- 

~r~p1 4aooo.ooo1” 

Akum Penyusutan akuntansi 


15.000.000,- 

Rp_j_ 25.000.000^ 

Nilai Buku 

! RP 

25.000.000,-1 

i P.p ! 15.000.000,-' 


Dari transaksi tersebut seharusnya membuatan jurnal yang harus dilakukan PT Graha 
Rembulan adalah : 

.Uraian.[ Debet i Kredit 

Mesin Baru_ ;_SOJJOOJDOO^!_ 

_ ^kumulas L M es L n - Lam a_ _ Jj __ 

Rugljpertukaran mesin _ j 5.000.000 L -; 

_ _ Kas . ~~ j .i 30.00d .~d 00,- 

Mesln Lama ! ! 40.000.000,- 

Sedang penukaran aktiva menurut pajak berasal penghitungannya adalah sebagai berikut: 
Harga beli Mesin Bubut Baru Rp 50.000.000,- 

Nilal Buku Fiskal Mesin Bubut Lama Rp 15.000.000,- 

Selisih _Rp_35.000.000,- 

Penambahan uang kas Rp 30.000.000,- 

Selisih lebih Rp 5.000.000,- 

Melihat transaksi atas pertukaran aktiva tetap tersebut diatas dapat dilihat jika menurut 
Akuntansi PT Graha Rembulan mengalami kerugian tetapi menurut pajak mendapat 
keuntungan. Koreksi fiskal akan dilakukan PT Graha Rembulan pada akhir tahun pajak dan 
selisih lebih sebesar Rp 5.000.000,- akan dikenakan PPh Badan. 

c. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan 
harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota, 
contoh kasus : 

PT RAM menjual beberapa kendaraan (mobil) yang dianggap sudah tidak layak dipakai 
kepada pemegang saham dengan cara dilelang. Ternyata hasil pelelangan menghasilkan 
uang sebesar Rp 400.000.000,- menurut catatan perusahaan harga buku mobil tersebut Rp 
50.000.000,- Selisih harga sebesar Rp 350.000.000,- adalah penghasilan PT RAM, maka 
jurnal yang seharusnya dibuat PT RAM : 


Uraian 

S 

1 

Debet 

Kredit 

Kas/Bank 

1 

1 

400.000.000,- ! 


Akumulasi Penyusutan 

1 

350.000.000,- ! 


Kendaraan 

1 

1 

i 

1 

400.000.000,- 

Laba penjualan kendaraan 

i 

i 

1 

i 

350.000.000,- 
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d. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan, atau 
pengambilalihan usaha. 

PT NOM mempunyai hutang usaha kepada PT DER sebesar Rp 300.000.000,- karena sudah 
beberapa tahun mengalami kerugian terus, PT NOM dilikuidasi. Untuk membayar hutang 
kepada PT DER, PT NOM menggunakan seluruh mobil yang ada, dimana nilai buku mobil 
tersebut tinggal Rp 225.000.000,- (harga beli mobil sebesar Rp 600.000.000,-). Maka seiisih 
Rp 75.000.000,- tersebut merupakan penghasilan PT NOM, maka jurnal PT NOM dalam 
rangka membayar hutang PT DER adalah sebagai berikut: 


Uraian 

.L 

Debet 

Kredit 

Hutang PT DER 

T 

300.000.000,- j 


Akumulasi Penyusutan 


375.000.000,- : 


Mobil 


| 

600.000.000,- 

Penghasilan dari likuidasi 


1 

75.000.000,- 

Sedang jurnal yang seharusnya di buat PT DER, adalah : 


Uraian 

j 

Debet 

Kredit 

Aktiva Tetap (Mobil) 


225.000.000,- j 


Kerugian pembakaran dari PT NOM 

1 

75.000.000,- i 



^iq ii (Aii iiugyoioii uui i r i nwi i / I 

PiutangNOM j j lbb.66676667 


AKTIVA YANG DIDAPAT DARI DONASI (SUMBANGAN) 

1. Menurut Akuntansi 

Sesuai PSAK No. 16 paragraf 22 dan 63, aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan dicatat 
sebesar harga pasar yang wajar atas aktiva sumbangan dan mengkreditkan akun lawan "Modal 
Donasi". 

Donasi (sumbangan) atau hibah adalah bantuan dari pemerintah dalam bentuk transfer atau 
sumber daya sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan ketentuan 
tertentu yang berkaitan dengan kegiatan suatu entitas. 

a. Di dalam akuntansi donasi (sumbangan) yang diterima atau diberikan kepada pihak lain 
disebut dengan nonreciprocal transfers). Standar akuntansi yang lazim untuk aktiva 
sumbangan (donasi) tolok ukurnya adalah harga pasar. 

CV Ranah Merantau, sebuah perusahaan UKM, mendapatkan sumbangan dari Kementerian 
Perdagangan sebuah mesin bordir senilai Rp 25.000.000,- Atas sumbangan ini seharusnya 
CV Ranah Merantau membuat pencatatan sbb : 

Uraian _ j _P_eb«t_ j _Kredit_ 

Mesin Bordir _ _ j _ 25.0 0 0.00 0 ,- j _ 

Moda! Donasi ! ! 25.66b.0G0,- 

b. Apabila sumbangan atau donasi yang diterima itu belum pasti akan menjadi milik 
perusahaan (karena tergantung pada terlaksananya perjanjian) maka aktiva dan modal 
dicatat sebagai elemen yang belum pasti {contingenf). Apabila hak atas aktiva tersebut 
sudah diterima, maka barulah contingentassets tersebut dicatat sebagal aktiva. 

Contoh : 

CV Kecil Indah menerima hadiah sebuah tanah senilai Rp 600.000.000,- tetapi sertifikat 
tanah akan diserahkan 1 tahun kemudian, atas hadiah ini CV Kecil Indah seharusnya 
membuat pencatatan : 

Uraian I Debet_!_Kredit_ 

Aktiva vana Belum Pasti - Tanah !" 6b6.000.66o",-T 
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_MoilaJ _^a ng _be l_u m_ pa sti_ : _H i. a Jl _ - L_[__6^000.000 i - 

Ketika hak atas tanah (sertifikat) sudah diserahkan, tetapi CV Kecil Indah harus 
mengeluarkan biaya sebesar Rp 10.000.000,- Maka ayat jurnal yang seharusnya dibuat: 


Uraian 

1 

1 

Debet 

Kredit 

Tanah 

1 

-L- 

610.000.000,- i 


Modal yang belum pasti - Hadiah 

r 

i 

600.000.000,- ! 


Aktiva yang Belum Pasti - Tanah 

i 

9 

1 

1 

600.000.000,- 

Modal Hadiah 

i 

i 

•r- 

t 

1 

-.— 

600.000.000,- 


Menurut Perpajakan. 

Perlakuan perpajakan untuk aktiva tetap dari hasil sumbangan merupakan penghasilan yang 
dikenakan pajak, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh, mengatakan "yang 

menjadi obyek pajak penghasilan. . keuntungan karena pengalihan harta berupa 

hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan'". 

Sedang menurut Pasal 10 ayat (4) UU PPh, adalah "Apabila terjadi pengalihan harta : 

a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, 
maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari 
pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; 

b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka 
dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta 
tersebut". 

Sedang menurut Pasal 10 ayat (5) UU PPh, adaiah "Apabila terjadi pengalihan harta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan 
yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut". 

Contoh transaksi 

a. Aktiva Sumbangan bukan Obyek Pajak Penghasilan. 

Dengan mengambil contoh CV Ranah Merantau merupakan pengusaha UKM yang sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam PMK, maka atas pemberian mesin dari Kementerian 
Perdagangan tersebut bukan obyek Pajak Penghasilan. 

b. Aktiva Sumbangan tetapi Obyek'ajak Penghasilan. 

i. Misalkan PT PKW dan PT AP mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara 
langsung, karena Tuan Bachri selain bekerja sebagai Direktur di PT PKW juga bekerja 
sebagai komisaris PT AP. Jika PT PKW memberikan bantuan atau sumbangan berupa 
aktiva tetap dengan rincian sebagai berikut : 

Harga Beli Mesin Rp 350.000.000,- 

Akumulasi Penyusutan Rp 250.000.000,- 

Nilai tercatat mesin (nilai buku) Rp 100.000. 000,- 

Tetapi harga mesin menurut pasar sebesar Rp 150.000.000,- Maka atas transaksi 
tersebut ayatjurnal yang seharusnya dibuat adalah sebagai berikut: 

• Pencatatan dari sudut PT PKW 
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Uraian 

! Akumulasi Penyusutan 

— r— 

i 

—+_ 
l 

Debet 

250.000.000,-"! 

Kredit 

f Kerugian Pengalihan Harta 


100.000.000,- ! 


! Mesin 

Pencatatan dari sudut PT AP 

i 

i 

1 

1 

350.000.000,- 

Uraian 

S 

Debet 

Kredit 

! Mesin 


B» 



Modai Donasi ! ! 150.666.000,- 


Walaupun di Akuntansi tidak ada laba sebagai obyek pajak penghasilan (atau 
keuntungan), tetapi secara perpajakan karena tidak memenuhi persayaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 UU PPh, maka 
penerimaan mesin senilai Rp 150.000.000,- merupakan penghasilan bagi PT AP. 
Dan akhir tahun PT AP harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar 
RdI50.000.000.- 

Dengan mengambil contoh CV Kecil Indah yang mendapatkan hadlah berupa tanah, 
maka tanah itu merupakan obyek PPh (Pasal 4 ayat (2) bagi CV Kedi Indah. 


AKTIVA YANG DIDAPAT DENGAN CARA DIBANGUN/DIBUAT SENDIRI. 

1. Menurut Akuntansi 

Biaya perolehan suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip 
yang sama seperti aktiva yang diperoleh. 

Biaya perolehan suatu bangunan meliputi semua pengorbanan yang diperlukan untuk 
mendapatkan, membeli atau membuat dan mempersiapkanya sampel kondisi bangunan siap 
untuk dipakai, jika bangunan dibuat sendiri, nilai bcr.gunan adalah : 

• biaya konstruksi bangunan termasuk biaya Lvihan, biaya tenaga kerja dan biaya tidak 
langsung lainnya. 

• biaya penggalian tanah untuk persiapan kegiatan konstruksi. 

• biaya perencanaan, gambar, spesifikasi dan pembuatan RAB pembangunan. 

• biaya untuk mendapatkan IMB. 

• biaya arsitek 

• biaya bunga pinjaman apabila kegiatan konstruksi harus diperpanjang. 

2. Menurut Peraturan Perpajakan. 

Harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri adalah pengeluaran untuk membangun atau 
membuat aktiva tersebut sampai aktiva tersebut siap dipakai. Harus diingat pengeluaran- 
pengeluaran yang berhubungan dengan membangun atau membnat aktiva tersebut harus 
dibedakan antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara 
peraturan perpajakan, 
contoh (angka dalam ribuan rupiah): 

PT Duta Semesta membangun gedung kantor untuk digunakan sendiri dan pembangunan 
gedung kantor berjalan selama 2 tahun, perhitungan biaya-biaya yang dicatat (dalam ribuan 
rupiah), sebagai berikut: 


Keterangan 

Cfm 

akuntansi 

Koreksi 

fiskal 

Cfm Fiskal 

Penqgunaan bahan 

2.000.000,- 

— 

2.000.000,- 

Bahan lain-lain 

1 . 000 . 000 ,- 

— 

1 . 000 . 000 ,- 

1 Upah langsung 

1 . 000 . 000 ,- 

— 

1 . 000 . 000 ,- 
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PPh21 dibayar persh 

■wmMd 

200.000,- 

— 

Honor konsultan 

KfMgonitiiB 

— 

600.000,- 

PPN 


— 


Biaya tidak ada bukti 


250.000,- 

— 

Pembelian Alat2 *) 

300.000,- 

150.000,- 

150.000,- 




300.000,- 

Total biaya banqunan 



5.300.000,- 

PPN membanqun sendiri 

236.000,- 

--- 

236.000,- 

Nilai Bangunan 

6.136.000,- 

600.000,- 

Esmsfsi 


Maka PT Duta Bangsa Semesta seharusnya membuat jurnal, sesuai dengan akuntansi, pada 
waktu pengeluaran biaya untuk pembangunan gedung : 

I _Uraian_ j_D?! 3 **_i__*[*£*!*_ 

; Gedung dalam pek erja an_ j___ 

Kas/Piutang [ [ xxx.xxx .xxx 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Gedung 

! 6.136.000.000,- ! 


Gedung dalam pekerjaan 

1 1 

1 l 

6.136.000.000,- 


Nilai perolehan sebagai dasar penyusutan, menurut akuntansi Rp 6.136.000.000,- dan menurut 
pajak sebesar Rp 5.611.000.000,- 

Catatan : 

a. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak 
dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau 
amortisasi. 

*) Peralatan misalkan dianggap kelompok I, penyusutan menggunakan metode saldo 
menurun dan pembangunan gedung diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun, maka 
beban yang diperbolehkan untuk menambah nilai bangunan sebesar Rp225.000.000,- 

b. PPN Masukan dalam hal membangun sendiri. 

PPN masukan untuk pembelian bahan yang digunakan untuk membangun sendiri bangunan 
yang akan digunakan sendiri, tidak dapat dikreditkan 

Maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PP No.94 tahun 2010 Pajak Masukan yang tidak 
dapat dikreditkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan 
Pajak Masukan tersebut: 

• benar-benar telah dibayar; dan 

• berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 

Dengan demikian mengacu pada Pasal 10 ayat (2) PP No.94 tahun 2010 Pajak Masukan 
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan dengan pengeluaran untuk 
memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, harus dikapitalisasi dengan 
pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui Penyusutan atau amortisasi. 

c. Bunga pinjaman dalam masa konstruksi 

Sesuai dengan Surat Dirjen Pajak No.S-217/PJ.42/1994 bahwa pembebanan bunga 
pinjaman selama masa konstruksi harus dikapitalisasi sesuai dengan masa manfaat aktiva 
yang bersangkutan atau dibebankan kedalam harga pokok aktiva tersebut, tergantung pada 
jenis aktiva. 


disusun Djaka Saranta S Edhy 226 




























Ketentuan yang tercantum dalam Surat Dirjen Pajak tersebut diatas pada dasarnya telah 
sesuai dengan penyajian Laporan Keuangan yang diwajibkan oleh BAPEPAM dan prinsip- 
prinsip Akuntansi di Indonesia. 

d. sesuai dengan Pasal 16 C UU PPN adalah PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri 
yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan 
yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya 
diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

PPN atas membangun sendiri sebesar 10% x 40% x Rp 5.900.000.000,- = 
Rp236.000.000,- tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. 


3. 


Hubungan Akuntansi dengan Perpajakan atas Bangunan yang diperoleh. 

Karena ada perbedaan nilai buku antara akuntansi dengan pajak, maka setiap akhir tahun harus 
ada koreksi fiskal, dengan mengambil contoh PT Duta Semesta tersebut diatas, maka dapat 
diketahui koreksi fiskal sebagai berikut : 


Uraian 


Fiskal 

Selisih 

Nilai Buku 


resscsEs a 


Masa Manfaat 

20 tahun 

20 tahun 

— 

Metode Penyusutan 

Garis lurus 


— 

Besarnya penyusutan setahun 


■kWHUiYiIiYiH 

■uiiiira.r.i.ia 


Selisih sebesar Rp 26.250.000,- harus dikoreksi fiskal setiap akhir tahun pajak, sampai dengan 
selesainya masa penyusutan. 

Disamping itu PT Duta Semesta harus membuat ayat jurnal untuk mengakui perbedaan 
perlakuan penyusutan bangunan tersebut, sebagal berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit ] 

j Beban Pajak Tanqquhan 

7.500.000,- j 

i 

_l 

Kewajiban Pajak Tangguhan 


7.500.G00,- j 

*) Asumsi tarif PPh yang berlaku 25% 

= Rp 30.000.000,- x 25% 

= Rp 7.500.000, 


PEROLEHAN AKTIVA TETAP DARI SETORAN MODAL. 

1. Menurut Akuntansi 

Setoran modal berupa aktiva tetap menurut akuntansi bukan pendapatan,, misalkan dalam 
rangka pendirian PT Abadi Rekan Tn Amir menyetorkan modal berupa tanah dan bangunan 
dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- atas setoran modal tersebut PT Abadi Rekan akan 
membuat avat iurnal : 


Uraian 

Debet ! Kredit 

Tanah dan Bangunan 

2.000.000.000,- j 

Modal Tn Amir 

2.000.OOO.OOOj- 


2. Menurut Perpajakan 

Penempatan modal dalam suatu perusahaan dapat dipenuhi dengan setoran tunai maupun 
pengalihan harta. Perlakuan perpajakan atas penyetoran modai dengan cara menyetorkan aktiva 
tetap adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pihak yang menerima setoran modal berupa aktiva tetap bukan obyek pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf d 1) UU PPh 
"harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagal pengganti penyertaan 
modaF bukan obyek pajak penghasilan. 

b. Penilaian harga perolehan atas aktiva tetap harus berdasarkan harga pasar yang dilakukan 
oleh pihak yang independen dan teiah diakui pemerintah. 

c Harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis, status, tempat kedudukan 
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan identifikasi aktiva. 

d. Dalam hal setoran modal berupa tanah dan/atau bangunan pengalihan tersebut 
menimbulkan kewajiban BPHTB atas pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Maka tidak ada perbedaan yang prinsipiil antara akuntansi dan PPh mengenai pencatatan 
setoran modal berupa aktiva tetap, itu dibukukan berdasarkan harga pasar wajar dari aktiva 
yang merupakan setoran modal. Untuk lebih jelas akan diberikan contoh transaksi sebagai 
berikut: 

a. PT Andi Reka mempunyai Mesin XYZ dengan kondisi per 31 Desember 2010 sbb : 

Uraian Akuntansi Perpajakan 

Harga Beli Aktiva 4.800.000.000,- 4.800.000.000,- 

Akumuiasl Penyusutan 2.400.000.000,- 3.600.000.000.- 

Nllal Buku 2.400.000.000,- 1.200.000.000,- 

Dalam rangka investasi ke PT Benua Samudera PT Andi Reka menyerahkan Mesin XYZ 
dengan mendapatkan saham senilai Rp 2.500.000.000,- Setelah dilakukan penilaian kembali 
atas mesin maka harga wajar mesin Rp 3.000.000.000,- Atas transaksi ini ayat jurnal yang 
seharusnya dilakukan adalah : 

i. Catatan yang dilakukan PT Andi Reka 

_ Uraian_ [__i . . Kredit 

-LlYii^ijSa ham^Penyertaa n_[ _ _ I^OOO^OOO^OOO^^ j 

_^yJT)yksl_Penyusutan MesinJO^ __|__ 2^400.666.666^ I 

Mesin XYZ . [ .y~~4~.8CK)".6(X)~.CKMD~-~ 

Keuntungan Pengalihan harta*) | ! 600.666.66o,- 

Perhitungan *) 

Uraian Akuntansi Perpajakan 

Nilai Buku 2.400.000.000,- 1.200.000.000,- 

Harga Pasar 3.000.000.000,- _ 3.000.000.000,- 

Keuntungan 600.000.000,- 1.800.000.000,- 

Keuntungan menurut akuntansi sebesar Rp 600.000.000,- sedang keuntungan 
menurut pajak sebesar Rp 1.800.000.000,- PT Andi Reka dalam akhir tahun pajak 
harus membuat rekonsiliasi fiskal (koreksi positif) Rp 1.200.000.000,- 
(Rpl.800.000.000,- - Rp 600.000.000,-) dimana keuntungan tersebut akan dikenakan 
PPh Badan. 

ii. Pencatatan yang harus dilakukan PT Benua Samudera, dalam rangka penyetoran 
modal. 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Mesin XYZ 

3.000.000.000,- 


Modal Saham PT Andi Reka 

L __ _ _ 

2.500.000.000,- 

Aglo Saham 


500.000.000,- 


Agio saham bagi PT Benua Samudera bukan obyek Pajak Penghasilan. 
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Sesuai dengan Pasal 4 PP No.94 tahun 2010 yang mengatakan bahwa : 

Ayat (1) Agio Saham yang Umbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai 
nominal saham, tidak termasuk objek pajak. 

Ayat (2) Dis Agio Saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nomina! saham dan 
nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto. 

b. PT Rudi Padma mempunyai tanah kosong, harga beli (dicatat di pembukuannya) sebesar Rp 
2.500.000.000,- Tahun 2013 PT Rudi Padma bergabung dengan PT Wida Klrana untuk 
membangun sebuah hotel. Dari penilai yang ditunjuk harga pasar tanah tersebut sebesar 
Rp 18.000.000.000,- dan nilai NJOP hanya Rp 17.000.000.000,- 


Atas transaksi tersebut PT Wida Kirana akan membuat ayat jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Tanah*) 

! 18.900.000.000,- : 


Modal Saham PT Rudi Padma 

i i 

i i 

18.000.000.000,- 

Kas 

i i 

_ _ 

900.000.000,- 

*) Atas perolehan tanah PT Wida Kirana harus membayar BPHTB sebesar 5% x Rp 

18.000.000.000,- = Rp 900.000.000,- 


ii. Sedang PT Rudi Padma akan membuat ayatjurnal sebagai berikut: 

Uraian 

Debet 

Kredit 

Penyertaan Modal (Investasi) 

i 18.000.000.000,- i 


UM PPh Pasal 4 (2)*) 

900.000.55o,-] 


Tanah 

t V 

1 1 

2.500.000.000,- 

Keuntungan pengalihan tanah 

1 1 

1 1 

15.500.000.000,- 

Kas 

i i 

i i 

900.000,000,- 


*) sesuai dengan PP No.48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.71 
tahun 2008 Pasal 1 yang mengatakan "Atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. . penjualan, tukar-menukar, 

perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau 
cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah 
Atas penjualan tanah PT Rudi Padma harus membayar PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 
5% x Rpl8.000.000.000,- = Rp 900.000.000,- 


METODE PENYUSUTAN 

PENYUSUTAN MENURUT AKUNTANSI 

Pengertian Penyusutan menurut SAK "adalah alokasi sistematik yang dapat disusutkan dari suatu 
aktiva sepanjang masa manfaat', Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang : 

1. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. 

2. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 

3. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa 
untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi 
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Jumlah yang disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan 
berbagai metode yang sistematis. Metode manapun yang akan dipilih harus dilakukan secara 
konsisten dalam penggunaanya, tanpa memandang perlu tingkat profitabilitas perusahaan dan 
pertimbangan lainnya, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi dari satu periode ke 
periode selanjutnya. Ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan umur 
manfaat aset tetap, yaitu : 

• Prakiraan daya pakai aset 

• Prakiraan tingkat keausan fisik. 

• Keusangan teknis dan keusangan komersil. 

• Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum (misalkan sewa). 

Dalam melakukan penyusutan atau berapa lama aktiva dapat digunakan, biaanya juga harus dilihat 
juga masa manfaat atau nilai ekonomis suatu aktiva tetap, dikenal juga dengan istilah usia pakai 
(use/ii/ life). Lamanya usia pakai ditentukan oleh kebijakan perusahaan sendiri (bisa berdasarkan 
pengalaman perusahaan atau pengalaman perusahaan lain). Beberapa faktor yang dapat digunakan 
untuk menentukan manfaat ekonomis, antara lain : 

1. Fisik Aktiva 

Suatu aktiva tetap yang secara fisik dapat diketahui usia ekonomisnya hendaknya menggunakan 
usia fisik sebagal usia ekonomis yang akan dipakai dalam penghitungan penyusutan. 

2. Fungsi Aktiva 

Aktiva tetap hendaknya disusutkan sesuai dengan usia ekonomis yang diperhitungkan dari faktor 
fungsinya. Aktiva tetap bisa menurun fungsinya, antara bin karena sudah kuno (misalkan 
tehnotoglnya) sebuah komputer yang dibeli tahun 2005 sudah dianggap kuno untuk tahun 2011, 
karena kecepatan, memori, prosesor dsbnya. Meskipun secara fisik komputer tersebut masih 
baik, dapat berjalan tetapi karena fungsinya yang sudah kuno (misalkan cara kerjanya jadi 
lambat, tidak mendukung piranti lunak yang baru dsbnya. Sehingga masa manfaat ekonomisnya 
lebih menggunakan faktor fungsinya. 

3. Pola Penggunaan Aktiva 

Beberapa aktiva tetap tidak bergantung pada tahun pembuatan, melainkan pada penggunaan. 
Pesawat Udara menggunakan jam terbang sebagai faktor yang digunakan untuk pemeliharaan 
rutin atau penggantian spare parts. Dengan demikian salah satu faktor yang harus 
diperhitungkan dalam penghitungan penyusutannya adalah jam terbang atau jam pemakaiannya. 

Sedang metode penyusutan menurut akuntansi yang dapat digunakan antara lain terdiri dari: 

1. Metode garis lurus (stralght Hne method) 

Metode garis lurus atau disebut juga dengan straight Hne method adalah metode penyusutan 
dengan cara nilai total aktiva tetap dibagi dengan umur atau manfaat dari suatu aktiva tetap, 
metode ini akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang 
umur atau masa manfaat suatu aktiva tetap. 

Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus ini sangat sederhana sehingga banyak 
digunakan oleh perusahaan. 

2. Metode saldo menurun (d/minfshing balance method) 

a. metode jumlah angka tahun {sum ofthe years digit method) 

metode Ini menetapkan pembebanan yang semakin menurun dengan mengalikan 
serangkaian pecahan, masing-masing dengan nilai yang semakin kecil, dengan harga 
perolehan aktiva yang dapat disusutkan. Pecahan tersebut dihitung satuan jumlah periode 
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umur aktiva tersebut. Pembilangnya adalah ongka-angka tahun yang diurut menurun, 
sedangkan penyebutnya adalah hasil penjumlahan angka-angka ini. 

Sebagai contoh , untuk aktiva dengan umur 3 tahun penyebut pecahan yang sama seuap 
tahunnya adalah 6, yang berasal dari penjumlahan angka tahun 1, 2 dan 3 (1+2+3). 
Karena pembilangnya adalah deret angka tahun yang menurun, maka pecahannya adalah 
3/6 untuk tahun 1, 2/6 untuk tahun 2 dan 1/6 untuk tahun 3, sedang total pecahan ini 
adalah 1. 

rumus untuk mencari penyebut adalah : 

penyebut = [ (n + 1) : 2] x n 

b. metode saldo menurun/saldo menurun ganda (declining/double dedining balance method) 
Metode saldo menurun akan menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang 
estimasi umur manfaat harta. Untuk menerapkan metode Ini, tarif penyusutan garis lurus 
tahunan terlebih dahulu harus digandakan. 


3. 


Metode berdasarkan penggunaan metode jam jasa (Service hours method) 

Penyusutan dengan metode ini didasarkan pada teori bahwa pembelian suatu harta merupakan 
pembelian sejumlah jam jasa langsung. Dalam metode ini diperlukan suatu estimasi usia harta 
dalam satuan jam jasa. Beban penyusutan terhadap pendapatan selaras dengan konstribusl yang 
dihasilkan harta tersebut dalam jam-jam jasa. Maka tarif penyusutan per jam jasa dapat dicari 
dengan rumus sbb : 

Tarif penyusutan Harga perolehan - nilai sisa 


per jam jasa 


Estimasi umur manfaat 


4. Metode berdasarkan jumlah unit produksi { sum ofthe unit otproduetion method) 

Metode unit produksi adalah suatu metode penyusutan dimana besarnya penyusutan dihitung 
berdasarkan satuan hasil produksi sehingga penyusutan setiap periode akan berproduksi sesuai 
dengan fluktuasi hasil produksi. Metode ini penyusutan ini didasarkan pada teori bahwa aktiva 
diperoleh untuk diharapkan jasanya dalam bentuk output produksi. 

Metode ini mensyaratkan estimasi atas total unit output aktiva, sehingga harga perolehan yang 
disusutkan bila dengan total estimasi output akan menghasilkan beban yang sama besarnya 
untuk setiap unit output Produksi yang diukur untuk suatu periode dikalikan dengan beban per 
unit akan menghasilkan beban penyusutan yang akan diperhitungkan terhadap pendapatan. 
Beban penyusutan akan berfluktuasi secara periodik sesuai dengan kontribusi yang dikeluarkan 
aktiva tadi dalam unit produksi. 

Cara menghitung penyusutan per unit dapat dilakukan dengan rumus sbb : 

C - R 

r -. 


catatan : 

r = penyusutan per unit 

C = harga perolehan aktiva 

R = nilai sisa 

N = estimasi unit output 

Kemudian untuk menghitung penyusutan per periode yaitu dengan cara 

D = r x jumlah produksi 
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Dimana D = penyusutan per periode 
r = penyusutan pe runit. 

5. Metode berdasarkan jenis dan kelompok {group and composite method) 

Adalah metode untuk menyusutkan lebih dari satu aktiva selama satu periode akuntansi. Tarif 
penyusutan berdasarkan masa pakai rata-rata dari aktiva tersebut, terdiri dari : 

Adalah penyusutan dari kumpulan aktiva-aktiva yang serupa {homogen) dan diharapkan 
mempunyai masa sisa yang sama, tarif penyusutan untuk group depredadon ditentukan dengan 
cara membagi dasar yang disusutkan {depredable base) dengan biaya perolehan total dari 
kelompok aktiva tersebut. Masa manfaat rata-rata kelompok aktiva ditentukan dengan membagi 
dasar yang dapat disusutkan dengan penyusutan per tahun. Tarif penyusutan diaplikasikan ke 
biaya total dari kelompok tersebut, tidak ada keuntungan/kerugian yang dicatat ketika suatu 
aktiva dijual/dihentikan. 

Tarif penyusutan dihitung dengan rumus sbb : 

1 

Tarif Penyusutan group =- 

Taksiran rata2 umur grup aktiva 

Tarif Ini diterapkan pada nilai perolehan seluruh kelompok aktiva. Apabila kelompok aktiva tidak 
sejenis, penyusutan dihitung dengan nama composite depreo'aOon atau penyusutan gabungan. 
Penyusutan tiap tahun adalah penyusutan tiap jenis aktiva yang dihitung dengan metode garis 
lurus. 

6. Metode anuitas {annuity method) 

Metode penyusutan anuitas adalah metode penyusutan didasarkan pada teori bahwa produksi 
harus dibebankan tidak hanya dengan biaya yang didepresiasikan/disusutkan dari aktiva saja, 
tetapi juga pendapatan yang tidak tercatat/tidak diakui yang mungkin dimiliki jika modal/dana 
telah dllnvestaslkan dalam lain waktu, maka rumus yang dipakai adalah 

S V 

a. 

(i + i ) ■ 

Penyusutan =. 

Cn i 

catatan : 

c = aostf biaya perolehan aktiva 

SV = serap value /nilai sisa 

i = interest ratejsuY.u bunga 

n - usefu/ Hfej umur/manfaat aktiva 

Cn i = present value of annuityi nilai sekarang dari anuitas 

7. Metode persediaan {Inventory system) 

Penyusutan dengan metode persediaan ini merupakan variasi dari metode aktivitas 
diperhitungkan dengan cara nilai aktiva di awal tahun atau awal proyek diperbandingkan dengan 
nilai akhir. Perbedaan nilai tersebut adalah biaya pemakaian atau depresiasi. 

Metode Ini cocok untuk aktiva dengan manfaat khusus yang dibeli untuk digunakan dalam proyek 
khusus dan bagi asset yang bermasalah di akhir proyek. Biaya dari asset tersebut dikurangi dari 
nilai pasar pada saat akhir proyek, sama dengan depresiasi yang dibebankan pada proyek 
tersebut. Depresiasi tersebut ditentukan berdasarkan penurunan nilai guna aktiva tersebut. 
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Metode ini digunakan untuk aktiva tetap yang bernilai kecil yang biasanya sering digunakan 
dalam operasi perusahaan. Depresiasi untuk periode yang bersangkutan ditentukan dengan 
menambahkan pembelian pada periode tersebut ke awal dan akhir persedian tersebut dinilai 
berdasarkan biaya depresiasi yang di istimasi. 

Catatan : 

1. SAK mengatur metode penyusutan sebagai berikut: 

a. SAK No. 1 Paragraf 60 menyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan harus 
mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh 
entitas. 

b. Paragraf 61 metode penyusutan yag digunakan untuk aset harus ditelaah minimum setiap 
akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekpektasi pola 
konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus 
diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. 

c. Paragraf 62 metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang 
disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. 

2. Mengacu pada SAK ETAP Paragrap 15.22 "suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang 
mencerminkan ekspektasi daiam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan asset. 
Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus, metode saldo 
menurun dan metode jumlah unit produksi” 

Di Akuntansi dalam pelakukan penyusutan dikenal dengan istilah nilai sisa {satvage value). Nilai sisa 
adalah suatu nilai yang diperkirakan masih dapat diperoleh setelah usia ekonomis dari aktiva tersebut. 
Misalnya bila hendak dilakukan penggantian sebuah mesin pabrik pada akhir masa pemakaiannya 
maka nilai dari besi tua mesin tei sebut merupakan saivage value. 

Menurut Akuntansi penyusutan dapat dihentikan jika : 

1. Pada tanggal yang lebih awal, ketika : 

a. Aktiva tersebut diklasifikasi sebagai aktiva (bagian dori kelompok lepasan) yang dimiliki 
untuk dijual. 

b. Aktiva tersebut dihentikan pengakuannya. 

2. Penyusutan tidak berhenti pada saat aktiva tidak dipergunakan atau dihentikan penggunaannya, 
kecuali apabiia telah habis disusutkan. 

3. Namun apabila metode penyusutan adalah usage method (seperti unit ofproducbdn method), 
maka beban penyusutan menjadi nol, bila tidak ada produksi. 

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT PERPAJAKAN. 

1. Metode Penyusutan 

Di dalam peraturan perpajakan tidak memberikan definisi secara jelas tentang harta berwujud 
atau aktiva tetap, yang dinyatakan dalam perpajakan adalah pengaturan mengenai cara 
pembebanan atau pengeluarannya. 

Menurut Pasal 9 ayat (2) UU PPh "Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk 
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A * 
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Sedang Pasal 11 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa "Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, 
dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak 
dlboiehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi" 
Ketentuan yang tercantum undang-undang perpajakan sebenarnya telah sesuai dengan kelaziman 
dunia usaha, yaitu pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa 
tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut 
berperan terhadap penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan 
penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan 
sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui 
penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya 

Melihat pengertian tersebut di atas sebenarnya perpajakan hanya mengatur tentang cara 
pembebanan suatu biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan 
perpajakan tidak mendefinisikan tentang pengertian aktiva tetap. 

Metode Penyusutan menurut perpajakan sesuai dengan Pasal 11 UU PPh berdasarkan masa 
manfaat yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang sebagai berikut: 





. >. . ... 

I!.»• ’ ' M i r. ,*! 


Kelompok 1 

4 tahun 

25 % 

50 % 

Kelompok 2 

8 tahun 

12,5 % 

25 Yo 

Kelompok 3 

16 tahun 

6,25 % 

12,5 % 

Kelompok 4 

20 tahun 

5% 

10 % 

II. Bangunan 


Permanen 

20 tahun 

5 % 


Tidak Permanen 

10 tahun 

10 % 


catatan : 

a. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus 
HGB, HGU dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah 
tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan 
dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggjnaannya untuk memperoleh 
penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik 
atau perusahaan batu bata. 

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah HGB, HGU dan hak pakai 
yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus HGB, HGU atau hak pakai dari 
pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama 
kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan HGB, HGU dan hak pakai diamortisasikan selama 
jangka waktu hak-hak tersebut. 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, 3tau 
perubahan harta berwujud, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan 
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi 
harta tersebut. 


c. Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat 
sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat 
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dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, 
barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.961/KMK.04/1983 (peraturan ini sampai 
dengan saat ini belum ada perubahannya), aktiva-aktiva tersebut dlbawah ini termasuk 
golongan bangunan, antara lain : 

• Segala jenis bangunan yang diperuntukkan bagi kantor, tempat usaha, pabrik, gudang, 
bengkel serta lain-lain bangunan yang mempunyai sifat dan tujuan khusus misalnya 
rumah pertanian (farm building) dan sebagainya. 

• Jalan. 

• Trotoar. 

• Terusan/kanal. 

• Pengairan/saluran irigasi. 

• Fasilitas-fasilitas drainasi. 

• Saluran. 

• Dermaga. 

• Dok kering, tidak termasuk dok terapung. 

• Jembatan. 

• Pagar. 

• Kolam renang, lapangan tennis, lapangan golf dan sebagainya. 

• Bendungan. 

• Lapangan terbang. 

• Harta tak gerak lain bukan bangunan yang tidak termasuk salah satu kelompok di non 
bangunan 

Penentuan masa manfaat dan tarif penyusutan diatur oleh undang-undang dimaksudkan 
agar ada rasa keadilan (keseragaman) bagi WP dalam melakukan penyusutan. WP diberikan 
kebebasan untuk memilih metode penyusutan berdasarkan saldo menurun atau garis lurus. 
Agar jelas penulis akan memberikan contoh penghitungan penyusutan menurut peraturan 
perpajakan, sbb : 

PT Bumi Selaras membeli inventaris kantor pada tanggal 4 Januari 2007 seharga 
Rpl0.000.000,- Sesuai dengan PMK, harta tersebut termasuk kelompok 1, maka cara 
menghitung penyusutannya sesuai peraturan perpajakan adalah sebagai berikut: 

a. dengan metode garis lurus. 


Tahun 

Tarif 

Nilai Penyusutan 

Nilai Sisa Buku 
Akhir tahun 

2008 

25% 

25% x Rp 10 juta 

7.500.000,- 

2009 

25% 

25% x Rp 10 juta 

5.000.000,- 

2010 

25%. 

25% x Rp 10 juta 

2.500.000,- 

205 1 

25% 

25% x Rp 10 juta 

— 


b. dengan metode saldo menurun. 


Tahun 

Tarif 

Nilai Penyusutan 

Niiai Sisa Buku 
Akhir tahun 

2008 

50% 

50% x Rp 10 juta 

5.000.000,- 

2009 

50% 

50% x Rp 5 juta 

2.500.000,- 

2010 

50% 

50% x Rp 2,5 juta 

1.250.000,- 

2011 

50% 

Rp 1.250.000,- 

- *) 


*) Wajib Pajak yang memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku 
pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. 
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Penggolongan Aktiva Tetap 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 
penggolongan aktiva berwujud selain bangunan adalah sebagai berikut: 

a. Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I 


No 

Jenis Usaha 

Jenis Harta 

1. 

Semua Jenis Usaha 

a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk 
meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan 
bagian dari bangunan 

b. Mesin kantor, seperti mesin tik, mesin hitung, 
duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/ 
pembukuan, komputer, printer, scanner dan 
sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, 
video recorder, televisi dan sejenisnya. 

d. Sepeda motor, sepeda dan becak. 

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/ jasa 
yang bersangkutan. 

f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman. 

g. Dies, jigs dan mould 

h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, 
telepon seluler dan sejenisnya 

2. 

Pertanian, 

perkebunan, 

Kehutanan, 

perikanan 

Alat yang digerakan bukan dengan mesin 

3. 

Industri makanan 
dan minuman 

Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti 
buller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet rian 
sejenisnya. 

1 

Perhubungan, 
pergudangan dan 
komunikasi. 

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai 
angkutan umum. 

5. 

Industri semi 
konduktor 

Falsh memory, tester, writter machine, biporar test , 
system, eliminabon (PE8-1), pose checker. 

6. 

Jasa persewaan 
Peralatan Tambat 

Air Dalam 

Anchor, anchor chains, poiyester rope, Steel buoys, Steel 
wire ropes,, mooring accessones 

B 

Jasa Telekomunikasi 
seluiar 

Base Station Controller 


b. Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II 
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No 

Jenis Usaha 

Jenis Harta 

1 . 

Semua Jenis Usaha 

a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, 
bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan 
merupakan bagian dari bangunan, Alat pengatur 
udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 

b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. 

c. Container dan sejenisnya. 

2. 

Pertanian, 

perkebunan, 

Kehutanan, 

perikanan 

a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan 
mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih 
dan sejenisnya. 

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau 
memproduksi bahan atau barang Dertanian, 
kehutanan, perkebunan dan perikanan 

3. 

Industri makanan 
dan minuman 

a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas 
dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan 
ikan. 

b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin 
minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, 
kembang gula, mesin pengolah bjjl-bijlan seperti 
penggilingan beras, gandum, tapioka. 

c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman 
dan bahan-bahan minuman segala jenis. 

d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan 
makan dan minuman segala jenis. 

B 

Industri mesin 

Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan 
(misalnya mesin jahit, pompa air) 

5. 

Perkayuan 

Mesin dan peralatan penebangan kayu 

6. 

Konstruksi 

Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump 
truck, crane buldozer dan sejenisnya 

7. 

Perhubungan, 
pergudangan dan 
komunikasi. 

a. Truck kerja untuk pengangkutandan bongkar muat, 
truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya. 

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat 
untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya 
gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) 
termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai 
berat sampai dengan 100 DWT 

■ c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau 
mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan 
sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 
100 DWT. 

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 
mempunyai berat sampai dengan 250 DWT 
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e. Kapal balon 

8. 

Telekomunikasi 

a. Perangkat pesawat telepon. 

b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan 
penerimaan radio telegraf dan radio telepon. 

9. 

Industri semi 

konduktor 

Auto frame loader, automatic bgic handler, baking oven, 
ball sshear tester, bipolar test handler (automatic), 
deaning machine, coating machine, dicer, die bonder, die ! 
shear test, dynamic bum-in System oven, dynamic test 1 
handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full 
automatic mark, inserter remover machine, laser marker 
(mark), hand marker, individual mark, invester remover 
mechine, laser marker (RJM A-01), logic test System, 
marker (mark), memory test System, molding, mounter, 
MPS automatic, MPS Manual, O/S tester manual, pass 
oven, pose chcker, re-form machine, SMD stocker, taping 
machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, 
wire bonder, wlre puli tester. 

10. 

Jasa Persewaan 

Peralatan Tambat 
Air Dalam 

Spooling Machines, Metoceon Data Collector 

11. 

Jasa Telekomunikasi 
seluler 

Mobile switching Center, Home Location Register, Vistor 
Location Register, Authentication Centre, Equipment 
Indentity Center, Intelligent NetWork Service Control 
Point, Intelligent NetWork Service Management Point, 
Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/ Mini 
link, Antena. 

1 


Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok III 


No 

Jenis Usaha 

Jenis Harta 

1 . 

Pertambangan 
selain minyak dan 
gas 

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, 
termasuk mesin-mesin yang mengolah produk, pelikan. 

2. 

Pemintalan, 
pertenunan dan 
pencelupan 

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk | 
tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, 
wol dan bulu hewan lainnya, lenarami, permadani, 
kain-kain bulu, tule). 

b. Mesin untuk yars preparation, bleaching, d/eing, 
printing, finishing, texturing, packaging dan 
sejenisnya. 

3. 

Perkayuan 

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk 
kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan 
anyaman lainnya. 
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b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu. 


Industri kimia 


5. Industri Mesin 


6. Perhubungan, dan 
komunikasi. 


a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasil-kan 
produk industri kimia dan industri yang ada 
hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan 
kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis 
dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan 
kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, 
obat pewarna, cat pemis, minyak eteris dan 
resionaida-resonaida wangi-wangian, obat kecantikan 
dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis 
pembersih lainnya, zat albumlna, korek api, alloy 
piroforis, barang fotografi dan sinematografi. 

b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri 
lainnya (misalkan damar tiruan, bahan plastik, ester 
dan ester dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, 
kulir samak, jangat dan kulit mentah) 


% 

Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah 
dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal) 


a Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat 
untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya 
gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebegalnya) 
termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai 
beiat dlatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT 

b. Kapal yang dibuat khusus untuk menhela atau 
mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan 
sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT 
sampai dengan 1.000 DWT. 

c. Dok terapung 

d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 
mempunyai berat di atas 250 DWT 

e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala 

jenis. 


Telekomunikasi 


Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh 


Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Keiompok IV 


Jenis Usaha 


Jenis Harta 



Konstruksi 


Perhubungan, dan 
komunikasi. 


Mesin berat untuk konstruksi 


a. Lokomotif uap dan tender atas rel. 

b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere 
atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. 

c. Lokomotif atas rel lainnya. 

d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk 
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kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk 
ditarik dengan satu alat atau beberapa lat 

pengangkutan 

e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat 

untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya 
gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) 
termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal 

penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai 
berat diatas 1.000 DWT 

f. Kapal yang dibuat khusus untuk menhela atau 

mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan 

sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT 

g. Dok terapung 


Catatan : 

Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 apabila jenis-jenis harta 
berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam kelompok I, kelompok II, kelompok III, 
dan kelompok IV, untuk kepentingan penyusutan fiskal maka harta tersebut dimasukkan 
kedalam kelompok 3. 

Tetapi jika WP dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dari suatu harta bersujud 
bukan bangunan tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok 3, WP harus mengajukan 
permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai 
dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Dirjen Pajak meialui Kepala Kanwil DJP yang 
membawahi KPP tempat WP terdaftar. 

Permohonan harus disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran 1 Nomor PER-20/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan dilampiri: 

a. penjelasan terperinci mengenai aktiva; 

b. spesifikasi aku'fva dari produsen; 

c. perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik; 

d. dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva, dan 

e. keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan 
penyusutan yang sudah pernah diperoleh; 

Permohonan harus disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Pajak 
diperolehnya harta berwujud bukan bangunan. 

Dalam hal permohonan ditolak, maka WP wajib menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta 
berwujud bukan bangdnan kelompok III. 

Saat Dimulainya Penyusutan 

a. Pasal 11 ayat (3) UU PPh jo Per Dirjen Pajak No PER-10/PJ/2014 tanggal 21 Maret 2014 ada 
2 hal : 

i. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang 
masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya 
pengerjaan harta tersebut. 

ii. Penyusutan untuk harta berwujud tertentu dapat dimulai pada bulan harta tersebut 
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada 
bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. 

Contoh : 

i. Dimulai sejak bulannya dilakukan pengeluaran : 
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• Mesin dibeli pada tanggal 10 Pebruari 201 1, maka penyusutan dimulai sejak 
Februari 2011. 

• Mesin dibeli pada tanggal 28 September 2011, maka penyusutan dimulai sejak 
September 2011. 

catatan : 

Dimulainya penyusutan menurut akuntansi berbeda dengan pajak. Karena saat 
dimulainya penyusutan akuntansi kalau dibeli sebelum tanggal 15 disusutkan pada 
bulan tersebut, sedang kalau dibeli setelah tanggal 15 penyusutan dimulai pada bulan 
berikutnya. Dengan demikian mengambil contoh diatas, maka penyusutan akuntansi: 

• Mesin yang dibeli pada tanggal 10 Pebruari 2011, maka penyusutan dimulai sejak 
Februari 2011. 

• Mesin yang dibeli pada tanggal 28 September 2011, maka penyusutan dimulai 
sejak Oktober 2011. 

ii. Misalkan PT Abadi membuat gedung kantor, pembangunan dimulai tahun 2008 dan 
selesai tahun 2010, maka penyusutan Gedung kantor dimulai tahun 2010. 

b. Pasal 11 ayat (4) UU PPh yang berbunyi "dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib 

Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang 

bersangkutan muiai menghasilkan" 

Contoh PT Citra Buana Sawit yang bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit pada 
tahun 2008 membeli peralatan untuk membuka perkebunan tersebut antara lain traktor, 
dump truk dsbnya dengan nilai Rp 800.000.000,- Perkebunan itu baru mulai menghasilkan 
tahun 2011, dengan persetujuan Dirjen Pajak penyusutan dapat dimulai tahun 2011. 

c. Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan yang bedaku, maka 
dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut 
(akan dibahas lebih lanjut dalam bab Akuntansi Revaluasi). 

Ketentuan khusus tentang Penyusutan Aktiva Tetap 

a. Penyusutan Telepon seluler. 

Sesuai Pasal 1 Kep DJP No.KEP.220/PJ/2002 yang berbunyi "atas biaya perolehan atau 
pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai 
tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui 
penyusutan aktiva tetap kelompok I" 
contoh : 

Bulan Januari 2007 PT Peduli membeli 5 buah handphone untuk pegawai bagian marketing, 
total harganya Rp 20.000.000,- Jika PT Peduli didalam penyusutan menggunakan metode 
saldo menurun, maka beban penyusutan yang dapat dibebankan sebagai berikut: 


Tahun 

Nilai Penyusutan 

Nilai Sisa 
Buku Akhir 
tahun 

Beban yg 
boleh 

dikurangkan 

2007 

50% x Rp 20 juta = Rp 1C.OOO.OOO,- 

10.000.000,- 

5.000.000,- 

2008 

50% x Rp 10 juta = Rp 5.000.000,- 



2009 




2010 

iRp 2.500.000,- 

2.500.000,- 

1.250.000,- 


b. Penyusutan Kendaraan Sedan. 
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Sesuai Pasal 3 Kep DJP No.KEP.220/PJ/2002 dikatakan bahwa "atas biaya perolehan atau 
pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan 
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat 
dibebankan sebagal biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan jumlah biaya 
perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 
W 

contoh: 

Bulan Januari 2008 PT Aman membeli sebuah sedan untuk Manager baru, dan kendaraan 
baru tersebut dibawah pulang oleh manager. Total harganya Sedan sebesar Rp 
200.000.000,- Jika PT Aman didalam penyusutan menggunakan metode saldo menurun, 
maka beban penyusutan yang dapat dibebankan sebagai berikut: 


Tahun 

Tarif 

Nilai Penyusutan 

Nilai Sisa Buku 
Akhir tahun 

Beban yg boleh 
dikurangkan 

2008 

25% 




2009 

25% 




2010 

25% 



mum u.w 

2011 

25% 


mnumm 


dstnya 


Penyusutan atas harta berwujud dalam usaha-usaha tertentu 

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (7) UU PPh "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta 
berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan" 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang adalah sebagai berikut: 

KMK N0.521/KMK.04/2000 yang mengatur tentang Penyusutan bagi Kontraktor yang Melakukan 
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Dengan 
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), yaitu : 
a. Kelompok I dengan tarif penyusutan 50 % 


Untuk 

Jenis Harta 

Kontraktor Bagi Hasil yang 
memenuhi persyaratan khusus 

1 Mobil penumpang, Pick-Up dan Bis 

2 Truk ringan (5 ton atau kurang dan traktor 

3 Truk berat diatas 5 ton dan truck gandengan 

4 Pesawat terbang 

5 Peralatan Konstruksi 

6 Peralatan Perkantoran dan rumah tangga 

Kontraktor Bagi Hasil yang 
tidak memenuhi persyaratan 
khusus 

1 Mobil Penumpang, Pick-Up dan Bis 

2 Truk ringan (5 ton atau kurang) dan traktor 

3 Truk berat diatas 5 ton den truk gandengan 


b. Kelompok II dengan tarif penyusutan 25 % 


Untuk 

Jenis Harta 

Kontraktor Bagi Hasil yang 
memenuhi persyaratan khusus 

1 Bangunan sarana dan bangunan penunjang 

2 Bangunan perkantoran, perumahan dan 
kesejahteraan 

3 Fasilitas produksi 

4 Gerbong kereta dan lokomotif 

5 Kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung 
yang sejenisnya 

6 Perkakas pengeboran dan produksi serta 
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peralatannya dan instrumen 


Kontraktor Bagi Hasil yang 
tidak memenuhi persyaratan 

khusus 

1 Pesawat terbang 

2 Kapal tongkang, kapal tunda dan alat 

Apung yang sejenis. 

3 Perkakas pengeboran dan produksi serta 
peralatannya dan Instrumen 

4 Peralatan konstruksi 

5 Peralatan perkantoran dan rumah tangga. 

Kelompok III dengan tarif penyusutan 10 % 

Kontraktor Bagi Hasil yang 
tidak memenuhi persyaratan 
khusus 

1 Bangunan sarana dan bangunan penunjang 

2 Bangunan perkantoran, perumahan dan 
Kesejahteraan 

3 Fasilitas produksi 

4 Gerbong kereta dan lokomotif 


Berdasarkan PMK No. 249/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 WP yang bergerak dalam 
bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta 
berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan 
bagi harta tersebut. Bidang usaha tertentu tersebut meliputi: 

a. Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang 
tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih 
dari 1 (satu) tahun, termasuk kelompok 4 (mempunyai masa manfaat 20 tahun) 

b. Bidang usaha perkebunan tanaman keras., yaitu bidang usaha perkebunan yang 
tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih 
dari 1 (satu) tahun, termasuk kelompok 4 (mempunvai masa manfaat 20 tahun) 

c. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi 
berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, 
termasuk kelompok 2 (mempunyai masa manfaat 8 tahun) 

Harta berwujud berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan seria merupakan komoditas 
pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu: 

a. bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, kayu. 

b. bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras. 

c. bidang usaha peternakan meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan 
Ketentuan tentang penyusutan yang berlaku, adalah : 

a. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dimulai pada bulan 
produksi komersial. 

b. Bulan produksi komersial adalah bulan dimana penjualan mulai dilakukan. 

c. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud termasuk biaya pembelian bibit, biaya 
untuk membesarkan dan memelihara bibit. Tidak termasuk pengeluaran biaya yang 
berhubungan dengan tenaga kerja. 

Fasilitas Perpajakan di Bidang Penyusutan. 

Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam 
negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu 
dan/atau daerah-daerah tertentu. Sehingga dalam rangka mendorong investasi di daerah 
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tertentu Pemerintah memberikan fasilitas berupa penyusutan dipercepat kepada Wajib Pajak 
badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman 
modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan dan daerah-daerah tertentu (jenis usaha bidang- 
bidang tertentu dapat dilihat dalam lampiran) 


Sedang daftar penyusutan menjadi sbb : 



I. Bukan bangunan 


Kelompok 1 

2 tahun 

50% 

100 % 

Kelompok 2 

4 tahun 

25% 

50% 

Kelompok 3 

8 tahun 

12,5% 

25% 

Kelompok 4 

10 tahun 

10% 

20% 

n. Bangunan 


Permanen 

10 tahun 

10% 


Tidak Permanen 

5 tahun 

20% 


Catatan berdasarkan PMK No 21/PMK.011/2010 tgl 28 Januari 2010 Wajib Pajak yang 
mendapatkan fasilitas penyusutan tersebut adalah yang mempunyai kegiatan pemanfaatan 
Sumber Energi Terbarukan 

PENGHENTIAN PENYUSUTAN MENURUT PERPAJAKAN 

Menurut perpajakan penyusutan dapat dihentikan jika : 

1. Aktiva tetap tersebut dialihkan kepada lain sebagai pengganti penyertaan modal. 

2. Aktiva tetap dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan 
atau pengambilahan alih usaha. 

3. Aktiva tetap tersebut dijual atau sebab lainnya misalkan kebakaran, dicuri dsbnya. 

HUBUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT AKUNTANSI DAN 
MENURUT PERPAJAKAN. 

1. Penyusutan Aktiva Tetap dimana aktiva tetap menurut akuntansi merupakan biaya 
tetapi dalam peraturan perpajrkan bukan biaya yang dapat dikurangkan untuk 
menghitung Penghasilan Kena Pajak. 

PT Sejahtera mempunyai tempat peristirahatan di daerah pegunungan, tempat peristirahatan 
tersebut digunakan untuk seluruh karyawan dengan gratis tanpa membedakan jabatan dan 
diatur secara bergilir, nilai bangunan tempat peristirahatan itu sebesar Rp 4.540.000.000,- guna 
kepentingan akuntansi nilai bangunan disusutkan 10 tahun dengan metode garis lurus. PT 
Sejahtera seharusnya akan membuat ayat jurnal sebagai terikut: 


Uraian 

Debet ! Kredit 

Beban Penyusutan Bangunan Peristirahatan 

454.000.000,- 1 

Akum Penyusutan Bangunan Peristirahatan 

i 454.000.000,- 


Tetapi untuk menghitung Peng Kena Pajak, beban penyusutan sebesar Rp 454.000.000,- tidak 
dapat dibebankan sebagai biaya (Pasal 9 huruf e UU PPh) dan perlu dilakukan koreksi fiskal oleh 
PT Sejahtera pada akhir tahun pajak. Mengingat bahwa koreksi fiskal termasuk beda tetap maka 
tidak perlu adanya ayat jurnal untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. 
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2. Penyusutan Aktiva Tetap dimana aktiva tetap menurut akuntansi merupakan biaya 
tetapi dan peraturan perpajakan juga merupakan biaya yang dapat mengurangi 
Penghasilan Kena Pajak. 

a. Kasus 1 

PT Samudera Indah mempunyai kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut hasil 
industrinya, harga beli kendaraan truk sebesar Rp 842.000.000,- guna kepentingan 
akuntansi disusutkan 8 tahun dengan metode garis lurus. Nilai sisa (residu) ditetapkan 
sebesar Rp 42.000.000,- Maka besarnya penyusutan truk setiap tahun (Rp 842.000.000,- - 
Rp 42.000.000,-) : 8 = Rp 100.000.000,- 

PT Samudera Indah seharusnya akan membuat ayat jurnal untuk setiap tahunnya : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Penyusutan Truk 

ioo.ooo.oob,-T 


Akum Penyusutan Truk 


ioo.ooo.ooo,- ! 


Untuk menghitung Peng Kena Pajak, beban penyusutan truk tersebut pada dasarnya dapat 
dibebankan, tetapi peraturan perpajakan tidak mengenal nilai residu. Maka untuk 
kepentingan perpajakan penyusutan dihitung kembali menjadi (asumsi truk termasuk 
kelompok II) Rp 842.000.000,- : 8 = Rp 105.250.000,- sehingga pada akhir tahun pajak PT 
Samudera Indah perlu melakukan koreksi fiskal Rp 5.250.000,- (Rp 105.250.000,- - Rp 
100.000.000,-) Disamping itu PT Samudera Indah harus membuat ayat jurnal untuk 
mengakui perbedaan perlakuan penyusutan truk tersebut, sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Aset Pajak Tanqquhan *) 

i.312.500,- 


Penqhasilan Pajak Tangguhan 


1.312.500,- 


*) Asumsi tarif PPh yang berlaku 25% = Rp 5.250.000 x 25% = Rp 1.312.500,- 


b. Kasus 2 

PT Gubah Bangun mempunyai kendaraan sedan yang digunakan untuk para direksi dan 
sedan tersebut dibawa pulang, harga beli sedan sebesar Rp 484.000.000,- masa manfaat 
ditentukan 8 tahun dengan metode garis lurus, tidak ada nilai sisa (residu) Maka besarnya 
penyusutan setiap tahun Rp 484.000.000,- : 8 = Rp 60.500.000,- 


PT Gubah Bangun seharusnya akan membuat ayat jurnal untuk setiap tahunya : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Penyusutan Sedan 

60.500.000,- 


Akum Penyusutan Sedan 


60.500.000,- 


Untuk menghitung Peng Kena Pajak, beban penyusutan tersebut pada dasarnya dapat 
dibebankan, tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan beban penyusutan sedan yang 
dibawa pulang hanya boleh disusutkan separonya. Koreksi fiskal untuk akhir tahun pajak 
sebesai Rp 60.500.000,- : 2 = Rp 30.250.000,- karena sifatnya beda tetap maka PT Gubah 
Bangun tidak harus membuat ayat jurnal untuk mengakui adanya aktiva/kewajiban pajak 
tangguhan karena selisih beban termasuk beda tetap. 

c. Kasus 3 

PT Emas Hitam mempunyai mesin pengolah batubara menjadi briket dimana harga beli 
mesin tersebut Rp 2.560.000.000,- masa manfaat mesin ditentukan 10 tahun dengan 
metode saldo menurun, tidak ada nilai sisa (residu) Maka besarnya penyusutan adalah 
sebagai berikut: 
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Thn 

% 

tase 

Nilai 

Penyusutan 

Nilai Buku 
Akuntansi 

1 

20% 

512.000.000 

2.048.000.000 

2 

20% 

409.600.000 

1.638.400.OuO 

3 

20% 

327.680.000 

1.310.720.000 

4 

20% 

262.144.000 

1.048.576.000 

5 

20% 

209.715.200 

838.860.800 

6 

20% 

167.772.160 

671.088.640 


dstnya 


PT Emas Hitam untuk tahun ke 6 (enam) seharusnya akan membuat ayat jurnal untuk 

setiap tahunnya : 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Penyusutan Mesin 

167.772.160,- 1 


Akum Penyusutan mesin 


167.772.160,- 


Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, beban penyusutan mesin tersebut pada 
dasarnya dapat dibebankan, tetapi sesuai dengan PMK N0.96/PMK.03/2009 alat tersebut 
termasuk aktiva kelompok III. Maka untuk menghitung beban penyusutan fiskal PT Emas 
Hitam harus menghitung kembali sebagai berikut: 


Thn 

Ke 

% 

tase 

Dasar 

Penyusutan 

Nilai 

Penyusutan 

Nilai Buku 
Fiskal 

1 

12,5% 

2.560.000.000 

320.000.000 

2.240.000.000 

2 

12,5% 

2.24O.C00 000 

280.000.000 

1.960.000.000 

3 

12,5% 

1.960.000.000 

245.000.000 

1.715.000.000 

4 

12,5% 

1.715.000.000 

214.375.000 

1.500.625.0C0 

5 

12,5% 

1.500.625.000 

187.578.125 

1.313.046.875 

6 

12,5% 

1.313.046.875 

164.130.859 

1.148.916.016 

dstnya 


Dengan mengambil tahun keenam, besarnya koreksi fiskal untuk akhir tahun pajak sebesar 
Rp 167.772.160,- - Rp 164 . 130 . 859 ,- = Rp 3 . 641 . 301 ,- sehingga penyusutan akuntansi 
lebih besar dari penyusutan fiskal 

Disamping itu PT Emas Hitam harus membuat ayat jurnal untuk mengakui perbedaan 
perlakuan penyusutan mesin tersebut mengingat selisih tersebut termasuk beda waktu 
(temporer), sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit j 

Aset Pajak Tangguhan *) 

910.315,- 

i 

Penghasilan Pajak Tangguhan 


910.315,- 1 


*) Asumsi tarif PPh Badan yang berlaku 25% = Rp 3.641.301,- x 25% = Rp910.325,- 
Kasus 4 

Dengan mengambil contoh dari PT Kain Indah diatas dimana tanggal 8 Juni 2011 membeli 
mesin sebesar Rp 2 . 000 . 000 . 000 ,- ongkos angkut termasuk asuransi dan biaya lain sampai 
dengan di lokasi pabrik sebesar Rp 50 . 000 . 000 ,- Pemasangan, perakitan dan instalasi mesin 
selesai tanggal 10 Agustus 2011 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 40 . 000 . 000 ,- 
Percobaan mengoperasikan mesin sampai siap digunakan selesai tgl 5 September 2011 dan 
menghabiskan biaya Rp 10 . 000 . 000 ,- 
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Menurut akuntansi dimulainya penyusutan adalah bulan September 2011 dengan harga 
mesin sebesar Rp 2.100.000.000,- pada akhir tahun beban biaya penyusutan menurut 
akuntansi tahun 2011 (dengan menggunakan garis lurus dan masa manfaat mesin 8 tahun, 
awal penyusutan 5 September) adalah = (12,5% x Rp 2.100.000.000,-) : 12 x 4 = Rp 
87.500.000,- sehingga jurnal yang seharusnya dilakukan adaiah 


Uraian 

Debet 

Kredit 

1 Beban Penyusutan Mesin 

87.500.000, -T 


Akumulasi Penyusutan Mesin 


87.500.000,- i 


Sesuai Pasal 11 ayat (3) UU PPh yang mengatakan bahwa "penyusutan dimulai pada bulan 
dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan" 

Sedang penjelasan Pasal 11 UU PPh berbunyi "pengeluaran untuk memperoleh harta 
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan 
sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara 
mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui 
penyusutan". 

Dengan demikian beban penyusutan menurut pajak untuk tahun pajak 2011, dapat dihitung 
sebagai berikut: 

i. Penyusutan mesin (awal penyusutan tanggal 8 Juni 2011) adalah sebesar (12,5% x Rp 
2.050.000.000,-) : 12x 7 = Rp 149.479.166,-,- 

ii. Amortisasi beban pemasangan (awal penyusutan 10 Agustus, masa manfaat 8 tahun) 
adalah (12,5% x Rp 40.000.000,-) : 12 x 5 = Rp 2.083.333,- 

iii. Amortisasi beban percobaan mesin (awal penyusutan 5 September, masa manfaat 8 
tahun) adalah (12,5% x Rp 10.000.000,-): 12 x 4 = Rp 41.666,- 

Maka total penyusutan menurut fiskal sebesar Rp 151.979.165,- (Rp 149.479.166 + Rp 
2.083.333 + Rp 41.666) 

Dengan demikian menurut pajak sebesar Rp 151.979.165,- menurut akuntansi sebesar Rp 
87.500.000,- maka terdapat selisih sebesar Rp 64.479.165,- yang harus dikoreksi fiskal 
untuk akhir tahun pajak. Karena perbedaan ini sifatnya sementara maka PT Kain Indah 
haois membuat iurnal untuk menaakui kewaiiban Paiak tanoauhan sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Pajak Tangguhan *) 

16.119.791, -T 


Kewajiban Pajak Tangguhan 


16.119.791,- ! 


*) Asumsi tarif PPh yang berlaku 25% = Rp 64 479.165,- x 25% = Rp 16.119.791 ,- 


PENURUNAN NILAI AKTIVA 

PENURUNAN NILAI AKUNTANSI DARI SUDUT AKUNTANSI 

Menurut SAK No.48 suatu entitas wajib melakukan review setiap akhir periode pelaporan apakah 
aktiva berwujud maupun aktiva tak berwujud memiliki indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi 
penurunan, maka entitas harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut apakah melalui 
penjualan atau penggunaan berlanjut. 

Suatu aktiva disebut mengalami penurunan nilai jimpalrment) jika jumlah tercatatnya {carrying 
amount) melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aktiva. Jika 
kondisi demikian terjadi, maka entitas wajib mengakui rugi penurunan nilai dan entitas juga akan 
menyajikan nilai aktiva yang tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya. 
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Dalam menilai apakah ada indikasi bahwa aset mengalami penurunan nilai, suatu entitas harus 
mempertimbangkan (minimal) hai hal sebagai berikut: 

1. Informasi dari sumber sumber ekternal entitas, misalkan : 

a. perubahan yang signifikan dari harga aset melebihi amortisasi atau deprisiasi. 

b. adanya perubahan yang signifikan terhadap aset karena adanya tehnologi yang baru, 
ekonomi dan hukum. Misalkan adanya penemuan patent baru mengakibatkan hak patent 
yang lama kelihatan usang sekali. 

c. perubahan suku bunga dan tingkat kembalian investasi yang meningkat sehingga 
mengakibatkan turunnya nilai aset. 

d. jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. 

2. Informasi dari sumber sumber internal entitas, misalkan : 

a. Bukti adanya keusangan atau kerusakan fisik aset yang mengakibatkan nilai ekonomisnya 
menurun 

b. Perubahan yang cukup signifikan atas penggunaan atau penghentian dari masa manfaat 
aset. 

c Bukti internal yang mengidentifikasi bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang 
diharapkan (sudah tidak efisien). 

Akibat dari penurunan nilai tersebut harus diakui sebagai kerugian dalam laporan keuangan pada saat 
terjadinya penurunan nilai. 

Contoh soal: 

PT Asa Bina Caraka mempunyai aktiva IT dengan harga perolehan sebesar Rp 2.000.000.000,- yang 
diperkirakan mempunyai nilai ekonomis selama 20 tahun. Apabila aktiva tersebut dibeli bulan Januari 
2001 dan nilai residu diperkirakan Rp 200.000.000,- 

Besamya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun, maka penyusutan per tahun 
adalah sebesar (Rp 2.000.000.000,- - Rp 200.000.000,-) : 20 = Rp 90.000.000,- 
Maka besarnya nilai buku tahun 2010 adalah sebesar Rp 2 C00.000.000 - (Rp 90.000.000,- x 10) = 
Rp 1.100.000.000,- 

Ternyata dari perkembangan eksternal nilai aktiva di pasar hanya sebesar Rp 400.000.000,- dan masa 
manfaat aktiva diperkirakan hanya tinggal 5 tahun. 

Maka kerugian nilai sebesar Rp 1.100.000.000,- - Rp 400.000.000,- = Rp 700.000.000,- harus diakui 
sebagai kerugian, dengan membuat ayat Jurnal sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Kerugian penurunan nilai 

700.000.000,- 


Akumulasi penurunan nilai 


700.000.000,- 


Dan pada akhir tahun untuk mengakui penyusutan, PT Asa Bina Caraka harus membuat ayat jurnal, 
sebagai berikut: 

_ __ Ura ian _ J _JD e b e t_!_K r e djt 

Beban Penyusutan* )_j_ 80.000.000,- j _ 

Akumulasi Penyusutan _!_ i _ 80^000.0 00,- 

*) besarnya penyusutan Rp 400.000.000,- : 5 = Rp 80.000.000,- 

MENURUTPERPAJAKAN 

Penurunan nilai aktiva tetap menurut peraturan perpajakan tidak dikenal sama sekali, sehingga 
kerugian PT Asa Bina Caraka sebesar Rp 700.000.000,- tidak dapat mengurangi penghasilan kena 
pajak. 
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Dan atas kejadian tersebut menimbulkan aktiva pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan 
yang harus dijurnal PT Asa Bina C3raka, sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Aktiva Pajak Tangguhan *) 

175.000.000,- | 


Pendapatan Pajak Tangguhan 

175.000.000,- 


*) Asumsi PPh yang berlaku 25% = Rp 700.000.000,- x 25% = Rp 175.000.000,- 


Disamping kerugian yang tidak dapat dibebankan sebagai faktor pengurangan Penghasilan Kena 
Pajak, perubahaan metode penyusutan setelah penurunan nilai aktivajuga akan menimbulkan koreksi 
fiskal. 

Penyusutan menurut akuntansi sebesar Rp 80.000.000,- 

Jiks aktiva IT yang dimiliki PT Asa Bina Caraka tersebut diatas termasuk kelompok m dengan 
menggunakan metode garis lurus maka penyusutan menurut perpajakan dapat dihitung sebagai 
berikut (Rp.2.000.000.000,- x 6,25%) = Rp 125.000.000,- 

Maka selisih penyusutan sebesar Rp 125.000.000,- - Rp 80.000.000,- = Rp 45.000.000,- merupakan 
koreksi negatif. 

Peraturan perpajakan hanya mengatur tentang penyusutan untuk aktiva tetap yang tidak dapat 
digunakan karena faktor keusangan, atau faktor tidak efislenan, peraturan perpajakan tidak mengatur 
secara jelas, ini dapat kita lihat sebagai berikut: 

1. "Harta yang telah disusutkan dalam perusahaan kemudian mengalami penurunan jumlah nilai 
atau tidak dapat lagi digunakan dalam proses produksi tetap harus disusutkan sepanjang tidak 
terjadi penarikan harta" (S-211/P J .42/1990 tanggal 31 Juli 1990). 

2. Surat DJP No. S-02/PJ.42/2003 tgl 2 Januari 2003 menyebutkan "apabila karena faktor 
keusangan atau kerusakan berat yang mengakibatkan aktiva tetap tersebut tidak dapat 
dipergunakan lagi sebelum masa manfaat fiskalnya berakhir, maka nilai sisa buku fiskal yang 
masih ada dapat dibebankan sekaligus sebagai kerugian fiskal dalam tahun pajak terjadinya 
penarikan aktiva tetap tersebut'. 


PERBANDINGAN PERLAKUAN AKTIVA TETAP ANTARA 
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN 


Dengan demikian terdapat beberapa perbedaan yang mendasar perlakuan aktiva tetap antara 
akuntansi maupun perpajakan antara lain : 



Harga 
Perolehan 
sebagai dasar 
penyusutan 


I . Biaya perclehan aktiva tetap 
adalah setara dengan nilai 
tunainya dan diakui pada saat 
terjadinya. 


. Yang tidak mempunyai hu¬ 
bungan istimewa, adalah harga 
yang sesungguhnya dikeluar¬ 
kan sampai dengan aktiva 
tetap tersebut siap digunakan, 
termasuk PPN yang tidak dapat 
dikreditkan. 

. Apabila terdapat hubungan 
istimewa adalah jumlah yang 
seharusnya dikeluarkan atau 
diterima atau sesuai dengan 
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. Untuk pertukaran aset tidak 
sejenis menggunakan harga 
pasar 

• Untuk pertukaran aset sejenis 
berdasarkan nilai buku aset 
yang dilepas 

• Jika dilakukan revaluasi dari 
nilai revaluasi 

. Aset sumbangan berdasarkan 
harga pasar. 

harga pasar yang wajar 

• Untuk transaksi tukar menukar 
adalah berdasarkan harga 
pasar 

• Dalam rangkaian likuidasi, 
peleburan, pemekaran, peme¬ 
cahan atau penggabungan 
adalah harga pasar kecualai 
ditentukan lain oleh Menteri 
Keuangan 

• Jika dilakukan revaluasi dari 
nilai revaluasi 

2. 

Masa manfaat 

• Berdasarkan taksiran umur 
ekonomis, maupun teknis 
(berdasarkan judgmsrK mana¬ 
jemen) 

• Nilai residu aktiva dapat 
diperhitungkan 

. Ditelaah ulang secara periodik 

• Berdasarkan Peraturan 
perpajakan yang berlaku (usia 
aktiva sudah ditentukan) 

• Nilai residu aktiva tidak dapat 
diperhitungkan 

3. 

Besaran nilai 
aktiva yang 
dapat 
disusutkan 

• Aktiva disusutkan kalau 
dianggap material (prinsip 
materialitas 

. Tidak mengenal material, 
hanya ditentukan jika 
mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 tahun. 

4. 

Metode 

penyusutan 

Banyak pilihan 

• Garis lurus, saldo menurun, 
metode sum of the vear digits 
dsbnya. 

Perusahaan harus memilih 
metode penyusutan yang 
mencerminkan ekspektasi dalam 
pola penggunaan manfaat 
ekonomi masa depan asset. 

Sudah ditentukan 

• Untuk bangunan menggunakan 
garis lums 

• Aktiva seiain bangunan boleh 
menggunakan saldo menurun 
atau garis lurus 

5. 

Umur aktiva 

Berdasarkan nilai ekonomis atau 
adjustment manajemen 

Berdasarkan peraturan 
perpajakan 

6. 

Aktiva yang 
disusutkan 

Semua aktiva tetap yang dimiliki 
perusahaan, kecuali tanah 

Hanya aktiva yang dimiliki dan 
digunakan untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara 
penghasilan, kecuali 
penghasilannya dikenakan pajak 
yang bersifat final. 


7. 

Saat mulai 

• dimulai pada saat aset tersebut 

• saat peroleh atau pada saat 


penyusutan 

siap untuk digunakan 

pembelian 


disusun Djaka Saranta S Edhy 250 






















• jika perolehaan dibawah 
tanggal 15 aktiva disusutkan 
pada bulan tersebut 

• jika perolehaan diatas tanggal 

15 akbva disusutkan pada 
bulan berikutnya 

• Saat penyelesaian tidak perlu 
adanya ijln 

• Jika perolehaan dibawah 
tanggal 15 aktiva disusutkan 
pada bulan tersebut 

• jika perolehaan di atas tanggal 

15 aktiva disusutkan pada 
bulan tersebut 

• Saat penyelesaian harus 
dengan ijin Menteri Keuangan 
atau tahun menghasilkan 

8. 

Aset yang boleh 
disusutkan 

Semua aset tetap yang dimiliki 
perusahaan kecuali tanah dan 
aset tetap yang memenuhi 
definisi properti investasi 

Hanya aktiva yang dimiliki dan 
digunakan untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara 
penghasilan yang tidak 
dikenakan PPh Final. 

9. 

Biaya perbaikan 
yang 

dikapitalisir 

Disusutkan sesuai dengan masa 
manfaat yang ditinjau ulang. 

Biaya perbaikan akan disusutkan 
selama sisa masa manfaat 
ditambah dengan tambahan 
masa manfaat akibat perbaikan. 

Disusutkan tersendiri terpisah 
dari aktiva yang diperbaiki. 

Biaya perbaikan disusutkan 
dengan masa manfaat baru 
sehingga dapat menjadi lebih 
lama dari pada akuntansi. 
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DEFINISI AKTIVA TIDAK BERWUJUD 


1. Definisi Aktiva Tidak Berwujud menurut Akuntansi. 

Pengertian harta tak berwujud atau Aktiva Tak berwujud menurut PSAK No.19 adalah aktiva tak 
lancar {non current asset) adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tak berbentuk 
(tidak mempunyai wujud fisik) yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya 
dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. 

Aktiva monoter adalah kas dan setara kas serta aktiva yang akan diterima dalam bentuk kas yang 
jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. 

Salah satu karakteristik aktiva tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian 
mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aktiva tak berwujud 
berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar. Didaiam PSAK No.19 (Revisi 2000) ada 4 
kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat dikategorikan sebagai aktiva tidak berwujud, 
yaitu : 

a. Aset tersebut dapat diidentifikasi. 

Suatu aset tidak berwujud dapat diidentifikasikan bilamana : 

• Dapat dipisahkan (dapat dipisahkan dan dijual, ditransfer, dilisensikan, disewakan, atau 
dipertukarkan, atau secara individual atau sebagai bagian dari suatu paket). 

Misalkan : sebuah perusahaan farmasi menemukan resep obat kangker baru. Resep 
tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAzasi Manusia sebagai penemuan 
baru. Sehingga patent tersebut dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan aset 
lainnya. 

• Timbul dari hak kontraktual atau hak legal lainnya, tanpa memandang apakah hak 
tersebut dapat ditransfer atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan liabil'rtas lainnya. 

b. Perusahaan'memiliki control atas aktiva tersebut. 

Suatu entitas dapat dikatakan mengendalikan suatu aset bilamana daya untuk memperoleh 
manfaat ekonomis di masa depan mengalir dari sumber daya yang mendasari dan membatasi 
akses lainnya kepada manfaat tersebut. Biasanya kapasitas akan muncul dari hak yang dapat 
dipaksakan secara legalm seperti copyrights. Namun suatu hak yang dapat dipaksakan secara 
legal bukanlah suatu kondisi keharusan untuk pengendalian karena suatu entitas dapat 
mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dalam cara lain. 

c. Aktiva tak berwujud akan memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang. 
Manfaat ekonomis di masa datang yang mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud 
meliputi: 

• Pendapatan dari penjualan barang atau jasa. 

• Penghematan biaya 
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• Manfaat lainnya yang diakibatkan dari penggunaan aset oleh entitas, 

d. Harga perolehan aktiva tersebut dapat di ukur secara andal. 

Beberapa jenis aktiva tak berwujud dapat berupa bentuk fisik, seperti compactdise( yang memuat 
piranti lunak komputer), dokumentansi legal (yang memuat lisensi hak patent, hak cipta, franchise, 
merek dagang) atau film. Dalam menentukan apakah suatu aktiva yang memiliki elemen berwujud 
dan tidak berwujud diperlakukan sebagai aktiva tetap berwujud atau sebagal aktiva tetap tak 
berwujud, entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai elemen mana yag lebih signifikan. 
Misalkan piranti lunak pada mesin yang dikendalikan oleh komputer dan tidak dapat beroperasi 
tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya sehingga 
diperlakukan sebagai bagian dari aktiva tetap. Hal yang sama diterapkan pada sistem operasi suatu 
komputer. Jika piranti lunak merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya, maka piranti lunak 
tersebut diperlakukan sebagai aktiva tak berwujud. 

Sedang jenis-jenis aktiva berwujud lainnya, antara lain : 

a. Hak Opta, {Copyright) 

suatu hak eksklusif yang dijamin oleh pemerintah yang mengizinkan seorang pengarang, 
komposer, atau seniman untuk mempublikasikan, menjuai, memberi izin atau sebaliknya 
mengendalikan suatu kegiatan sastra, musik atau artistik. 

Masa manfaat hak cipta maksimum selama 50 tahun. Jika suatu patents dibeli, maka patents 
dicatat sebesar acquisition cost. Dan jika suatu patents dihasilkan melalui penelitian, maka 
cost-nya meliputi lisensi paten dan ongkos pengesahannya 

b. Cap Dagang dan Merek Dagang ( Trademark and Trade Name) 

Hak atas Trademark berlaku selama dipakai terus menerus 

Cost of trademark terdiri dari pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk 
mendapatkannya, termasuk ongkos administrasi dan pendaftaran, serta pengeluaran-2 
untuk perkara pengadilan yang dimenangkan dalam mempertahankan merek dagang. Saat 
merek dagang itu diperoleh dengan cara membeli, maka dicatat sebesar purchaseprice. 

c. Biaya pendirian organisasi (Organization Cost) 

Meliputi ongkos administrasi biaya sertifikat saham, biaya pertanggungan, biaya 
penggabungan, dimana manfaatnya dapat dipetik setelah melampaui periode fiskal yang 
pertama dan biasanya membuat perusahaan mengalami defisit sebelum perusahaan 
tersebut menjalankan operasi perusahaannya. 

d. Waralaba {franchise), dsbnya. 

Hak khusus yang diterima oleh suatu badan usaha atau perorangan sebagai agen tunggal 
guna melaksanakan fungsi bisnis tertentu atau menggunakan produk atau jasa tertentu. 

Cosf of franchises meliputi jumlah uang yang dibayarkan untuk franchises tersebut dan 
honorarium notaris serta biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. 

e. Goodwill 

GoodwiH ini meliputi semua keuntungan khusus yang dinikmati suatu perusahaan, tidak 
penting apakah dapat diidentifikasikan atau tidak, seperti nama baik, staf atau karyawan 
yang cakap, status kredit yang tinggi, reputasi bagi produk dan jasa yang unggul, dan 
lokasi yang menguntungkan. 

Menurut prinsip akuntansi yang lazim, goodwill dicatat dalam pembukuan hanya jika 
diperoleh melalui pembelian. 

f. ilmu pengetahuan dan teknologi 

g. desain 

h. lisensi 
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i. hak kekayaan intelektual (MAKI) 

j. piranti lunak komputer {Software) 

k. film 

l. daftar pelanggan 

m. hak pelayanan jaminan 

n. ijin 

o. kuota impor 

2. Definisi Aktiva Tidak Berwujud menurut Perpajakan. 

Seperti aktiva tetap didalam peraturan perpajakan kadang-kadang menyebut dengan istilah harta 
tidak berwujud, tetapi kadang-kadang menyebut aktiva tidak berwujud, maka untuk selanjutnya 
penulis di dalam buku ini akan menggunakan istilah "aktiva tak berwujud" Untuk Aktiva tidak 
berwujud peraturan perpajakan hanya mengatur sedikit apa apa saja yang termasuk harta tak 
berwujud. Peraturan perpajakan hanya mengatur sedikit tentang cara membebankan saja, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU PPh menyebutkan "Amortisasi atas 
pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya 
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat 
lebih dan 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang 
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas 
pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasl sekaligus 
dengan syarat dilakukan secara taat asas". 


PENCATATAN ATAS AKTIVA TIDAK BERWUJUD 

1. Nilai perolehan menurut akuntansi 

Aktiva tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Perolehan aktiva tak 
berwujud, dapat berupa : 

a. Perolehan SecaraTerpisah 

Jika aktiva tak berwujud diperoleh dari pembelian, harga yang dibayarkan oleh entitas 
untuk perolehan terpisah aktiva tak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat 
ekonomi aktiva tak berwujud terdiri dari : 

• Harga beli termasuk bea masuk dan pajak yang tidak dapat ditagih ke pemerintah 
(setelah dikurangi dengan diskon atau rabat) 

• Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aktiva 
tersebut sehingga siap digunakan. Misalnva biaya karyawan, biaya penggajian dan 
profesional yang ditugaskan untuk pengurusan kontrak-kontrak aset berwujud 
tersebut. 

b. Goodwill yang dihasilkan secara Internal. 

Dalam praktek ada beberapa entitas melakukan pengeluaran untuk menghasilkan sesuatu 
yang bermanfaat dimasa mendatang, tetapi sesuai dengan SAK 19 pengeluaran- 
pengeluaran tersebut tidak dapat diakui sebagai aktiva tak berwujud ataupun dianggap 
sebagai Goodwill yang dihasilkan secara internal, karena goodwill tersebut bukan suatu 
sumber daya yang tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul dari hak kontraktual atau hak 
legal lain. 

c. Aktiva tak Berwujud yang dihasilkan Secara Internal (dibuat sendiri). 
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Aset tak berwujud dapat juga berasa! dari penciptaan sendiri karena dari hasil penelitian 
atau riset yang dipatenkan. 

Dalam melakukan pengakuan aset tak berwujud yang diciptakan sendiri, biaya-biaya yang 
dikeluarkan harus diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu : 

i. Biaya yang dikeluarkan selama masa riset, yaitu masa dimana penelitian dilakukan, 
namun belum diketemukan hasil atau formula tertentu sehingga akan kelihatan 
hasilnya. 

Biaya-biaya selama masa riset menurut akuntansi harus langsung dibebankan pada 
saat terjadinya (saat pengeluaran biaya). 

II. Biaya yang dikeluarkan selama masa pengembangan. Di dalam masa ini hasil atau 
formula sudah ada tinggal pengembangkan menjadi suatu produk yang dapat 
dikomersialkan. 

Sedangkan biaya-biaya selama masa pengembangan dikapitalisasi sebagai bagian dari 
harga aset tidak berwujud. Kapitalisasi biaya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat 

sebagal berikut 1 : 

• Terdapat kelayakan teknis penyelesaian hingga kemudian layakjual. 

• Manajemen memiliki rencana dan keinginan untuk merampungkan, menggunakan 

atau menjual aset tak berwujud tersebut. 

• Manajemen memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak 

berwujud tersebut. 

• Aset tak berwujud tersebut mampu menghasilkan arus kas dengan adanya 
keberadaan pasar. 

• Perusahaan memiliki ketersediaan sumber daya teknis, keuangan dan 
menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. 

• Biaya yang terkait dengan aset tak berwujud selama tahap pengembangan dapat 
diukur dengan andal. 

d. Perolehan Melalui Kombinasi Bisnis 

Dalam suatu transaksi kombinasi bisnis, ada kalanya terdapat aset-aset yang diakui karena 
teridentifikasi dan memenuhi kriteria aset tak berwujud. Biasanya aset tak berwujud yang 
diperoleh melalui kombinasi bisnis adalah proyek-proyejk riset dan pengembangan yang 
telah dilakukan oleh perusahaan yang diakuisisi. 

Ada kalanya aset tak berwujud tidak dapat dipisahkan dari aset lainnya, misalkan merk 
dagang tidak dapat dipisahkan dari resep, formula dan teknologi. Jika demikian maka merk 
dagang tersebut harus dinilai secara bersamaan dengan aset tetap dan aset tak berwujud 

yang terkait. 

2. Nilai perolehan aktiva tidak berwujud menurut perpajakan 

Secara rinci peraturan perpajakan tidak mengatur tentang nilai perolehan aktiva tidak berwujud, 
secara prinsip hanya mengatur tentang beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 1 tahun dapat dibebankan melalui penyusutan. 

Apabila aktiva tidak berwujud diperoleh dengan cara dibeli menurut perpajakan harus 
diperhatikan dari 2 (dua) hal, yaitu : 

a. Perolehan aktiva tidak berwujud yang tidak mempunyai hubungan istimewa, adalah harga 
yang sesungguhnya dikeluarkan sampai dengan aktiva tidak berwujud tersebut digunakan, 
termasuk PPN yang tidak dapat dikreditkan. 


AKUNTANSI KEUANGAN ASETTETAP DAN ASETTAK BERWUJUD, Marisi P Purba S.E, AK. MH 
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b. Sedangkan apabila perolehan aktiva tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan 
istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima atau sesuai dengan 
harga pasar yang wajar. 

c. Harga perolehan aktiva tidak berwujud yang dibuat sendiri adalah pengeluaran untuk 
membuat aktiva tersebut sampai aktiva tersebut siap dipakai. Harus diingat pengeluaran- 
pengeluaran yang berhubungan dengan membangun atau membuat aktiva tersebut harus 
dibedakan antara biaya yang dapat dikurangkan (Pasal 6 UU PPh) dan biaya yang tidak 
dapat dikurangkan secara peraturan perpajakan (Pasal 9 UU PPh). 


METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI 

1. Amortisasi Menurut Akuntansi 

Metode amortisasi sesuai SAK No.10 menggunakan metode garis lurus (strakphi line method), 
kecuali jika ada metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun dengan pertimbangan bahwa dalam jangka waktu 
tersebut aktiva tidak berwujud tidak lagi mempunyai nilai ekonomi, sehingga walaupun nilainya 
harta tak berwujud tersebut bernilai lebih dari 20 tahun, tetapi periode amortisasi tidak boleh lebih 
dari 20 tahun. 

Sesuai dengan PSAK No.19, biaya-biaya yang terkait dengan aktiva tak berwujud yang dalam praktik 
selama ini dapat dikapitalisasi, kini tidak boleh dikapitalisasi lagi sebagai bagian dari aktiva tak 
berwujud, misalkan : 

a. Goodw/7/yang dihasilkan sendiri (bukan dari penggabungan usaha) tidak dapat dikapitalisasi 
karena tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dialihkan secara terpisah dan sulit diukur. 

b. Loyalitas pelanggan dan pengetahuan karyawan tidak dapat oikapitalisasi karena tidak dapat 
dikendalikan perusahaan. 

c. Biaya pelatihan tidak dapat dikapitalisasi karena manfaat pelatihan tidak dapat dikendalikan 
perusahaan, karena karyawan bisa saja keluar dari perusahaan. 

d. Pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak memenuhi empat criterla pengakuan aktiva tak 
berwujud, meliputi merek dagang, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal, judul 
publikasi, biaya iklan, biaya perintisan, biaya pendirian dan biaya realokasi dan restrukturisasi. 

2. Metode Amortisasi Sesuai dengan Peraturan Perpajakan 
a. Cara Amortisasi 

Sesuai dengan Pasal 11A ayat (1) UU PPh Harga perolehan harta tak berwujud dan 
pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, 
hak guna bangunan dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, 
diamortisasi dengan metode: 

a. Dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau; 

b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif 
amortisasi atas nilai sisa buku. 

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada 
akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi 
sekaligus 

Sedang tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat diatur dalam 
Pasal 11A ayat (2) UU PPh. Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran 
harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam 
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melakukan amortisasi. WP daput melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya 
berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud, sedang tarif 
amortisasi ditetapkan sebagai berikut: 



Kelompok 1 


4 tahun 


50 % 


Kelompok 2 


25 % 


8 tahun 


Kelompok 3 


16 tahun 


10 % 


Kelompok 4 


20 tahun 


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batas maksimum amortisasi untuk aktiva tak 
berwujud menurut peraturan perpajakan dengan akuntansi sama 20 tahun. 


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan amortisasi 

Dalam melakukan amortisasi sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan harus 
memperhatikan, hal-hal sebagai berikut: 

I. Untuk harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaatnya tidak tercantum pada 
kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak dapat menggunakan masa manfaat 
yang terdekat, 
contoh: 

• Harta tak berwujud mempunyai masa manfaat 7 tahun, maka Wajib Pajak dapat 
menggunakan masa manfaat kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. 

• Harta tak berwujud mempunyai masa manfaat 5 tahun, maka Wajib Pajak dapat 
menggunakan masa manfaat kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. 

• Harta tak berwujud mempunyai masa manfaat 6 tahun, mengingat bahwa masa 
manfaatnya 6 tahun yang terletak ditengah antara kelompok 1 dan kelompok 2, 
maka Wajib Pajak dapat menggunakan masa manfaat kelompok 1 dengan masa 
manfaat 4 tahun atau kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. 

ii. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan 

dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

iii. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

.Dalam pengertian pengeluaran yang diiakukan sebelum operasi komersial, adalah 
biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi 
kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional 
yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya 
kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi 
tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. 

iv. Sesuai dengan PMK No.248/ PMK.03/2008 untuk amortisasi atas pengeluaran untuk 

memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu 
dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial 

(bulan produksi adalah bulan dimana penjualan mulai dilakukan), sedang yang 
dimaksud bidang usaha tertentu adalah : 

• Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkaii-kali dan baru menghasilkan 
setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun. 
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• Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang 
tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah 
ditanam lebih dari 1 (satu) tahun. 

• Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat 
berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijua! setelah dipelihara sekurang- 
kurangnya 1 (satu) tahun. 

Ketentuan khusus tentang Amortisasi menurut peraturan perpajakan, 
i. Ketentuan Amortisasi Software 

Pengeluaran untuk pembelian perangkat lunak {Software) komputer pada dasarnya 
merupakan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian harta 
tidak berwujud (intangible assef), sehingga pembebenannya melalui amortisasi. 

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.316/PJ./2002 pembelian perangkat lunak 
tersebut yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam 
kelompok-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) UU PPh adalah semua 
program yang dapat digunakan pada sistem operasi komputer. 

Didalam peraturan tersebut diatur lebih lanjut tentang tata cara pembebanannya, 
yaitu: 

• Program aplikasi umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna 
(users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer, misalkan 
penggunaan Software "Windows, microsoft offioe, adope photosop, autocad, 
Coreldrawdsbnya, 

Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade yang dimiliki dan digunakan 
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan 
pajak berdasarkan UU PPh, pembebanannya dilakukan sekaligus dalam 
bulan pengeluaran. 

Dalam hal program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari 
harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya sudah 
termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut (Kelompok- 
1 ) 

«• Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan 
otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti 
dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan, 
sistem pembebanannya dilakukan dengan cara : 

Atas pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade yang dimiliki dan 
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 
yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPh pembebanannya dilakukan 
melalui amortisasi harta tak berwujud (Kelompok-1). 

Pengeluaran/biaya upgrade program tersebut terlebih dahulu ditambahkan 
pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan 
masa manfaat baru/penuh terhitung mjlai bulan dilakukan upgrade. 
li Amortisasi hak Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. 

Pasal 11A Ayat (4) UU PPh mengatur bahwa Metode satuan produksi dilakukan dengan 
menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan 
persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada 
tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas 
bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. 

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, 
sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran 
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lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun 
pajak yang bersangkutan. 

Contoh: 

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi 
di sualu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di 
daerah tersebut adalah seranyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi 
minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak 
penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. 
Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai 
berikut: 


Harga perolehan Rp 500.000.0C0,- 

Amortjsasi yang telah dilakukan 


100.000.000/200.000.000 barel (50%) Rp 250.000.000,- 
Nilai buku harta Rp 250.000.000,- 

Harga jual harta Rp 300.000.000,- 

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,- dibebankan sebagai 
kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- dibukukan sebagai penghasilan. 


lil. Amortisasi Hak Penambangan Selain Minyak dan Gas Bumi 

Pasal 11A Ayat (5) UU PPh Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain 
minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak 
pengusahaan hasi! laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan 
jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun 
Contoh: 

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 
10.000.000 ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,- diamortisasi sesuai dengan persentase 
satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu 
tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 
30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi 
pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang 
tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan 
bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp 
100 . 000 . 000 ,- 


Pengalihan Harta Tak Berwujud 

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak, maka nilai sisa buku harta atau 
hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai 
penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. 

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4 
ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa 
buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 
Contoh : 

PT Emas Licin mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas 
bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000.000,-. Taksiran jumlah kandungan minyak di 
daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi 
minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT Emas Licin menjual 
hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,- 
Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut: 
Harga perolehan Rp 500.000.000.000,- 

Amorosasi yang telah dilakukan 

100.000.000/200.000.000 barel (50%) Rp 250.000.000.000.- 

Nilai buku harta Rp 250.000.000.000,- 
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Harga jual harta Rp 300.000.000.000,- 

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000.000,- dibebankan sebagai 

kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000.000,- aibukukan sebagai penghasilan. 


HUBUNGAN AMORTISASI AKTIVA TIDAK BERWUJUD MENURUT 
AKUNTANSI DAN MENURUT PERPAJAKAN. 

1. Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud dimana menurut akuntansi merupakan biaya 
tetapi dalam peraturan perpajakan bukan biaya yang dapat dikurangkan untuk 
menghitung Penghasilan Kena Pajak. 

PT Kaldera mempunyai Aktiva Tidak Berwujud karena tidak ada hubungannya dengan usaha 
sebesar Rp 4.000.000.000,- guna kepentingan akuntansi nilai disusutkan 8 tahun dengan metode 
garis lurus. PT Kaldera seharusnya akan membuat ayat jurnal sebagal berikut: 

_Uraia n Deb et !_ Kr edit_ 

Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud _i 500.000.000,- j _ 

Akum Amortisasi Aktiva Tidak Berwulud l 500.000.000.- 

Tetapi untuk menghitung Peng Kena Pajak, beban amortisasi sebesar Rp 500.000.000,- tidak 
dapat dibebankan sebagai biaya (Pasal 9 huruf e UU PPh) dan perlu dilakukan koreksi fiskal oleh 
FT Kaldera pada akhir tahun pajak. Mengingat bahwa koreksi fiskal termasuk beda tetap maka 
tidak perlu adanya ayat jurnal untuk mengakui aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. 

2. Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud dimana menurut akuntansi merupakan biaya 
tetapi dan peraturan perpajakan juga merupakan biaya yang dapat mengurangi 
Penghasilan Kena Pajak. 

s. Kasus 1 perbedaan lamanya amortisasi. 

PT Semangat Gelora mempunyai aktiva tidak berwujud yang digunakan untuk sistem 
industrinya, harga perolehan Aktiva Tidak berwujud tersebut Rp 800.000.000,- guna 
kepentingan akuntansi disusutkan 1C tahun tetapi menurut perpajakan di amortisasi 8 
tahun. 


PT Semangat Gelora seharusnya akan membuat ayatjurnal untuk setiap tahunnya : 


Uraian 

Debet Kredit 

! Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud 

80.000.000,- 

Akum Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud 

80.000.000,- ! 


Untuk menghitung Peng Kena Pajak, beban amortisasi dapat dibebankan, tetapi masa 
amortisasinya yang berbeda. Maka untuk kepentingan perpajakan amortisasi dihitung 
kembali menjadi Rp 800.000.000,- : 8 ='Rp 100.000.000,- sehingga pada akhir tahun pajak 
PT Semangat Gelora perlu melakukan koreksi fiskal Rp 20.000.000..- (Rp 100.000.000,- - 
Rp 80.000.000,-) Disamping itu PT Semangat Gelora harus membuat ayat jurnal untuk 
mengakui perbedaan perlakuan penyusutan truk tersebut, sebagai berikut: 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Pajak Tangguhan *) 

5.000.000,- ! 

1 

Kewajiban Pajak Tangguhan 

: j 

5.OOO.OOO,-~1 


*) Asumsi tarif PPh yang berlaku 25% = Rp 20.000.000 x 25% = Rp 5.000.000,- 


b. Kasus 2 karena Perbedaan cara penyusutan 
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PT Mahardika mempunyai aktiva tidak berwujud berupa Software, harga perolehan Software 
tersebut Rp 4.000.000.000,- guna kepentingan akuntansi disusutkan 4 tahun menggunakan 
garis luru sedang pajak menggunakan saldo menurun. 

PT Mahardika seharusnya akan membuat ayat jurnal untuk setiap tahunnya : 


_Ur aian _ 

Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud 
Akum Amortisa si Aktiva Tidak B er wujud 


Debet | Kred[t_i 

l.OOO.OOO.OOO, - i_i 

_ j 1.000.000.000,-1 


Untuk menghitung Peng Kena Pajak, beban amortisasi dapat dibebankan, tetapi 
penggunaan metode amortisasi akan menghasilkan beban yang berbeda. Maka untuk 
kepentingan perpajakan amortisasi dihitung kembali menjadi Rp 4.000.000.000,- : 50% = 
Rp 2.000.000.000,- sehingga pada akhir tahun pajak PT Mahardika perlu melakukan koreksi 
fiskal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Rp 2.000.000.000,- - Rp 1.000.000.000,-) Disamping 
itu PT Mahardika harus membuat ayat jurnal untuk mengakui perbedaan perlakuan 
penyusutan truk tersebut, sebagal berikut: 


Uraian 

Debet Kredit 

Aset Palak Tangguhan *) 

250.000.000,- 

Penghasilan Pajak Tangguhan 

250.000.000,-”1 


*) Asumsi tarif PPh yang berlaku 25% = Rp 1.000.000.000 x 25% = Rp 250.000.000,- 
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PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP MENURUT 
AKUNTANSI 

Istilah "revaluasi aset (aktiva) tetap" adalah istilah yang dipakai di Akuntansi, sedang peraturan 
perpajakan dikenal denqan istilah Penilaian Kembali Aktiva Tetap, yang Intinya sama. Maka untuk 
mengingat buku ini berbicara masalah akuntansi istilah revaluasi aset tetap di dalam buku Ini 
digunakan istilah penilaian kembali Aktiva Tetap. 

Pada awalnya penilaian kembali Aktiva Tetap secara akuntansi tidak diperkenankan, mengingat bahwa 
bahwa PSAK menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran (sama 
dengan peraturan perpajakan). 

Dalam perkembangannya selanjutnya akuntansi mengatakan bahwa penilaian kembali atas aset tetap 
dapat dilakukan sepanjang peraturan pemerintah mewajibkan atau memperbolehkan. 

Didalam SAK (SAK 16 edisi Revisi 2007) diatur bahwa pencatatan atau pengukuran Aktiva Tetap 
setelah pengakuan awal pencatatan Aktiva Tetap, ditentukan bahwa suatu entitas harus memilih 
metode pencatatannya. 

SAK 16 (Revisi 2007) mengakui adanya dua metode dalam perlakuan akuntansi Aktiva Tetap tersebut. 
Kedua metode itu adalah: 

1. Metode Biaya Historis 

Dengan metode ini setelah aktiva diakui sebagal aktiva tetap, maka aktiva tetap tersebut dicatat 
pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan 
nilai aktiva. 

2. Metode Revaluasian 

Dengan metode ini setelah aktiva diakui sebagai aktiva tetap, suatu aktiva tetap yang nilai 
wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada 
tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang 
terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aktiva tetap harus dilakukan dengan keteraturan 
yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari 
jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. 

Entitas harus memilih salah satu metode tersebut sebagal kebijakan akuntansinya dan menerapkan 
kebijakan tersebut terhadap seluruh aktiva tetap dalam kelompok yang sama, 
catatan SAK ETAP tidak mengatur tentang adanya penilaian kembali aktiva tetap 

Dengan demikian penilaian kembali menurut akuntansi dapat diartikan sebagai penilaian kembali 
aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai 
sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap. 
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Penentuan nilai aktiva dengan menggunakan nilai wajar pada metode penilaian kembali aktiva 
dilakukan dengan nilai wajar (nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu 
aktiva antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu 
transaksi dengan wajar) atas aktiva tetap yang dinilai kembali. Nilai wajar yang digunakan dalam 
menerapkan model revaluasi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Tentukan nilai pasar aktiva yang bersangkutan. 

b. Jika tidak mendapat nilai pasar aktiva yang bersangkutan tentukan nilai pasar sejenis 

c Jika tkia ada nilai pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset 
tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan, maka digunakan nilai wajar dengan 
menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan 

d. Dengan menggunakan jasa penilai independen. 

Didalam Paragraf 32 SAK dijelaskan bahwa penentuan nilai wajar untuk tanah dan bangunan biasanya 
ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional 
berdasarkan bukti pasar, sedang nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar 

yang ditentukan oleh penilai. 

Dalam hal tidak ada nilai pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan, karena sifat dari aktiva tetap 
yang khusus dan jarang diperjualbelikan, maka digunakan pendekatan penghasilan atau biaya 
pengganti yang telah disusutkan. 


PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP MENU-RUT 
PERPAJAKAN 

DASAR HUKUM 

1. Pasa! 19 UU PPh yang menyatakan : 

"a. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan 
faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan 
penghasilan karena perkembangan harga. 

b. Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif 
pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak 
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)". 

2. PMK No. 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap 
Perusahaan UntukTujuan Perpajakan. 

3. Per DJP Nomor PER-12/P J/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan 
Permohonan dan Pengadmlnlstraslan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan UntukTujuan 
Perpajakan. 

4. SE Dirjen Pajak Nomor SE-56/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Penyampaian dan Penegasan 
Atas Pelaksanaan Per Dirjen Pajak Nomor PER-12/P J/2009 tentang Tata Cara Pengajuan 
Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan UntukTujuan 
Perpajakan 
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KETENTUAN DASAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP BERDASAR-KAN 
PERATURAN TERBARU 


Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 UU PPh bahwa Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk 
menetapkan penilaian kembali aktiva tetap, dimana dasarnya adalah adanya perkembangan harga 
yang mencolok atau perubanan kebijakan dibidang moneter dapat menyebabkan kekurangseraslan 
antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. 
Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang 
penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan (wewenang ini telah 
digunakan dengan dikeluarkannya PMK No.79/PMK.03/ 2008). 

1. Yang boleh melakukan penilaian kembali Aktiva Tetap adalah WP badan dalam negeri dan EUT, 
tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa 
Inggris dan mata uang USD. 

2. WP Badan dan BUT yang akan mengajukan penilaian kembali telah memenuhi semua kewajiban 
pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian 
kembali. 

Dalam hal WP mempunyai cabang atau perwakilan, maka pemenuhan kewajiban pajak tersebut 
termasuk kewajiban pajak dari cabang atau perwakilan Perusahaan yang terdaftar di KPP Lokasi. 

3. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap : 

a. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna 
bangunan, atau 

b. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah. 

Yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. 

4. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai 
wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang 
ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. 

5. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa peniiai atau ahli 
penilai, ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak menetapkan 
kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. 

Dengan ketentuan ini maka Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menilai kembali apakah 
penilaian yang dilakukan oleh ahli penilai itu cukup wajar atau tidak (walaupun ahli penilai harus 
sudah diakui dan mendapatkan ijin dari Pemerintah). 

Dengan demikian dldalam praktek penilaian kembali yang diakukan oleh Dirjen Pajak akan dapat 
menjadi: 

a. Nilai aktiva menjadi lebih besar, atau 

b. Nilai aktiva menjadi lebih kecil. 

6. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai. 

7. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang 
dilakukan berdasarkan PMK ini. 
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8. Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva harus mendapatkan persetujuan Dirjen 
Pajak dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP 
tempat WP terdaftar (KPP Domisili). 

9. Sisa kerugian tidak dapat diperhitungkan lagi dalam penentuan Pajak Penghasilan yang bersifat 
final atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. 

10. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tersebut diatas tidak dapat dilakukan kembali sebelum 
lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 
terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. 

12. Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa: 

a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan 
penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru, atau 

b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah 
memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun. 

Maka atas selisih lebih penilaian kemoali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh 
persen). 


PENCATATAN REVALUASI ASET TETAP 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN MENURUT AKUNTANSI 

1. Pencatatan Pada Awal dari Revaluasi 

Pengakuan terhadap kenaikan atau penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada 
kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan pada tahun-tahun 
berikutnya. 

a. Jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut langsung dikredit 
ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi, 
contoh pencatatan : 

PTWIka melakukan revaluasi aset tetap bangunan pabrik (yang mempunyai masa manfaat 
ekonomis 10 tahun) dari harga perolehan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan telah disusutkan 
sebesar Rp 600.000.000,- (selama 6 tahun). Setelah dilakukan penilaian kembali dengan 
harga pasar Rp 800.000.000,- Maka atas penilaian kembali ini seharusnya PT ABC 
mencatat: 


Uraian 

Debit 

Kredit 

Akumulasi Penyusutan 

6 OO.OOO.OOO , 71 

- 'j 

U —j 

Bangunan 


600.000.000,- ! 


Dan membuat pencatatan kembali untuk meningkatkan nilai bangunan 


Uraian 

Debit 

Kredit 

■ Bangunan 

400.000.000,- ! 

Surplus Revaluasi 

400.000.000,- 
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b. Jumlah tercatat aktiva menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagal 
kerugian (dilaporkan dalam laporan iaba rugi). 

Contoh pencatatan : 

PT Kiranasasi melakukan revaluasi aktiva tetap kendaraan dari harga perolehan sebesar Rp 
800.000.000,- dan telah disusutkan sebesar Rp 400.000.000,- Jika Aktiva kendaraan 
tersebut dinilai dengan harga pasar sebesar Rp 300.000.000,- Maka atas penilaian kembali 
ini seharusnya PT Kiranasasi mencatat: 


Uraian 

Debit 

Kredit 

Akumulasi Penyusutan 

400.000.000,- 


Aktiva Kendaraan 

400.000.000,- 


Dan membuat pencatatan kembali untuk menurunkan nilai kendaraan. 

_Uraian_]_ De bit_]_Kredit_j 

Rugjjpenurunanj-evaluasi j l OO.O OO.OOO,- [_ _I 

Aktiva kendaraan T I 100.000.000,^1 

Di dalam ketentuan akuntansi menurut SAK, tentang pencatatan revaluasi aktiva tetap, ada 2 hal 
yang harus diperhatikan, yaitu : 

a Jika jumlah tercatat aktiva menurun akibat revaluasi, namun penurunan nilai akibat 
revaluasi tersebut tidak melebihi saldo kredit surpius revaluasi aktiva sebelumnya, maka 
dicatat di debit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 

Dengan mengambil contoh pada PT Wika tersebut diatas, jika nila! revaluasi yang dilakukan 
kembali nilai wajar bangunan pabrik tersebut sebesar Rp 600,000.000,- maka pencatatan 


atas revaluasi menjadi: 




Uraian 

i 

Debit 

Kredit 

Surplus revaluasi 

-i- 

200.000.000,- j 

j 

Aktiva Bangunan 

1 

1 


200.000.000,-1 


b. Dalam hal jumlah tercatat aktiva menurun akibat revaluasi, namun penurunan nilai akibat 
revaluasi tersebut telah melebihi saldo kredit surplus revaluasi aktiva sebelumnya, maka 
dicatat di kredit dan diakui dalam laporan laba rugi. 

Dengan mengambil contoh pada PT Wika pada tiuruf a tersebut diatas, jika nilai revaluasi 
yang dilakukan kembali tahun berikutnya dan nilai wajar bangunan pabrik hanya senilai 
RD30o.ooo.ooo.- maka pencatatan atas revaluasi menjadi : 


Uraian 

Debit 


Kredit 

Surplus revaluasi 

400.000.000,- 



Ruqi penurunan revaluasi 

100 . 000 . 000 ,- 



Aset Bangunan 



500.000.000,- 


Pencatatan Setelah pelaksanaan Revaluasi 

Menurut SAK Untuk metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada 

tanggal revaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: 

a. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto 
dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian, 
metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk 
menentukan biaya pengganti yang disusutkan {depreciated replacement cost). 

b. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah 
eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering 
digunakan untuk bangunan. 
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Untuk memperjelas uraian diatas dibawah ini akan penulis i-oba memberikan contoh penyusuran 
setelah dilakukan revaluasi. 

Dengan mengambil contoh PT Wika diatas yang mempunyai aset bangunan dengan nilai 
revaluasi sebesar Rp 800.000.000,- dan nilai ekonomis tinggal 4 tahun maka besarnya 
penyusutan setelah revaluasi adalah Rp 800.000.000,- : 4 = Rp 200.000.000,- (penghitungan 
tersebut mengabaikan adanya nilai residu). 

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN MENURUT PERPAJAKAN 

1. Pencatatan Pada Awal dari Revaluasi 

Penghitungan dan pencatatan menurut perpajakan pada dasarnya sesuai dengan akuntansi, 
tetapi dalam menghitung selisih lebih kalau akuntansi berdasarkan nilai tercatat, sedang 
perpajakan berdasarkan nilai buku fiskal. Untuk memperjelas dalam penghitungan atas penilaian 
kembali aktiva tetap, maka dibawah ini akan diberikan contoh kasus sebagai berikut: 

PT Alam Semesta pada tahun 2010 ingin mengajukan penilaian kembali aktiva, yang akan 
diajukan pada bulan Januari 2011, sesuai dengan Daftar Aktiva Tetap yang tercantum dalam 
Laporan Keuangan per 31 Desember 2010, adalah sebagai berikut: 


Nama Aktiva 

iur. 

Bell 

Umur 

Aktiva 

Kel 

Harga Buku 
(dalam Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 
Akuntansi 

Tanah 

2000 

— 

— 

400.000.000,- 

0,- 

400.000.000,- 

Banqunan Kantor 

2006 

10 

Bnq 

l.OOO.OOO.OOO,- 

500.000.000,- 

500.000.000,- 

Peralatan Kantor 

2008 

4 

I 

360.000.000,- 

270.000.000,- 

90.000.000,- 

Perabotan Kantor 

2009 

5 

II 

298.000.000,- 

119.200.000,- 

178.800.000,- 

Kendaraan 

2007 

5 

II 

420.000.000,- 

336.000.000,- 

84.000.000,- 




Catatan : 

1. Penyusutan secara akuntansi menggunakan garis lurus, pajak juga menggunakan garis 
lurus. 

2. Umur Aktiva yang digunakan untuk penyusutan menurut perpajakan 

3. Kel = adalah kelompok aset untuk penyusutan menurut perpajakan. 

Untuk keperluan perpajakan PT Alam Semesta melakukan penilaian kembali aktiva tetap 
didasarkan pada nilai aset tetap per 31 Desember 2010. Dari hasil penilaian kembali yang 
dilakukan oleh penilai yang telah diakui Kementerian Keuangan, terdapat hasil sbb : 


Nama Aktiva 

Harga Buku 
(dalam Rp) 

Akum.Penyusutan 
Perpajakan 

Nilai Buku 
Perpajakan 

Nilai Revaluasi 
cfm Penilai 

Tanah 

400.000.000,- 

— 

400.000.000,- 

1.600.000.000,- 

Banqunan Kantor 

1 . 000 . 000 . 000 ,- 

250.000.000,- 

750.000.000,- 

1.200.000.000,- 

Peralatan Kantor 

360.000.000,- 

270.000.000,- 

90.000.000,- 

60.000.000,- 

Perabotan Kantor 

298.000.000,- 

74.500.000,- 

223.500.000,- 

150.000.000,- 

Kendaraan 

420.000.000,- 

105.000.000,- 

315.000.000,- 

120.000.000,- 


PPh atas revaluasi aktiva tetap adalah 10% x (Nilai Revaluasi - Harga Buku Fiskal) 

PPh 4 (2) terutang 10% X (Rp 3.130.000.000,- - Rpl.778.500.000,-) = Rp 135.150.000,- maka 
atas kejadian ini pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Alam Semesta menurut 
peraturan perpajakan adalah : 


Uraian 

Debit 

Kredit 

l Aset Tetap 

652.000.000,- 

| 

l Akumulasi Penyusutan 

_699.500.000,- 
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r Hutang PPh Pasa l 4 ( 2) Revaluasi _ i_ J__ 135.150.000,- 

Selislh Lebih Penilaian Kembali Aktiva j 1.216.350.000,- 

!_Tetap Perusahaan Tgl. i 


Ayat jurnal pada saat penyetoran ke Kas Negara 


Uraian 

Debit 

Kredit 

Hutang PPh PPh Pasal 4 (2) 

135.150.000,- 


Kas/Bank 


135.150.000,- 


Sedang menurut akuntansi PT Alam Semesta seharusnya melakukan pencatatan sebagai berikut: 
1. Pencatatan untuk menghapus Akumulasi Penyusutan 


Uraian 

Debit 

Kredit 

Akumulasi Penyusutan 

1.225.200.COO,- i 

Aset Tetap 

1.225.200.000,- 


2. Pencatatan untuk menambah nila! aktiva dan mencatat beban hutang PPh Pasal 4 (2) atas 
revaluasi aktiva tetap : 


Uraian 

Debit 

Kredit 

1 Aset Tetap *) 



| Beban PPh Pasal 4 ayat (2) 

135.150.000,- 


Surplus Revaluasi 

. 

1.877.200.000,- 

Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 


135.150.000,- 


*) Nilai aset tetap dalam jurnal dari Nilai Revaluasi - Nilai Buku Akuntansi 
Rp 3.130.000.000,- - Rp 1.252.800.000,- = Rp 1.877.200.000,- 


3. Ayat jurnal pada saat penyetoran ke Kas Negara 


Uraian 

Debit j Kredit 

Hutang PPh Pasal 4 ayat (2) 

135.150.000,- f 

Kas/Bank 

135.150.000,- 


Catatan : 

Akibat adanya revaluasi aktiva tetap dapat dilihat oersamaan dan perbedaan anrara akuntansi 

dan perpajakan, sebagai berikut: 

a. Jika revaluasi aktiva tetap menghasilkan selisih lebih, maka perlakuan selisih lebih ini antara 
akuntansi dan perpajakan sama. 

b. Beban Pajak (PPh Pasal 4 ayat (2)) akuntansi sebagai beban, sedang menurut pajak 
mengurangi selisih lebih akibat revaluasi. 

b. Jika revaluasi aktiva tetap menghasilan penurunan nilai aktiva teta A . menurut akuntansi 
merupakan rugi yang dibebankan tahun terjadinya, sedang pajak tidak mengatur lebih 
lanjut bagaimana kalau revaluasi mengalami kerugian. 

Pencatatan Setelah pelaksanaan Revaluasi 

Sesuai dengan Pasal 7 PMK No.79/PMK.03/2008 dikatakan bahwa : 

a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali 
adalah nilai pada saat penilaian kembali. 

b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap 
perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap 
tersebut. 
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c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap 
perusahaan. 


Dengan demikian nilai penyusutan menurut peraturan perpajakan setelah dilakukan penilaian 


Nama Aktiva 

Kel 

Nilai Buku setelah 
penilaian kembali 

Penyusutan 

2011 

Nilai Buku 

2011 

Tanah 

msm 

ikiii iH 



Bar*qunan Kantor 

ESI 




Peralatan Kantor 


te'K'l'i'A'W'H 

Biht.v.j.y.h 


Perabotan Kantor 

ii 

■ K'A'A'A'jI'flSI 

18.750.000,- 


Kendaraan 

n 

■■EEHESIH 


■nima 


PENCATATAN SETELAH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA 
TETAP MENURUT AKUNTANSI DAN MENURUT 
PERPAJAKAN. 


1. Akuntansi Melakukan Penilaian Kembali, Tetapi Pajak Tidak Melakukan Penilaian 
Kembali. 

PT Rindu Rembulan mempunyai aktiva bangunan dan kendaraan per 31 Desember 2010 sebagai 
berikut: 


Uraian 
Tahun Bell 
Harga Beli Aktiva 
Akumulasi Penyusutan 
Nilai Buku 


Bangunan 

2000 

2 . 000 . 000 . 000 ,- 

1 . 000 . 000 . 000 .- 

1 . 000 . 000 . 000 ,- 


Kendaraan 

2007 

800.000.000,- 
400.000.000,- ! > 
400.000.000,- 


Nllai ekonomis menurut akuntansi mengikuti peraturan perpajakan untuk bangunan 20 tahun 
dan kendaraan 8 tahun, penyusutan menggunakan metode garis lurus. 

Pada awal tahun 2011 PT Rindu Rembulan melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva 
tetapnya Bangunan nilai wajar menjadi Rp 2.800.00C.000,- dan Kendaraan nilai wajar 
Rp500.000.000,- atas transaksi tersebut PT Rindu* Rembulan akan membuat jurnal untuk 
menghapuskan akumulasi penyusutan : 


Uraian 

Debit 

Kredit 

i Akumulasi Penyusutan Aktiva Banqunan 

l.OOO.OOO.OOO,- 


i Akumulasi Penyusutan Aktiva Kendaraan 

400.000.000,- 


Aktiva Bangunan 


1.000.000.000,- i 

! Aktiva Kendaraan 

_ 



Dan jumal untuk mencatat nilai aktiv a setelah model revaluasi: 


Uraian 

Debit 

Kredit 

I Aktiva Bangunan 

1.800.000.000,- | 

1 

I Aktiva Kendaraan 

100.000.000,- | 


Surplus Revaluasi 


1.900.000.000,- i 


Beban penyusutan setelah penilaian kembali aktiva menurut akuntansi adalah : 
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Uraian 

Bangunan 

Kendaraan 

Total 

i Nilai Buku baru 

! 2.800.000.000,- ! 

500.000.000,- 

3.300.000.000,- 

i Penyusutan 

280.000.000,- ! 

125.000.000,- 

405.000.000,- 

! Nilai Buku 

j 2.520.000.000,- ! 

375.000.000,- 

j 2.895.000.000,- 


Catatan penyusutan menurut akuntansi: 

1) . Penyusutan bangunan = Rp 2.800.000.000,- : 10 = Rp 280.000.000,- 

2) . Penyusutan kendaraan = Rp 500.000.000,- : 4 = Rp 125.000.000,- 


Jika PT Rindu Rembulan dalam melakukan penilaian kembali aktivanya tidak memenuhi 
persyaratan peraturan perpajakannya, maka beban penyusutan untuk kepentingan perpajakan 
masih dari harga beli aktiva, atau sebesar 


Uraian 

Bangunan Kendaraan 

Total 

Harga Beli Aktiva 

2.000.000.000,- l 800.000.000,- 

2.800.000.000,- 

i Penyusutan 

100.000.000,- D 1 100.000.000,- 2) 

200.000.000,- 

Akumulasi Penyusutan | l.OOO.OOO.OOO,- i 400.000.000,- 

1.400.000.000,- 

i Nilai Buku Fiskal 

900.000.000,- ! 300.000.000,- 

1.200.000.000,- 


Catatan penyusutan menurut perpajakan : 

1) . Penyusutan bangunan = Rp 2.000.000.000,- : 20 = Rp 100.000.000,- 

2) . Penyusutan kendaraan = Rp 800.000.000,- : 8 = Rp 100.000.000,- 


Atas selisih beban Penyusutan antara akuntansi dan fiskal sebesar Rp 405.000.000,- - 
Rp200.000.000,- = Rp 205.000.000,- merupakan koreksi fiskal untuk akhir tahun pajak. Dan 
harus tidak boleh dilupakan bahwa PT Rindu Rembulan harus membuat jurnal untuk mengakui 
adanya aktiva/kewajiban pajak tangguhan, sebagai berikut: 

Uraia n_ _! Debit i Kredit_ 

Aktiva Pajak Tangg uhan_ j _ 51.250.000,- ~[_ 

Pendapatan Paiak Tanqquhan i 51.250.000,- 

Catatan : Tarif PPh Badan yang berlaku diasumsikan sebesar 25% sehingga Pendapatan Pajak 
tangguhan adalah 25% x Rp 205.000.000,- = Rp 51.250.000,- 

Secara Akuntansi Melakukan Peniiaian Kembali, Pajak Juga Melakukan Penilaian 
Kembali. 

a. Jika penyusutan yang digunakan antara akuntansi dan perpajakan sama. Dengan 
menggunakan contoh PT Rindu Rembulan tersebut diatas maka penyusutan menurut 
perpajakan adalah sebagai berikut: 


Uraian 

Bangunan 

Kendaraan 

Total 

Nilai Buku baru 

2.800.000.000,- 

500.000.000,- 

| 3.300.000.000,- 

Penyusutan 

140.000.000,- 1)! 

62.500.000,- 

2)'j 202.500.000,- 

Nilai Buku 

j 2.660.000.000*- 

437.500.000,- 

j 3.097.500.000,- 


Catatan penyusutan menurut perpajakan : 

1) . Penyusutan bangunan = Rp 2.800.000.000,- : 20 = Rpl40.000.000,- 

2) . Penyusutan kendaraan = Rp 500.000.000,- : 8 = Rp 62.500.000,- 

Atas selisih beban Penyusutan antara akuntansi dan fiskal sebesar Rp 405.000.000,- - 
Rp202.500.000,- = Rp 192.500.000,- merupakan koreksi fiskal untuk akhir tahun pajak. 
Disamping itu karena adanya perbedaan temporer maka PT Rindu Rembulan harus 
membuat jurnal untuk mengakui aktiva/kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun pajak, 
sebagai berikut : 
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Uraian 

Debit 

Kredit 

Aktiva Pajak Tangguhan 

51.250.000,- 


Pendapatan Palak Tangguhan 


51.250.000,- 


Catatan : Tarif PPh Badan yang berlaku diasumsikan sebesar 25% maka Pendapatan Pajak 
tangguhan adalah 25% x Rp 192.500.000,- = Rp 48.125.000,- 


b. Jika penyusutan yang digunakan antara akuntansi dan perpajakan tidak sama, dengan 
mengambil contoh PT Alam Semesta 

Sebagaimana dimaksud diatas PT Alam Semesta mempunyai Daftar Aktiva Tetap per 31 
Desember 2010, adalah : 


Nama Aktiva 

Thn 

Beli 

Umur 

Aktiva 

Kel 

Harga Buku 
(dalam Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 
Akuntansi 

Tanah 

2000 

— 

— 

400.000.000,- 

_ Qr_ 



2006 

10 

Cit'l 

■WTTWTWTW 

■-i'.'i'A'A'A'EI 

500.000 000,- 

Peralatan Kantor 

2008 

4 

1 

BMMJhUH 


90.000.000,- 

Perabotan Kantor 

2009 

5 

II 

mmvjbvm 

■IUMUU0B 

178.800.000,- 

Kendaraan 

2007 

5 

II 

mmwbum 

MEKWI&n 

84.000.000,- 



Catatan : 

• Penyusutan secara akuntansi menggunakan garis lurus, pajakjuga menggunakan garis 
lurus. 

• Umur Aktiva yang digunakan untuk penyusutan menurut perpajakan 

• Kel = adalah kelompok aset untuk penyusutan menurut perpajakan. 


Dari hasil penilaian kembali yang dilakukan oleh penilai yang telah diakui Kementerian 
Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan diatas maka penyusutan setelah penilaian kembali 
aktiva adalah : 


Nama Aktiva 

Nilai Aktiva 
setelah penilaian 
kembali 

Penyusutan 

Menurut 

Perpajakan 

Penyusutan 

Menurut 

Akuntansi 

Tanah 

1.600.000.000,- 

— 

— 

Bangunan Kantor 

1.200.000.000,- 

60.000.000,- 

240.000.000,- 

Peralatan Kantor 

60.000.000,- 

15.000.000,- 

60.000.000,- 

Perabotan Kantor 

150.000.000,- 

18.750.000,- 

40.000.000,- 

Kendaraan 

120.000.000,- 

15.000.000,- 

120.000.000,- 


Atas selisih beban Penyusutan antara akuntansi dan fiskal sebesar Rp 460.000.000,- - Rp 
108.750.000,- = Rp 351.250.000,- merupakan koreksi fiskal untuk akhir tahun pajak. 
Dengan adanya perbedaan temporer tsersebut PT Rindu Rembulan harus membuat jurnal 
untuk mengakui aktiva/kewaiiban paiak tangguhan pada akhir tahun pajak, sebagai berikut: 


Uraian 

Debit 

Kredit 

Aktiva Pajak Tangguhan 

87.812.500,- 


Pendapatan Pajak Tangguhan 


87.812.500,- 


Catatan : Tarif PPh Badan yang berlaku diasumsikan sebesar 25% maka Pendapatan Pajak 
tangguhan adalah 25% x Rp 351.250.000,- = Rp 87.812.500,- 
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PENJUALAN AKTIVA TETAP SETELAH PENILAIAN KEMBALI 
MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN 


Sesuai Pasal 8 PMK No.79/PMK.03/2009 dinyatakan bahwa dalam hal Perusahaan melakukan 
pengalihan aktiva tetap berupa: 

1. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan 
penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru atau 

2. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah 
memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. 

Maka atas selisih lebih penilaian kembali dlatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan 
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh WP badan dalam negeri 
yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen). 

Ketentuan tersebut diatas (no.l dan 2) diatas tidak berlaku bagi : 

1. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau 
kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan; 

2. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran 
usaha yang mendapat persetujuan; atau 

3. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengaiami kerusakan berat yang 
tidak dapat diperbaiki lagi. 

Contoh kasus. 

PT Kurang Untung tahun 2012 menjual karena kesulitan likuiditas perusahaan dan demi efisiensi 
perusahaan. Tetapi kendaraan tersebut tahun 2010 telah dilakukan penilaian kembali yanfj telah 
disetujui oleh Dirjen Pajak. Nilai Revaluasi kendaraan Rp 600.000.000,- sedang nilai sisa buku fiskal 
sebelum revaluasi sebesar Rp 400.000.000,- 

Selisih sebesar Rp 600.000.000,- - Rp 400.000.000,- = Rp 200.000.000,- akan dikenakan pajak 
sebesar 25% -10% = 15%. Atau sebesar 15% x Rp 200.000.000..- = Rp 30.000.000,- 


SAHAM BONUS YANG BERASAL DARI SELISIH LEBIH 
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP. 

Sesuai Pasal 9 ayat (2) PMK N0.79/PMK.03/2009 dinyatakan bahwa pemberian saham bonus atau 
pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih 
Penilaian Kembali Aktiva Tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali 
secara fiskal bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh jo Fasal 
1 huruf b PP No 138 tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) PMK No.79/PMK.03/2009 bahwa dalam hal selisih lebih 
penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, 
pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang 
bukan merupakan Objek Pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara 
komersial. 


PERBANDINGAN PENILAIAN 
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN 


KEMBALI MENURUT 
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No j Menurut Akuntansi 

Menurut Perpajakan 

1. ! Pertama kali (sebelum tahun 2007) akuntansi i 
i bdak memperbolehkan revaluasi aktiva tetap, j 

Istilah revaluasi aktiva tetap sudah dikenal i 
sejak tahun 1979. 

2. Tidak diperlukan ijin dari pemerintah. 

i 

Diperlukan ijin dari pemerintah (dalam hal ini j 
dari Dirjen Pajak. 

3. Aset tetap yang direvaluasi boleh hanya i 
sebagian kelompok saja. 

Mengharuskan revaluasi terhadap seluruh i 
aset tetap berwujud. 

n 

.langka waktu melakukan revaluasi aset tetap 
tidak ditentukan, dilakukan sepanjang nilai 
tercatat secara wajar berbeda dengan harga 
pasar secara material, maka pada saat itu 
perlu dilakukan revaluasi. 

Penilaian kembali diatur boleh dilakukan 5 
tahun dari penilaian kembali aset tetap 
terakhir yang dilakukan. 

5. 

1 

1 

Penentuan nilai wajar kembali untuk aset 
tetap tidak harus menggunakan tenaga 
profesloani, kecuali untuk tanah dan 
bangunan harus dilakukan oleh penilai yang 
memiliki kualifikasi profesional berdasarkan 
bukti pasar. 

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 
harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau 
nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku 
pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang 
ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau 
ahli penilai, yang memperoleh izin dari 
Pemerintah. 

i 6. 

i 

l 

i 

Selisih lebih 

• Selisih lebih akibat revaluasi aset tetap 
dicatat pada surplus revaluasi 

• Selisih lebih bukan penghasilan 

Selisih lebih 

• Selisih lebih akibat revaluasi aset tetap 
dicatat dengan nama "Selisih Lebih 
Penilaian Kembali Aktiva Tetap 

Perusahaan Tanggal. " 

i • Selisih lebih merupakan penghasilan dan 
dikenakan PPh Final 

7. 

Penurunan 

Penurunan akibat revaluasi aset tetap dicatat 
pada rugi penurunan revaluasi. 

; Penurunan 

! Kerugian akibat adanya revaluasi aset tetap 
; tidak dapat dikurangkan dalam menghitung 
; penghasilan kena pajak. 

8. 

I_ 

j Masa Manfaat aktiva. 

i Revaluasi tidak meru bah masa manfaat aktiva 
| tetap. 

i Masa manfaat aktiva. 

i Revaluasi merubah masa manfaat aktiva tetap 
| kembali ke masa manfaat semula. 

l 9. 

1 

I 

1 

j Aktiva Tetap yang baru direvaluasi boleh 

i dijual. 

1 

! 

i Aktiva Tetap yang baru direvaluasi tidak boleh 
; dijual jika belum berumur 5 tahun dari bulan 
i dilakukannya revaluasi. 
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PENGERTIAN SECARA UMUM DAN AKUNTANSI 


1. Pendahuluan 

Penggabungan usaha dikenal juga dengan istilah merger dan akuisisi. Penggabungan uaha 
adalah hal yang lazim dilakukan oleh pelaku bisnis saat Ini, sepanjang hal tersebut tidak 
menyalahi perundang-undangan yang ada seperti undang-undang perseroan terbatas., undang- 
undang anti monopoli dan lain-lain 

2. Pengertian-pengertian 
a. Penggabungan 

i. Merger berasal dari bahasa latin mergere yang artinya bergabung bersama, menyatu, 
berkombinasi atau menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan 
sesuatu 

ii. Menurut PP No.27 tahun 1998 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 
perseroan, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah 
ada dan selanjutnya perseroan yang enggabungkan diri menjadi bubar. 

iii. Menurut UU No.40 tahun 2007 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 
Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada 
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri 
beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan 
selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena 
hukum. 

iv. Menurut SAK No.22 Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih 
perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan 
menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi 
perusahaan. 
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Skema Merger 


Kondisi sebelum merger 


PT Alam Sentosa 


PT Alam Ramai 


Kondisi setelah merger 


PT Alam Sentosa 


b. Peleburan 

a. Menurut PP No.27 tahun 1998 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 
perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan 
baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. 

b. Menurut UU No.40 tahun 2007 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 
Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan 
baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang 
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir 
karena hukum. 



c Akuisisi atau Pengambilalihan 

a. Akuisisi berasal dari bahasa latin acqulsitio dan bahasa Inggris acqusition yang berarti 
membeli atau mendapatkan sesuatu obyek untuk ditambahkan pada sesuatu obyek 
yang telah dimiliki sebelumnya. 

b. Sedang akuisisi pengertian bisnis' pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas 
saham atau aset suatu perusahaan iain dan dalam peristiwa ini baik perusahaan 
pengembalihan atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. 

b. Menurut PP No.27 tahun 1998 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 
hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian 
besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 
perseroan tersebut 


Abdul Moin, Merger, Akuisisi dan Divestasi 
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c. Menurut UU No.40 tahun 2007 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang 
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut 


Kondisi sebelum Akuisisi | Kondisi setelah Akuisisi 



i 


d. Pemisahan 

Pemisahan menurut UU No.40 tahun 2007 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva 
Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva 
dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih. 

ALASAN-ALASAN MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI 

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi, 
antara lain : 

1. Meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Karena perusahaan melakukan pemasaran yang baik strategi yang lebih dan terfokus, serta 
penguasaan pasar pada sisi yang lain. 

2. Perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi dibandingkan dengan dua perusahaan 
yang terpisah, misalnya : 

a. penurunan biaya pemasaran untuK produk yang hampir sama. 

b. efisiensi operasi perusahaan, terutama dalam bidang SDM yang menangani kepegawaian. 

c. penggunaan tehnologi yang lebih baik, misalkan dalam hal SDM manusia. 

3. Memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan 

4. Memperluas pasar dsbnya 

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN USAHA MENURUT 
PERPAJAKAN 

Penggabungan usaha, peleburan, pemekaran usaha di pajak dikenal dengan nama restrukturisasi 
perusahaan. Untuk petunjuk tentang restrukturisasi, peraturan perpajakan sebenarnya sudah 
mengatur cukup detail, aturan itu ada di SE DJP Nomor SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 

JENIS JENIS PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN USAHA 

1. Penggabungan Usaha (Merger) 


disusun Djaka Saranta S Edhy 277 





a. Bentuk Umum Penggabungan Usaha {Basic Merger) 

• Semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang 
tkiak setuju (disapproving shareholders) dan utang dari badan usaha atau lebih 
{transferor company) dialihkan kepada badan usaha lainnya {acquring company) 

• Para pemegang saham dan badan usaha yang mengalihkan harta tersebut yang setuju 
dengan penggabungan usaha {approving shareholders) menjadi pemegang saham dari 
badan usaha yang menerima pengalihan harta 

• Badan usaha yang mengalihkan harta tersebut menghentikan kegiatan usahanya dan 
digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta 

b. Penggabungan Usaha ke Induk Perusahaan [Upstream Merger) 

Dalam penggabungan usaha ke Induk perusahaan sebelum penggabungan, suatu induk 
perusahaan {parent company) memiliki saham pada anak perusahaan {subsidiary compay), 
dalam proses penggabungan, maka : 

Dalam penggabungan usaha ke induk perusahaan ini, induk perusahaan adalah badan 
usaha yang menerima pengalihan harta dan anak perusahaan adalah badan usaha yang 
mengalihkan harta. 



c. Penggabungan Usaha ke Anak Perusahaan {Down stream Merger) 

Dalam penggabungan usaha ke anak perusahaan, sebelum penggabungan suatu induk 
perusahaan {parent company) memiliki saham pada anak perusahaan, {subsidiary 
company), dalam proses penggabungan, maka : 

Dalam penggabungan usaha ke anak perusahaan ini, induk perusahaan adalah badan usaha 
yang mengalihkan hartanya {transerorcompany) dan anak perusahaan adalah badan usaha 
yang menerima pengalihan harta {ascuiring company). 
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Kondisi sebelum Penggabungan 


Kondisi setelah Penggabungan 



Penggabungan ke induk i 

perusahaan 

d. Penggabungan Usaha Horisontal {Brother Sister Merger). 

Dalam penggabungan usaha horisontal, sebelum penggabungan pemegang saham yang 
sama memiliki saham saham pada badan usaha yang menerima pengalihan harta {ascul ring 
company). Kedua badan usaha tersebut merupakan badan-badan usaha yang setara 
tingkatannya {brother-sister company). 



Peleburan Usaha {consilidatiori). 

Dalam peleburan usaha, maka 

a. Semua aktiva, kecuali uang- kas yang dibayarkan pada para pemegang saham yang tidak 
setuju (disapproving shareholders) dan utang dari dua badan usaha atau lebih (transferor 
companies) dialihkan kepada badan usaha baru (acquiring company). 

b. Pemegang saham dari masing-masing badan usaha yang menyetujui peleburan usaha 
(approving shareholders) menjadipemegang saham dari badan usaha yang menerima 
pengalihan harta. 

c. Badan-badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan dilebur 
menjadi badan usaha baru. 
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Kondisi setelah Penggabungan 



3. Pemekaran Usaha {Expansion) 

Dirjen Pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi 
defislni penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha {consilidation) apapun bentuk dan 
nama transaksi sepanjang dimungkinkan oleh UU Perseroan. 

Dalam pemekaran usaha (expansion) badan usaha yang telah ada {parent company) 
mengalihkan sebagian harta dan utangnya kepada badan usaha yang baru dibentuk {subsidiary 
company) sebagai pengganti saham dari badan usaha baru tersebut. 

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN USAHA YANG MEMENUHI 
PERSYARATAN. 

1. Persetujuan dari Kantor Wilayah Dirjen Pajak 

Badan usaha yang menerima pengalihan harta harus mengajukan permohonan persetujuan 
pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku ke Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat 
badan usaha tersebut terdaftar. 

2. Pelunasan Tunggakan Pajak. 

Badan usaha yang menerima pengalihan harta maupun badan usaha yang melakukan pengalihan 
harta sebelum mendapatkan persetujuan dari Kanwil DJP, harus sudah melunasi semua 
tunggakan Ketetapan Pajak yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. 

Kanwil DJP tidak akan memproses penggabungan usaha atau peleburan usaha dalam hal Wajib 
Pajak masih dilakukan pemeriksaan. Ketetapan pajak yang diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan 
harus dilunasi oleh badan usaha yang menerima pengalihan. 

3. Pemeriksaan Akuntan Publik. 

Untuk tahun pajak dimana terjadi penggabungan usaha atau peleburan usaha baik dari sudut 
badan yang menerima pengalihan harta atau badan usaha yang mengalihkan harta harus 
menggunakan laporan hasil pemeriksaan akuntan publik yang menyatakan bahwa : 

a. akuntan publik telah melakukan pemeriksaan buku dan catatan badan usaha yang 
bersangkutan. 
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b. pembukuan dan catatan tersebut menurut pendapat akuntan telah menyajikan keadaan 
keuangan badan usaha secara wajar pada akhir tahun pajak yang diperiksa, dengan 
kualifikasi yang harus dinyatakan secara jelas dalam laporan. 

c. pembukuan dan catatan tersebut dapat direkonsiliasi dengan pembukuan dan catatan untuk 
tujuan perpajakan. 

KONSEKUENSI PERPAJAKAN BAGI PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN 
USAHA YANG MEMENUHI PERSYARATAN. 

1. Perlakuan Terhadap Badan Usaha yang melakukan pengalihan harta. 

a. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihan harta 

Badan usaha yang mengalihkan harta tidak memperoleh keuntungan atau kerugian sebagai 
akibat dari pengalihan harta, sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Badan atau pun 
PPh 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 

b. Pajak Pertambahan Nilai 

Atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha atau peleburan usaha tidak 
terutang PPN, demikian juga tidak diharuskan untuk melunasi PPN yang ditunda 
pengenaannya berdasarkan fasilitas "masierlist'. 

c. Kompensasi timbal balik (offset) Utang Piutang 

Apabila sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan usaha antara badan usaha yang 
mengalihkan harta dan badan usaha yang menerima harta satu sama lain mempunyai 
hubungan utang-piutang, maka tidak ada penghasilan maupun biaya yang timbul sebagal 
akibat kompensasi timbal balik atas utang piutang tersebut. 

d. Tahun Pajak Terakhir bagi badan usaha yang mengalihkan harta akan berakhir pada 
tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan usaha. 

2. Perlakuan Terhadap Badan Usaha yang Menerima pengalihan harta. 

a. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihan harta 

Badan usaha yang menerima harta tidak memperoleh keuntungan atau kerugian sebagai 
akibat dari pengalihan harta, sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan. 

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Atas permohonan badan yang menerima pengalihan harta dapat mengajukan pengurangan 
ke Dirjen Pajak sebesar 100% dari BPHTB yang terutang. 

c. Nilai Buku Fiskal Yang dialihkan. 

Badan usaha yang menerima pengalihan harta harus mencatat nilai harta yang diterima 
berdasarkan nilai buku yang sama sebagaimana yang tercatat terakhir pada pembukuan 
badan usaha yang mengalihkan harta. 

d. Pengalihan Hak dan Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Melakukan Pengalihan Harta 

Hak dan kewajiban perpajakan umumnya akan dialihkan kepada badan usaha yang 
menerima pengalihan harta. Apabila kedua badan usaha yang mengalihkan dan menerima 
pengalihan harta menggunakan metode pembukuan yang berbeda, maka Kepala Kanwil 
D.1P akan menentukan metode pembukuan pembukuan mana yang akan dipakai. 

e. Metode penyusutan atau amortisasi dan masa manfaat. 

Bagi badan usaha yang menerima pengalihan harta penyusutan atau amortisasi dihitung 
secara prorata berdasarkan jumlah bulan yang tersisa dalam tahun pajak setelah 
penggabungan atau peleburan usaha tersebut. 
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PEMEKARAN USAHA YANG MEMENUHI PERSYARATAN. 

Suatu pemekaran usaha untuk dapat diperiakukan sebagai pemekaran usaha yang memenuhi 
persyaratan perpajakan, maka kondisi dan persayaratan yang harus terpenuhi, adalah sbb : 

1. Penggunaan Nilai Buku Fiskal 

Harta dari induk perusahaan yang dialihkan kepada anak perusahaan dalam suatu pemekaran 
usaha, harus dicatat anak perusahaan sesuai dengan nilai buku induk perusahaan. Nilai buku 
fiskal tidak harus sama dengan nilai buku komersial, sepanjang Wajib Pajak menyelenggarakan 
pembukuan memadai, sehingga jelas perbedaan antara nilai buku fiskal dan nilai buku komersial. 

2. Utang Tidak boleh melebihi nilai buku fiskal. 

Jumlah dari nilai utang induk perusahaan yang dialihkan kepada anak perusahaan dan nilai utang 
yang terkait dengan harta yang dialihkan kepada anak perusahaan, tidak boleh melebihi jumlah 
nilai buku fiskal dari harta yang dialihkan kepada anak perusahaan. 

3. Persetujuan. 

Dalam pemekaran perusahaan induk perusahaan harus mengajukan Ijin kepada Kepala Kanwil 
DJP untuk menggunakan nilai buku, selambat-lambatnya 6 bulan setelah proses pemekaran 
usaha yang berlaku efektif. 

4. Utang Tidak boleh melebihi nilai buku fiskal. 

Induk perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan dari Kepala Kanwil DJP harus sudah 
melunasi semua tunggakan Ketetapan Pajak. Kepala Kanwil DJP tidak akan menunda proses 
pemekaran usaha dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak. 

5. Pemeriksaan Akuntan Publik. 

Untuk tahun pajak dimana induk peiusahaan melakukan pemekaran usaha dan untuk tahun 
pajak pertama bagi anak perusahaan baru keduanya harus menggunakan laporan hasil 
pemeriksaan akuntan pubiikyang menyatakan bahwa : 

a. Akuntan publik telah melakukan pemeriksaan buku dan catatan badan usaha yang 
bersangkutan. 

b. Pembukuan dan catatan tersebut menurut pendapat akuntan telah menyajikan keadaan 
keuangan badan usaha secara wajar pada akhir tahun pajak yang diperiksa, dengan 
kualifikasi yang harus dinyatakan secara jelas dalam laporan. 

c. Pembukuan dan catatan tersebut dapat direkonsiliasi dengan pembukuan dan catatan untuk 
tujuan perpajakan. 

KONSEKUENSI PERPAJAKAN BAGI PEMEKARAN USAHA YANG MEMENUHI 
PERSYARATAN. 

1. Perlakuan Terhadap Induk Perusahaan. 

a. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihan harta 

Induk perusahaan yang mengalihkan harta tidak memperoleh keuntungan atau kerugian 
sebagai akibat dari pengalihan harta, sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Badan atau 
pun PPh 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. 
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b. Pajak Pertambahan Nilai 

Induk perusahaan terutang PPN atas pengalihan harta kepada anak perusahaan dengan 
dasar pengenaan pajak sebesar nilai buku. 

c. Nilai Buku Fiskal saham anak perusahaan 

Induk perusahaan harus mencatat nilai buku fiska! saham anak perusahaan yang 
diterimanya sama dengan nilai buku fiskal dari harta yang dialihkan kepada anak 
perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah utang yang dialihkan kepada anak 
perusahaan. 

Contoh PT ABC sebagai induk perusahaan mengalihkan hartanya kepada PT GKW, dengan 
kondisi sebagai berikut: 

• Harta PT ABC dengan nilai buku sebesar Rp 4.000.000.000,- 

• Utang PT ABC dengan nilai buku sebesar Rp 2.500.000.000,- 

Maka nilai buku fiskal saham PT GKW yang harus dicatat oleh PT ABC adalah sebesar Rp 
4.000.000.000,- - Rp 2.500.000.000,- = Rp 1.500.000.000,- 

d. Tahun Pajak Terakhir bagi badan usaha yang mengalihkan harta akan berakhir pada 
tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan usaha. 

2. Perlakuan Terhadap Badan Usaha yang Menerima pengalihan harta. 

a. Tidak ada keuntungan atau kerugian akibat pengalihan harta 

Anak perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian dalam rangka perolehan 
harta induk perusahaan dalam rangka pemekaran usaha yang memenuhi persyaratan. 

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Anak perusahaan terutang BPHTB sebesar 5% atas perolehan Hak atas Tanah dan 
bangunan dari pengalihan, harta. 

c. Nilai Buku Fiskal Yang dialihkan. 

Anak perusahaan akan mencatat nilai harta yang diterima dari induk perusahaan dengan 
nilai buku fiskal yang sama sebagaimana yang tercatat dalam pembukuan induk perusahaan 
pada saat pengalihan. 

d. Hak dan Kewajiban Perpajakan induk perusahacn tidak dapat dialihkan kepada anak 
perusahaan dalam rangka pemekaran usaha yang memenuhi persyaratan. 


METODE PENCATATAN 

MENURUT AKUNTANSI 

Metode Akuntansi Penggabungan Usaha Menurut psak N0.22 terdiri dari dua metode yaitu metode 
pembelian (puchase method) dan metode penyatuan kepemilikan (poo/ing ofinterest method). 

1. Penyatuan Kepentingan (PooHng of Interest) 

Apabila suatu penggabungan usaha dianggap sebagai suatu poding of interest maka badan 
usaha yang baru dianggap sebagai kelanjutan dari semua badan usaha yang bergabung, baik 
dalam bentuk suatu badan usaha yang tunggal maupun sebagal induk perusahaan dengan satu 
atau beberapa anak perusahaan. 

Dalam metode ini, aktivas dan kewajiban akan dibukukan sebesar nilai yang tercatat pada buku 
perusahaan yang bergabung. Laba ditahan {retained eamings) perusahaan-perusahaan 
bergabung juga digabungkan dalam perusahaan gabungan. Perhitungan laba rugi dari usaha 
gabungan tersebut untuk periode terjadinya penggabungan usaha harus melaporkan hasil 
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cperasi gabungan dari perusahaan-perusahaan pembentuk untuk seluruh periode dimana 
penggabungan terlaksana, seakan-akan penggabungan telah dilakukan pada awal periode. 

SakJo ekuitas pemegang saham dari perusahaan yang bergabung tetap dipertahankan sebesar 
nilai bukunya, maka semua biaya yang terjadi dalam penerbitan saham untuk melaksanakan 
penggabungan tersebut dianggap sebagai beban perusahaan gabungan pada saat terjadinya. 
Contoh kasus 

Pada tanggal 1 Maret 2010 PT Reka Nusa melakukan penggabungan usaha dengan PT Nusa 
Perdana melalui penerbitan saham PT Reka Nusa sebanyak 700.000 lembar dengan nilai nominal 
@ Rp 1.000,- per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Nusa Perdana secara legal. 
Neraca PT Reka Nusa dan PT Nusa Perdana dapat dilihat dibawah ini : 


NAMA AKUN 

PT REKA 
NUSA 

PT NUSA 
PERDANA 

Kas 

100.000.000,- 

150.000.000,- 

Piutang Dagang 

550.000.000,- 

470.000.000,- 

Persediaan 

— 

100.000.000,- 

Aktiva Tetap 

1.150.000.000,- 

900.000.000,- 

Aktiva Lain-lain 

— 

100.000.000,- 

Hutang Bank Jangka Pendek 

400.000.000,- 

— 

Hutang Dagang 

— 

500.000.000,- 

Hutang Bank - Jangka Panjang 

100.000.000,- 

150.000.000,- 

Modal Saham PT Reka Nusa 

1 . 000 . 000 . 000 ,- 

— 

Modal Saham PT Nusa Perdana 

— 

900.000.000,- 

Agio 

200.000.000,- 

200.000.000,- 

Laba (Defisit) Ditahan 

100.000.000,- 

(30.000.000,-) 


Jurnal Pencatatan aset dan liabilitas dan penerbitan saham baru yang seharusnya dilakukan PT 
Reka Nusa, adalah : 


Uraian Debit 

Kredit 

Kas 

150.000.000,- 


Piutang Daqanq 

470.000.000,- 


Persediaan 

100.000.000,- 


Aktiva Tetap 

900.000.000,- 


Aktiva Lain lain 

100.000.000,- 


Laba Ditahan 

30.000.000,- 


Hutang Daqanq 


500.000.000,- 

Hutang Bank - Jangka Panjang 


150.000.000,- 

Agio 


400.000.000,- 

Modal Saham 

. 

700.000.000,- 


Pembelian (bypurchase) 

Penggabungan badan usaha dikatakan atas dasar pembelian apabila penggabungan badan usaha 
tersebut berakibat para pemilik perusahaan yang bergabung tidak ikut berpartisipasi secara 
substansial di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk. Selanjutnya apabila suatu kombinasi 
usaha dianggap suatu "pembelian" maka harta kekayaan yang diperoleh dalam transaksi 
penggabungan harus dicatat dalam buku-buku usaha yang memperolehnya atas dasar harga 
perolehan yang diukur dengan uang. 

Dalam melakukan pencatatan atas suatu akuisisi, terlebih dahulu ditentukan nilai wajar aktiva 
dan kewajiban perusahaan yang akan diakuisisi pada tanggal akuisisi efektif dilakukan atau pada 
saat kendali atas aktiva dan operasi suatu perusahaan pengakuisisi. 
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Pedoman umum dalam menentukan niall wajar aktiva dan kewajiban yang diakusisi berdasarkan 
PSAK Nc.22 dijabarkan pada tabel berikut ini* 


No 

AKUN 

DASAR PENILAIAN 

1. 

Surat Bertiarga yang diperjualbelikan 

Harga Pasar 

2. 

Surat bertiarga yang tidak diperjualbelikan 

Nilai estimasi dengan mempertimbangkan phce 
eaming rabo pembagian dividen dan tingkat 
pertumbuhan. 

3. 

Piutang 

a. Jangka panjang. 

b. Jangka Pendek. 

Nilai sekarang dari jumlah kas dan setara yang 
akan diterima (disvounivd). 

Nilai kas dan setara kas yang diterima yang 
tidak didiskontokan ( undiscounted ). 

4. 

Persediaan 

a. Barang Jadi. 

b. Bahan Baku. 

Harga Jual dikurangi biaya penjualan dan 
taksiran keuntungan. 

Biaya pengganti. 

5. 

Tanah dan Bangunan 
a. Untuk tujuan penggunaan sebelumnya, 
h. Untuk tujuan penggunaan yg berbed3 dng 
sebelumnya, 
c. Akan dijual.. 

Nilai pasar sesuai dengan tujuannya. 

Nilai pasar sesuai dengan tujuan penggunaan. 

Nilai realisasi neto. 

6. 

Pabrik dan peralatan 

a. Untuk digunakan. 

b. Untuk digunakan sementara. 

c. Untuk dijual. 

Nilai pasar yang ditentukan appraisai. 

Harga terendah antara biaya pengganti dengan 
nilai realisas' neto. 

Nilai realisasi neto. 

7. 

Aktiva tidak berwujud. 

Nilai taksiran. 

8. 

Aktiva neto atau kewajiban pensiun manfaat 
pasti. 

Niis: sekarang aktuaria dari manfaat pensiun 
yang disajikan dikurangi nilai wajar aktiva 
program pensiun. 

9. 

Tagihan dan kewajiban pajak 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku terkait dengan penggabungan 
usaha. 

10. 

Hutang usaha, wesel bayar, kewajiban, akrual 
dan hutang lainnya. 

a. Jangka panjang 

b. Jangka pendek 

Nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas 
yang akan dibayar ( discounted ). 

Nilai kas dan setara kas yang dibayarkan yang 
tidak didiskontokan ( undiscounted ). 

11. 

Kewajiban sehubungan dengan penutupan 
pabrik, pemutusan hubungan kerja dikarenakan 
akuisisi. 

Nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas 
yang akan dibayar ( discounted ). 


AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA, Marisi P Purba 


disusun Djaka Saranta S Edhy 285 





















MENURUT PERPAJAKAN 

Nilai perotehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya 
dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, 
contoh : 

PT Adi dan PT Budi melakukan peleburan dan membentuk badan baru yang diberi nama PT Baru. Nilai 
buku dan harga pasar harta masing-masing s ebelum peleburan a dalah sebagai berikut: 


1 


PT Adi 


PT Budi 

Nilai sisa buku harta 

Rp j 

200.000.000,- 

EP... 

300.000.000,- 

Harga Pasar harta 

Rp i 

300.000.000,- 

.M,. 

450.000.000,- 


Sesuai dengan kelajiman dalam pembelian aktiva tetap, maka yang dipakai seharusnya harga pasar, 
dengan demikian transaksi tersebut seharusnya adalah sebagai berikut: 

1. PT Adi mempunyai keuntungan sebesar: 

Rp 100.000.000,- (Rp 300.000.000,- - Rp 200.000.000,-) 

2. PT Budi mempunyai keuntungan Rp 150.000.000,- (Rp 450.000.000,- - Rp300.000.000,-) 

3. Harga perolehan harta PT Baru adalan Rp 750.000.000,- (Rp 300.000.000,- + Rp 450.000.000,-) 

Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang ekonomi, investasi, lainnya. Menteri ' 
Keuangan menetapkan bahwa dalam rangka peleburan, merger, penilaian aktiva tetap dapat 
menggunakan nilai buku {pooling /nteresf). Dengan demikian PT Baru membukukan nilai aktiva 
berdasarkan nilai sisa buku atau hanya sebesar Rp 500.000.000,- (Rp 200.000.000,- + 

Rp300.000.000.-) 

Ketentuan dalam pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dengan 
menggunakan nilai buku diatur dengan PMK No.43/PMK.03/2008 tgi 13 Maret 2008, yang mengatur 
hal-hal sebagai berikut: 

1. WP yang melakukan merger (yang meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha) dapat 
menggunakan nilai buku 

2. WP yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah: 

a. WP yang belum Go Pub/icyang akan melakukan penawaran umum perdana {Initial Public 
Offering); atau 

b. WP yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan 
penawaran umum perdana {Initial Public Offering) 

3. WP yang menggunakan nilai buku wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengrn melampirkan alasan dan tujuan 
melakukan merger dan pemekaran usaha. 

Permohonan tersebut diajukan oleh: 

i. WP yang menerima harta, dalam hal dilakukan merger. 

il. WP yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha. 

b. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait. 

Pelunasan seluruh utang pajak wajib dipenuhi oleh WP yang mengalihkan harta dan WP 
yang menerima harta, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak dilokasi 

c Memenuhi persyaratan tujuan bisnis {business purpose test). 
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4. Yang dimaksud dengan nilai buku adalah nilai buku fiskal. Nilai buku fiskal tidak harus : 

a. Pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
pengambilalihan usaha, harus dinilai berdasarkan harga pasar kecuali pengalihan harta 
tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku 

b. Dalam hal penilaian harta berdasarkan harga pasar aset maka akan timbul selisih lebih 
antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan 
yang dikenakan pajak bagi pihak yang mengalihkan. 

5. WP yang melakukan Merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan 
kerugian/sisa kerugian dari WPyang menggabungkan diri/WP yang dilebur. 

6. WP yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai 
sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. 

7. Penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa 
sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. 

8. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Dirjen Pajak melalui penelitian atau pemeriksaan 
menemukan bukti bahwa merger atau pemekaran usaha tidak memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan, maka nilai pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha 
berdasarkan nilai buku akan dihitung kembali berdasarkan nilai pasar. 

9. Apabila Merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah 
angsuran PPh Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih 
kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. 

10. Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak 
atau pihak-pihak yang mengaiihkan sebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapat 
dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari 
WP yang menerima pengalihan. 

11. WP yang akan melakukan pemekaran usaha dan akan menjual sahamnya di bursa efek, 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan dari 
Dirjen Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah 
mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan 
dalam rangka penawaran umum perdana (Inib'a/ Public Offering) dan pernyataan pendaftaran 
tersebut telah menjadi efektif. 

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang karena keadaan diluar kekuasaan WP dengan 
persetujuan Dirjen Pajak. Apabila WP tidak dapat memenuhi ketentuan diatas, maka nilai 
pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali 
berdasarkan nilai pasar. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan sewa guna usaha atau leasing di Indonesia merupakan aktivitas pembiayaan yang 
pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. 

Industri sewa guna usaha dalam pertumbuhan dan perkembangannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
tahap, yaitu tahap pertama dari tahun 1974 sampai dengan 1988 dan tahap kedua atau tahap 
selanjutnya dari tahun 1988 sampai dengan sekarang. 

Kehadiran bisnis sewa guna usaha di Indonesia, ternyata telah mendptakan wahana baru untuk 
pengembangan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah ataupun besar. Dengan 
adanya jasa sewa guna usaha, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan 
barang modal dengan cepat dan juga dapat dijadikan alternatif pendanaan melalui transaksi salesand 
lease back. Selain itu pasaran barang-barang yang bersifat konsumtif dapat ikut terdorong oleh 
adanya pembiayaan melalui sewa guna usaha. 


PENGERTIAN 

MENURUT UMUM DAN AKUNTANSI 

1. Sewa {lease) adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk 
menggunakan aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan 
pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. 

2. Sewa Pembiayaan (flnance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh 
resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat 
dialihkan, dan juga tidak dapat dialihkan. 

3. Sewa operasi {operatlng lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan. 

4. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa 
diklasflkasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh 
risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 

MENURUT KMK NO.1169/KMK.01/1991 

1. Sewa-guna-usaha {leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal 
baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi {flnance lease) maupun sewa guna usaha tanpa 
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hak opsi {operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu 
berdasarkan pembayaran secara berkala. 

2. Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah 
tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan {plant), dan tanah serta aktiva dimaksud 
merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 
dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar 
produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee. 

3. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau peaisahaan sewa-guna-usaha yang telah 
memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha. Atau 
dapat dikatakan bahwa lessor merupakan pihak penyedia jasa penyewaan aset dalam dalam 
rangka sewa guna usaha. 

4. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menyewa barang dalam hubungannya dengan 
sewa guna usaha dan melakukan sejumlah pembayaran kepada lessor atas pemakaian barang 
yang d isewag una usahakan. 

5. Pembayaran SGU {Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh 
Lessee kepada Lesser selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan 
penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian SGU. 

6. Piutang SGU {Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran SGU selama masa sewa- 
guna-usaha. 

7. Harga Perolehan {Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang dilease ditambah 
dengan biaya langsung. 

8. Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil 
dikeluarkan oleh Lessor. 

9. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang 
diperhitungkan sebagai peiunasan atas nilai pembiayaan. 

10. Imbalan Jasa SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan 
SGU bagi Lessor. 

11. Nilai Sisa {Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa SGU yang telah disepakati 
oleh Lessordengan Lessee pada awal masa SGU. 

12. Simpanan Jaminan {Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada 
permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease. 

13. Masa Sewa-guna-usaha {Lease Term) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha yang dimulai sejak 
diterimanya barang modal yang disewa-guna-usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian sewa- 
guna-usaha berakhir. 

14. Masa SGU Pertama adalah jangka waktu SGU barang modal untuk transaksi SGU yang pertama 
kalinya. 

15. Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau 
memperpanjang jangka waktu perjanjian SGU. 

Pada akhir masa perjanjian lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli 
barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa ataukah mengembalikan barang tersebut 
kepada lessor. Sedang pada perjanjian sewa-menyewa biasa jika masa sewa telah berakhir maka 
penyewa wajib mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan. 
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JENIS KEGIATAN SEWA GUNA USAHA 

MENURUT AKUNTANSI 

SAK No.30 (revisi 2007) Sewa Guna Usaha berubah sebutannya menjadi SEWA, sedang pengertian 
sewa {lease) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lesse untuk 

menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai Imbalannya, lesse 

melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. 

1. Finance Lease (Sewa Guna Pembiayaan). 

Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi 

transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau 
gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan adalah: 

a. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada /esseepada akhir masa sewa; 

b. Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan 
nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awai sewa dapat 
dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; 

c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak 
dialihkan; 

d. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial 
mendekati nilai wajar aset sewaan; 

e. Aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu 
modifikasi secara material 

2, Sewa Guna Operasi (operating lease). 

Berdasarkan PSAK 30 dinyatakan bahwa "suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika 
sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan 
kepemilikan aset". 

Didalam beberapa buku yang menjelaskan tentang SGU ada beberapa flowchart yang 
menjelaskan tentang ketentuan tentang perbedaan antara operating lease dan finance lease, 
kalau dapat diterjemahkan adalah sebagai berikut: 

a. Apakah terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa leasing? 

b. Apakah lessee mempunyai opsi untuk membeli aset (bargain purchase option) pada harga 
yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar aset tersebut ? 

c. Apakah jangka waktu leasing telah mencakup sebagian dari masa manfaat aset tersebut 
(minimal >75% dari masa manfaat aset). 

d. Apakah present ra/wedari minimum lease payment secara substansial mendekati nilai wajar 
aset leasing (> 90% dari nilai wajar aset). 

Jika dari keempat syarat di atas, tidak ada yang terpenuhi, maka termasuk dalam SGU operasi, 
sedangkan apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka leasing tersebut termasuk 
SGU pembiayaan (finance lease). 

Sedang dilihat dari lessor, pada SGU pembiayaan {finance lease), dibagi lagi menjadi 2, dengan 
syarat apakah fair value asset sama dengan nilai buku aset yang dicatat oleh lessor! Jika sama 
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maka SGU pembiayaan tersebut termasuk direct finance lease, jika tidak maka lease tersebut 
termasuk dalam sales type lease. 


MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN 

Berdasarkan KMK N0.448/KMK.017/2000 Sewa Guna Usaha {Leaslng) adalah kegiatan pembiayaan 
daiam bentuk penyediaan barang modal baik secara SGU dengan hak opsi {Finance Lease) maupun 
SGU tanpa hak opsi {Operab'ng Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha {Lessee) selama 
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 

1. Sewa Guna Usaha dengan hak opsi {capitallessee). 

Pada transaksi jenis ini lesse yang membutuhkan barang mencari sendiri barangnya kepada 
penjualan barang, setelah barang yang dibutuhkan ketemu maka lessor akan mengeluarkan 
dananya untuk membayar barang kepada kepada penjual barang, dan menyerahkan barangnya 
kepada lesse. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka lesse akan 
membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati bersama. Pada masa leaslng, lesse mempunyai hak pilih untuk membeli barang 
seharga nilai sisanya atau tidak membeli (mengembalikan barang kepada lessor) atau dapat juga 
mengadakan perjanjian leasing lagi untuk tahap kedua (perpanjangan leasing) untuk barang 
yang sama. 

Kriteria penggolongan sewa guna usaha sebagai Capital lease. 

Berdasarkan KMK No. 1169/KMK.01 /1991 kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa 
guna usaha dengan hak opsi {finance lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut ini : 

a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha (pembayaran 
berkala) ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus mencakup harga perolehan 
barang modal, bunga (keuntungan) lessor. 

b. Masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya : 

• 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I; 

• 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III; 

• 7 (tujuh) tahun untuk Golongan Bangunan. 

Penggolongan jenis barang modal tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 
UU PPh 

c. Perjanjian sewa guna usaha harus memuat ketentuan mengenai opsi (membeli aktiva yang 
yang disewagunakan) pada akhir masa SGU dengan harga yang telah disetujui bersama 
pada saat dimulainya perjanjian bagi lessee. 

Karena kegiatan SGU dengan hak opsi {finance lease), sesuai dengan Keputusan Menteri 
Keuangan tersebut ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya., maka lessor 
diperlakukan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 

Dengan demikian dapat diambil benang merah antara ketentuan akuntansi dan perpajakan 
bahwa pada dasarnya suatu transaksi dapat dikatakan sebagai transaksi sewa guna usaha 
dengan hak opsi {capitallease) apabila memenuhi persyaratan : 

a. Adanya hak opsi bagi lessee untuk membeli barang yang disewa gunausahakan. 

b. Masa sewa guna usahanya sama atau melebihi 75% dari taksiran umur ekonomis aset yang 
disewagunausahakan. 

c. Pembayaran sewa guna usahanya selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa 
barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 
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2. Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi {operating Jsase). 

Dalam SGU tanpa hak opsi Ini lessor membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada 
lessee untuk jangka waktu tertentu. Lessee akan membayar uang secara berkala, dlmana 
pembayaran tersebut tidak ditentukan oleh harga barang serta biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan oleh lessor. Dalam hal ini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa seita hak 
opsi bagi lessee. 

Pada operating lease ini biasanya adalah barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat- 
alat berat (traktor, mesin-mesin dan sebagainya). 

Kriteria penggolongan SGU sebagai operating lease. 

Kegiatan SGU digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria sebagai 
berikut (KMK NO.1169/KMK.01 /1991) : 

i. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan 
barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh 
lessor. 

ii. Perjanjian SGU tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 

3. Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi SGU dapat dilaksanakan sebagal 
berikut: 

a. Sewa Guna Usaha Langsung (DirectLease). 

Dalam transaksi Ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek SGU, 
sehingga atas permintaannya /essormembeli barang modal tersebut. 

b. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back). 

Dalam transaksi Ini Lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya 
kepada Lessordan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak SGU antara 
Lessee (pemilik semula) dengan Lessor(pembeli barang modal tersebut). 


PERHITUNGAN DALAM TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA 

1. Besarnya Pembayaran Leaslng 

Pembayaran lease (angsuran) yang dilakukan oleh lessee kepada /essorsangat dipengaruhi oleh 
faktor resiko, marjin keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan leaslng, dan faktor-faktor lain, 
antara lain : 

a. Tingkat Bunga Yang Dikenakan 

Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh lessor kepada lessee biasanya didasarkan atas 
tingkat bunga di pasaran yang berlaku pada saat itu (berdasarkan hasil analisa dan 
evaluasi). Sedangkan penentuan bunga dapat dilakukan secara r7xed rate method atau 
floating rate method, dimana sistem bunga tetap biasanya untuk transaksi yang bersifat 
retail. 

b. Cara Pembayaran 

Cara pembayaran yang dilakukan lessee sangat mempengaruhi perhitungan dalam transaksi 
SGU. Pada umumnya pembayaran yang dapat dilakukan secara bervariasi (bulanan, 
triwulan, semester, setahun) baik dibayar di muka atau di belakang. 

c. Jenis Mata Uang 

Mata uang yang digunakan juga sangat berpengaruh dalam besarnya pembayaran (hal ini 
akan tercermin dalam tingkat suku bunga atau penentuan kurs). Misalkan harga barang 
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yang dibeli memakai USD, maka apabila cicilan pembayaran menggunakan mata uang 
Rupiah, maka pihak lessor akan memperhitungkan tingkat kenaikan nilai kurs. 

d. Lamanya cicilan 

Jangka waktu leaslng akan mempengaruhi besarnya pembayaran, semakin lama jangka 
waktu pembayaran maka akan makin besar nilai pembayaran, sedang makin pendek jangka 
waktu pembayaran maka akan makin kedi nilai pembayarannya. 

e. Harga Bel! Barang 

Harga beli barang yang di sewa guna usahakan sangat berpengaruh terhadap net fasilitas 
yang akan dibiayai oleh lessor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya 
pembayaran 

2. Biaya Lain-lain. 

Di samping pembayaran cicilan, lessee biasanya masih dibebani dengan biaya-biaya seperti: 

a. Biaya Administrasi Pembiayaan 

b. Asuransi Barang yang di sewa guna usahakan 

c Biaya Notaris (biaya perjanjian) 

d. Biaya-biaya lainnya. 

Biaya-biaya tersebut di atas biasanya dibebankan hanya sekali pada saat perjanjian sewa guna 
ditandatangani. 


PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN SGU MENURUT 
AKUNTANSI. 


Akuntansi transaksi sewa guna usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang sewa 
guna usaha di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.30 tentang 
Akuntansi Sewa Guna Usaha dan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 1994 dan telah direvisi 
pada tahun 2007. 


SEWA GUNA USAHA SISTEM OPERATING LEASE 
1. Dari Sudut lessor. 

a. Ketentuan umum tentang pencatatan SGU dengan sistem operasi sesuai dengan PSAK 30 

(edisi revisi 2007), adalah : 

I. Lessor menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai sifat aset tersebut. 

ii. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan garis lurus 

selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan 
pola waktu dimana manfaat penggunaan aset sewaan menurun. 

lii. Biaya-biaya, termasuk biaya penyusutan, yang terjadi untuk memperoleh pendapatan 

sewa diakui sebagai beban. Pendapatan sewa (tidak termasuk penerimaan dari jasa 

seperti asuransi dan pemeliharaan) diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa 
walaupun penerimaan sewa tidak dengan dasar hal tersebut, kecuali jika terdapat 
dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat 
penggunaan dan aset sewaan menurun. 

iv. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negosiasi dan 
pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dan aset sewaan dan diakui 
sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. 
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v. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan kebjakan 
penyusutan normal untuk aset sejenis, dan penyusutan tersebut dihitung sesuai PSAK 
16 dan PSAK 19. 


b. Cara Pencatatan 

PT Sumber Maju Finance, melakukan perjanjian sewa aset kepada PT Anugerah Pakarti 
sebuah mesin produksi. Mesin tersebut mempunyai masa manfaat ekonomis selama 10 
tahun. PT Anugerah Pakarti akan menyewa selama 7 tahun, harga mesin tersebut Rp 
500.ooo.ooo,- harga sewa Rp 90.000.000,- 

Atas transaksi tersebut ayat jurnal yang seharusnya dilakukan adalah : 
i. Pada waktu membeli mesin 


URAIAN 

DEBET | KREDIT 

! Aktiva Leasing 

500.000.000,- i 

Kas/Hutang 

500.000.000,- | 


ii. Pada waktu menerima uang sewa 


URAIAN 

i 

i 

DEBET 

KREDIT 

[ Kas/Bank 


00 . 000 . 000 ,- 


Sewa Diterima Dimuka 

90.000.000,- 


iii. Pada waktu melakukan penyusutan 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

i Beban Penyusutan*) 

71.428.571,- j 

_| 

Akumulasi Penyusutan 

J 

71.428.571,- | 

Beban penyusutan Rp 500.000.000,- 

: 7 = Rp 71.428.571,- 



2. Dari Sudut Lesse. 


a. Ketentuan tentang pencatatan 

Sewa Guna Usaha operasi dianggap sebagai suatu perjanjian sewa sederhana dengan 
mendebet akun beban saat pembayaran dilakukan. 

Pembayaraan sewa dalam sewa operasi (tidak termasuk biaya jasa seperti biaya asuransi 
dan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight line basis) 
selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan 
pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna, walaupun pembayaran dilakukan 
tidak atas dasar tersebut. 


b. 


Sistem Pencatatan 

Misalkan PT Anugerah Pakarti menyewa mesin dengan sistem SGU, dan beban per tahun 
sebesar rd 90.000.000.- Maka avat iurnal vanq harus dilakukan adalah : 


URAIAN 

DEBET 

Beban Sewa Mesin 

90.000.000,- : 

Kas 



KREDIT 


I 


9Q.CX)0.0007l 


SEWA GUNA USAHA DENGAN SISTEM FINANCIAL LEASE 
1. Dari Sudut Lessor 

a. Ketentuan umum tentang akuntansi oleh lessor atas transaksi Capital lease sesuai dengan 
PSAK 30 (edisi revisi 2007), adalah sebagai berikut: 
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i. Transaksi SGU diperlakukan dan dicatat sebagai aset tetap dan kewajiban pada awal 
masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran SGU ditambah 
nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa 
sewa guna usaha. Selama masa SGU setiap pembayaran SGU dialokasikan dan dicatat 
sebagai angsuran pokok kewajiban SGU dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga 
yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha. 

ii. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran SGU 
adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan SGU atau tingkat bunga yang 
berlaku pada awal masa SGU. 

iii. Aset yang disewa guna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar 
berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 

iv. Kalau aset yang disewa guna usahakan dibeli sebelum berakhirnya masa SGU, maka 
perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau 
dikreditkan pada tahun berjalan. 

v. Kewajiban SGU harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai 
dengan prakrJkyang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha. 

vl. Dalam hal terjadi sales and lease back maka transaksi tersebut harus diperlakukan 
sebagai 2 transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi SGU. 

Selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual harus diakui dan dicatat 
sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. 

Sistem Pencatatan. 

i. PT Roda Kontraktor membutuhkan sebuah peralatan konstruksi, mengingat dans tidak 
cukup, maka PT Roda Kontraktor datang kepada PT Daya Finance Leasing untuk 
membeli peralatan mesin tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

• Masa SGU 5 tahun, dimulai 1 Januari 2011 untuk peralatan yang memiliki harga 
sebesar Rp 8 OO.OOO.OCO,- dengan masa manfaat aset 8 tahun. 

• Nilai pasar aset Rp 800.000.000,- 

• Nilai residu yang dijamin oleh /essee untuk peralatan pada akhir masa kontrak 
diestimasi sebesar Rp 95.000.000,- 

• Tingkat bunga SGU dtetapkan sebesar 7,473%. 

• Biaya langsung yang muncul saat kontrak pertama kali dilakukan sebesar Rp 
55.000.000,- 


Schedule Kontrak Sewa Guna Usaha * 

Basis Annulty Due 

Tanggal 

Pembayaran 
SGU Tahunan 

Bunga 

7,473% 

Pengurangan 
Piutang SGU 

Saldo Piutang 
SGU 

01/01/11 

— 


... 

855.000.000,00 

01/01/11 

181.263.406,70 

— 

181.263.406,70 

673.736.593,30 

01/01/12 

181.263.406,70 

50.348.335,62 

130.915.071,08 

542.821.522,22 

01/01/13 

181.263.406,70 

40.565.052,36 

140.698.354,34 

402.123.167,87 

01/01/14 

181.263.406,70 

30.050.664,34 

151.212.742,36 

250.910.425,51 

01/01/15 

181.263.406,70 

18.750.536,10 

162.512.870,60 

88.397.554,91 

31/12/15 

95.000.000,00 

6.605.949,28 

88.394.050,72 

— 


Atas transaksi tersebut ayat jurnal yang seharusnya dilakukan oleh PT Daya Finance 
Leasing, adalah : 
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Pada saat menyerahkan aset leasing tanggal 1 Januari 2011 


URAIAN 

1_ _ _ 

DEBET 

KREDIT 

Piutanq SGU 

855.000.000,- 

1 

Peralatan SGU 

r 

855.000.000,- | 

Pada saat menerima anqsuran tanqq 

al 1 Januari 2011: 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

! Kas/Bank 

181.263.406,70 1 

L L_] 


L__Pi^ng_SGU_J_ ! 181.263.406,70 


Pada saat mengakui pendapatan bunga tanggal 31 Desember 2011: 


URAIAN 

DEBET j KREDIT 

Piutang Bunga 

50.348.335,62 > 

Pendapatan Bunqa i ! 50.348.335,62 

Pada saat menerima angsuran tanggal 1 Januari 2012: 

URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

i Kas/bank 

181.263.406,70^ 


Piutang SGU 


130.915.071,08 

Piutang Bunga 


50.348.335,62 


Dari Sudut Lesse 

a. Umum 

i. Pada awal masa sewa lesse mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban 
dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaraan 
sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari pada nilai wajar. 

ii. Transaksi dan kejadian lainnya dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan 
realitas keuangannya, dan tidak selalu mengikuti bentuk legalnya. 

iii. Kewajiban sewa tidak dapat disajikan sebagai pengurang aset sewaan dalam laporan 
keuangan. 

iv. Biaya langsung awal umumnya terjadi sehubungan dengan aktivitas tertentu, seperti 
aktivitas negosiasi dan pemastian pelaksanaan sewa. Biaya-biaya yang dapat 
didistribusikan secara langsung kepada aktivitas lessee untuk suatu sewa pembiayaan 
ditambahkan kejumiah yang diakui sebagai aset. 

v. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban 
keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. 

vi. Suatu sev\ A pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset yang dapat 
disusutkan dan beban keuangan dalam sedap periode akuntansi. Kebijakan 
penyusutan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri. 
Penghitungan penyusutan harus berdasarkan SAK 16. 

vii. Jumlah yang dapat disusutkan dari aset sewaan dialokasikan ke setiap periode 
akuntansi selama perkiraan masa penggunaan dengan dasar sistematis dan konsisten 
dengan kebijakan aset lainya yang dimilikinya. 

b. Sistem pencatatan 

Dengan mengambil contoh soal tersebut di atas ayat jurnal yang seharusnya dilakukan oleh 

FT Roda Kontraktor, adalah sebagai berikut: 

i. Pada saat menerima aset SGU tanggal 1 Januari 2011 : 
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IV. 


V. 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Aset - Sewa Guna Usaha 

1“ 855.000.000,- i 


Hutang SGU 

855.000.000,- 


Pada saat membayar hutang SGU tanggal 1 Januari 2011 


URAIAN j DEBET 

KREDIT 

Hutanq SGU 

181.263.406,70 


Kas/Bank 

Pada saat mengakui beban bunga SGU t 

URAIAN 

anggai 31 Desembe 

DEBET 

181.263.406,70 

;r 2011 : 

KREDIT 

Beban Bunga SGU 

50.348.335,62 


Hutang Beban Bunga 


50.348.335,62 

Pada saat melakukan penyusutan aktiva 31 Januari 2011 

URAIAN j DEBET 

KREDIT 

Beban Penyusutan 

100.000.000,- 


Akumulasi Penyusutan 

lOO.OOO.OOO,- 


Beban Penyusutan dihitung sebesar Rp 800.000.000,-/8 = Rp 100.000.000,- 

(menggunakan metode garis lurus) 


Pada saat membayar hutang dan bunga SGU tanggal 1 Januari 2012 : 


URAIAN DEBET ] KREDIT 


Hutang SGU 

130.915.071,08 j 

Hutang Bunga 

50.348.335,62 i 

Kas/bank 

S 181.263.406,70 


PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN SGU MENURUT 
PERPAJAKAN. 

DASAR HUKUM 

1. KMK NO.634/KMK.013/1990 tgl 05 Juni 1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas 
Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing). 

2. KMK No 1169/KMK.01/1991 tgl 27 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha 
(Leasing). 

3. KMK No 468/KMK.017/1995 tgl 03 Oktober 1995 tentang Perubahan KMK No 1251 /KMK. 
013/1988 tgl 20 Desember 1988 tanggal Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 
Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan KMK No 1256/KMK.00/1989_tql 18 Nopember 
1989. 

4. KMK No 448/KMK.017/2000 tgl 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. 

5. SE DJP No SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan 
Terhadap Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). 

6. SE DJP SE-10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Perlakuan PPh dan PPN Terhadap 
Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Yang Berakhir Menjadi Lebih Singkat Dari Masa 
Sewa Guna Usaha yang Disyaratkan Dalam Pasal 3 KMK No 1169/KMK.01/1991. 
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SEWA GUNA USAHA DENGAN SISTEM OPERATING LEASF 
1. Dari Sudut lessor 

a. Ketentuan Umum 

i. Seluruh pembayaran SGU yang diterima atau diperoleh merupakan obyek PPh. 

ii. Pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang dlsewa-guna-usahakan 
dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan dlsewa-guna-usahakan. 
Khusus terhadap barang modal berupa tanah, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 
PPh tidak diperbolehkan untuk disusutkan. 

iii. Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. 

iv. Atas barang modal yang disewa guna usahakan, lessor maupun lessee wajib 
melakukan pencatatan yang terpisah dari aktiva yang tidak disewa-guna-usahakan. 

v. Atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lessor kepada iessee, 
terhutang PPN. 

b. Sistem Pencatatan 

Dengan mengambil contoh diatas (PT Sumber Maju Finance), maka sistem pencatatan dari 

sudut lessor akan dapat diketahui sebagai berikut: 

I. Pada waktu membeli mesin 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

; Aktiva Leasing 

500.000.000,- i 

{ PPN Masukan 

50.000.000,-T 

Kas/Hutang 


550.000.000,- J 

Pada saat menerima tagihan atas sewa : 



URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Kas/Bank 

sV.ido.oob.n 


Uang Muka PPh Pasal 23 

1.800.000,- ! 


Sewa Diterima Dimuk3 


90.000.000,- 

PPN Keluaran 


9.000.000,- 

*) 2% x Rp 90.000.000,- = Rp 1.800.000,- 


Pada saat menyetorkan PPN yang dipungu 

URAIAN 

ke Kas Negara, adalah : 

DEBET j KREDIT 

PPN Keluaran 

9.000.000,- 

_ 

Kas/Bank 


9.000.000,- 

Pada waktu melakukan penyusutan 



URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

j Beban Penyusutan*) 

Akumulasi Penvusutan 

71.428.571,- 

i 

71.428.571,- 


Beban penyusutan Rp 500.000.000,- : 7 = Rp 71.428.571 ,- 


2. Dari Sudut Lesse 

a. Ketentuan Umum 
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i. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna- 
usahakan. 

ii. Pembayaran SGU yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto. 

III. Atas barang modal yang disewa guna usahakan, lessor maupun lessee wajib 
melakukan pencatatan yang terpisah dari aktiva yang tidak disewa-guna-usahakan. 

iv. Atas pembayaran SGU yang dibayarkan atau terutang oleh lessee wajib dipotong PPh 
Pasal 23. Dasar perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 adalah penerimaan SGU bruto. 

b. Sistem pencatatan 

Dengan mengambil kasus PT Sumber Maju Finance, maka jurnal yang seharusnya dilakukan 

adalah : 


Pada saat menerima tagihan atas sewa adalah : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

i Beban Sewa 

90.000.000,- 

: 

[ PPN Masukan 

9.000.000,- 


Hutang Leasing 

99.000.000,- 


II. Pada saat membayar tagihan atas sewa adalah : 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

l Hutang Leasing 

99.000.000,- 


Hutang PPh Pasal 23 


1.800.000,- j 

Kas/Bank 


97.200.000,- j 


iii. Pada saat menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipungut ke Kas Negara, adalah 


URAIAN 

DEBET 

KREDIT 

Hutang PPh Pasal 23 

1.800.000,- ] 

Kas/Bank 

1.800.000,- ; 


SEWA GUNA USAHA DENGAN SISTEM FINANCIAL LEASE 

1. Dari Sudut Lessor. 

a. Ketentuan Umum 

i. Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU yaitu seluruh 
pembayaran SGU dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam hal SGU sindikasi, imbalan 
jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proporsionai sesuai dengan 
perjanjian antar anggota sindikasi yang bersangkutan. 

ii. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna- 
usahakan. Apabila pada saat berakhirnya kontrak SGU lessee tidak menggunakan hak 
opsinya untuk membeli barang modal yang di SGU, maka lessor baru melakukan 
penyusutan. 

iii. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu, setinggi- 
tingginya 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir 
piutang SGU, yaitu jumlah seluruh pembayaran SGU yang meliputi angsuran pokok 
(Principal) dan bunga. Cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dibentuk, 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang berkenaan. 
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PENDAHULUAN 


Pajak Tangguhan atau A deferred tax! bukan barang baru bagi para praktisi akuntansi. IAI sudah 
mengesahkan PSAK No.46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan sejak 23 Desember 1997 
PSAK 46 efektif dilakukan untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 1999 
bagi perusahaan yang sudah go public, sedang untuk perusahaan lain seharusnya sudah dimulai 
setelah 1 Januari 2001. 

Walaupun sudah efektif berlaku sejak beberapa tahun lalu, namun dalam pelaksanaannya banyak 
perusahaan yang menemui berbagai kendala, sehingga sampai banyak juga perusahaan yang belum 
menerapkan PSAK 46 dalam laporannya. 

PSAK 46 timbul oleh tekanan pasar modal agar para pengguna laporan keuangan tidak salah 
membaca laporan keuangan, yaitu kesalahan dalam menilai laporan keuangan menjadi overvalued 
atau undervalued. 

Karena didalam penerapan PSAK 46 menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang harus 
dilakukan koreksi fiskal, dimana koreksi-koreksi fiskal tersebut timbul karena adanya perbedaan tetap 
atau adanya perbedaan temporer (waktu). 

Sehingga secara akuntansi perbedaan-perbedaan tersebut harus disajikan dalam Laporan Keuangan 
(terutama Derbedaan temporer). Mengingat perbedaan temporer tahun berjalan akan terpulihkan di 
tahun-tahun mendatang, sehingga perlu disajikan dalam laporan keuangan. 

Sedang perbedaan yang sifatnya permanen atau tetap, tidak perlu disajikan dampak perpajakannya 
karena tidak akan terpulihkan di masa mendatang. 

Dengan demikian penting bagi para praktisi akuntansi/ keuangan untuk memahami 
perbedaan tetap dan perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan 
sehingga bisa mengimplementasikan PSAK 46 secara akurat, sehingga Laporan Keuangan 
yang disajikan menjadi tepat 

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan PSAK 46 murni untuk kepentingan akuntansi, 
walaupun murni akuntansi tetapi fiskus akan diuntungkan karena adanya informasi2 dalam Laporan 
keuangan terutama tentang koreksi2 fiskai 

Catatan : 

PSAK 46 hanya diterapkan kepada perusahaan yang memakai SAK, sedang perusahaan yang tidak 
menggunakan SAK atau memakai SAK ETAP tidak perlu menerapkan PSAK 46. 


TU3UAN PENGGUNAAN PSAK 46 
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1. Mengatur perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan, dimana masalah utama dari pembuatan 
Laporan Keuangan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak penghasilan 
pada periode berjalan dan periode-periode mendatang, karena adanya beban menurut peraturan 
perpajakan yang tidak boleh dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yang 
bersifat temporer. 

2. Didalam akuntansi Pajak Penghasilan, agar dilakukan pengakuan terhadap "future tax effect 
yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa lain yang telah diakui dalam laporan 
keuangan dan SPT (laporan pajak tahunan). Karena transaksi atau kejadiannya diakui di laporan, 
maka konsekuensi pajaknya juga harus diakui dalam laporan keuangan. Disamping itu, agar 
dilakukan pengakuan terhadap "future tax effect dari kompensasi kerugian fiskal yang belum 
digunakan apabila persyaratan tertentu telah dipenuhi. 

3. Pengakuan "future tax effect diakui dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan {defferod 
taxasset?) dan liabllitas pajak tangguhan (deferred tax Habit/ties). Pengakuan pajak tangguhan 
dalam PSAK No.46 dilakukan dengan menggunakan "Batance Sheet Liability Method'. 

4. Dengan adanya pengakuan aset atau liabilitas pada laporan keuangan secara tersirat, berarti 
bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut atau akan 
melunasi nilai tercatat liabilitas tersebut dalam periode mendatang. Pemulihan nilai tercatat aset 
pajak tangguhan akan mengakibatkan perusahaan pelapor membayar pajak lebih kecil di periode 
mendatang dan pemulihan nilai tercatat liabilitas pajak tangguhan akan mengakibatkan 
perusahaan pelapor membayar pajak lebih besar di periode mendatang. 

5. Mengatur tentang penyajian Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan serta pengungkapan 
informasi yang relevan. 

PENGERTIAN 


Beberapa istilah yang berlaku di P5AK 46 yang perlu dipahami terlebih dahulu 

1. Laba Akuntansi adalah Laba (rugi) bersih selama satu periode tertentu sebelum dikurangi 
beban pajak atau (rugi) bersih berdasarkan perhitungan-perhitungan akuntansi 

2. Laba Fiskal adalah Laba (rugi) bersih selama tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan 
perpajakan yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan. Atau Laba (rugi) bersih selama 
tahun pajak setelah dilakukan koreksi-koreksi fiskal 

3. Nilai Buku Akuntansi adalah Nilai tercatat aktiva atau kewajiban berdasarkan pembukuan atau 
akuntansi. 

4. Nilai Buku Fiskal adalah Nilai aset yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam 
penghitungan laba fiskal. 

Contoh PT Resa Tama mempunyai daftar aktiva per 31 Desember 2014, sebagai berikut: 


Nama Aktiva 

Thn 

Beli 

Maja 

Manfaat 

Aktiva 

^ 1 

Kel. 

Aktiva 

Harga Perolehan 
(dalam Rp) 

Tanah 

2004 

— 


400.000.000,- 

Bangunan Kantor 

2009 

10 

_ jng 

1.000.000.000,- 
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catatan : 

a. Masa Manfaat Aktiva digunakan untuk penyusutan menurut akuntansi. 

b. Kel Aktiva digunakan untuk penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan yg berlaku. 
Maka dapat dihitung berapa besarnya nilai buku akuntansi maupun nilai buku fiskal, untuk tahun 
2014 sebagaimana tertera dibawah ini. 


Nama Aktiva 

Akumulasi 
Penyusutan cfm 
Akuntansi 

Nilai Buku 
Akuntansi 

Akumulasi 
Penyusutan cfm 
Fiskal 

Nilai Buku Fiskal 

Tanah 

_Qxil 

400.000.000,- 

o,- 


i Banqunan Kantor 


«ma 

■WMwA'.'.'Jl 


Peralatan Kantor 


— 1 1 ’M 


— 1 1 11 

Perabotan Kantor 


vuu.:.u.:>n 



Kendaraan 

««ui.y.i.Y.w 



• ■fTrVI.y.f .Y.H 

Vm. • 

7 J/. /.• .'T:.; 


5. Perbedaan Temporer adalah Perbedaan antara jumlah tercatat aset atau llabilitas dengan 
Dasar Pengenaan Pajaknya. 

6. Perbedaan Temporer Kena Pajak adalah Perbedaan temporer yang menimbulkan suatu 
jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat 
aset dipulihkan atau nilai tercatat llabilitas tersebut dilunasi (berasal dari koreksi negatif) 

7. Perbedaan Temporer Yang Boleh Dikurangkan adalah Perbedaan temporer yang 
menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode 
mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat llabilitas tersebut dilunasi 
(berasal dari koreksi positif) 

8. Pajak Tangguhan 

Adalah Jumlah beban Pajak Penghasilan terutang atau Penghasilan Pajak Penghasilan untuk 
periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. 
Catatan : 

Banyak orang yang belum memahami sepenuhya tentang PSAK 46, beranggapan bahwa PSAK 
46 tersebut hanya membahas tentang Pajak Tangguhan saja. Tetapi sesungguhnya pajak 
tangguhan hanya satu bagian dari PSAK 46. Dengan pengakuan pajak tangguhan dapat 
mengakibatkan berkurangnya laba bersih atau berkurangnya rugi bersih. 

9. Pajak Kini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif PPh menurut 
peraturan perpajakan dikalikan dengan penghasilan kena pajak (laba akuntansi setelah dilakukan 
koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku). 

Pajak penghasilan kini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu final dan non final 

a. Pajak Penghasilan Non Final 

PT Sementara Abad tahun 2011 mempunyai laba kena pajak Rp 3.000.000.000,- atas laba 
kena pajak ini PPh yang terutang 25% x Rp 3.000.000.000,- = Rp 750.000.000,- 
Jika dalam tahun 2011 PT Sementara Abad mempunyai kredit pajak PPh Pasal 22 sebesar 
Rp 200.000.000,- PPh Pasal 23 sebesar Rp 100.000.000,- dan PPh Pasal 25 sebesar Rp 
300.000.000,- Maka jurnal yang seharusnya dibuat adalah : 
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Uraian 

Debet 

Kredit 

; Beban Pajak Kini 

750.000.000,- 


UM PPh Pasal 22 


w.:.*.:.:**:.» 

UM PPh Pasal 23 


■i 1 1 w 

UM PPh Pasal 25 


300.000.000,- i 

Hutang PPh Pasal 29 


150.000.000,- : 


b. Pajak Penghasilan Final 

Pajak Penghasilan Final adalah Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah 
pelunasannya (jika WP dalam tahun berjalan sudah membayar atau telah dipotong pihak 
ketiga), kewajiban pajak yang menjadi bebannya telah selesai dan penghasilan yang 
dikenakan pajak final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak 
final. Pajak jenis ini dapat dikenakan untuk jenis penghasilan tertentu atau untuk usaha 
tertentu. 

Contoh PPh yang bersifat final adalah penghasilan berupa bunga dari deposito atau 
tabungan yang ditempatkan di Bank di Indonesia, sewa atas tanah dan atau bangunan, laba 
penjualan saham yang dilakukan di bursa efek 

Tarif PPh Final bervariasi dan sangat tergantung jenis penghasilannya. PPh Final dibebankan 
dan dikelompokkan sebagai bagian dari beban pajak kini pada laporan laba rugi. 

Misalkan PT Bina Konstruksi adalah perusahaan jasa konstruksi, dalam tahun 2011, 
mempunyai Peredaran usaha sebesar Rp 65.000.000.000,- dalam tahun tersebut telah 
dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak ketiga sebesar Rp 900.000.000,- dan PPh Pasal 4 
ayat (2) yang dibayar sendiri seberar Rp 400.000.000,- Maka jurnal yang seharusnya dibuat 
PT Konstruksi adalah : 


Uraian 

Debet j Kredit 

i Beban Pajak Kini 

j 1.300.000.000,- ] 

UM PPh Pasal 4 ayat (2) 

[ 1.300.000.000,- i 


Dalam praktek sering terjaai PPh Final disajikan mengurangi penghasilan yang dikenakan 
PPh Final atau PPh Final disajikan dalam perkiraan beban PPh Final. 

10. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang 
sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi 
kerugian (berasal dari koreksi positif). 

Demikian juga mengapa pajak penghasilan yang tidak harus dibayar merupakan Aset Pajak 
Tangguhan? 

Berdasarkan teori akuntansi', aset didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya 
manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu 
entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian pada masa lalu. Aset pajak tangguhan timbul 
sebagai akibat adanya : 

a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. 

b. akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan 

c. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengijinkan. 

11. Liabilitas Pajak Tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk masa 
mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (berasai dari koreksi negatif). 
Mengapa pajak penghasilan yang akan terutang dimasa mendatang disebut dengan liabilitas 
pajak tangguhan? Menurut teori akuntasi' bahwa kewajiban didefinisikan sebagai suatu 
kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa mendatang yang muncul dari kewajiban 


1 .Akuntansi Pajak Penghasilan, Mansi P Purba dan Andreas 
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masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas lain sebagai akibat kejadian 
masa lalu. 

Contoh tentang adanya kewajiban pajak tangguhan adalah : 

Beban penyusutan atau amortisasi menurut akuntansi lebih besar (misalkan menyebabkan iaba 
akuntansi menjadi Rp 300.000.000,-) dari pada beban penyusutan atau amortisasi menurut fiskal 
(misalkan yang menyebabkan laba fiskal hanya Rp 200.000.000,-). Jika tarif PPh Badan sebesar 
25% maka : 

PPh Terutang menurut akuntansi = 25% x Rp 300.000.000,- = Rp 75.000.000,- 

PPh Terutang menurut fiskal = 25% x Rp 200.000.000,- = Rp 50.000.000,- 

Selisih sebesar Rp 25.000.000,- merupakan kewajiban pajak tangguhan 

12. DPP Aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap 
penghasilan kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat 
aktiva tersebut. Apabila penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka DPP aktiva sama 
dengan nilai tercatat aktiva. Contoh piutang usaha memiliki nilai tercatat 100. Pendapatan usaha 
terkait sudah diakui secara fiskal, DPP aktiva tersebut adalah 100, berarti tidak ada perbedaan 
temporer. 

13. DPP Kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi setiap jumlah yang dapat dikurangkan 

pada masa mendatang. Contoh Nilai tercatat acrrued expenses 100 untuk tujuan fiskal biaya 

tersebut telah dikurangkan, maka DPP adalah 100 sehingga tidak ada perbedaan temporer. 


BEBERAPA ASPEK TEKNIS YANG PERLU DIPAHAMI 

PENGAKUAN PAJAK TANGGUHAN 

1. BALANCE SHEETAPPROA CH FOR DEFERRED TAXES 

Jika selama ini menggunakan "tax payable method' dalam akuntansi pajak penghasilan, maka 
dengan berlakunya PSAK 46 perusahaan harus melakukan perubahan dengan menghitung dan 
mengakui adanya pajak tangguhan ideffered tax) atas "future tax effect' dengan menggunakan 
"balance sheet liability method' atau disebut juga "asset/liability methcxf. Penggunaan metode 
tersebut hal yang baru karena yang lazim digunakan di beberapa negara, dan yang dibahas 
dibeberapa literatus adalah menggunakan "income statement liability method' 

2. Untuk menghitung pajak tangguhan berdasarkan "balance sheet liability method', maka kunci 
utama yang harus dipahami adalah tentang" temporary differences (TD) -> perbedaan temporer. 
TD adalah perbedaan antara "accounting base" yaitu nilai buku atau nilai tercatat aktiva dan 
kewajiban menurut pembukuan (akuntansi) dengan "tax basd' yaitu nilai buku fiskal yang 
digunakan sebagai dasar pelaporan SPT 

3. Apabila jumlah TD pada tanggal neraca telah diketahui dari perbandingan antara saldo menurut 
buku dan saldo menurut fiskal (per SPT), maka pada tanggal neraca dapat dihitung jumlah 
aktiva pajak tangguhan {Deffered TaxAssets-> TDA) dan kewajiban pajak tangguhan {deffered 
taxliability-» DTL) sebagai akibat TD. 

Di samping itu, dilakukan juga pengakuan adanya aktiva pajak tangguhan atas sisa kerugian 
fiskal yang belum dikompensasikan, apabila persyaratan tertentu dipenuhi. 

Perlu diketahui bahwa di Indonesia ada penghasilan tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat 
final. Terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka unsur aktiva dan kewajiban 
yang terkait dengan penghasilan tersebut tidak boleh diakui adanya perbedaan temporer -> 
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Dengan demikian untuk penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak ada pengakuan aktiva 
dan kewajiban pajak tangguhan atas unsur aktiva dan kewajiban terkait. 

4. Apabila saldo akhir DTA dan DTL yang berasal dari perbedaan temporer per tanggal neraca 
telah diketahui, maka dengan membandingkannya dengan saldo awal, dapat segera diketahui 
perubahannya (kenaikan/penurunan) DTA/DTL. Jumlah kenaikan/ penurunan DTA/DTL 
merupakan beban pajak tangguhan atau penghasilan pajak tangguhan yang harus 
diperhitungkan dalam laporan laba-rugi periode berjalan. Disamping itu, pengakuan DTA yang 
dilakukan terhadap rugi fiskal, akan mempengaruhi jumlah penghasilan pajak tangguhan. 

5. Bagi perusahaan yang selama ini menghitung taksiran PPh berdasarkan SPT (tax payable 

method), taksiran PPh akan diakui nihil apabila pada suatu tahun pajak perusahaan mengalami 
kerugian fiskal (tax loss) atau apabila jumlah sisa kompensasi kerugian masih lebih besar dari 
penghasilan kena pajak tahun berjalan. Dengan perkataan lain, rugi fiskal tahun berjlan (current 

taxloss) dan sisa kompensasi kerugian (tax loss carry forward) tidak diakui sebagi aktiva (assets) 

dalam neraca, dan "future tax effect" atas rugi fiskal tersebut juga tidak diakui dalam laporan 
laba-rugi. PSAK No. 46 menghendaki agar dilakukan pengakuan terhadap "future tax effect" dari 
kerugian fiskal tersebut dalam laporan keuangan, apabila besar kemungkinan laba fiskal periode 
mendatang cukup memadai untuk dikompensasi. 

PENYAJIAN PAJAK TANGGUHAN 

1. Aset dan Uabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari Aset dan kewajiban lainnya 
dalam neraca. 

2. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (receivable/'prepaid tax) 
dan kewajiban pajak kini (taxpayble). 

3. Aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. 

4. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan 

berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan 
peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara subsantif berlaku pada periode 
pelaporan. 

5. Aset pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya 
disajikan dalam neraca. 

6. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus 
disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. 

7. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun Piutang Pajak Penghasilan (atas tagihan 
Pajak Penghasilan karena lebih bayar), demikian pula kewajiban pajak tangguhan juga disajikan 
terpisah dengan utang PPh Pasal 29. 

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, sepanjang 
kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai 
sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset 
pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau awal liabilitas dalam transaksi yang : 

a. bukan dari transaksi kombinasi bisnis 

b. pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi 
pajak). 
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PENGUNGKAPAN 

PSAK 46 mewajibkan untuk mengungkapkan berbagai hal-hal dalam Laporan Keuangan yang 
disajikan, antara lain : 

1. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak penghasilan. 

2. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung 
dibebankan ke ekuitas. 

3. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode 
berjalan. 

4. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 
dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya, yang tidak diakui sebagal aset 
pajak tangguhan pada neraca. 

5. Jika ada perubahan tarif, maka perlu dijelaskan perbandingannya dengan tarif pajak yang 
berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. 

DIDALAM MENGHITUNG PPH YANG TERUTANG, PERUSAHAAN HARUS 
MELAKUKAN REKONSILIASI FISKAL, UNTUK MENYESUAIKAN ANTARA 
LABA AKUNTANSI DENGAN LABA FISKAL 

Mengapa didalam menghitung pajak yang terhutang harus melakukan koreksi fiskal didalam 
menghitung penghasilan kena pajak, karena tidak semua ketentuan yang ada dalam SAK sama atau 
dapat digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan dapat terjadi karena 
dalam hal perbedaan sistem atau metode dalam pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya, 
secara garis besar timbulnya koreksi fiskal disebabkan, antara lain : 

1. WP memiliki penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (atau disebut juga dengan 
bukan obyek pajak) 

Jika WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak maka penghasilan tersebut 
harus dikeiuarkan dari Penghasilan Kena Pajak, karena penghasilan tersebut tidak dikenakan 
pajak, sehingga tidak ada pajak yang terhutang atas penghasilan tersebut. 

2. Adanya Penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final 

Apabila WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final (contoh penghasilan bunga deposito), 
maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dari penghasilan dalam rangka 
menghitung penghasilan kena pajak. 

3. Adanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP, tetapi secara peraturan perpajakan tidak 
boleh dikurangkan : 

a. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh WP tetapi secara peraturan perpajakan tidak boleh 
dikurangkan seluruhnya dalam menghitung penghasilan kena pajak, misalkan biaya 
sumbangan atau pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. 

b. Pengeluaran yang telah dikeluarkan dan telah diakui sebagai biaya oleh WP tetapi secara 
peraturan hanya boleh dikurangkan sebagian saja, misalkan biaya pemakaian (pulsa) 
telepon seluler. 

c. Pengeluaran yang telah dikeluarkan dan telah diakui biaya pada tahun yang bersangkutan 
oleh WP, tetapi secara peraturan perpajakan baru boleh diakui kemudian, misalkan 
penghapusan piutang 
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c. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh WP, tetapi biaya tersebut berhubungan dengan 
penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bei sifat final 

Koreksi-koreksi fiskal tersebut secara akuntansi tidak memerlukan jurnal khusus (penyesuaian), 
karena secara prinsip koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening yang ada pada 
neraca maupun rekening yang ada pada laporan rugi laba, sepanjang WP telah melakukan koreksi 
fiskal secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan. 

BEDA TETAP DAN BEDA WAKTU 

Sebagaimana dimaksud diatas ada biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP tetapi secara 
peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan. Karena perbedaan-perbedaan tersebut timbulan istilah 
perbedaan tetap dan perbedaan temporer (waktu). 

1. Perbedaan Tetap (Permanen) 

Perbedaan Tetap (permanent difference) pada dasarnya dapat dilihat secara garis besarnya 

disebabkan karena : 

a. Menurut Akuntansi Pendapatan atau penghasilan tetapi peraturan perpajakan bukan obyek 
pajak penghasilan, atau sebaliknya menurut akuntansi bukan pendapatan atau penghasilan 
tetapi peraturan perpajakan bukan yang tidak termasuk obyek pajak penghasilan (Ps.4 ayat 
(3) UU PPh). 

b. Menurut Akuntansi Pendapatan atau penghasilan, dan peraturan perpajakan merupakan 
obyek pajak penghasilan tetapi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai 
dengan Pasal 4 ayat (2) PPh dan Pasal 15 ayat (15) UU PPh, antara lain : 

i. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. 

ii. Penghasilan dari bunga deposito 

iii. Penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek 

iv. dstnya 

c. Menurut Akuntansi biaya tetapi secara peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan untuk 
menghitung Penghasilan Kena Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPh, antara lain : 

i. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk 
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

ii. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 
sekutu, atau anggota. 

iii. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih 
untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha 
asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan 
dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

iv. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar 
oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak 
yang bersangkutan. 

v. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 
dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi 
seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 
di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
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vi. jumlah yang melebihi kewajaran yany dibayarkan kepada pemegang saham atau 
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagal imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan yang dilakukan. 

vii. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata- 
nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib 
Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

viii. Pajak Penghasilan. 

ix. biaya yang dibebankan acau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau 
orang yang menjadi tanggungannya. 

x. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham. 

xi. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa 
denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 

Perbedaan permanen hanya akan mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak pada periode berjalan 
dan tidak berdampak pada penghitungan pada periode mendatang. Oleh karena Itu perbedaan 
permanen ini tidak mempengaruhi besarnya pajak tangguhan karena PSAK 46 sendiri pada 
dasarnya merupakan "accounting for future effecC. Dengan demikian hanya perbedaan temporer 
yang diperhitungkan dalam pajak tangguhan karena memiliki dampak pajak di periode 
mendatang. 

Perbedaan Temporer (Waktu) 

Perbedaan Temporer (TD) adalah perbedaan antara "accounting £ase"yaitu nilai buku atau nilai 
tercatat aktiva dan kewajiban menurut akuntansi "tax oase" yaitu nilai buku fiskal yang 
digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak (Laba atau Rugi Fiskal). Berdasarkan 
penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Beban atau kerugian yang telah diakui dalam menghitung laba komersial, tetapi baru diakui 
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pada saat realisasi. Misalnya pembentukan 
cadangan, dan sebagainya. 

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa pembentukan cadangan piutang tak tertagih 
untuk mengantisipasi adanya piutang yang tidak dapat ditagih karena berbagai sebab. 

Pada prinsipnya akuntansi dan pajak mengakui adanya beban atau kerugian penghapusan 
piutang tak tertagih. Tetapi di dalam akuntansi penghapusan piutang dapat menggunakan 
metode langsung atau tidak langsung, sedang perpajakan penghapusan piutang yang tidak 
tertagih baru dapat dihapuskan setelah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal 
tersebut yang menciptakan adanya perbedaan temporer antara akuntansi dengan pajak. 
Sehingga pada saat piutang tersebut benar-benar dihapuskan menurut perpajakan, maka 
harus dilakukan penyesuaian {adjustmenf) terhadap pajak tangguhan dalam rangka 
melakukan review secara periodik atas saldo pajak tangguhan. 

b. Beban atau kerugian yang diakui lebih cepat dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, 
dibandingkan dengan pembebanan untuk penghitungan laba komersial. Misalnya beban 
penyusutan, sewa guna usaha dengan hak opsi dan sebagainya. 

Beban penyusutan menurut akuntansi dan pajak adalah beban yang mengurangi 
penghasilan kena pajak. Tetapi metode penyusutan antara akuntansi dan perpajakan dapat 
berbeda, mengingat peraturan perpajakan telah menentukan masa manfaat ekonomis 
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dengan mengelompokan aset tetap tersebut, sedang akuntansi masa manfaat ekonomis 
aset yang disusutkan berdasarkan perkiraan masing-masing perusahaan berdasarkan 
pengalamannya. Hal inilah yang menciptakan adanya perbedaan temporer antara akuntansi 
dengan pajak. 

Secara rinci dampak beban penyusutan terhadap pajak tangguhan dapat dibagi menjadi 3, 
yaitu : 

i. Beban penyusutan yang timbul akan mempengaruhi pajak tangguhan karena 100% 
merupakan perbedaan temporer. Misalnya beban penyusutan dari mesin-mesin yang 
dipergunakan dalam kegiatan produksi. 

ii. Hanya 50% beban penyusutan yang merupakan perbedaan temporer dan akan 
mempengaruhi pajak tangguhan, sedang yang 5C% merupakan perbedaan tetap. Aset 
tersebut berupa kendaraan sedan yang dibawa puiang dan telepon seluler 
{handphone) yang dimiliki perusahaan tetapi digunakan oleh karyawan dalam rangka 
pekerjaan atau jabatannya. 

iii. Semua beban penyusutan yang timbul tidak berpengaruh pada pajak tangguhan 
karena beban penyusutan dianggap sebagai perbedaan tetap, misalkan bangunan 
yang dipergunakan sebagai tempat peristirahatan atau kendaraan yang tidak 
digunakan untuk 3 M. 

c. Pendapatan atau keuntungan tertentu diakui sebagai penghasilan pada saat diterima untuk 
tujuan fiskal, sedangkan untuk tujuan akuntansi diakui secara proposionai melalui proses 
amortisasi. 

d. Pendapatan atau keuntungan tertentu telah diakui daiam menghitung laba komersial, tetapi 
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak baru diakui di masa mendatang. Misal 
penggunaan equitymethod untuk investasi di nerusahaan asosiasi atau anak perusahaan. 

PENGHITUNGAN PSAK 46 DAN SISTEM PENCATATANNYA 

1. Kasus 1 

PT XYZ yang bergerak di bidang perdagangan umum tahun buku 2013 memperoleh laba bersih 
sebelum pajak sebesar Rp 185.643.000,- Biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya 
(sumbangan dsbnya yang bersifat beda tetap) adalah sebesar Rp 34.500.000,- Jika Total 
Penjualan Rp 1.500.000.000,- diantaranya terdapat penjualan tunai sebesar Rp 560.000.000,- 
Berapakah Laba setelah P Ph ? 

Penghitungan. PPh yang terutang 


Total Penjualan 

Rp 

1.500.000.000,- 


Laba bersih Akuntansi 

Rp 

185.643.000,- 


Koreksi Fiskal 

Be_ 

34.500.000,- 

Beda tetap 

Laba Fiskal 

Rp 

220.143.000,- 


PPh Terutang 

Rp 

27.517.875,- 

Tarif PPh Badan 25% 


Bagaimanakah pencatatan PT XYZ, jika PT XY2 daiam tahun berjalan tidak pernah membayar 
pajak dan jika telah membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp 25.000.000,- ? 

Pencatatan yang seharusnya dilakukan PT XY jika tidak pernah membayar pajak dalam tahun 
berjalan : 


Uraian 

Debet Kredit 

[ Beban Pajak Penghasilan Kini 

27.517.875,- 

Hutang PPh Pasal 29 

27.517.875,- 

Penyajian Dalam laporan keuangan 
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Laba sebelum PPh Rp 185.643.000,- 

Taksiran Pajak Penghasilan Rp 27.517.875,- 

Laba setelah PPh Rp 158.125.125,- 

Seciang pencatatan yang harus dilakukan jika PT XYZ dalam tahun berjalan membayar PPh Pasal 
25 : 

j _Ur aian _ j D ebet _ j _ Kredit 

! Beban Paja k Pe nghasilan Kini _j 27.517.875,- |_i 

L _ .Hytena PPh PasalJ9_1_ l_ 2.517.8 75,- } 

f U ang muka PP h Pasal 25 _j__]__ 25.000.000,- j 

Sedang Penyajian Dalam laporan keuangan akan tetap sama. 

Laba sebelum PPh Rp 185.643.000,- 

Taksiran Pajak Penghasilan Rp 27.517.875,- 

Laba setelah PPh Rp 158.125.125,- 

Kasus 2 : 

PT Java Super yang bergerak di bidang perdagangan umum tahun buku 2013 memperoleh laba 
bersih sebelum pajak sebesar Rp 185.643.000,- Didalam laba tersebut sudah termasuk 
pembentukan cadangan piutang tak tertagih, dimana perusahaan memperkirakan 2,5% dari 
penjualan kredit tidak akan tertagih. Jika total penjualan Rpl.550.000.000,- dan penjualan 
tunainya sebesar Rp 560.000.000,- Berapakah laba setelah PPh ? 

Penghitungan PPh yang terutang 


Total Penjualan 

Rp 

1.550.000.000,- 

Penjualan tunai 

Rp 

560.000.000,- 

Penjuolan Kredit 

Rp 

990.000.000,- 

Laba bersih Akuntansi 

Rp 

185.643.000,- 

Koreksi fiskal 

Rp 

24.750.000,- 

Laba bersih Fiskal 

Rp 

210.393.000,- 


Keterangan 

Akuntansi 

Fiskal 


i m&mm 






*) Catatan jika tarif PPh Badan 25% 


Taksiran Pajak Penghasilan 

- PPh cfm fiskal Rp 26.299.125,- disebut dengan "Beban Pajak Kini" 

- PPh cfm akuntansi Rp 23.205.375,- disebut dengan "Beban Pajak" 

- Selisih Rp 3.093.750,- Disebutdng "Penghasilan PajakTangguhan" 


Pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT. Java Super 


Uraian 

Debet 

Kredit 

Beban Pajak Penqhasilan Kini 

26.299.125,- ; 


Aset Pajak Tangguhan 

3.093.750,- ; 


Hutanq PPh Pasal 29 

i i 

26.299.125,- 

Penghasilan Pajak tangguhan 


3.093.750,- 


Penyajian Dalam laporan keuangan 

Laba sebelum PPh Rp 185.643.000,- 

Taksiran Pajak Penghasilan Rp 

- Pajak tahun berjalan Rp 26.299.125,- 
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Pajak tangguhan 


Laba setelan PPh 


(Rp 3.093.750.-t 
BEl 
Rp 


23.205.375,- 

162.437.625,- 


PENGUKURAN TENTANG ASET ATAU HABILITAS PAJAK TANGGUHAN 
(KINI). 

1. Aset atau Habilitas pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar 
jumlah pajak terhutang (restitusi pajsk), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak 
(peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. 

2. Aset dan kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, dihitung dengan tarif pajak 
(dan peraturan pajak) yang telah berlaku. Apabila tarif pajak (dan peraturan pajak) baru telah 
diumumkan oleh pemerintah maka dapat dianggap bahwa tarif (dan peraturan) tersebut telan 
secara substantif berlaku [walaupun berlakunya tarif (dan peraturan) tersebut secara efektif 
mungkin saja masih beberapa bulan sesudah pengumumannya]. Dalam hal tersebut aset dan 
kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah 
dinyatakan berlaku. 

3. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulinan 
nilai tercatat aset atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggai 
neraca. 

4. Aset dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto {aiscounted). 

5. Nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan 
harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk 
mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tanggunan. Penurunan tersebut harus 
disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Pengakuan Pajak Kini dan 
Pajak Tangguhan. 

6. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi 
periode berjalan. 

7. Niiai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan mungkin berubah walaupun tidak ada 
perubahan jumlah perbedaan temporer yang terkait dengan aset dan kewajiban pajak tersebut. 
Perubahan tersebut mungkin berasal dari: 

a. perubahan tarif pajak atau peraturan pajak; 

b. pengkajian kembali nilai aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan; 

c. perubahan cara pemulihan suatu aset. 

Pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tersebut diakui pada laporan laba rugi, kecuali 
untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke 
ekuitas 

BEBERAPA PERMASALAHAN DAN PENGATURANNYA DALAM 
PSAK NO.46 

PERUBAHAN TARIF KARENA UNDANG UNDANG 

Sering terjadi di Indonesia tarif PPh Badan berubah karena alasan-alasan tertentu. SAK 46 beium 
mengatur tentang akibat adanya perubahan tarif pajak terhadap aset dan kewajiban pajak tangguhan. 
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Walaupun SAK 46 belum mengatur adanya perubahan tarif PPh Badan dan akibatnya, tetapi 
mengingat bahwa acuan dari SAK 46 adalah IAS No. 12 maka kita dapat mengacu pada IAS No.12 
paragraf 47 yang berbunyi "Deferred tax assets and liabilities should be measured at the tax rates 
that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liabiiity is settled, based on 
tax rates (tax laws) that have been enacted or substantively enactedby the balancedsheet date" 
Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan 
diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset pajak 
tangguhan akan direalisasi atau kewajiban pajak tangguhan akan diselesaikan. 

Sebagai contoh tahun 2009 PT Serasi Utama mempunyai Aktiva Pajak Tangguhan sebesar 
Rp500.000.000.- dalam tahun 2010 ada perubahan penurunan tarif PPh Badan menjadi sebesar 25% 
atas penurunan ini seharusnya PT Serasi Utama melakukan penyesuaian terhadap aktiva pajak 
tangguhan yang berasal dari beda temporer tahun-tahun sebelumnya sebagai akibat tarif pajak yang 
turun sebesar 3% (28% - 25%) atau sebesar 3% x Rp E00.000.000,- = Rp 15.000.000,- Jurnal atas 
perubahan tersebut, adalah : 


Uraian 

Debet i Kredit 

Beban Pajak Tangguhan - Perubahan Tarif 

15.000.000,- 

Aktiva Pajak Tangguhan 

15.000.000,- 


PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAK 


Surat Ketetapan Pajak (SKP) didalam peraturan perpajakan dapat berupa : 

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

PSAK No.46 paragraf 46 mengatur tentang SKP tersebut, adalah "Jumlah tambahan pokok dan denda 
pajak yang d/tetapkan dalam SKP harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada 
laporan laba rugi periode berjalan , kecuali apabila diajukan keberatan atau banding. Jumlah tambahan 
pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya , apabila terdapat 
kesalahan mendasar maka periakuan akuntansinya mengacu pada PSAK No.25 tentang Laba atau 
Rugi Bersih untuk periode Berjalad' 


Atau secara garis besar dapat dikatakan SKP yg diterbitkan oleh fiskus akan mendapatkan perlakuan 
sebagai berikut : 


1. Apabila jumlahnya berbeda dengan SPT (laporan pajak yang dibuat sendiri), maka selisihnya 
(pokok dan denda) dibukukan sebagai pendapatan atau beban lain-lain. 

Contoh PT Alif Pertama tahun 2008 membuat SPT Tahunan PPh Badan dengan hasil PPh yang 
terutang-sebesar Rp 450.000.000,- Tahun 2011 keluar SKP atas PPh Badan untuk tahun pajak 
2008 dengan perincian sebagai berikut : 

PPh Terutang cfm Pemeriksa kp 635.000.000,- 

PPh yang telah dibayar Rp 450.000.000,- 

pPh vang kurang dibayar Rp 185.000.000,- 

Denda Administrasi dan Bunga Rg_ 20.000.000,- 

PPh yang masih harus dibayar Rp 205.000.000,- 

Ai-a<; kpluarnva SKP ini PT Alif Pertama akan membuat ayat jurnal : 

Uraian Debet i _ Kredit _ 

Beban Lain-lain _ 205.000.000,* i .. 

Hutanq PPh atas SKP 205.000.000,- 

Dan jurnal yang dilakukan pada saat membayar SKP, adalah : 
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Uraian 

Debat 

Kredjt 

Hutang PPh atas SKP 

205.o66.o6o,- 


Kas/Bank 


205 ;666.obd, - 


2. Diajukan keberatan dan banding (dalam hal ini, tambahan pokok dan denda ditangguhkan 
pembebanannya). 

Dengan mengambil contoh diatas, dalam hal PT Alif Pertama mengajukan keberatan, maka 
jurnal yang seharusnya dilakukan, adalah : 

Uraiajri D ebet Kredit 

I Beba n dit a nggu hka n atas SKP 205.000.000,- ...j 

_ Hutang PP h atas SKP ... .:.^OsVpOO.OOO,; 

3. Apabila ternyata terdapat kesalahan mendasar da'am penerapan ketentuan perpajakan, maka 
perlakuan akuntansi atas selisih tersebut mengacu pada PSAK No.25 (PSAK No.25 tentang "Laba 
atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan 
Akuntansi) 

Ketentuan tersebut diatas dapat dikatakan suatu SKP akan dibukukan sebagai pendapatan atau beban 
jika sifatnya telah mengikat dan final. 

Ketentuan tersebut akan susah dilaksanakan kalau menunggu final, mengingat bahwa otoritas pajak 
masih diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UU KUP) untuk menerbitkan SKPKBT 
dalam jangka 5 tahun, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak 
yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. 

Menurut penulis walaupun Dirjen Pajak belum mengeluarkan SKP, bisa saja pajak terhutang dianggap 
final dan telah mengikat selama 5 tahun setelah W P menyampaikan SPT Dirjen Pajak tidak 
mengeluarkan SKP. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (*») UU KUP oahwa " Besarnya 
pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pasti sesuai apabila dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan SKP. 

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP KOMPENSASI KERUGIAN 

Jika pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih kecil bila dibandingkan dengan bebannya, m3ka 
akan diperoleh kerugian. Secara akuntansi kerugian ini akan disajikan di dalam Neraca dan 
dikompensasi dengan laba yang diperoleh di tahun-tahun mendatang. Di dalam akuntansi akumulasi 
iaba atau rugi yang diperoleh perusahaan sejak berdiri sampai dengan tahun berjalan disajikan di 
dalam saldo laba ditahan (retainedearnings). 

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar 
kemungkinan bahwa iaba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Menurut 
PSAK 46 paragraf 27 ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan 
kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan: 

1. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak daiam jumlah yang memadai 
yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa; 

2. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat 
dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluwarsa; 

3. apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus kasus tertentu yang hampir 
tidak mungkin berulang. 
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Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi 
' dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui. 

Didalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh dikatakan bahwa "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan 
sebagaimand dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan 
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun" 

Dampak dari peraturan tersebut adalah berkurangnya penghasilan kena pajak bila di tahun-tahun 
berikutnya diperoleh keuntungan. Artinya kerugian yang masih bisa dikompensasikan memiliki potensi 
penghematan PPh di masa yang akan datang, oleh karena itu harus dihitung dampak pajak 
tangguhannya. 

Khusus untuk kompensasi kerugian akan menimbulkan dampak aset pajak tangguhan dan benefitdue 
to loss carryforwaddl masa mendatang. 

Sebagai contoh tahun 2010 PT Monang Harapan mempunyai kerugian sebesar Rp800.000.000,- yang 
dapat dikompensasikan sampai dengan tahun 2016. Atas kompensasi dapat dibuatkan jurnalnya 
sebagai berikut : 

Uraian Debet Kredit 

Pendapatan Pajak Ta nggu han*)_ 2 00.0 0 0.00 0,- 

Aset Paiak Tanaauhan i 200.000.000,* 

*) Jika tarif PPh Badan sebesar 25% = Rp 800.000.000,- x 25% = Rp 200.000.000,- 
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